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UNDANG-UNDANG RI NOMOR 28 TAHUN 2014 
TENTANG HAK CIPTA 
Pasal 8  
Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak 
Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.  
Pasal 9 
1. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: (a) penerbitan Cip-
taan; (b) Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; (c) penerje-
mahan Ciptaan; (d) pengadaptasian, pengaransemenan, atau pen-
transformasian Ciptaan; (e) Pendistribusian Ciptaan atau salinannya; 
(f) pertunjukan Ciptaan; (g) Pengumuman Ciptaan; (h) Komunikasi 
Ciptaan; dan (i) penyewaan Ciptaan. 
2. Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak 
Cipta. 
3. Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dila-




1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelangga-ran hak 
ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk 
Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100. 
000.000 (seratus juta rupiah). 
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta 
atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi 
Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf 
d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau 
pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta 
rupiah).  
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta 
atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pen-
cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, 
huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau 
pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana den-da paling 
banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). 







Naskah ini awalnya hasil riset untuk sebuah skripsi 
mahasiswa tahun 1986. Dalam proses pencarian data, dua tokoh 
menganjurkan penulis skripsi tidak saja sekedar memenuhi sya-
rat untuk Sarjana Hukum Internasional tetapi “menitip” pada 
sang mahasiswa untuk mengembangkannya terus. Menurut ke-
duanya, sengketa yang diskripsikan tidak akan selesai sampai 
dunia kiamat. Kedua tokoh tersebut adalah Dr. Lie Tek Tjeng 
dari LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) dan Dr. 
Asnani Usman dari Centre for Strategic and International Studies 
(CSIS) Jakarta. 
Perjalanan panjang tak terduga, mahasiswa penuh masa 
bodoh, yang penting tetap sarjana, sudah itu lupakan. Tahun 
demi tahun masalah diwilayah yang diamanatkan kedua sang 
tokoh benar adanya, masalah makin rumit dan kompleks. 
Menakjubkan dari lantai 8 LIPI Jakarta, Lie Tek Tjeng 
menyerahkan secara gratis seluruh karyanya. Tidak kalah me-
nakjubkannya Asnani Usman menyerahkan sekarung referensi 
asli untuk di fotocopy di luar CSIS (karena mahal untuk ukuran 
mahasiswa), tanpa jaminan apapun kecuali kepercayaan.  
Asia Timur (khususnya Laut Cina Selatan dan Laut Cina 
Timur) makin membara, amanah kedua tokoh semakin 
menggelitik dan tidak bisa disepelekan yang sesungguhnya 
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tanpa sengaja mewariskan garis tangan menunjuk jadi dosen, 
menekatkan untuk representasi pemikiran khusus pada wilayah 
amanah. 
Frans Edward Likadja sebagai guru besar pembimbing 
skripsi banyak memberi dukungan. Hikmahanto Juwana, 
sebagai sahabat karib memberi kata pengantar yang sangat 
elegan pada buku ini.  
Kepada mereka, terkhusus kepada tiga guru, mendiang 
Lie Tek Tjeng, Asnani Usman dan F.E. Likadja, karya ini saya 
dedikasikan. Sahabat Hikmahanto Juwana, kita akan tetap 
berdiskusi terus memperbarui refleksi pemikiran terhadap 
kawasan. Terima kasih atas pertanyaan kepada Calon Presiden 
Jokowi ketika menjadi moderator debat presiden tentang Laut 




















Sengketa tidak mungkin dipisahkan dari kehidupan 
manusia. Sengketa terjadi antar sesama manusia, bahkan dalam 
kondisi manusia mengelompokkan diri apa yang disebut seba-
gai 'negara'. Dalam sejarah, sejak dikenalnya entitas yang dise-
but negara, tercatat sejumlah sengketa antar-negara. Sengketa ini 
muncul dan dipicu diantaranya pada masalah rasialis, agama, 
nasionalisme, kehormatan dan wilayah. 
Sengketa perlu diselesaikan. Bagaimana manusia dapat 
menyelesaikan sengketa menunjukkan tingkat peradaban manu-
sia itu sendiri. Pada masa purba, sengketa diselesaikan dengan 
menggunakan otot. Pada saat itu siapa yang kuat dialah yang 
keluar sebagai pemenang. Kemenangan merupakan monopoli 
pihak yang kuat. Sementara pihak yang lemah yang tidak 
mempunyai kekuatan harus puas dengan kekalahan. Namun 
kondisi ini lambat laun berubah seiring dengan kemajuan 
peradaban manusia. 
Setelah adanya negara, sengketa tidak terselesaikan 
dengan menggunakan fisik melainkan dengan menggunakan 
akal. Untuk itu negara menyediakan sebuah forum yang disebut 
sebagai pengadilan yang memungkinkan para pihak yang ber-
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dilan ada pihak ketiga yang harus netral (disebut sebagai hakim 
atau juri) yang menentukan siapa pihak yang benar dan salah, 
siapa yang berhak memperoleh keadilan, serta apa sanksi yang 
harus diterima pihak yang salah. Putusan hakim tidak didasar-
kan pada siapa yang kuat atau lemah secara fisik, melainkan 
siapa yang benar dan berhak mendapatkan keadilan berdasar-
kan bukti dan argumentasi yang disampaikan kepadanya. 
Dalam konteks nasional, kemajuan peradaban manusia 
ditunjukkan dengan adanya penyelesaian sengketa melalui 
pengadilan yang disediakan oleh negara atau arbitrase yang 
disediakan oleh entitas bukan Negara. Sengketa sudah tidak lagi 
diselesaikan dengan kekuatan fisik. Penyelesaian sengketa 
dipercayakan dan dilakukan oleh lembaga peradilan. 
Pertanyaan yang muncul selanjutnya, adalah bagaimana 
sengketa diselesaikan dalam masyarakat internasional? Dalam 
masyarakat internasional yang beranggotakan negara, tidak 
dapat dipungkiri sengketa dari waktu ke waktu muncul. 
Penyelesaian antar negara pada awalnya, bahkan dalam masya-
rakat moderen dewasa ini diselesaikan dengan menggunakan 
kekerasan yang lebih umum disebut sebagai 'perang'. Dalam 
perang, penentuan pihak yang menang atau kalah tidak 
ditentukan pada bukti dan argumentasi, melainkan ditentukan 
siapa yang kuat, sehingga Negara lemah secara militer harus 
puas dengan kekalahan. 
Sebelum berakhirnya Perang Dunia II, perang dianggap 
oleh masyarakat internasional sebagai salah satu cara penye-
lesaian sengketa. Walaupun demikian pada masa-masa tersebut 
telah ada upaya untuk menyelesaikan sengketa secara damai. 
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Penyelesaian sengketa secara damai dapat dibagi menjadi dua, 
yaitu penyelesaian melalui saluran diplomatik yang merupakan 
upaya non-hukum, sementara penyelesaian melalui lembaga 
peradilan merupakan upaya hukum. 
Upaya penyelesaian melalui saluran diplomatik telah 
lama digunakan. Hanya saja jika penyelesaian tersebut tidak 
membuahkan hasil, negara yang terlibat sengketa akan langsung 
memilih jalan pintas dalam bentuk perang. Negara tidak ingin 
menggunakan jalur hukum dalam menyelesaikan sengketa me-
lalui lembaga-lembaga peradilan internasional sebagai upaya 
hukum. Ada beberapa alasan yang dapat dikemukakan menga-
pa penyelesaian melalui jalur hukum kerap diabaikan oleh 
negara-negara yang bersengketa. 
Pertama, negara merasa bahwa sebagai entitas yang 
mempunyai kedaulatan, maka tidak seharusnya negara tunduk 
pada sebuah lembaga peradilan. Hal ini berbeda dengan masya-
rakat nasional yang wajib untuk tunduk pada aturan-aturan 
yang dibuat oleh negara dan lembaga-lembaga yang dibuat oleh 
negara. Dalam tingkat masyarakat internasional, negara atas 
dasar kedaulatan yang dimiliki bisa saja tunduk pada lembaga 
peradilan internasional. Kalaupun lembaga peradilan internasio-
nal ada, penyelesaian sengketa di lembaga ini harus didasarkan 
pada kesukarelaan, tidak dipaksakan sebagaimana proses di 
pengadilan. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa melalui 
lembaga peradilan internasional mirip dengan penyelesaian 
melalui arbitrase dalam masyarakat nasional. Para pihak yang 
bersengketa harus sepakat menyelesaikan sengketa mereka pada 
lembaga peradilan ini. Mengingat sifat sukarela ini maka 
peradilan internasional sering diabaikan sebagai sebuah opsi. 
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Kedua, penyelesaian sengketa melalui peradilan interna-
sional dianggap merongrong (encroachment) terhadap kedaula-
tan. Dengan menyerahkan penyelesaian melalui peradilan inter-
nasional dianggap sebagai pengakuan kekuasaan yang lebih 
tinggi dari negara. Terlebih lagi penyelesaian sengketa semacam 
ini ditentukan oleh 'orang'. Negara yang bersengketa merasa 
tidaklah semestinya apabila sengketa diantara mereka hanya 
diselesaikan oleh 'orang' yang berperan sebagi hakim. 
Ketiga, lembaga peradilan internasional tidak begitu 
populer. Jarang sekali sengketa antar negara diselesaikan 
melalui lembaga peradilan internasional. Kalaupun ada, hal ini 
karena negara-negara yang terlibat dalam sengketa menghen-
daki hubungan baik antar mereka secara keseluruhan tidak 
dirusak oleh sengketa tertentu. 
Keempat, lembaga peradilan internasional dalam 
menyelesaikan sengketa, dianggap tidak mempertimbangkan 
faktor kepentingan nasional negara yang bersengketa dalam 
menyelesaikan sengketa antar negara, lembaga peradilan inter-
nasional lebih mengedepankan hukum ketimbang masalah 
politik. Padahal, negara-negara yang bersengketa justru menge-
depankan masalah kepentingan nasional dari pada kepentingan 
hukum. Disini muncul perdebatan apakah penyelesaian harus 
diselesaikan secara hulum atau politik? apabila secara politik, 
bisakah lembaga peradilan internasional menjangkaunya? 
jawabannya tentu saja tidak. Tidak heran mengapa negara kerap 
tidak menghiraukan alternatif penyelesaian sengketa melalui 
peradilan internasional. 
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Dalam konteks ini saya menyambut buku yang ditulis 
oleh saudara S.M. Noor dengan judul “Sengketa Laut Cina & 
Kepulauan Kuril”. Dalam buku ini saudara S.M. Noor hendak 
menyoroti sengketa antar negara yang terjadi di kawasan Asia 
Timur. Sejak lama di kawasan ini banyak berkecamuk sengketa 
antar negara. Salah satu diantaranya adalah sengketa kepulauan 
yang melibatkan Jepang dan Rusia (Uni Soviet pada masa 
perang dingin). Latar belakang sengketa ini mendapat pemba-
hasan yang cukup mendalam dalam buku ini. Selanjutnya 
saudara S.M. Noor menguraikan beberapa alternatif penyele-
saian melalui Mahkamah Internasional, walaupun sengketa ini 
belum diselesaikan di sana. 
Hal ini agak berbeda dengan sengketa kepulauan 
Sipadan dan Ligitan antar Indonesia dan Malaysia. Setelah 
penyelesaian melalui saluran diplomatik disepakati tidak 
membuahkan hasil, kedua negara telah meminta agar 
Mahkamah Internasional menentukan kedaulatan dari kedua 
kepulauan ini. Apa yang dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia 
merupakan tindakan positif sehingga perang, bahkan hubungan 
buruk antar kedua negara dapat dihindari. 
Saudara S.M. Noor tidak lupa membahas tentang 
persepsi Cina terhadap yurisdiksi perairan teritorial Asia Timur. 
Topik yang dibahas meliputi batas lain wilayah di dunia, landa-
san historis penetapan lain wilayah dan perkembangannya 
dalam Konvensi Hukum Laut Internasional. 
Meskipun saudara S.M. Noor berpendidikan hukum, 
namun pembahasan dalam buku ini tidak semata-mata hukum, 
ia telah berhasil menguraikan permasalahan sengketa Asia 
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Timur dengan menggunakan berbagai disiplin ilmu, khususnya 
sejarah Hubungan Internasional. Harapan kedepan adalah ke-
berhasilan maupun kegagalan penyelesaian sengketa di Asia 
Timur dapat memberi pelajaran bagi kita semua dalam penye-
lesaian sengketa antar negara dimana saja. 
Akhir kata saya mengucapkan selamat kepada saudara 
S.M. Noor dengan terbitnya buku ini yang telah menambah 
literatur di bidang penyelesaian sengketa antar negara. Semoga 
para pembaca dapat memperoleh manfaat dari buku ini. 
 
 
Professor Hikmahanto Juwana 
Guru Besar Hukum Internasional 
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A. Latar Belakang 
Akhir-akhir ini Laut Cina Selatan kembali menjadi 
wilayah yang memiliki potensi konflik yang cukup besar. 
Potensi konflik tersebut tidak saja mempengaruhi stabilitas dan 
keamanan regional negara-negara yang berada disekitarnya, 
khususnya Asia Tenggara, tetapi dampaknya cukup luas bagi 
stabilitas dan keamanan regional kawasan Asia Pasifik. Semua 
negara yang berada dipinggiran Pasifik Barat baik negara-
negara kecil yang sedang berkembang maupun negara-negara 
yang sudah maju tetap mempunyai kepentingan yang cukup 
besar bagi stabilitas dan keamanan regional di Laut Cina 
Selatan. Karena betapapun juga Laut Cina Selatan adalah 
merupakan wilayah jalur laut (sea lane) bagi navigasi 
internasional dan merupakan wilayah pelintasan (cross Passage) 
yang paling ramai. Jalur laut bagi navigasi internasional serta 
sebagai wilayah pelintasan yang paling ramai di Pasifik 
ditambah dengan bobot konflik sengketa teritorial telah 
menciptakan kawasan Laut Cina Selatan merupakan kawasan 
yang rawan dipandang dari sudut stabilitas dan keamanan 
regional, baik Asia Tenggara maupun Asia Pasifik. 
Empat negara besar yang berada di Pasifik; Amerika 
Serikat, Uni Soviet, Jepang dan Republik Rakyat Cina (RRC) 
merupakan negara-negara yang mempunyai kepentingan besar 
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di kawasan perairan Laut Cina Selatan. Amerika Serikat 
bagaimanapun juga tetap menganggap Laut Cina Selatan 
sebagai jalur laut penting bagi keamanan kapal-kapal 
komersialnya maupun kapal-kapal militernya menuju ke 
Samudera Hindia. Mungkin saja bagi kapal tanker Amerika 
Serikat yang mengangkut minyak dari Teluk Persia mengambil 
rute pelintasan lewat Terusan Zues masuk ke Laut Mediteranian 
terus ke Atlantik, selanjutnya menuju pantai-pantai Barat 
Amerika Serikat, namun operasi-operasi armada mereka lebih 
banyak di Pasifik dan Samudera Hindia. Dua basis angkatan 
lautnya yang terkenal yaitu Guam di Samudera Pasifik dan 
Diego Garcia di Samudera Hindia merupakan dua pangkalan 
yang selalu meminta perhubungan yang ketat dalam rangka 
mengontrol kedua samudera yang sangat strategis itu. Armada-
armada yang berbobot mati dibawah 300.000 DWT (Deadweight 
Tonnage/kemampuan daya angkut kapal sampai batas 
maksimal) tetap mengandalkan perairan Laut Cina Selatan 
sebagai jalur pelintasan militer (sealane of the militery passage)  
yang terdekat. 
Sementara itu bagi Uni Soviet (saat ini Rusia) pusat 
pangkalan armada Timurnya yang berada di Vladivostok 
hampir setiap minggu mereka melintasi kawasan Laut Cina 
Selatan menuju Samudera Hindia dalam rangka perimbangan 
kekuatan militer lautan dikedua samudera tersebut. Jepang 
merupakan negara yang paling banyak menggunakan Laut Cina 
Selatan sebagai navigasi kapal-kapal tankernya yang berlayar 
dari Teluk Persia menuju ke pelabuhan-pelabuhan pangkalan 
minyak di Jepang. Jepang memang tetap menggantungkan nafas 
industri manufakturnya dari suplai minyak Timur Tengah. 
Sama halnya dengan RRC yang memang telah mengklaim 
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bahwa Laut Cina Selatan itu adalah wilayah teritorialnya 
dengan berdasar pada klaim searah.  
Selain munculnya berbagai kepentingan, di kawasan 
perairan Laut Cina Selatan juga yang paling riskan adalah 
munculnya sengketa perairan teritorial karena terjadinya 
tumpang tindih (overlapping area) di kawasan tersebut. Akibat-
nya menimbulkan sengketa territorial. Negara-negara yang 
terlibat dalam sengketa teritorial Laut Cina Selatan hampir 
seluruh negara yang berada disekitar kawasan tersebut, yaitu; 
Vietnam, RRC, Pilipina, Malaysia dan Brunei Darussalam. 
Bagi Indonesia sengketa Laut Cina Selatan tentu saja 
sangat berpengaruh bagi posisi strategis ketahanan nasional 
serta penegakan prinsip-prinsip Wawasan Nusantara. Sebab 
bagaimanapun juga dan berdasar pada pertimbangan-pertim-
bangan di atas, Indonesia tetap mempunyai kepentingan di 
kawasan perairan yang sangat strategis itu. 
Laut Cina Selatan dianggap perairan yang tidak pernah 
sepi dari sengketa sekalipun negara-negara yang berada 
disekitar perairan tersebut menilai obsesinya sebagai wilayah 
bebas, damai dan netral. Wilayah perairan ini dianggap juga 
sebagai perairan tak bertuan karena banyaknya klaim tumpang-
tindih di atas pulau-pulau kecil, karang dan atau yang 
bertebaran di perairan ini. 
Sesungguhnya di Laut Cina Selatan terdapat empat 
gugus kepulauan yang menjadi sengketa, yaitu; Kepulauan 
Macclesfield, Kepulauan Pratas, Kepulauan Paracel dan 
Kepulauan Spratly. Namun yang paling vokal sekarang dan 
menjadi masalah internasional hanya dua, yaitu Kepulauan 
Spratly dan Kepulauan Paracel. Negara-negara yang terlibat 
dalam sengketa di Laut Cina Selatan adalah RRC, Cina Taiwan, 
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Vietnam, Filipina, Malaysia dan Indonesia. Dalam sengketa 
Kepulauan Spratly telah melibatkan negara-negara Filipina, 
Vietnam, Cina dan Malaysia. Sedangkan Kepulauan Paracel, 
telah melibatkan Cina dan Vietnam dalam sengketa. 
Kepulauan Spratly dan Kepulauan Paracel menjadi titik 
perhatian internasional karena memang letak kedua kepulauan 
itu sangat strategis. Keduanya berada pada titik tengah jalur 
navigasi internasional di Laut Cina Selatan sehingga siapa yang 
menguasai kedua gugus kepulauan ini berarti akan mengontrol 
jalur navigasi internasional di Laut Cina Selatan. Tentu saja 
selain potensial sebagai jalur laut internasional adalah potensi 
sumber daya alamnya yang cukup tinggi, seperti minyak dan 
potensi perikanan. 
Gugus Kepulauan Spratly yang oleh Cina disebut 
sebagai Nansha Chuntao, Vietnam sebagai Truong Sa. Pada akhir 
tahun 1974, delapan pulau dari kepulauan ini pada bagian 
Selatan berada di bawah kontrol Vietnam, tiga atau empat di 
bawah Filipina. Sedangkan sejak Pulau itu ada telah menjadi 
pangkalan Cina. Pada bulan Mei 1975 tentara komunis Vietnam 
merebut lagi beberapa pulau di Spratly ini. Kepulauan ini 
terletak kira-kira 400 kilometer sebelah Timur Laut Kalimantan 
Utara dan Pulau Palawan Filipina, dan kira-kira 500 kilometer 
dari pantai Vietnam bagian Selatan. Jarak antara Spratly dan 
Paracel kira-kira 700 kilometer, sedangkan jarak Spratly dan 
Pulau Hainan 1000 kilometer. Kepulauan Spratly ini mempunyai 
kurang lebih 100 buah pulau, bervariasi, dikuasai Vietnam, Cina 
dan Filipina serta Malaysia. Vietnam dan Cina yang paling 
banyak menghasilkan sengketa di kepulauan ini. 
Gugus Kepulauan Paracel, oleh Cina disebut Hsisha 
Chuntao sedangkan oleh Vietnam, disebutnya Hoang Sa. Gugus 
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kepulauan ini berada di bawah kontrol Cina setelah 
serangannya pada tanggal 19 dan 20 Januari 1974 yang 
mendepak Vietnam keluar dari kepulauan ini. Kepulauan ini 
terletak antara Pulau Hainan di Teluk Tonkin kira-kira 350 
kilometer sebelah tenggara dari pelabuhan Yulinkang dari 
pantai Vietnam Tengah, sekitar 400 kilometer sebelah Timur Da 
Nang. Luas wilayah kepulauan ini kira-kira 3 kilometer persegi. 
Dari sudut strategis kepulauan ini penting untuk mengontrol 
jalur pelayaran utama di Laut Cina Selatan yang merupakan 
jalur suplai energi dunia dari Samudera Hindia ke Samudera 
Pasifik. Rute kapal-kapal yang berlayar dari Hongkong ke 
Singapura melewati antara Kepulauan Paracel dan Kepulauan 
Macclesfield. Bukan saja dari Hongkong, tetapi kapal-kapal lain 
yang lewat disini datang dari Vladivostok, Pusan, Yokohama, 
Shimosheki, Tsingtoo terus ke Singapura selanjutnya ke Selat 
Malaka dan memasuki Samudera Hindia. Bagi Cina kepulauan 
ini penting untuk keamanan nasionalnya. 
Sementara itu, selain mengangkat permasalahan atas 
sengketa hukum di perairan teritorial Kawasan Laut Cina maka 
tentunya menjadi obyek utama pula dalam tulisan ini masalah 
penerapan Konvensi Hukum Laut Internasional 1982. Prinsip-
prinsip hukum lain, khususnya Konvensi Jenewa 1958 menjadi 
bahan pembanding dalam studi ini. Dalam mengkaji sengketa 
Laut Cina nantinya akan dicoba dianalisa berbagai kasus pulau, 
kepulauan, laut, selat-selat, teluk dan landas kontinen yang 
tumpang tindih di kawasan (overlapping area). Untuk 
memudahkan pengkajian dalam studi ini, maka kawasan-
kawasan yang bersengketa ditelusuri secara khusus. Hal ini 
dilakukan mengingat begitu luasnya wilayah yang akan dikaji, 
disamping kompleksnya permasalahan. Dalam pengkajian 
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analisa-analisa hukum (laut) internasional memang menduduki 
porsi yang dominan diberbagai segi, namun tidak berarti 
persentuhan dengan analisa politik tidak ada. Kasus di Laut 
Cina memang berbeda dengan kawasan lain, sebab di Laut Cina 
terdapat kombinasi menarik antara studi sengketa hukum 
internasional dan politik. Rumitnya penyelesalan sengketa di 
Laut Cina karena bukan saja pertentangan wilayah yang saling 
tumpang-tindih dari dasar tuntutan negara-negara, tetapi lebih 
jauh dari itu pertentangan ideologi yang tajam. Kontroversi 
perbedaan ideologi dalam sengketa Laut Cina memaksa semua 
ahli hukum yang melakukan studi atas kawasan itu sukar 
melepaskan analisa-analisa politik. Sekalipun demikian karena 
karya ini adalah analisa dalam studi hukum (laut) internasional 
maka analisa politik sedapat mungkin dikurangi.  
SeIain itu dalam obyek penulisan ini bertumpu pada 
dasar-dasar tuntutan wilayah apabila sudah dilakukan 
pemilahan untuk dikaji. Dasar-dasar tuntutan dapat dilihat pada 
gambaran berikut; antara Jepang dan Uni Soviet pada 
Kepulauan Kuril (gugus pulau-puIau wilayah Utara Jepang), 
penetapan batas wilayah tumpang-tindih antara Jepang dan Uni 
Soviet serta Jepang dan Korea Selatan di Laut Jepang. Sementara 
itu di Laut Cina Selatan, wilayah utama yang menjadi 
persengketaan antara Vietnam dan Cina meliputi hampir 
seluruh wilayah, dari Pulau Hainan meluas sampai ke 
Kalimantan, mencakup Teluk Tonkin Kepulauan Paracel dan 
Kepulauan Spratly. Tuntutan Cina (RRC) yang meluas sampai 
ke pantai Kalimantan mengakibatkan wilayah konsesi minyak 
Malaysia, Tsengmu Reef di pantai Utara Serawak dan Sabah, 
masuk dalam tuntatan wilayah Cina di atas. Begitupula dengan 
wilayah konsesi minyak di Filipina di Reed Bank dekat Spratly. 
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Di Laut Cina Timur, tuntutan Cina terhadap Landas kontinen di 
wilayah ini, menciptakan beberapa wilayah tumpang-tindih 
dengan tuntutan landas kontinen negara-negara Jepang, Taiwan 
dan Korea Selatan. Di landas kontinen yang terbentang dari 
sebelah Timur pantai Cina dan meluas sampai ke Palung 
Okinawa (Okinawa Trough), termasuk bagian Barat Daya Selat 
Taiwan, telah diberikan konsesi-konsesi minyak oleh ke tiga 
negara tersebut. Dalam wilayah ini, 100 mil dari Timur Laut 
Taiwan terletak Kepulauan Sengkaku yang di persengketakan 
oleh Taiwan, Jepang dan Cina. 
Paragraf di atas merupakan landasan utama sebagai 
obyek studi dalam karya ini. Tentunya masih terdapat beberapa 
poin yang belum dipaparkan dalam pendahuluan yang sempit 
ini, diantaranya adalah masalah tumpang-tindih di Laut Kuning 
(Yellow  yea) yang melibatkan Korea Selatan (Republik of Korea - 
RCK) dan RRC, demikian pula masalah status wilayah yang 
unik di Teluk Pohai di bagian Barat Laut dari Laut Kuning yang 
melibatkan Korea Utara (Republic Democratic  Korea) dengan 
RRC. 
B. Keadaan Umum Wilayah 
Dalam studi sengketa internasional baik sengketa hu-
kum (legal dispute) maupun sengketa politik (political dispute) di 
Kawasan Asia Timur masih belum banyak yang menuliskannya 
kalau tidak dapat dikatakan tidak ada. Padahal dalam persepsi 
sengketa internasional Kawasan Asia Timur menarik dijadikan 
sebagai alat pendeteksi untuk penerapan prinsip-prinsip hukum 
(laut) internasional dan prinsip-prinsip perdamaian.  
Kawasan perairan Asia Timur berdasarkan analisa para 
ahli merupakan kawasan dengan potensi sengketa terbesar di 
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dunia, tetapi juga mempunyai potensi sengketa terpanjang 
dalam sejarah hukum internasional. Seorang ahli geopolitik 
dunia yang brilian Sir Halford J. Mackinder menulis bahwa 
tujuh kawasan perairan yang potensial dengan sengketa di 
dunia yaitu Kawasan Laut Utara, Kawasan Laut Karibia, Kawa-
san Laut Baltik, Kawasan Laut Tengah (Mediteranean), Kawasan 
Pasifik Selatan dan Kawasan Asia Timur merupakan kawasan 
rawan yang dapat menimbulkan konflik besar. Mackinder lebih 
jauh menjelaskan bahwa diantara tujuh kawasan perairan itu, 
yang paling rawan diantaranya ialah Kawasan Perairan Asia 
Timur. Karena di Asia Timur persengketaan sangat kompleks, 
selain sengketa antarnegara diperhadapkan atas masalah yuris-
diksi teritorial negara-negara, juga kompleksitas pencarian pe-
ngaruh ideologi politik, selain sengketa dalam arus pertumbu-
han ekonomi dan perdagangan. Selain Mackinder, seorang ahli 
Jepang Shigeru Oda menambahkan bahwa pengaruh kebudaya-
an ikut pula memperkuat kompleksitas sengketa di Kawasan 
Asia Timur, mengingat infra-budaya di Asia dalam bujur pantai 
Barat Pasifik hingga Timur jauh berpusat di Asia Timur (Asia 
Kuning). 
Sehubungan dengan prinsip Wawasan Nusantara 
(Archipelago Principles) bagi Indonesia, mengingat pusat sengketa 
Asia Timur persis berada di sebelah Utara negara kedaulatan 
Indonesia. Selain itu dari segi keamanan nasional, ancaman atas 
keutuhan wilayah RI sering datang dari Utara. Pengalaman 
dalam pemberontakan G.30.S/PKI suplai ancaman separatis 
komunisme justru datang dari Utara. Oleh sebab itu jika kita 
ingin memperkuat prinsip Wawasan Nusantara maka pusat 
perhatian kiranya tidak hanya terfokus pada seputar wilayah 
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negara kesatuan Indonesia tetapi fokus pandangan juga adalah 
kemungkinan pengaruh-pengaruh dari luar wilayah. 
Dalam studi Wawasan Nusantara sebetulnya ada dua 
faktor yang menjadi obyek pandangan, yaitu; obyek pandangan 
dari dalam ke luar (internal viewpoint) dan obyek pandangan dari 
luar ke dalam (externalview point). Dua obyek pandangan ini 
sama pentingnya. Obyek pandangan dari dalam ke luar adalah 
obyek pandangan terhadap berbagai persoalan yang menyang-
kut keutuhan wilayah Wawasan Nusantara itu sendiri, mulai 
dari implementasi materialnya (Astra Gatra, Panca Gatra, Tri 
Gatra, dan sebagainya) sampai pada batas-batas wilayah negara. 
Sedangkan obyek pandangan dari luar yaitu obyek pandangan 
yang khusus melakukan studi terhadap negara atau wilayah 
atau kawasan yang langsung berpengaruh terhadap eksistensi 
Wawasan Nusantara. Konsepsi ini penting dimajukan 
mengingat penganalisaan terhadap Wawasan Nusantara selama 
ini kebanyakan terfokus pada obyek pandangan pertama. 
Kurang sekali pada fokus yang kedua. Agak sayang memang hal 
yang kedua kurang diperhatikan apalagi terhadap fokus Asia 
Timur, padahal kawasan itu perlu mendapat perhatian yang 
serius dan intensif. 
Menarik sengketa perairan teritorial di kawasan Asia 
Timur yang sebetulnya hanya menyangkut satu rezim hukum 
yaitu 'teritorial' (batas tetap kedaulatan negara). Terdapat dua 
rezim hukum secara terpisah yaitu selain ‘rezim teritorial’ juga 
terdapat rezim hukum ‘landas kontinen’ (continental shelf regime). 
Selain kemungkinan dalam pembahasan dianalisis secara tidak 
langsung (indirect analysis) rezim zona ekonomi eksklusif 
(exclusive economic zone regime). Hal ini bukan tanpa alasan, sebab 
kasus wilayah Asia Timur, pertautan antara ketiga rezim hukum 
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laut itu merupakan kontroversi yang paling unik dalam hukum 
laut internasional. Menurut Barry Buza kombinasi tiga rezim 
hukum dalam hukum laut internasional kasus Asia Timur 
merupakan kerumitan paling urgen untuk mencarikan penye-
lesaian atas sengketa hukumnya. Dalam sejarah hukum laut 
internasional, paparan landas kontinen dari Palung Okinawa 
dan Danjo Gunto merupakan obyek sengketa yang melibatkan 
dua, tiga rezim hukum sekaligus. Adalah rumit menganalisa 
studi sengketa Asia Timur dengan mengabaikan ketiga rezim 
hukum laut tersebut yang saling mengait. Berbeda dengan 
Wawasan Nusantara yang rezim teritorialnya terpisah. 
Memahami hal tersebut dalam tesis ini maka ‘teritorial’ 
yang dimaksudkan bukanlah menyangkut salah satu rezim 
hukum laut tetapi konsepsi wilayah sengketa yang menjadi 
obyek riset penulis. Pengertian teritorial dalam hal ini adalah 
pengertian luas dalam wilayah perairan sengketa yang meliputi 
tiga rezim sekaligus yaitu rezim teritorial, rezim landas kontinen 
dan rezim zona ekonomi eksklusif. 
Selain mengangkat permasalahan atas sengketa hukum 
di perairan teritorial Kawasan Asia Timur, maka tentunya 
menjadi obyek utama pula dalam tulisan ini masalah penerapan 
Konvensi Hukum Laut Internasional 1982. Prinsip-prinsip 
hukum lain, khususnya Konvensi Jenewa 1958 menjadi bahan 
pembanding dalam studi ini. Dalam mengkaji sengketa Asia 
Timur nantinya akan dicoba dianalisa berbagai kasus pulau, 
kepulauan, laut, selat-selat, teluk dan landas kontinen yang 
tumpang tindih di kawasan (overlapping area). Untuk memudah-
kan pengkajian dalam studi ini maka kawasan-kawasan yang 
bersengketa ditelusuri secara khusus. Hal ini dilakukan mengi-
ngat begitu luasnya wilayah yang akan dikaji disamping kom-
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pleksnya permasalahan. Dalam pengkajian analisa-analisa hu-
kum (laut) internasional memang menduduki porsi yang domi-
nan di berbagai segi, namun tidak berarti persentuhan dengan 
analisa politik tidak ada. Kasus di Asia Timur memang berbeda 
dengan kawasan lain, sebab di Asia Timur terdapat kombinasi 
menarik antara studi sengketa hukum internasional dan politik. 
Rumitnya penyelesaian sengketa di Asia Timur karena bukan 
saja pertentangan wilayah yang saling tumpang tindih dari 
dasar tuntutan negara-negara, tetapi lebih jauh dari itu perten-
tangan ideologi yang tajam. Kontroversi perbedaan ideologi 
dalam sengketa Asia Timur memaksa semua ahli hukum yang 
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A. Metode Pendekatan dalam Menganalisis Sengketa Asia  
Timur 
Sengketa Asia Timur adalah merupakan sengketa inter-
nasional yang didominasi oleh sengketa hukum (legal dispute). 
Faktor dominan yang mempengaruhi sengketa internasional di 
kawasan Asia Timur adalah sengketa hukum laut internasional. 
Oleh karenanya prinsip-prinsip yang dipergunakan atau yang 
dijadikan sebagai standar untuk menganalisa sengketa di Asia 
Timur adalah prinsip-prinsip hukum laut internasional ditam-
bah dengan doktrin-doktrin yang sehubungan dengan prinsip 
itu. Dalam hubungan ini, dicoba dikaji materi-materi persengke-
taan yang dominan banyak mempengaruhi sengketa di Asia 
Timur. 
Sebagaimana diketahui bahwa timbulnya persengketaan 
antara negara-negara tidak saja dipengaruhi oleh isu persilangan 
kedaulatan antara negara-negara tetapi isu yang paling dominan 
adalah isu ekonomi. Isu ini terutama sekali paling banyak mela-
tari sengketa antara negara-negara di lautan. Adalah mustahil 
sekali melakukan penganalisaan atas sengketa hukum laut 
internasional dengan mengabaikan isu dominan yang berpenga-
ruh di dalamnya, yaitu isu ekonomi. 
 
BAB  2 
SENGKETA INTERNASIONAL 
DI KAWASAN ASIA TIMUR 
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Dalam skala perkembangan hukum laut internasional, 
beberapa kepentingan yang melatarbelakangi timbulnya per-
sengketaan. Kepentingan-kepentingan tersebut dapat dikonklu-
sikan dalam tiga faktor utama, yaitu; 
- faktor utama dalam bidang ekonomi, 
- faktor utama dalam bidang kedaulatan, dan 
- faktor utama dalam bidang sekuriti (ideologi dan politik). 
Faktor utama dalam bidang ekonomi dapat dilihat dari 
perkembangan tata-aturan dalam hukum laut dengan penga-
turan dari rezim ke rezim. Sejarah telah menunjukkan terjadinya 
kasus yang terkenal dalam literatur hukum laut internasional 
yang disebut "Anglo-Norwegian Fisheries Case" (berdasarkan 
Keputusan Mahkamah Internasional tahun 1951). Kasus wilayah 
penangkapan ikan di Laut Utara ini telah menimbulkan aspirasi 
baru dalam perkembangan hukum laut internasional di kemu-
dian hari. Dari kasus inilah, dimulai babak baru dalam pene-
tapan penarikan batas wilayah laut dengan garis pangkal lurus. 
Tidak diungkap lebih jauh Kasus Anglo-Norwegian ini di sini, 
daripada sekadar mengemukakan bahwa pertimbangan utama 
dari tuntut-menuntut antara Inggris dengan Norwegia dalam 
kasus ini adalah pertimbangan ekonomi (sumber daya perika-
nan). 
Demikian pula halnya terhadap penetapan rezim landas 
kontinen (continental shelf) yang diumumkan oleh Presiden 
Amerika Serikat Harry S. Truman dalam tahun 1945 mengenai 
sumber daya ekonomi di dasar laut dan tanah di bawahnya. 
Yang paling mengesankan dalam perkembangan hukum laut 
dari segi kepentingan ekonomi, ialah apa yang ditetapkan oleh 
Chili, Ecuador, dan Peru tahun 1947 mengenai klaim 200 mil laut 
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yang dikemudian hari menimbulkan inspirasi lahirnya satu 
rezim hukum yang terbaru dalam sejarah hukum laut yaitu zona 
ekonomi eksklusif (exclussive economic zone). 
Dalam bidang kedaulatan, sebetulnya berhubungan 
langsung dengan perluasan wilayah negara. Dalam sejarah 
hukum laut internasional berturut-turut telah terjadi tiga kali 
percobaan pengaturan dalam penetapan batas-batas kedaulatan 
laut wilayah. Yang pertama penetapan batas laut wilayah sejauh 
tembakan meriam, “(cation shotrule)”, kemudian penetapan batas 
laut wilayah sejauh 3 mil laut (three nautical miles) dengan 
melingkupi masing-masing daratan pulau atau kepulauan. Teori 
kedaulatan tiga mil laut ini relatif bertahan cukup lama. Lalu 
yang terakhir penetapan prinsip kedaulatan negara di wilayah 
laut dengan 12 mil (twelfe nautical miles) dengan prinsip garis 
pangkal lurus (archipelacic principle into the outermost point to 
point). 
Sedangkan faktor utama dalam bidang sekuriti (ideologi 
dan politik) merupakan ciri khusus beberapa kawasan negara-
negara yang terlibat dalam sengketa laut (character of the marine 
dispute). Pengaruh ini sebetulnya adalah pengaruh psikologis 
politik dalam sengketa internasional yang banyak sekali mem-
pengaruhi prinsip-prinsip dalam sengketa hukum. Dibeberapa 
sengketa kawasan perairan, ciri kekhususan dalam faktor sekuri-
ti ini kadang-kadang kurang dominan kalau tidak dapat dikata-
kan tidak ada. Tetapi hampir semua sarjana yang melakukan 
studi dalam sengketa Asia Timur cukup mempengaruhi analisa 
mereka dalam ciri kekhususan ini (adanya penetapan ‘Militery 
Zone’ Korea Utara di Laut Jepang dan Cina di Laut Kuning). 
Oleh Mochtar Kusumaatmadja, ketiga faktor di atas 
sebetulnya merupakan tindakan atau aksi dalam hukum inter-
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nasional untuk melindungi kepentingan negara-negara di abad 
pertengahan secara sepihak. Mochtar menuliskan bahwa apabila 
kita analisa tindakan-tindakan sepihak negara-negara di abad 
pertengahan, maka tindakan-tindakan yang bertalian dengan 
laut yang dilakukan itu dapat dikembalikan atau digolongkan 
dalam tindakan-tindakan penggunaan laut sebagai berikut: 1) 
tindakan yang dilakukan untuk melindungi laut sebagai sumber 
kekayaan, terutama perikanan; 2) tindakan yang menganggap 
laut sebagai jalur proteksi, baik ia bertujuan melindungi 
kepentingan keamanan dan pertahanan, bea cukai, kesehatan, 
dan lain-lain; 3) tindakan yang bertujuan melindungi laut 
sebagai sarana komunikasi. 
Ketiga faktor yang pertama itu berbeda dengan ketiga 
faktor yang terakhir, sebab selain perbedaan momentum karena 
ukuran yang dilakukan oleh Mochtar Kusumaatmadja adalah 
ukuran abad pertengahan yang relatif persoalan hukum laut 
belum kompleks, maka hal lain tuntutan perkembangan dalam 
ilmu dan teknologi kelautan yang demikian pesat. Ukuran ke-
tiga faktor yang pertama adalah ukuran moderen di penghujung 
abad ke-20. Tuntutan yang paling utama dalam sengketa itu 
adalah masalah wilayah-wilayah konsesi minyak. Urgensi 
utama, faktor ekonomi yang menyoroti sengketa wilayah Asia 
Timur adalah tumpang tindih wilayah-wilayah konsesi minyak. 
Hampir semua analisa sarjana dalam kasus sengketa Asia Timur 
tidak bisa mengindahkan masalah sengketa wilayah konsesi 
minyak ini. Asia Timur dalam dimensi perekonomian memang 
termasuk wilayah yang mempunyai pertumbuhan ekonomi 
paling cepat di dunia. Pertumbuhan itu paling banyak dalam 
pacuan perkembangan industri manufaktur daripada industri 
jasa dan ringan (home industry). Dengan demikian memerlukan 
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bahan bakar minyak untuk kebutuhan pabrik-pabrik Indus-
trinya yang setiap tahun bertambah. Terutama untuk kebutuhan 
pabrik-pabrik di negara-negara Soviet-Asia, Jepang, RRC, Korea, 
dan Vietnam. Akibatnya negara-negara ini berlomba mencari 
ladang minyak di lepas pantai sepanjang kawasan perairan Asia 
Timur mulai Laut Jepang, Laut Kuning, Laut Cina Timur dan 
Laut Cina Selatan. 
Dari apa yang dituliskan di atas pendekatan-pendekatan 
yang sangat menentukan pada semua analisa adalah doktrin 
para sarjana sebagai salah satu sumber hukum dalam hukum 
internasional, maka doktrin para sarjana relatif baik untuk 
dijadikan titik pangkal penganalisaan lebih lanjut, apalagi dalam 
sengketa Asia Timur status wilayah atas beberapa pulau, laut, 
dan teluk masih terkatung-katung. Pemilikan atas pulau-pulau 
masih belum jelas, sehingga argumentasi para ahli dari masing-
masing negara yang mengajukan klaim atas pulau-pulau itu 
menarik diamati. Demikian pula pernyataan (statement) para 
pemimpin negara-negara yang bersangkutan. Pandangan ahli 
terutama sekali cukup menarik pada persepsi mereka terhadap 
dokumen-dokumen hukum yang telah lahir melandasi status 
wilayah di Asia Timur itu. demikian pula mengenai hasil-hasil 
rumusan Konvensi Hukum Laut Internasional di Jenewa tahun 
1958 dan Konvensi Hukum Laut lnternasional di Montigo Bay, 
Jamaica, tahun 1982. Khususnya menarik partisipasi sebagian 
peserta pada perumusan hasil-hasil konferensi hukum laut pada 
konvensi tersebut. Terutama di Asia Timur pada Konvensi 
Hukum Laut di Jenewa tahun 1958 beberapa negara tidak ikut 
menandatanganinya sehingga mempengaruhi klaim atas tuntu-
tan hukum di perairan kawasan itu. Dua negara yang mela-
kukan klaim terbesar disepanjang wilayah perairan Asia Timur 
 18 S.M. Noor : Sengketa Laut Cina & Kepulauan Kuril 
 
yaitu RRC dan Jepang tidak ikut dalam konferensi Hukum Laut 
Internasional 1958 di Jenewa. Khususnya Cina, dia ikut menan-
datangani Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 di Montigo 
Bay, Jamaica, tetapi beberapa sidang konfrenesi hukum laut 
ketiga (UNCLOS III) tidak dihadirinya. 
Hal-hal inilah yang dijadikan sebagai metode utama 
yang menarik untuk kita paparkan dalam menganalisa sengketa 
Asia Timur. 
B. Pengertian Sengketa Internasional dalam Kasus Asia Timur 
B.1 Sengketa Hukum Internasional 
Sengketa perairan teritorial di kawasan Asia Timur ada-
lah sengketa internasional (international dispute). Oleh karena itu 
sebelum tiba pada analisa yang lebih jauh mengenai sengketa 
perairan teritorial Asia Timur, terlebih dahulu diungkap secara 
singkat tentang sengketa internasional (international dispute) se-
bagai pengantar memasuki sengketa perairan teritorial Asia 
Timur. Setelah memaparkan secara umum gambaran sengketa 
internasional, kemudian dianalisa secara khusus model-model 
sengketa Asia Timur sebagai obyek pembahasan pokok dalam 
tulisan ini. Apalagi dalam penyelesaian sengketa internasional 
di Asia Timur mempunyai ciri kekhususan berdasarkan penga-
matan para ahli hukum internasional karena merupakan kombi-
nasi penyelesaian sengketa hukum dan politik (to combined both 
settlement disputes judicial and politic)". 
Kesimpulan sementara dari rumusan para ahli menge-
mukakan bahwa sengketa internasional adalah sengketa yang 
melibatkan antara dua negara atau lebih terhadap suatu obyek 
yang dipersengketakan. Obyek yang dipersengketakan pada 
umumnya dapat berupa; masalah kedaulatan negara, masalah 
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perbedaan panutan ideologi dan persaingan dalam bidang 
ekonomi. Tidak mengindahkan obyek sengketa internasional, 
maka berdasarkan rumusan yang sempit ini subyek sengketa 
internasional adalah negara. Negaralah yang dapat dikategori-
kan sebagai subyek dalam sengketa internasional. Sekalipun 
demikian, beberapa ahli tetap melibatkan individu atau badan-
badan hukum lain sebagai subyek dalam sengketa internasional. 
Starke misalnya menuliskan bahwa timbulnya sengketa negara-
negara pada umumnya dengan timbulnya sengketa antara 
individu-individu, kecuali akibatnya sengketa pertama dapat 
lebih berbahaya.  
Sengketa internasional secara umum terbagi dalam dua 
jenis yaitu; sengketa dalam hukum internasional (legal dispute) 
dan sengketa politik (political dispute). Pembagian umum sengke-
ta internasional ini sebenarnya merupakan pembagian yang 
cukup klasik, tetapi bertahan sampai sekarang. Dalam hal ini, 
Oppenheim-Lauterpach mengemukakan bahwa: 
“International differences can arise from a variety of groups. 
They are generally divided in to legal and political. Legal 
differences are those in which are parties of the dispute base 
their respective claims and contentions on ground recognised 
by International Law. All other controversies are usually 
fererred to as political or as conflicts of interest.” 
Lebih jauh dikemukakan: 
“Political and legal differences can be settled either by 
amicable or by compulsive means Most State have now 
undertaken wide obligations in sphere of compulsory judicial 
settlement. The majority of them are bound by the obligations 
of the so-called optional clause of the Statute of the Inter-
national Court of Justice and even more comprehensive 
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commitments. But this instrument do not subtantially affect 
he rule expressly affirmed by the court, that no universal 
international legal duty as yet exist for state or settle their 
differences through arbitration or judicial process.” 
Sebetulnya pandangan Oppeinheim-Lauterpacht di atas 
tidak memberi kejelasan yang tepat, dimana letak perbedaan 
antara kedua sengketa hukum dan politik dalam Skala inter-
nasional. Kekaburan yang sama juga dilakukan oleh sarjana-
sarjana lain. Dalam praktikpun tergambar secara terang-bende-
rang tentang bagaimana sesungguhnya penyelesaian sengketa 
menurut hukum (judicial settlement) dan penyelesaian sengketa 
secara politik (political settlement). Jika berpatokan dari cara 
penyelesaian untuk mengukur jenis sengketa, maka kesulitan 
penting dari keduanya karena cara-cara penyelesaian sering ter-
jerumus pada tumpang-tindih keduanya. Apalagi kadang-
kadang penawaran penyelesaian hukum tidak disepakati secara 
bersama. Keputusan Mahkamah internasional-pun sering tidak 
diindahkan oleh salah satu pihak. Sedangkan tindakan kekera-
san hanya bisa dilakukan berdasarkan persyaratan-persyaratan 
yang telah ditetapkan menurut penelitian Dewan Keamanan 
Perserkatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB), Pasal 34 mengatur : 
“The Security Council may investigate any dispute, or any 
situation which might lead to international friction or give 
rise to a dispute, in order to determine wheter the continuance 
of the dispute or situation is likely to endanger the mainte-
nance of international peace and security.”  
Yaitu yang memang benar-benar membahayakan kea-
manan dan terciptanya perdamaian internasional. Sekalipun 
timbul kekaburan dalam menganalisa secara parsial kedua jenis 
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sengketa ini, tetapi beberapa sarjana mencoba memberinya per-
bedaan. Terutama patokan mereka pada tafsiran Piagam PBB. 
Sebagaimana dituliskan oleh Starke, peraturan-peraturan dan 
prosedur yang telah diterima oleh hukum internasional berke-
naan dengan pertikaian itu sebagian berupa kebiasaan atau 
praktik, dan sebagian merupakan konsepsi-konsepsi yang mem-
bentuk hukum seperti Konvensi Den Haag 1899 dan Konvensi 
Den Haag 1907, guna penyelesaian secara damai dari pertikaian-
pertikaian internasional (Pacific Settlements of International Dispu-
tes) serta Piagam PBB yang dibuat di San Fransisco 1945. 
Pandangan Starke ini kurang lebih banyak dijadikan patokan 
para ahli berikutnya sebagai sandaran untuk menganalisa 
sengketa hukum internasional, utamanya kebiasaan-kebiasaan 
dalam praktik dan konsepsi hukum tentang sengketa interna-
sional. 
Apabila diambil pedoman pandangan di atas, maka ter-
utama dalam praktik dan konsepsi hukum, landasan pokok 
yang pada umumnya dijadikan patokan para ahli untuk meng-
analisa sengketa hukum internasional adalah Pasal 33, Bab VI 
Piagam PBB: 
“The parties to any dispute, the continuance of which is likely 
to endanger the maintenance of international peace and secu-
rity, shall, first of all, seek a solution by negotiation, enquiry 
mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort 
to regional agencies or arrangements, or other peaceful means 
of their own choice," (ayat 1). 
Patokan Pasal 33 ayat (1) ini merupakan landasan secara 
umum dari keseluruhan Bab VI Piagam PBB yang disebutnya 
Penyelesaian Sengketa Secara Damai (Pacific Settlemen of 
Dispute), dan menjadi analisa panjang para ahli. 
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Yang cukup mengesankan dari analisa-analisa para ahli 
hukum internasional adalah ditariknya semua konsepsi Pasal 33 
ini sebagai cara penyelesaian menurut hukum, tanpa meng-
indahkan bahwa terdapat anak kalimat dalam pasal ini me-
ngenai penyelesaian secara hukum (judicial settlement). Dalam 
praktikpun seringkali beberapa unsur dalam Pasal 33 diwarnai 
dengan ‘solusi politik’ terutama sekali dalam hal "seek a solution 
by negotiation and mediation" kadang-kadang negara-negara yang 
menjadi penengah sering 'berpihak'. Contoh, kedudukan 
Amerika Serikat dalam menyelesaikan Perang Arab-Israel. Pan-
dangan ini sesungguhnya cukup kontroversial karena dominasi 
penyelesaian sengketa secara damai dianggap pula sebagai 
penyelesaian sengketa secara hukum. 
Jika semua unsur yang terdapat dalam Pasal 33 Piagam 
ini diterima sebagai patokan penyelesaian menurut hukum (judi-
cial settlement) yang berarti timbulnya sengketa internasional 
yang berpatokan pada pasal ini, lalu sengketa politik itu bagai-
mana? 
B.2 Sengketa Politik Internasional 
Tentang sengketa politik ini menarik dikemukakan 
catatan kaki (footnote) dari Oppenheims-Lauterpacht bahwa 
sengketa politik apabila dipengaruhi oleh tiga kategori perseng-
ketaan yaitu: 
1) It may be based on the view that some disputes or political or 
justiciable because owing to the defective development of 
International Law they can not be decided by existing rules of 
law; 
2) It may be grounded in the opinion that certain disputes are 
`political' in as much as they affect so vitally the independence 
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and sovereignity of States as to render nsuitable a decision based 
exclusively on legal considerations; 
3) It may have reference to the attitude of the partly putting forward 
a claim or a defence." 
Dengan demikian kiranya semua unsur yang tidak ter-
masuk dalam kategori sengketa penyelesaian hukum dianggap 
sebagai sengketa politik. Dalam sengketa mengenai status ke-
daulatan negara kadang-kadang secara 'politis' negara-negara 
yang bersengketa menempuh penyelesaian sendiri secara sepi-
hak, sebagai alasan untuk keutuhan wilayah dan keamanan na-
sionalnya. Oleh patokan Oppenheim-Lauterpacht inilah yang 
dijadikan acuan sarjana-sarjana berikutnya yang pada umumnya 
menganggap bahwa sengketa dengan jalan kekerasan adalah 
sengketa politik. Kekerasan tentunya dilakukan secara sepihak 
atau bersama-sama negara se-ide tanpa melibatkan negara lain 
sebagai lawan sengketa. Penyelesaian sengketa dengan cara-cara 
militer sepihak dianggap jalan 'politik' bukan hukum. Yang 
menarik lainnya dalam analisa Oppenheim-Lauterpacht adalah 
apa yang ditulisnya tentang "a claim for a change in the law are 
disputes as to 'conflicts of interest', and as such political and non 
Justiable.” Dengan demikian suatu tuntutan yang tadinya dalam 
kategori sengketa hukum dapat berubah menjadi 'konflik 
berdasarkan keinginan sendiri' dan dengan demikian terjerumus 
menjadi sengketa politik. Sebagai contoh kasus teluk Sidra di 
Laut Tengah (Mediteranian) yang sebetulnya merupakan kasus 
hukum tetapi berubah menjadi sengketa politik (conflict of 
interest) karena masing-masing pihak, baik Lybia maupun Ame-
rika Serikat ingin menyelesaikan dengan caranya sendiri-sendiri. 
Kadang-kadang suatu konsepsi hukum hanya dijadikan sebagai 
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dalih untuk kepentingan politik apabila masing-masing negara 
telah terjerumus ke dalam suatu konflik. Amerika Serikat misaI-
nya hanya menjadikan Pasal 10 ayat (4) dan (5) Konvensi Hu-
kum Laut sebagai dalih untuk menyerang Lybia dalam kasus 
Teluk Sidra. Dengan demikian perubahan solusi dari hukum ke 
politik sangat berpengaruh dalam status sengketa. 
Di Asia Timur, pengaruh perubahan solusi semacam itu 
sangat potensial. Pengamatan-pengamatan para ahli memperha-
dapkan kita pada penganalisaan yang sama membingungkan-
nya. Konteks penyelesaian hukum dalam praktik lebih nihil di-
banding penyelesaian politik. Realitas politik dalam penyelesai-
an sengketa di kawasan tampak lebih dominan. Seperti telah 
dikemukakan dalam bab pendahuluan bahwa di Asia Timur se-
lain masalah sengketa yurisdiksi negara-negara telah diperparah 
juga dengan perbedaan ideologi politik dari negara yang saling 
bersengketa. Persengketaan dengan dasar ideologi mempenga-
ruhi seputar kawasan yang membentang dari Selat Proliv-
Semenanjung Kamchatca di Utara Timur Laut sampai ke kisaran 
Kepulauan Spratly di Laut Cina Selatan. Seperti telah diketahui, 
bahwa ideologi yang saling berhadap-hadapan di sepanjang 
kawasan Asia Timur adalah dasar ideologi sosialis-komunisme 
dan kapitalis-liberalisme. Persilangan dasar ideologi ini banyak 
berpengaruh terhadap keseluruhan implikasi perimbangan poli-
tik di kawasan Asia - Pasifik. 
Yang menarik terhadap studi sengketa politik di Asia 
Timur ini adalah terdapatnya persilangan sengketa dasar 
ideologi politik pada sepanjang garis pantai, sehingga seorang 
ahli politik Amerika Serikat George F. Kennan mengeluarkan 
teorinya yang terkenal yang disebut 'Rimland Theory' (teori dae-
rah pinggiran). Teori ini mengemukakan bahwa pengaruh-
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pengaruh politik dasar pantai di Asia Timur (coastline political 
influences) sangat bergantung dari dua sisi yang sama berat. Sisi 
satunya yaitu pendekatan posisi daratan (mainland position app-
roach) dimana akar tunggang komunisme bertumbuh.  
Dengan demikian dalam posisi daratan ini terdapat 
negara-negara Rusia yang bergaris pantai di laut Jepang; Korea 
Utara yang bergaris pantai di Laut Jepang dan Laut Kuning; 
Republik Rakyat Cina yang bergaris pantai dari Laut Kuning, 
Laut Cina Timur sampai di Laut Cina Selatan; Vietnam yang 
bergaris pantai dari Teluk Tonkin di Laut Cina Selatan hingga 
Teluk Taiwan. Negara-negara yang menduduki posisi daratan 
ini semuanya menganut paham sosialisme komunisme. Sedang-
kan sisi yang satunya lagi yaitu pendekatan dalam posisi 
kepulauan (archipelago position approach) dimana akar kapitalis-
liberalisme bertumbuh. Dalam posisi kepulauan ini terdapat 
negara-negara Kepulauan Jepang di sisi Timur Laut Jepang dan 
Laut Cina, Timur; Republik Cina Taiwan di Pulau Formosa di 
Laut Cina Timur; Negara Kepulauan Hongkong dan Macao di 
Laut Cina Timur; Kepulauan Pilipina di sisi Timur Laut Cina 
Selatan dan Malaysia Timur (Serawak) serta Brunei di sisi Timur 
Laut Cina Selatan. Negara-negara kepulauan ini menganut 
paham non-komunis. 
Rimland Theory inilah yang dijadikan landasan Menteri 
Luar Negeri Amerika Serikat John Foster Dulles (di masa peme-
rintahan Presiden Eisenhower) tahun 1957 untuk melakukan 
politik pengepungan komunisme yang terkenal dengan sebutan 
Containment Policy. Politik ini berusaha membendung pengaruh-
pengaruh komunis meluas ke wilayah kepulauan disepanjang 
Pasifik. Politik pembendungan ini ditancapkan dari Laut Jepang 
membentang sampai di Laut Cina Selatan. Akibat adanya pagar 
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pembendungan politik ini tidak ayal lagi menimbulkan banyak-
nya insiden politik dan militer di kawasan. Provokasi yang dila-
kukan secara sporadis dan terus menerus dari satuan-satuan 
angkatan laut dan udara Rusia memasuki wilayah perairan dan 
udara Jepang disepanjang Laut Jepang. Klaim Rusia atas ketiga 
selat yang masuk dalam perairan Jepang yaitu Selat Soya (yang 
menghubungkan antara Pulau Hokaido dan Kepulauan Kuril di 
Utara); Selat Tsugaru (yang menghubungkan antara Pulau Hon-
su dan Pulau Hokaido) dan Selat Tsushima (yang menghubung-
kan antara Pulau Tsushima yang dikalim Korea Selatan dan 
Pulau Shinkoku) yang menganggap ketiga selat itu adalah selat 
internasional. Klaim Rusia itu merupakan alasan politis karena 
hanya pada ketiga selat itulah kapal-kapal selamnya (yang 
bertenaga nuklir) bisa lewat memasuki Samudra pasifik. Akibat 
lain dari containment policy ini adalah meletusnya Perang Viet-
nam tahun 1967 sampai dengan kekalahan Vietnam Selatan ta-
hun 1974. Perang Vietnam ini dapat dipandang sebagai insiden 
politik dan militer yang paling berdarah dan paling bersejarah di 
Asia pasifik dan Timur Jauh. 
Yang cukup menarik adalah terjadinya alur (trend) 
negara-negara komunis di daratan Asia Timur dalam paska 
Perang Vietnam. Terjadi konflik Sino - Rusia dan Sino - Vietnam. 
Perubahan alur ini membuat Amerika Serikat mendekati Cina, 
apalagi dengan dibubarkannya Partai Komunis Indonesia yang 
dianggap ancaman potensial dari strategi Amerika Serikat di 
Asia Tenggara. Cina menerima baik uluran tangan Amerika 
Serikat dan disepakatilah suatu perjanjian hubungan baik antara 
Cina dan Amerika Serikat yang disebut Shanghai-Communique 
(Komunike Shanghai) tahun 1972. Isi dari Komunike Shanghai 
itu berbunyi: 
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1. Kedua negara berhasrat mengurangi bahaya konflik militer 
internasional; 
2. Tidak satupun diantara mereka (baik Cina maupun 
Amerika Serikat) akan mengusahakan hegemoni di 
Kawasan Asia Pasifik atau di sesuatu kawasan lain di 
dunia dan masing-masing pihak menentang usaha-usaha 
oleh sesuatu negara lain atau kelompok negara lain untuk 
membangun hegemoni semacam itu; 
3. Tidak satupun diantara mereka bersedia berunding atas 
nama sesuatu pihak ketiga, atau masuk kedalam 
persetujuan-persetujuan atau saling pengertian dengan 
lainnya, yang ditujukan kepada negara lain; 
4. Amerika Serikat mengakui posisi Cina bahwa hanya ada 
satu. Cina dan Taiwan adalah bagian dari Cina; 
5. Kedua belah pihak percaya bahwa pemulihan hubungan 
Cina-Amerika Serikat bukan saja demi kepentingan rakyat-
rakyat Cina dan Amerika, akan tetapi juga memberikan 
sumbangan bagi usaha menciptakan perdamaian di Asia 
dan di dunia. 
Walaupun telah disepakati Komunike Shanghai ini 
masih ada ganjalan dalam hubungan kedua negara yaitu 
mengenai status Taiwan (Pasal 4 dari Komunike). Apalagi dalam 
Komunike Bersama (Joint Communique) antara Amerika Serikat 
dan Cina pada Agustus 1982 disepakati tiga pasal mengenai 
Status Taiwan yaitu: 
1. There is but one China, and Taiwan is part of China; 
2. The Chinese on both sides of the Taiwan Strait should resolve 
their dispute peacefully; 
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3. U.S. sales of militery equipment to the government on Taiwan 
should be for defensive purposes only, and should be rdeuced as 
the threat of the use of force to resolve the conflict recedes". 
Melihat kedua komunike di atas maka terdapat ganjalan 
yang sangat mendasar dari hubungan kedua negara yaitu 
masalah status Taiwan. Sampai hari ini Amerika Serikat masih 
segan melepas Taiwan sementara Cina terus-menerus menuntut 
agar Taiwan diserahkan pada Cina. 
Akibat lain dari Komunike Shanghai ialah semakin 
memburuknya hubungan Cina dengan Vietnam. Seringnya ter-
jadi konflik perbatasan antara kedua negara terutama serangan 
pasukan-pasukan Cina ke dalam wilayah Vietnam pada 17 
februari 1979. Insiden-insiden berdarah antara Cina dan Viet-
nam sebetulnya telah ada ketika Cina melancarkan penyerbuan 
ke Pulau Hainan di Teluk Tonkin dan melakukan okupasi di 
pulau itu pada Juli 1974, penyerbuan itu kemudian dilancarkan 
sampai ke Kepulauan Paracel dan menduduki gugus kepulauan 
tersebut. Selain dari itu pula semakin memanasnya insiden-
insiden perbatasan antara Korea Utara dan Korea Selatan, tidak 
saja insiden-insiden di daratan, tetapi juga di laut yaitu Laut 
Kuning dan Laut Jepang. 
Berdasarkan beberapa pemikiran di atas merupakan 
akumulasi untuk memasuki sengketa Asia Timur, seperti telah 
dikemukakan di atas maka sengketa Asia Timur merupakan 
sengketa yang seringkali status hukumnya tidak jelas, di sam-
ping itu pengaruh solusi politik yang demikian besarnya. 
Beberapa wilayah yang sering menimbulkan kerawanan dan 
mengancam perdamaian serta keselamatan umat manusia. 
Bukan saja masalah tuntutan wilayah kedaulatan yang berpe-
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ngaruh besar atau merupakan faktor dominan dalam sengketa 
tetapi lebih dari itu faktor ideologi yang berbeda yang seringkali 
menimbulkan kesenjangan dalam penyelesaian sengketa di Asia 
Timur. 
C. Gambaran Umum Sengketa Perairan Teritorial 
C.1 Keadaan Wilayah 
Sebelum meninjau sebegitu jauh tentang keadaan wila-
yah di Asia Timur, maka menarik untuk digambarkan secara 
sepintas tentang pengertian Asia Timur dari sudut pandangan 
pergolakan politik (sengketa politik) dan Asia Timur dari sudut 
pandangan sengketa hukum laut. 
Asia Timur dari sudut pandang politik adalah merupa-
kan bagian dari keseluruhan studi Asia dalam pergolakan poli-
tik Pembagian Asia berdasarkan pendekatan-pendekatan politik 
(Asian Studies) sama halnya dengan pendekatan-pendekatan bu-
daya sudut studi ketimuran (Oriental Studies). Kalau dalam studi 
ketimuran terbagi dalam Timur Dekat (Near-East), Timur Tengah 
(Middle-East), dan Timur jauh (Far-East), maka dalam Skala Asia 
terbagi dalam Asia Barat (West Asia), Asia Selatan (South Asia), 
Asia Tenggara (Southeast Asia), dan Asia Timur (East Asia), Asia 
Barat (West Asia) yang dipengaruhi oleh latar belakang kebuda-
yaan Sungai Tigris dan Eufrates terdapat gugus negara-negara 
Arab Saudi, Kuwait, Lebanon, Jordania, Turki, Israel, Qatar, 
Jaman (Utara-Selatan), Iran, dan Irak. Asia Selatan (South Asia) 
yang dipengaruhi oleh latar belakang kebudayaan Sungai Hindi 
terdapat gugus negara-negara India, Caylon, Nepal, Pakistan, 
Banglades, dan Afganistan. Asia Tenggara (Southeast Asia) yang 
dipengaruhi oleh latar belakang kebudayaan Sungai Mekong 
dan Melayu-Melanesia terdapat gugus negara-negara Indonesia, 
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Pilipina, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei, Vietnam, Laos, 
dan Kamboja. Dan yang terakhir Asia Timur (East Asia) yang 
dipengaruhi oleh latar belakang kebudayaan Sungai Kuning 
terdapat gugus negara-negara Cina (RRC), Jepang, Korea (Utara 
- Selatan), Tawan, Hongkong, dan Macao. 
Dengan demikian, ukuran-ukuran wilayah Asia Timur 
dalam pengertian politik hanya mencakup tiga wilayah perairan 
yaitu laut Kuning (Yellow Sea), Laut Cina Timur (East China Sea), 
dan Laut Jepang (Sea of Japan), dengan mengindahkan Laut Cina 
Selatan (South China Sea). Padahal dalam studi sengketa hukum 
laut internasional menyangkut wilayah Asia Timur mencakup 
sepanjang Wilayah Timur Rusia sampai dengan Semenanjung 
Vietnam dan Kepulauan Filipina di Asia Tenggara (dalam uku-
ran politis). Karena tulisan ini adalah sengketa dalam hukum 
laut maka tentunya pengertian Asia Timur yang dianut dalam 
tulisan ini adalah pengertian Asia Timur menurut ukuran dalam 
studi sengketa hukum laut. 
Luas wilayah sengketa di Asia Timur mencakup 5.400. 
000 kilometer persegi. Wilayah itu membentang dari ujung 
Selatan Semenanjung Sakhalin dan Kamchatca di Utara Timur 
Laut sampai dengan gugus Kepulauan Spratly di Laut Cina 
Selatan. Perincian wilayah sengketa tersebut sebagai berikut: 
Laut Jepang dengan wilayah sengketa seluas 900.000 kilometer 
persegi yang membentang dari Semenanjung Kamchatca di 
Utara sampai ke pintu Laut Jepang di Selatan yaitu Selat Tsu-
shima. Laut Kuning dengan luas wilayah sengketa 400.000 
kilometer persegi yang membentang dari sepanjang sisi Selatan-
Tenggara Semenanjung Liao-Tung dan Delta Sungai Yalu di 
Teluk Penggugat Hai sampai ke gugus Kepulauan Sohuksan 
(Sohuksan-Do) yang terletak antara Semenanjung Kiangsu di 
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daratan Cina dan Pulau Cheju (Cheju-Do) di Korea Selatan. Laut 
Cina Timur dengan luas wilayah 700.000 kilometer persegi 
membentang dari Selat Tsushima - Pulau Cheju - Kepulauan 
Sohuksan sampai ke Teluk Bashi (Bashi Channel) sebelah Teng-
gara pulau Formosa. Sedangkan Laut Cina Selatan yang meru-
pakan wilayah perairan yang terluas di Asia Timur luas wila-
yahnya 3.400.000 kilometer persegi yang membentang dari 
gugus Kepulauan Pratas (Pratas Island-Tsungsha Chuntao) di 
Utara membujur sampai ke gugus Kepulauan Spratly di Selatan. 
Dari keempat laut yang luasnya 5,4 juta kilometer 
persegi tersebut bertebaran kurang lebih 124.000 pulau-pulau, 
kepulauan, karang, dan gugus-gugusan yang tidak berpenghu-
ni; kurang lebih 200 teluk dan 100 buah selat. 
Letak keempat laut di wilayah Asia Timur itupun 
mempunyai ciri dan karakter tersendiri-sendiri. Laut Jepang 
mempunyai kedalaman rata-rata 100 sampai 200 meter meru-
pakan laut yang mempunyai kedalaman yang tertinggi diantara 
keempatnya. Karena kedalaman yang demikian dan wilayah 
pesisirnya banyak karang dan atol maka wilayah Laut Jepang 
sangat potensial dengan sumber daya perikanan terutama di 
wilayah perairan Laut Jepang bagian Utara. Selain bagi potensi 
militer (terutama untuk Rusia) maka Laut Jepang sangat 
memungkinkan diseliweri oleh kapal-kapal selam (sea launched). 
Laut Kuning berbeda dengan Laut Jepang karena laut ini hanya 
mempunyai kedalaman rata-rata antara 50-100 meter dan mem-
punyai landas kontinen yang luas, sehingga pertikaian tum-
pang-tindih wilayah (overlapping area) sangat banyak di laut ini. 
Apalagi Laut Kuning potensial dengan hasil-hasil dari pertam-
bangan minyak. 
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Hampir sebujur Laut Kuning ini terdapat wilayah-
wilayah konsesi minyak. Laut Cina Timur kedalamannya sangat 
bervariasi rata-rata antara 50-100 meter dan 100-150 meter dan 
juga mempunyai corak alamiah menyerupai Laut Kuning de-
ngan landas kontinennya serta mempunyai hasil minyak yang 
banyak serta ditambah sumber daya perikanan. Laut Cina 
Selatan karena mempunyai wilayah yang demikian luas maka 
corak alamiahnya berbeda-beda. Pada bagian Utara terdapat ke-
dalaman rata-rata di atas 150 meter sedangkan bagian selatan 
rata-rata antara 50 sampai dengan 100 meter. Selain potensi 
minyak dan kekayaan perikanan maka wilayah ini menjadi 
rebutan karena sebagai wilayah rute suplai energi minyak dari 
ladang-ladang minyak di Timur Tengah ke negara-negara indus-
tri di Kawasan Asia Timur.  
Di wilayah perairan Asia Timur terdapat empat gugus 
kepulauan besar yang mempunyai potensi persengketaan terbe-
sar. Gugus-gugus kepulauan itu adalah gugus Kepulauan Kuril 
(Kurile Islands) di wilayah perairan Laut Jepang, gugus Kepu-
lauan Ryukyu (Ryukyu Islands), di perairan Laut Cina Timur, 
gugus Kepulauan Paracel (Paracel Islands) di Laut Cina Selatan 
dan gugus Kepulauan Spratly (Spratly Islands) juga di perairan 
Laut Cina Selatan.  
Gugus Kepulauan Kuril (Kurile Islands) oleh Rusia dibe-
ri nama Kurileskiye Ostrova sedangkan oleh Jepang diberi nama 
Chishima-Retto. Gugus Kepulauan Kuril mempunyai kurang 
lebih 56 pulau-pulau dan beberapa pulau-pulau kecil, karang, 
dan atol. Bagi Rusia kepulauan ini masuk dalam Sakhalin Oblast 
(wilayah administrasi Sakhalin), sebelah Timur Jauh Republik 
Soviet Sosialis Rusia. Kepulauan ini membentang sepanjang 750 
mil atau 1200 kilometer dari ujung bagian Selatan dari Semenan-
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jung Kamchatca ke sebelah Utara Timur Laut dari Pulau Hoka-
ido, dan memisahkan antara Laut Oktohsk (Sea of Oktohsk) dan 
Samudra Pasifik. Luas wilayah kepulauan Kuril ini 600 mil 
persegi atau 15.000 kilometer persegi. Pulau-pulau besar dan 
terpenting yang membentang dari Utara ke Selatan yaitu; Shu-
musu, Paramushiro, Onnekotan, Shasukotan, Shimushiru, Ma-
tua, Ketoi, Uruppu, Etorofu, Shikotan, dan Kunashiri. Keunikan 
dari kepulauan ini ialah karena wilayah ini merupakan rantai 
bagian daerah siklus yang tidak stabil secara geologis di Pasifik.  
Kepulauan Kuril mempunyai banyak gunung api yang 
masih aktif. Ada kurang lebih 100 gunung api dan 38 buah 
diantaranya yang paling aktif. Kuril mempunyai banyak puncak 
gunung yang tingginya rata-rata di atas 3000 kaki. Yang 
tertinggi diantaranya ialah Gunung Chachanoboroi di Pulau 
Kunashiri tingginya 7.382 kaki. Dengan potensi gunung api 
maka kepulauan ini banyak mengandung sulphur, sumber--
sumber air panas dan dari retakan-retakan gunung api meng-
hasilkan pancaran uap air panas dan asap. Hutan bambu dan 
pohon kani koniferus merupakan hasil pepohonan di kepulauan 
itu, sedangkan jenis-jenis binatang yang banyak mendiami 
kepulauan itu adalah beruang, musang, dan rubah. Perikanan 
merupakan sumber yang subur untuk suplai minyak ikan, ikan 
kering serta banyak anjing laut, ikan paus, ikan, kayo, pertam-
bangan sul-phur adalah merupakan hasil pokok di Kepulauan 
Kuril. 
Gelombang musim panas, gempa bumi, dan arus gelom-
bang pasang merupakan kejadian sehari-hari disepanjang kepu-
lauan itu. Sepanjang kepulauan merupakan mata rantai paralel 
dari landasan Pasifik yang disebut Palung Kuril. Kamchatca 
dengan kedalaman kurang lebih 34.586 kaki atau 10.542 meter, 
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adalah merupakan palung yang terdalam di dasar pasifik. Iklim 
rata-rata sepanjang tahun adalah dingin, dingin dengan hujan 
salju, musim basah dan musim panas yang berkabut. Sayur-
mayur dan padang rumput terbanyak di kepulauan bagian Uta-
ra sedangkan bagian selatan adalah hutan-hutan. Jenis-jenis ikan 
yang terbanyak pula adalah kepiting dan udang laut. Kota 
terbesar di Kepulauan Kuril adalah kota Kurilesk di Pulau 
Etorofu yang merupakan pulau terbesar dan kota lainnya adalah 
Severn-Kurilesk di Pulau Paramushiro. Suhu di kepulauan itu 
rata-rata 160C. Pada bulan Agustus 70C. Pada bulan Februari, 
hujan salju turun paling banyak yang mana berlangsung setiap 
bulan dari akhir September sampai dengan permulaan bulan 
Juni salju bisa mencapai 6-15 kaki kedalamannya. Angin bertiup 
sangat kencang dan mencapai hampir 46 km per jam. Menurut 
beberapa catatan Kepulauan Kuril banyak terdapat burung-
burung, banyak di antaranya sering pula berpindah-pindah.  
Rata-rata pulau-pulau dipisahkan oleh selat-selat yang 
dalam, yang terdalam di antaranya yaitu Selat Bussol kurang 
lebih 6.600 kaki dan Selat Kruzen Shterua kira-kira 5.940 kaki. 
Perlu dicatat bahwa empat gunung api tertinggi yaitu Gunung 
Api Algid di Pulau Atlasova tingginya 7.674 kaki yang sering 
meletus sejak tahun 1778, Gunung Tyatya di Pulau Kunashiri 
tingginya 5.978 kaki, Gunung Fuss di Pulau Paramushiro ting-
ginya 5.814 kaki dan Gunung Sorycheva di Pulau Matua 
tingginya 4.908 kaki yang telah meletus tahun 1946. Gempa 
bumi umumnya terjadi disertai gelombang pasang. Gelombang 
pasang tertinggi terjadi tahun 1737 mencapai ketinggian 210 
kaki. Walaupun banyak juga musim panas di kepulauan itu 
tetapi beberapa pulau sama sekali tidak dihinggapi musim 
panas. 
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Gugus Kepulauan Ryukyu, oleh Jepang disebutnya 
sebagai Ryukyu-Retto atau Nansei-Shoto, oleh Cina disebutnya 
sebagai Kepulauan Liu-Chin. Kepulauan Ryukyu ini memben-
tang sepanjang 650 mil atau 1.050 kilometer antara Pulau 
Kyushu bagian paling Selatan dari keempat pulau Jepang 
sampai ke Pulau Formosa (Cina -Taiwan). Kepulauan Ryukyu 
memisahkan antara Laut Cina Timor dari Samudra Pasifik. Luas 
kepulauan ini adalah 1.338 mil atau 3.465 kilometer persegi. 
Kepulauan Ryukyu terbagi dalam tiga gugus kepulauan (yang 
dalam bahasa Jepangnya Gunto), dengan jumlah total penduduk 
(menurut sensus tahun 1965) adalah 1.120.369 orang. Ketiga 
gugus kepulauan itu ialah gugus kepulauan bagian Utara yaitu 
kepulauan Amami dengan jumlah penduduk 186.193 termasuk 
pulau-pulau Tokara. Gugus kepulauan bagian tengah ialah 
Kepulauan Okinawa dengan jumlah penduduk 812.339 terma-
suk Pulau Okinawa, Iheya, Pulau Kerama, Pulau le, dan Pulau 
Kume. 
Gugus kepulauan bagian selatan ialah Kepulauan Sakis-
hima dengan jumlah penduduk 121.837 terdapat grup pulau-
pulau Yaeyama dan Miyako dan tersebar beberapa grup pulau-
pulau kecil, satu kelompok diantaranya kepulauan Senkaku 
(Tiaoyutai) yang juga diklaim oleh Cina. Okinawa merupakan 
pulau terbesar dan mempunyai penduduk yang terbanyak di 
Kepulauan Ryukyu. Naha yang terletak di Pulau Okinawa itu 
merupakan kota terbesar di Ryukyu dan mempunyai pelabuhan 
serta pangkalan angkatan laut Amerika Serikat. Iklim di Ryukyu 
adalah iklim subtropik. Temperatur suhu sepanjang tahun rata-
rata 210C dan hujan turun sepanjang tahun rata-rata 84 inci atau 
2.100 milimeter. Pada musim panas angin topan yang merusak 
sering datang melanda kepulauan ini. Harimau, ular berbisa, 
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babi hutan, dan kelinci hitam merupakan margasatwa yang 
hidup disepanjang kepulauan ini. Pertanian adalah merupakan 
pencaharian pokok penduduk terutama hasil-hasilnya seperti 
padi, pisang, bit gula, kecap, dan kentang. Perikanan sudah 
merupakan industri utama. Pabrik di kepulauan ini telah berdiri 
terutama untuk industri makanan, pakaian, keramik, dan hasil-
hasil tembakau. 
Dengan basis militer Amerika Serikat mempercepat per-
tumbuhan ekonomi di Okinawa. Penduduk Kepulauan Ryukyu 
menyerupai ciri-ciri fisik orang Jepang lainnya. Tetapi bahasa 
orang-orang Ryukyu banyak berbeda dengan orang-orang 
Jepang. Sistem pendidikan mengikuti pola pendidikan Jepang. 
Universitas Ryukyu di Okinawa merupakan universitas yang 
telah berdiri sejak tahun 1950 atas bantuan Amerika Serikat. 
Okinawa menjadi basis penting militer Amerika Serikat dalam 
Perang Dunia II. Selama Perang Dunia II lebih dari 100.000 
prajurit Jepang dan 12.000 tentara Amerika gugur di pulau ini. 
Sesudah Perang Dunia II Ryukyu berada di bawah administrasi 
Amerika Serikat dan Okinawa dibangun menjadi pusat strategi 
pangkalan angkatan udara. Okinawa kembali menjadi pusat 
pangkalan angkatan laut dan udara pada operasi perang Viet-
nam pertengahan tahun 1960-an. Sebetulnya militer Amerika 
telah memberi kemajuan berarti bagi kepulauan ini, namun 
pihak oposisi di Ryukyu dan Jepang menentang kehadiran 
militer Amerika itu. 
Pada 15 Mei 1972 Okinawa dan pulau-pulau Ryukyu 
lainnya yang masih di bawah administrasi Amerika Serikat telah 
dikembalikan sepenuhnya di bawah pengawasan Jepang. 
Amerika Serikat hanya melanjutkan kontrol basis dan fasilitas 
militernya berdasarkan perjanjian keamanan Jepang - Amerika 
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Serikat, kebutuhan itu dilakukan Amerika Serikat untuk mem-
bantu serta melatih prajurit-prajurit Jepang, dengan demikian 
suatu saat Jepang bisa mempunyai daya tangkal menangkis se-
rangan dari luar dan Jepang bisa mandiri di bidang pertahanan. 
Tentang gugus Kepulauan Paracel dan Kepulauan 
Spratly berbeda dengan kedua kepulauan yang kita sebutkan di 
atas, Kepulauan Kuril dan Kepulauan Ryukyu. Kedua kepu-
lauan ini berada di Laut Cina Selatan dan keduanya mempunyai 
corak dan keadaan wilayah yang sama karena keduanya berada 
pada iklim tropik. Temperatur rata-rata sepanjang tahun di 
wilayah ini adalah bervariasi antara 15 dan 280C. Hujan turun 
rata-rata 2.500 milimeter. Tumbuhan utama di kepulauan ini 
adalah kelapa, pohon minyak kayu putih, jenis buah-buahan 
seperti apel dan pisang. Kepulauan ini mempunyai hasil 
ekonomi yang penting di bidang perikanan, selain guano 
(sejenis pupuk dari kotoran burung). Sedangkan hasil perikanan 
terpenting pada kedua gugus kepulauan di Laut Cina Selatan ini 
ialah daging ikan (yang mempunyai nilai gizi yang tinggi), 
sotong, teripang, kerang-kerangan, penyu, dan tiram. 
Pada kepulauan ini, para nelayan sering pula menjaring 
burung yang dagingnya merupakan makanan kesukaan bagi 
rata-rata penduduk di Asia Timur. Hal yang paling utama dari 
kedua pulau ini ialah karena landas kontinennya mengandung 
sumber-sumber minyak yang sangat kaya dan merupakan 
sumber ekonomi penting. Dari sudut strategis maka kedua 
kepulauan ini penting untuk mengontrol jalur pelayaran utama 
yang merupakan jalur suplai energi dunia dari Samudra India 
ke Samudra Pasifik. Terutama Kepulauan Paracel sebab rute 
kapal-kapal yang berlayar dari Hongkong ke Singapura 
melewati antara Kepulauan Paracel dan Kepulauan Maclesfield. 
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Bukan saja dari Hongkong tetapi kapal-kapal lain lewat di sini 
datang dari Vadivostok, Pusan, Yokohama, Shimonosheki, 
Tsingtao terus ke Singapura selanjutnya ke Selat Malaka dan 
memasuki Samudra India. Bagi Cina kepulauan ini penting bagi 
keamanan nasionalnya. 
Gugus Kepulauan Paracel, oleh Cina disebutnya Hissha 
Chuntao, oleh Vietnam disebutnya Hoang Sa. Gugus kepulauan 
ini berada di bawah kontrol Cina setelah serangannya pada 19 
dan 20 Januari 1974 yang mendepak Vietnam keluar dari kepu-
lauan ini. Kepulauan ini terletak antara Pantai Pulau Hainan di 
Teluk Tonkin kira-kira 350 kilometer sebelah Tenggara dari 
pelabuhan Yulinkang dan pantai Vietnam Tengah kira-kira 400 
kilometer sebelah Timur Da Nang. Luas wilayah kepulauan ini 
kira-kira 3 kilometer persegi. Kepulauan Paracel ini terbagi 
dalam dua gugus kepulauan yaitu gugus Kepulauan Amphitrite 
yang terletak pada bagian Timur Laut mempunyai 7 buah pulau, 
(lihat Tabel 1). 
Tabel 1 
Gugus Kepulauan Amphitrite 
No. 





(Hasil) Barat Cina Vietnam 
1. Woody Island Lin Tao 
Yung Hsing Tao 
Da Phu Lam 1,8 1,1 Guano dan 
tumbuh- 
tumbuhan 
2. Rocky Island Shih Tao Hon Da 0,375 0,340  
3. Lincloln Island Wu-ho Tao Dao Lim Con 2,3 0,800 Jalur pelayanan 
Utama 
4. South Island Nan Tao Dao Nam - -  
5. Middle Island Chung Tao Duo Trung - -  
6. North Island Pei Tao Dao Bac - -  
7. Tree Island Cha Shu Tao Duo Cu Moe - -  
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Sedangkan gugus Kepulauan Cresant yang oleh Cina 
disebut Yung-lo Chuntao terletak pada bagian Barat Daya dan 
mempunyai 8 pulau (lihat Tabel 2). 
Tabel 2 
Gugus Kepulauan Cresant 
No. 





(Hasil) Barat Cina Vietnam 
1. Robert Island Kan-Chuan Tao Dao Cam 
Tuyen 
0,750 0,400 Guano dan 
tumbuh- 
tumbuhan 
2. Pattie Island Shanhu Tao Hoang Sa 01,0 0,500 Tumbuhan 
3. Triton Island Chun Chien Tao Dao Tri Ton   Gersang 
4. Duncan Island Tao-Kan Chun 
Tao 
Duo Quan Hoa 1,0 0,500  
5. Western Island Kuanchin Tao Dao Vinh Loc - -  









Dao Duy Mong 







Gugus Kepulauan Spratly, oleh Cina disebutnya sebagai 
Nansha Chuntao, Vietnam sebagai Truong Sa. Pada akhir tahun 
1974 delapan pulau dari kepulauan ini pada bagian Selatan 
berada di bawah kendali Vietnam, tiga atau empat di bawah 
Pilipina. Sedangkan Pulau Itu Aba telah menjadi pangkalan 
Cina-Taiwan. Pada bulan Mei 1975 tentara komunis Vietnam 
merebut lagi beberapa pulau di Spratly ini. Kepulauan ini 
terletak kira-kira 400 kilometer sebelah Timur Laut Kalimantan 
Utara dan Pulau Palawan Pilipina dan kira-kira 500 kilometer 
dari pantai Vietnam bagian selatan. Jarak antara Spratly dan 
Paracel kira-kira 700 kilometer, sedangkan jarak antara Spratly 
dan Pulau Hainan - Cina 1.000 kilometer. Kepulauan Spratly ini 
mempunyai kurang lebih 100 buah pulau-pulau, bervariasi 
dikuasai oleh Vietnam, Cina (Taiwan), dan Pilipina. 
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Pulau-pulau penting di antaranya North-East Caya (Pei-
tzu-tao), kira-kira panjang 1 kilometer dan lebar 400 meter meru-
pakan pulau berpadang rumput dan basah dengan pepohonan 
setinggi antara 6 sampai 9 meter. Thitu Island panjang 1,5 kilo-
meter, lebar 1 kilometer merupakan pulau padang rumput dan 
semak belukar serta pohon kelapa dan pulau ini bagian wilayah 
Pilipina. Sandy cay merupakan pulau kecil yang tidak ada 
tumbuh-tumbuhan. Loai Ta Island ditumbuhi hutan mangrove, 
kelapa dan tumbuhan basah lainnya. Pulau Itu Aba panjang 
kira-kira 1 kilometer dan lebar 400 meter, ditumbuhi oleh 
tumbuh-tumbuhan yang pendek dan subur, sampai akhir 
perang Vietnam pulau ini dikuasai oleh Republik Vietnam. 
Amboyna Cay terdiri dari pantai berpasir putih dan batu-batu 
diliputi oleh guano. 
Hanoi menguasai gugus Kepulauan Spratly dengan satu 
penyerbuan besar-besaran segera setelah Saigon jatuh pada 
tahun 1975. Vietnam menguasai Pulau Spratly sendiri yang 
kemudian memberinya nama Vietnam Dao Truong Sa dan gugus 
Pulau Cay Barat daya yang diberinya nama Vietnam sebagai Tu 
Tay atau Pugad. Tadinya kedua pulau ini; Pulau Spratly dan 
Pulau Cay Baratdaya (Southwest Cay)  dikuasai oleh Cina. Pada 
bulan Juni 1975 Vietnam melakukan operasi besar-besaran 
dengan nama sandi 'Operasi Pembebasan Pulau Kita' dengan 
mengerahkan lebih 10.000 pasukan terdiri dari angkatan laut, 
darat, dan udara dan menjarah serta mengusir pasukan-pasukan 
Cina dari sana. Setelah itu kembali membebaskan Pulau Sandy 
cay yang berada di sebelah selatan Itu Aba, kemudian membe-
baskan pulau-pulau Sin Cowe dan Nam Yit. 
Setiap tahun sekolah staf komando militer Vietnam 
selalu mendapat pendidikan khusus untuk indoktrinasi peta 
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militer Spratly. Dalam peta militer Vietnam menunjukkan 
kendali atas pulau-pulau dan karang di wilayah ini yang minat 
Vietnam memasukkan juga gugus Kepulauan Kalayan (Spratly 
barat) yang diklaim oleh Pilipina sebagai kedaulatan Vietnam. 
Selain itu dalam gambar peta militernya Vietnam mengklaim 
juga gugus kepulauan yang dikuasai Pilipina yaitu Kepulauan 
Ladd Reef dan Owen Shoal dan semua pulau karang yang jauh 
dari Pulau Spratly. 
Menurut laporan intelejen Barat, empat pulau yang 
dikuasai oleh Vietnam yaitu Pulau Spratly, Southwest Cay, Nam 
Yit dan Sin Cowe telah dibangun instalasi-instalasi militer dan 
radar pengintai pesawat yang lewat di Laut Cina Selatan, juga 
membangun basis senapan mesin otomatis serta pos-pos 
observasi militer. Di Pulau Spratly sendiri telah dibangun 
pangkalan udara lengkap dengan peralatan instalasi dan 
pengintaian moderen, pusat-pusat pengembangan militer Laut 
Cina Selatan dan menara komunikasi pengintai dalam radius 
sepanjang jalur Laut Cina Selatan. Fasilitas pembangunan 
pangkalan militer ini dilengkapi dengan akomodasi untuk take 
off dan landing untuk berbagai jenis pesawat tempur yang 
dimiliki Vietnam. 
Peta militer Vietnam menunjukkan berbagai kegiatan 
pembangunan instalasi diseluruh pulau seperti lokasi penem-
patan senjata penembak moderen yang bisa menghancurkan 
kapal selam, juga penembak penangkis udara. pangkalan-pang-
kalan kecil lainnya dibangun di 55 pulau dan karang, sangat 
penting sebagai basis angkatan laut. Pulau Spratly memang 
sedang dipersiapkan sebagai pangkalan militer besar seperti Da 
nang dan teluk Cam Ranu. Tentunya pembangunan ini menda-
pat dukungan Rusia karena pangkalan Spratly ini nantinya bisa 
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menjadi basis kapal induk Rusia. Para ahli strategi Barat 
menjuluki Kepulauan Spratly ini sebagai the Dangerous archipel 
and grounded (tanah dan kepulauan yang berbahaya). Beberapa 
ahli menilai bahwa apabila pagkalan Spratly ini sudah menjadi 
basis militer Vietnam dan Rusia dikhawatirkan separatisme 
komunis ke Asia Tenggara dan Pasifik Selatan dan Pasifik Barat 
Daya akan diekspor dari gugus kepulauan ini. Pada gilirannya 
nanti Kepulauan Spratly merupakan wilayah yang banyak 
mempengaruhi pola perimbangan kekuatan militer di Asia 
Tenggara dan Pasifik. 
Selain keempat kepulauan sengketa di atas (Kuril), 
Ryukyu, Paracel, dan Spratly masih ada beberapa kepulauan 
penting lainnya yang menjadi sengketa antaranya Kepulauan 
Danjo, Kepulauan Senkaku di Laut Cina Timur, dan Kepulauan 
Pratas, Maclesfield Bank di Laut Cina Selatan. 
C.2 Dasar Sengketa Wilayah 
Seperti telah diketahui, Konferensi Hukum Laut 1958 
telah menghasilkan landas kontinen yang memberikan hak 
sepenuhnya kepada negara pantai untuk mengadakan eksploi-
tasi dan eksporasi sumber-sumber kekayaan alamnya. Sejak 
konvensi ini dihasilkan sampai tahun 1960 tidak ada satu nega-
rapun yang mengadakan tuntutan terhadap landas kontinen 
wilayah-wilayah di Asia Timur. tetapi setelah dikeluarkannya 
laporan dari ECAFE (Economic Commission for Asia and the Far 
East) yang menyatakan bahwa landas kontinen antara Taiwan 
dan Jepang merupakan salah satu sumber minyak yang paling 
kaya di dunia, timbullah tuntutan-tuntutan terhadap landas 
kontinen di Kawasan Asia Timur. Negara-negara Cina (RRC), 
Taiwan, dan Jepang merupakan salah satu sumber minyak yang 
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paling kaya. Demikian pula Korea Selatan, Korea Utara, Viet-
nam telah menyatakan tuntutannya terhadap dasar laut di Laut 
Cina Selatan dan Laut Cina Timur. Akibatnya terjadi wilayah 
tumpang-tindih yang merupakan sumber persengketaan di 
antara negara-negara di kawasan ini. 
Di Laut Cina Selatan, wilayah utama yang menjadi per-
sengketaan antara Vietnam dan Cina meliputi hampir seluruh 
wilayah, dari Pulau Hainan meluas sampai ke pantai Kaliman-
tan, mencakup Teluk Tonkin, Kepulauan Paracel, dan Kepulau-
an Spratly. Tuntutan Cina yang meluas sampai ke pantai Kali-
mantan mengakibatkan wilayah konsesi minyak Malaysia, 
Tsengmu Reef di pantai Utara Serawak dan Sabah, masuk ke 
dalam tuntutan wilayah Cina di atas. Begitu pula dengan 
wilayah konsesi minyak di Pilipina di Reed Bank dekat Spratly, 
secara keseluruhan tuntutan wilayah dasar Laut Cina ini 
berbentuk lidah. 
Di Laut Cina Timur, tuntutan Cina terhadap landas kon-
tinen di wilayah ini, menciptakan beberapa wilayah tumpang-
tindih dengan tuntutan landas kontinen negara-negara Jepang, 
Taiwan, dan Korea Selatan. Dilandas kontinen yang terbentang 
dari sebelah Timur pantai Cina dan meluas sampai ke Okinawa 
Trough (Palung Okinawa), termasuk bagian Barat Daya Selat 
Taiwan, telah diberikan konsesi-konsesi minyak oleh ketiga 
negara tersebut. Dalam wilayah ini, 100 mil dari Timur Laut 
Taiwan terletak Kepulauan Senkaku yang dipersengketakan 
oleh Taiwan, Jepang, dan Cina. 
Cina mulai mengajukan tuntutannya terhadap landas 
kontinen dalam suatu kertas kerja mengenai yurisdiksi nasional 
atas wilayah laut dalam tahun 1973. Dalam kertas kerja ini 
dikemukakan bahwa landas kontinen Cina adalah "The Natural 
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prolongation of the Continental Territory." Dengan demikian Cina 
tidak mengikuti kriteria kedalaman 200 meter atau ekspoitasi. 
Disamping itu Cina menghubungkan kedaulatan laut dan ran-
cangan batas lautnya dengan tuntutan pulau. Hal ini menye-
babkan tuntutan Cina demikian luas, mencakup pulau-pulau itu 
di tengah samudra (mid-ocean islands) yang menimbulkan reaksi 
dari negara-negara lainnya. Masing-masing negara merasa ber-
hak atas pulau-pulau tersebut dengan mengajukan dasar tuntu-
tannya. Selain masalah tumpang-tindih yang akan terjadi akibat 
tuntutan landas kontinen RRC di wilayah ini, masalah tuntutan-
nya terhadap Kepulauan Senkaku akan menimbulkan perten-
tangan dengan Jepang dan Taiwan yang juga menuntut kepu-
lauan tersebut. 
Di Laut Jepang, usaha pengembalian hubungan akrab 
antara Jepang dan RRC mempunyai latar belakang pertentangan 
dengan Rusia, sangat mempengaruhi sikap-sikap Jepang dan 
Rusia dalam persengketaan mereka atas Kepulauan Kuril. 
Kepulauan Kuril ditemukan oleh seorang pelaut Belanda Martin 
de Vries tahun 1634. Kemudian Rusia menduduki bagian Utara 
dan Jepang menduduki bagian Selatan. Tahun 1875 Rusia setuju 
membatalkan tuntutannya sebagai ganti penarikan mundur 
pasukan Jepang dari Sakhalin. Tahun 1945 Rusia menduduki 
Kuril sesuai dengan keputusan Konferensi Yalta 1945 sebagai 
imbalan peranannya mengalahkan Jepang. Tahun 1947 Kuril 
menjadi bagian Sakhalin Oblast, wilayah Rusia. Dalam perjan-
jian perdamaian Amerika Serikat - Jepang tahun 1951, Jepang 
melepaskan seluruh tuntutannya terhadap Kepulauan Kuril, 
tetapi tidak dinyatakan diserahkan secara khusus ke Rusia. Pada 
tahun 1956, dalam perundingan normalisasi hubungan kedua 
negara, Rusia memberikan jaminan akan mengembalikan Habo-
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mai dan Shikotan setelah persetujuan perdamaian tercapai. Teta-
pi Jepang menginginkan pengembalian keempat Pulau Kuril 
Selatan sebagai prasyarat untuk mencapai suatu persetujuan 
perdamaian tersebut. Dalam Sidang Umum PBB 21 Oktober 
1970, Jepang mengajukan tuntutannya kembali tetapi Rusia 
menolak, karena negara ini menganggap keempat pulau terse-
but merupakan bagian dari gugusan Kepulauan Kuril yang 
menjadi wilayahnya. 
Sementara itu pada pertengahan April 1978, hubungan 
RRC dan Jepang menjadi tegang karena terjadinya insiden 
dimana kapal ikan RRC (sebagian daripadanya bersenjata) 
memasuki wilayah Senkaku. Dua bulan setengah kemudian 
(Juli), setelah insiden reda, perundingan-perundingan kedua ne-
gara dimulai lagi, dan tanggal 12 Agustus 1978 perjanjian perda-
maian dan persahabatan RRC - Jepang ditandatangani di Beijing. 
Sebetulnya timbulnya insiden Senkaku dan tercapainya perjan-
jian tersebut sangat erat kaitannya dengan motivasi-motivasi 
kedua negara. 
Di dalam negeri Jepang, Perdana Menteri Fukuda men-
dapat desakan dari oposisi dan golongan penting dalam Partai 
Demokrasi Liberal (LDP) serta masyarakat bisnis Jepang untuk 
menandatangani perjanjian tersebut. Begitu pula Amerika Seri-
kat memberi lampu hijau untuk menandatanganinya. Sementara 
selama 1978, Jepang menghadapi tekanan RRC yang mengi-
nginkan perjanjian, pihak Rusia tidak ragu-ragu menentangnya. 
tetapi sehubungan dengan sikap ini, Jepang percaya bahwa 
Rusia tidak akan memperburuk hubungannya dengan Jepang, 
karena masih membutuhkan Jepang dalam eksplorasi dan 
pembangunan sumber-sumber mineral di Siberia, Soviet Timur 
Jauh. Rusia akan mendapat beban berat jika melepaskan Jepang, 
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karena sulit untuk menemukan penggantinya. Lagi pula selama 
masalah teritorial ada di antara mereka, pihak Rusia jelas lebih 
lemah. Keinginan Jepang untuk membicarakan tuntutannya ter-
hadap keempat pulau di sebelah Utara Hokaido, diremehkan. 
Hal ini menjauhkan Rusia dari Jepang. Kepentingan Rusia akan 
lebih diperhatikan jika negara ini dapat menerima tuntutannya 
terhadap kepulauan tersebut. Tetapi negara tersebut tidak mem-
perdulikan hal ini, sementara RRC mendukung tuntutannya. 
Bagi RRC suatu perjanjian adalah penting untuk meng-
imbangi strategi 'pincer' (sepitan) Vietnam - Rusia. Perjanjian ini 
tidak saja perlu untuk menggambarkan kekhawatirannya terha-
dap Rusia kepada negara-negara Asia lainnya, tetapi juga diam-
diam dia ingin memperoleh dukungan Jepang bagi posisinya. 
Selain itu perjanjian ini menggambarkan pula kepentingan 
politik dan teritorial yang lebih tegas di Asia Timur Laut. 
Terhadap masalah-masalah teritorial yang dituntut RRC, Jepang, 
dan Korea, negara ini ingin menegakkan pengaruhnya dan 
mengemukakan bahwa masalah teritorial akan dikonsultasikan 
mengenai setiap permasalahan. Oleh karena itu, RRC merasa 
'terganggu' dengan 'keseganan' Jepang terhadap penandatanga-
nan perjanjian sehubungan dengan adanya golongan yang 
menginginkan penyelesaian masalah Senkaku dibicarakan terle-
bih dahulu, karena pemecahan masalah ini akan dibicarakan 
dimasa yang akan datang. Faktor inilah yang sebenarnya 
menjadi latarbelakang insiden tersebut. Pengiriman kapal-kapal 
ikan yang bersenjata ke wilayah Senkaku merupakan taktiknya 
untuk mengajak Jepang ke meja perundingan. Demikianlah 
perundingan perjanjian perdamaian dan persahabatan kedua 
negara dimulai tanpa menyelesaikan terlebih dahulu masalah 
Senkaku. 
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Setelah RRC dan Jepang menandatangani perjanjian 
mereka dan dinormalisasikannya hubungan RRC - Amerika 
Serikat, Rusia menunjukkan rasa tidak senangnya dengan me-
ningkatkan perlengkapan dan latihan militernya di Shikotan. 
Negara ini telah menempatkan 2000 pasukannya di wilayah ini. 
Menurut informasi Japan Defence Agency' (JDA), secara kese-
luruhan terdapat 10.000 - 12.000 pasukan di ketiga pulau 
Etorofu, Kunashiri, dan Shikotan. Dengan tindakannya ini Rusia 
berusaha memperingatkan dan menakut-nakuti Jepang bahwa 
dia bermaksud untuk mempertahankan wilayahnya di Asia dan 
agar pihak lain yang menuntut wilayah tersebut mundur 
teratur. Jepang akan menghadapi tanggung-jawab yang serius 
jika negara itu melibatkan diri dengan suatu aliansi militer. 
Tetapi pada saat yang sama, adalah cukup jelas bahwa Rusia 
menginginkan peningkatan hubungan bilateral dengan Jepang 
berupa bantuan ekonomi dalam rencana pembangunan Siberia. 
Bagi Rusia, Kepulauan Kuril mempunyai arti strategis 
yang penting dengan menguasai wilayah ini, maka praktis Laut 
Okhotsk yang terletak antara Jazirah Kamchatca dan Kepulauan 
Kuril akan diawasi secara keseluruhan olehnya. Laut Okhotsk 
akan menjadi laut dalam dia, sehingga dengan demikian armada 
lautnya tidak dapat diawasi oleh Jepang dan Amerika Serikat 
jika mereka akan keluar dari Vladivostok ke Samudra Pasifik, 
kecuali lewat Selat Tsushima. 
Jepang menginginkan kembali Kepulauan Kuril sebagai 
suatu kesatuan (integritas) wilayah yang juga menyangkut ke-
pentingan keamanannya. Pembangunan perlengkapan militer-
nya di wilayah itu merupakan ancaman dari sebelah Utara bagi 
Jepang, terutama apabila Rusia membangun lapangan terbang 
permanen yang diperlengkapi dengan radar. 
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Sementara itu pula persepsi itu terhadap meningkatnya 
peranan laut bagi pembangunan ekonomi cenderung mendo-
rong sengketa-sengketa ini meningkat menjadi suatu sumber 
konflik yang lebih besar. Hal ini disebabkan makin majunya 
kemampuan teknologi untuk mengeksploitasi sumber-sumber 
daya laut baik hayati maupun non-hayati yang terdapat di dasar 
laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya. Diakuinya hak-
hak yurisdiksi negara-negara pantai terhadap landas kontinen 
serta zona ekonomi eksklusif (ZEE) 200 mil untuk mengeks-
ploitasi dan mengeksplorasi sumber-sumber daya laut tersebut 
makin memperkuat persepsi tersebut. 
Seorang ahli geologi dan Kelompok Peneliti Universitas 
Tokai meramalkan bahwa potensi minyak di landas kontinen 
Asia Timur merupakan salah satu dari lima wilayah penghasil 
minyak terbesar di dunia. Baik Taiwan, Jepang, dan Korea 
Selatan sejak tahun 1970 telah mengadakan konsesi minyak di 
landas kontinen laut Asia Timur. 
Pada awal Agustus 1979 Cina mengadakan persetujuan 
dengan perusahaan-perusahaan asing untuk mengadakan seis-
mik, yaitu Exxon, Philips, Union, Amoco, Atlantic Richfield. 
Begitu pula dengan Jepang diadakan suatu konsesi besar, yaitu 
setelah ditandatanganinya perjanjian perdamaian dan persaha-
batan kedua negara 1978. Bagi Cina, minyak dan gas yang 
tersedia merupakan kepentingan ekonorni dan strategis yang 
khusus terhadap Jepang yang berusaha mengurangi ketergantu-
ngan minyaknya dari Timur Tengah. Jepang merupakan pasar 
yang sudah tersedia bagi minyak dan gas Cina. Dewan Nasional 
perdagangan Cina - Amerika Serikat, memperikarakan produksi 
minyak RRC kira-kira 102 juta ton dalam tahun 1978 dan akan 
meningkat sekitar 178 - 232 juta ton dalam tahun 1985. Dalam 
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rangka rencana pembangunan ekonomi nasional sepuluh tahun 
(1976-1985)nya, RRC sangat membutuhkan teknologi keahlian 
pengelolaan (managerial skills) dari Jepang. Demikian pula landas 
kontinen Laut Cina Selatan, khususnya "offshore sedimentary 
basin" yang meluas dari pantai-pantai Serawak, Brunai, Sabah 
sampai ke pantai Vietnam bagian Selatan. Muara Sungai Me-
kong diperkirakan mempunyai kekayaan minyak yang sangat 
potensial selain hasil perikanan Laut Cina Selatan mencapai 5 
juta ton tiap tahun, dan diperkirakan akan meningkat dengan 
sebanyak 3 ton per tahun. 
Cina dan Vietnam telah mengutamakan kepentingan 
penemuan sumber minyak dan kemudian mengeksploitasinya 
dalam rangka rencana pembangunan ekonomi mereka. Untuk 
membangun ekonomi negaranya yang hancur akibat perang 
selama 30 tahun, Vietnam yang kurang mempunyai sumber-
sumber lainnya untuk diekspor sangat membutuhkan minyak 
tersebut. Dalam rangka ini, Vietnam telah mengadakan kontrak 
prospek penggalian minyak dengan negara-negara Comecon 
yaitu Rusia, Cekoslowakia, Bulgaria, Hongaria, dan Polandia. 
Selain itu juga Vietnam berusaha melakukan hal yang sama 
dengan perusahaan minyak asing Barat lainnya, yaitu Deminex 
(Jerman Barat), AGIP (Italia), Bow Valley (Canada), Elf-Awuita-
ine (Perancis). Diperkirakan kemampuan minyak Vietnam men-
capai 500.000 - 1000.000 barrel per hari. 
Di Laut Kuning adalah merupakan wilayah konsesi mi-
nyak yang terbanyak di Asia Timur terutama wilayah-wilayah 
konsesi minyak Korea Selatan. Laut Kuning mulai dari Delta 
Sungai Yalu yang membelah Teluk Penggugat Hai dan Teluk 
Korea pada bagian Utara sampai ke Delta Sungai Yangtze di 
Semenanjung Kiangshu di Selatan merupakan paparan landas 
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kontinen yang kaya dengan minyak sehingga pembagian landas 
kontinen di wilayah ini terjadi tumpang-tindih antara negara-
negara Korea Selatan, Korea Utara, dan Cina. Selain masalah 
tumpang-tindih landas kontinen antara ketiga negara itu di Laut 
Kuning dimana wilayah-wilayah konsesi minyak Korea Selatan 
SOCAL yang kerjasama dengan perusahaan pengeboran minyak 
Amerika Serikat TEXACO terdapat, juga tumpang-tindih masa-
lah zona perikanan. Korea Selatan mengajukan tuntutan kepada 
Cina karena menganggap Cina telah melakukan kendali wilayah 
perikanan memasuki wilayah Korea Selatan terutama Proteksi 
Wilayah perikanan Cina di Kepulauan Sohuksan (Sohuksan Do) 
yang dikalim oleh Korea Selatan. Korea Selatan menganggap 
bahwa Cina telah menetapkan wilayah perikanan melewati 
batas yang telah ditetapkan menurut hukum. Demikian pula 
dengan adanya hubungan yang tidak serasi antara dua negara 
komunitas Cina dan Korea Utara oleh penetapan zona militer 
(Militery Warning Zone) di mulut Teluk Penggugat Hai yang 
sebagian masuk wilayah Korea Utara di teluk Korea. Penetapan 
Zona Militer yang ditarik oleh Cina dari garis lurus yang 
membentang dari Tanjung Port Arthur di ujung Semenanjung 
Liao Thung ke Tanjung Peng-loi terus Tanjung Jung-chap di 
Semenanjung Shan-tung terus ke Delta Sungai Yalu. Dengan 
demikian segi empat antara titik Port Arthur, Tanjung Peng-loi, 
Tanjung Jung-chen dan Delta Sungai Yalu telah ditetapkan oleh 
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Untuk keperluan riset bab ini dikutip dari Bab II skripsi 
Iskandar Adnin Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 1994 
berjudul Penyelesaian Sengketa Teritorial Antara Jepang dan Rusia 
Mengenai Kepulauan Kuril, Tinjauan Menurut Hukum Internasional.  
A. Posisi Geografis Kepulauan yang Disengketakan 
Kepulauan Kuril terletak di lepas pantai bagian timur 
benua Asia, tepatnya berada diantara wilayah timur jauh Rusia 
yakni Kamchatka dan salah satu dari empat pulau utama 
kepulauan Jepang yakni pulau Hokkaido. Kepulauan Kuril yang 
membentang dari sebelah selatan pantai Kamchatka ke utara 
terdiri dari pulau Shimushu, Araito, Paramushiro, Shinriki, Ma-
kanru, Onnekotan, Harumakotan, Chinrinkotan, Ekaruma, Sha-
shikotan, Muchiretsu iwa, Raikoke, Matsuwa, Rashiowa, Ushi-
chi, Ketoi, Shimushiru, Buroton, Kitajima, Minamijima, Uruppu, 
Etorofu, Kunashiri, Shikotan, dan kelompok pulau Habomai. 
Dari gugusan pulau-pulau ini, yang menjadi wilayah 
sengketa Rusia-Jepang hanyalah pulau-pulau yang terletak 
diantara pulau Uruppu dan pulau Hokkaido. Pulau-pulau yang 
dimaksud terdiri dari dua pulau besar dan dua pulau kecil 
dengan luas wilayah seluruhnya kurang lebih 4.996 km persegi. 
 
BAB  3 
SENGKETA PERAIRAN TERITO-
RIAL JEPANG DAN RUSIA 
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Pulau-pulau besar tersebut adalah pulau Etorofu dengan luas 
3.138 km persegi dan pulau Kunashiri dengan luas 1.500 km 
persegi. sedangkan dua pulau kecil yang lain adalah pulau 
Shikotan seluas 255 km persegi dan kelompok pulau Habomai 
yang terdiri dari pulau Akiyuri, Harukaru, Shibotsu, Suisho, dan 
pulau Yuri. Kelompok pulau ini (baca; Habomai) seluas 102 km 
persegi. Menurut bangsa Jepang, keempat rangkaian kepulauan 
ini yang dimaksudkan sebagai pulau-pulau utara dan 
merupakan bagian integral dari wilayah Jepang (Japan's Northern 
Territories). 
B. Posisi Rusia dan Jepang dalam Sengketa Kepulauan Kuril 
Kurang harmonisnya hubungan Rusia - Jepang sebetul-
nya sudah berlangsung sejak akhir abad ke-19 yang lalu. 
Keberhasilan Jepang dalam modernisasi Meiji berakibat Jepang 
melakukan ekspansi ke luar negeri, terutama untuk mencari 
bahan baku dan daerah pasaran industrinya. Negara pertama 
yang menjadi sasaran ekspansinya adalah Tiongkok (Cina). Oleh 
karena itu, Jepang melakukan peperangan melawan Tiongkok, 
1894-1895 yang dimenangkan oleh Jepang. Kekalahan Tiongkok 
dalam peperangan ini menghasilkan Perjanjian Shimonoseki, 
1895, dimana dalam perjanjian tersebut dinyatakan bahwa Ti-
ongkok: (1) menyerahkan semenanjung Liaotung dan Formosa 
(Taiwan) pada Jepang; (2) menyatakan Korea sebagai negara 
yang bebas dan merdeka dari pengaruhnya; dan (3) membuka 
secara khusus sekitar muara sungai Yangtze dan beberapa ka-
wasan Tiongkok lainnya untuk perdagangan Jepang. 
Rusia yang juga mempunyai kepentingan di Asia Timur, 
dengan adanya Perjanjian Shimonoseki merasa kepentingannya 
dihalangi oleh Jepang. Maka terjadi ketegangan antara Rusia 
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dengan Jepang dalam rangka kepentingannya masing-masing. 
Akhirnya terjadi peperangan antara Rusia dan Jepang, 1904 - 
1905. Jepang kembali keluar sebagai pemenang dalam pepe-
rangan ini dan sebagai akibat dari kekalahan Rusia, Jepang 
memperoleh Sakhalin Selatan serta dapat lebih leluasa menentu-
kan kebijaksanaannya di Manchuria Selatan. Kurun waktu beri-
kutnya setelah kekalahan Rusia pada 1905, hubungan Rusia/Uni 
Soviet - Jepang mengalami pasang surut dimana pihak Jepang, 
baik bersama-sama Amerika Serikat, Inggris, Tiongkok, ataupun 
sendirian melakukan invasi ke wilayah Rusia. Pada 1918 
bersama-sama dengan Amerika Serikat, Inggris, dan Tiongkok, 
Jepang menyerbu Siberia. Pada 1939 tentara Jepang yang 
ditempatkan di Manchuria bentrok dengan tentara Rusia di 
Nomohan. Hanya pada April 1941, Rusia-Jepang sepakat 
menandatangani Pakta Kenetralan. 
Pakta Kenetralan atau Perjanjian Non Agresi 1941 yang 
masa berlakunya lima tahun tersebut berisikan persetujuan ke 
dua negara untuk mempertahankan hubungan damai dan bersa-
habat, tidak saling menyerang serta menghormati integritas 
wilayah masing-masing. Namun, setelah Jepang ikut serta 
dalam Perang Dunia II dipihak Nazi, Rusia mendapat tekanan-
tekanan untuk ikut serta bergabung dengan Sekutu melawan 
Jepang. Rusia yang saat itu masih terikat Perjanjian Non Agresi 
dengan Jepang kemudian ikut bergabung dengan pihak Sekutu 
dan mengumumkan perang terhadap Jepang pada tanggal 9 
Agustus 1945. 
Setelah Jepang menyerah pada Sekutu, Rusia mulai 
menduduki pulau Shimushu, Uruppu serta wilayah pulau-
pulau utara. Pulau yang terakhir diduduki oleh Rusia dalam 
rangkaian kepulauan ini adalah pulau Suisho dalam wilayah 
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Habomai, yang merupakan pulau terdekat dari pulau Hokkaido. 
Pulau tersebut diduduki pada tanggal 3 September 1945, sehari 
setelah Pemerintahan Militer Jepang menandatangani penyera-
han tanpa syarat (Japan's Unconditional Surrender) di geladak 
kapal perang Amerika Serikat, USS Missouri di Teluk Tokyo 
tanggal 2 September 1945. 
Pada Konferensi Perdamaian San Fransisco, terjadi 
penandatanganan Perjanjian Perdamaian antara negara-negara 
peserta Perang Dunia II, 8 September 1951. Akan tetapi, Rusia 
yang kapasitasnya sebagai peserta Perang Dunia II dan oleh 
karenanya menjadi peserta dalam konferensi ini, ironisnya 
justru menolak menandatangani Perjanjian Perdamaian tersebut. 
Alasan penolakan Rusia menandatangani Perjanjian Perdamaian 
San Fransisco adalah penolakan Amerika Serikat atas permin-
taan Rusia untuk menjadikan Jepang sebagai negara netral dan 
penolakan negara-negara Sekutu pada masa perang untuk 
menyetujui bahwa Moskwa mempunyai kedaulatan atas wila-
yah yang dipersengketakan (Kuril/pulau-pulau utara). Dengan 
penolakan ini, praktis antara Jepang dan Rusia tetap dalam 
keadaan perang, karena kedua negara secara resmi belum 
menandatangani perjanjian perdamaian guna menghentikan 
keadaan perang diantara mereka. 
Pasca Perjanjian perdamaian 1951, beberapa upaya telah 
ditempuh oleh Jepang dan Soviet untuk memformulasikan suatu 
perjanjian perdamaian. Akan tetapi upaya ini ternyata belum 
membuahkan hasil yang maksimal, sebagaimana yang diharap-
kan oleh kedua negara. Kendala yang paling serius untuk me-
wujudkan suatu konsensus perdamaian antara kedua negara ter-
sebut, adalah mengenai wilayah yang dipersengketakan. Pada 
beberapa kali perundingan, perdebatan mengenai wilayah utara 
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menjadi sengit. Jepang mengklaim bahwa wilayah tersebut 
adalah miliknya dengan berdasarkan berbagai dalih. Sebaliknya 
Rusia menolak dalih-dalih yang dikemukakan Jepang dengan 
mengemukakan dalih lain yang menunjukkan keabsahan 
pemilikan Rusia atas wilayah tersebut. 
B.1. Alasan Penuntutan Jepang 
Alasan Jepang menuntut pengembalian pulau-pulau 
utara atau yang menurut versi Rusia kepulauan Kuril, didasar-
kan pada beberapa perjanjian yang mewarnai hubungan kedua 
negara di masa lalu serta yang menerangkan status dari pulau-
pulau atau wilayah yang disengketakannya dengan Rusia. 
Perjanjian yang menjadi dasar penuntutan pihak Jepang tersebut 
yakni: (1) perjanjian Shimoda 1855; (2) Perjanjian St. Petersburg 
1875; (3) Perjanjian Portsmouth 1905; (4) Deklarasi Bersama 
Jepang - Rusia 1956. 
ad.1. Perjanjian Shimoda 1855 
Perjanjian Shimoda adalah perjanjian mengenai Perda-
gangan, Navigasi, dan Penentuan Batas Wilayah Antara Kesho-
gunan Tokugawa dengan kekaisaran Rusia yang ditandatangani 
pada 1855. Perjanjian ini dirujuk Jepang dan dijadikan landasan 
yuridis yang sangat esensil yang menyertai alasan-alasan 
penuntutan Jepang yang lain. Hal ini disebabkan karena dari 
semua perjanjian yang dipaparkan oleh pihak Jepang dalam 
kerangka klaimnya terhadap pulau-pulau yang diduduki Rusia 
pasca Perang Dunia II, perjanjian inilah yang paling jelas 
menerapkan tapal batas wilayah diantara kedua negara sekali-
gus menentukan kedudukan wilayah yang dipersengketakan. 
Berdasarkan perjanjian ini, batas wilayah antara Jepang 
dan Rusia ditetapkan antara pulau Etorofu dan pulau Uruppu 
 58 S.M. Noor : Sengketa Laut Cina & Kepulauan Kuril 
 
dalam rantai kepulauan Kuril, sementara pulau Sakhalin 
dikuasai bersama oleh kedua negara. Selengkapnya, ketentuan 
tersebut tercantum dalam Pasal 2 Perjanjian Shimoda 1855, yang 
berbunyi sebagai berikut: 
“…..Henceforth the boundary between Japan and Rusia will 
pass between the islands Etorofu and Uruppu. The whole 
island of Etorofu belongs to Japan and the other Kurile islands 
to the north constitute possessions of Rusia. As regards the 
island Karafuto (Sakhalin), it remains unpartitioned between 
Japan and Rusia as has been the case up to this time”'. 
Dengan demikian wilayah utara yang terdiri dari pulau 
Etorofu, Kunashiri, Shikotan dan kepulauan Habomai berdasar-
kan perjanjian ini termasuk dalam bagian integral dari wilayah 
Jepang. 
ad.2. Perjanjian St. Petersburg 1875 
Dalam tahun 1875, Jepang dan Rusia kembali menan-
datangani suatu perjanjian yang kemudian dikenal dengan 
Perjanjian St. Petersburg, yang memuat kesepakatan kedua 
negara untuk saling tukar menukar wilayah. Jepang yang dalam 
Perjanjian Shimoda diberi hak untuk menguasai pulau Sakhalin 
bersama-sama dengan Rusia, dalam perjanjian ini menyerahkan 
hak penguasaan tersebut sepenuhnya pada Rusia, dan sebagai 
gantinya Jepang memperoleh hak atas kepulauan Kuril. 
Kepulauan ini berada di bawah kedaulatan Rusia berdasarkan 
perjanjian yang sama (Shimoda). 
Perjanjian Tukar Menukar Wilayah menjadi sangat 
berarti bagi Jepang dikarenakan perjanjian tersebut menetapkan 
hal-hal penting yang dapat digunakan sebagai indikator keab-
sahan pemilikan negara tersebut atas wilayah yang dituntutnya. 
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Indikasi yang dimaksud adalah bahwa; dalam perjanjian ini, 
pengertian kepulauan Kuril sebagaimana yang tercantum dalam 
Pasal 2, mencakup 18 pulau dari pulau Uruppu ke utara. Ini 
berarti pulau-pulau yang terletak di sebelah selatan pulau 
Uruppu yang terdiri dari pulau Etorofu, Kunashiri, Shikotan 
serta kelompok pulau Habomai berdasarkan perjanjian ini tidak 
termasuk dalam rangkaian atau bagian kepulauan Kuril. Ini 
penting bagi Jepang untuk menangkis anggapan Rusia yang 
berpandangan bahwa wilayah yang dipersengketakan adalah 
bagian dari kepulauan Kuril. 
Selanjutnya, sebagai konsekuensi dari kesediaan Rusia 
(yang dituangkan dalam perjanjian ini) menukarkan wilayahnya 
dengan Jepang, dalam hal ini penguasaan atas Pulau Sakhalin 
sepenuhnya diberikan kepada Rusia dan sebagai gantinya 
Jepang memperoleh hak atas wilayah Kepulauan Kuril, maka 
secara otomatis wilayah kedaulatan Jepang yang pada perjanjian 
sebelumnya (Perjanjian Shimoda) dibatasi sampai pada pulau 
Etorofu berubah hingga di pulau Shimusu. Meskipun demikian, 
hingga saat ini Jepang hanya menuntut pengembalian pulau-
pulau utara yang diyakini sebagai bagian yang tidak terpisahkan 
dari wilayah negara tersebut. 
Dari uraian singkat mengenai perjanjian ini serta kedu-
dukannya dalam rangka penuntutan Jepang dapat disimpulkan 
bahwa, batas wilayah antara Jepang dengan Rusia ditetapkan 
diantara pulau Shimushu dan Kamchatka seperti yang tertera di 
bawah ini. 
 
ad.3. Perjanjian Portsmouth 1905 
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Keberadaan Perjanjian Portsmouth 1905 dilatarbelakangi 
oleh terjadinya Perang Jepang - Rusia yang berlangsung 1904 - 
1905, dimana Jepang keluar sebagai pemenang. Guna mengak-
hiri keadaan perang resmi diantara kedua negara tersebut, pada 
tahun yang sama disepakatilah penandatanganan Perjanjian 
Portsmouth. Salah satu materi yang diatur dalam perjanjian ini 
adalah ditetapkannya peralihan status pemilikan bagian selatan 
untuk Sakhalin ke Jepang sebagai akibat kekalahan Rusia dalam 
perang tersebut. 
Meski dari segi tujuan diformulasikanya perjanjian ini 
tidak berhubungan dengan pulau-pulau yang disengketakan, 
namun oleh pihak Jepang diikutisertakan sebagai komponen 
yang melatarbelakangi dasar penuntutannya terhadap wilayah 
utara. Hal ini kiranya dapat dimengerti karena keberadaan 
media tersebut oleh pihak Jepang dijadikan rujukan untuk 
menjelaskan kedudukan wilayah utara, rangkaian kepulauan 
Kuril (menurut Perjanjian 1875) serta bagian selatan Sakhalin. 
Menurutnya, kedudukan pulau-pulau yang disengketakan tidak 
berubah dengan terjadinya Perang Rusia - Jepang 1904 - 1905, 
sebab status wilayah yang disengketakan tersebut sebelum hing-
ga selesainya perang itu sendiri berada di bawah kedaulatan 
Jepang berdasarkan perjanjian Shimoda, sehingga dasar pembe-
nar Rusia (yang merujuk pada Kesepakatan Yalta dan deklarasi 
Kairo) menduduki dan kemudian mempertahankan wilayah 
tersebut dari tuntutan Jepang berdasarkan Kesepakatan Yalta 
dan Deklarasi Kairo tidak mengena dan tidak beralasan sama 
sekali. Sebab wilayah yang dimaksud tidak pernah menjadi 
milik negara manapun kecuali Jepang, dan oleh karenanya tidak 
diperoleh dengan jalan kekerasan/intervensi. 
 S.M. Noor : Sengketa Laut Cina & Kepulauan Kuril 61 
 
Selanjutnya, untuk membentuk opini yang dapat delegi-
timasi oleh masyarakat internasional atas wilayah yang dituntut-
nya, pihak Jepang menjelaskan bahwa sesungguhnya kedaula-
tannya tidak saja dibatasi sampai pulau-pulau yang disengke-
takan akan tetapi juga mencakup rangkaian kepulauan Kuril. 
Dan karena keberadaan Perjanjian Portsmouth telah diterima 
oleh Rusia maka kedaulatan tersebut meluas hingga ke bagian 
selatan pulau Sakhalin. Namun seperti yang telah penyusun 
paparkan pada bagian awal pembahasan ini, pihak Jepang 
menolak semua hak dan tuntutan dikembalikannya sejumlah 
pulau yang terletak di sebelah utara pulau Hokkaido. 
ad.4. Deklarasi Bersama Jepang - Rusia 1956 
Kurang lebih dua tahun setelah Rusia menolak menan-
datangani perjanjian perdamaian San Francisco 1951, terjadi 
peredaan ketegangan. Sikap Rusia yang sebelumnya sangat ber-
musuhan terhadap Jepang menjadi sedikit berubah, yang 
ditandai dengan pernyataan menteri luar negeri Rusia, Molotov 
bahwa Rusia siap menormalisasi hubungan dengan Jepang 12 
September 1954. Sebagai kelanjutan pernyataan itu Molotov 
melakukan inisiatif untuk membuka perundingan dengan me-
ngirim sebuah memo kepada Jepang 25 Januari 1955, yang isinya 
bahwa perundingan untuk menormalisasi hubungan dapat 
segera dilaksanakan. 
Jepang dengan pemerintah baru yang dipimpin Hatayo-
ma Ichiro menyambut uluran Rusia tersebut secara positif. Pada 
tanggal 1 Juni 1955 di London dimulai perundingan untuk 
menormalisasi hubungan Jepang-Rusia dengan tujuan utamanya 
untuk mencapai persetujuan perdamaian. 
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Pada beberapa kali perundingan bolak balik di London 
terdapat beberapa masalah yang menjadi penghalang dicapai-
nya persetujuan perdamaian, satu yang terbesar adalah kegigi-
han pihak Jepang mengaitkan pengembalian wilayah yang di-
sengketakan sebagai syarat keberadaan perjanjian perdamaian 
diantara kedua negara. 
Syarat untuk tercapainya perjanjian perdamaian yang 
diajukan Jepang tampaknya memberikan hasil dengan diins-
truksikannya delegasi Rusia 10 Agustus 1956 untuk menyerah-
kan Shikotan dan kepulauan Habomai kepada Jepang agar 
tercapai persetujuan perjanjian perdamaian. Pihak Jepang yang 
diwakili Menteri Luar Negeri Mamoru Shigemitsu (yang diberi-
kan kekuasaan penuh dari pemerintahnya dalam perundingan 
bilateral dengan Rusia) tampaknya bersedia menerima usulan 
tersebut. Namun, setelah konsultasi dengan pimpinannya di 
Tokyo, Shigemitsu terpaksa menolak uluran Soviet yang sudah 
ada di tangannya. 
Dikemudian hari sikap Tokyo yang tiba-tiba menentang 
kesediaan Menteri Mamoru Shigemitsu menerima konsesi yang 
ditawarkan delegasi Soviet terungkap, setelah Menlu tersebut 
menemui Jhon Foster Dulles, yang pada saat itu menjabat seba-
gai menteri yang sama untuk Amerika Serikat. Ternyata penola-
kan pemerintah Jepang atas pengembalian sebagaian wilayah 
yang diklaimnya dilatarbelakangi oleh kebijakan Washington 
untuk mempertahankan kelangsungan hegemoninya terhadap 
negara itu. 
Keadaan seperti ini dibenarkan oleh Samsul Hadi, 
dengan menunjuk pernyataan Dulles ketika Menlu Shigemitsu 
meminta pendapatnya mengenai hal tersebut yang menyatakan 
bahwa; 
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“Dengan membiarkan Rusia tetap menguasai kepulauan 
Kuril dan hanya memberikan pulau Shikotan dan ke-
lompok pulau Habomai, sama saja dengan membenar-
kan Amerika Serikat tetap menguasai kepulauan Okina-
wa”. 
Dalam sejarah diplomasi Jepang, pernyataan ini dikenal 
dengan/sebagai ancaman Dulles, yang menjadi kendala bagi 
kedaulatan Jepang dan bersama dengan mentalitas Jidai Shugi 
(tanpa pendapat yang tegas hanya mengikuti yang kuat saja) 
menciptakan perasaan anti soviet di Jepang. Akhirnya perun-
dingan Jepang-Rusia yang menghabiskan waktu kurang lebih 
satu tahun menghasilkan suatu Deklarasi Bersama (Joint Decla-
ration) pada 19 Oktober 1956. 
Dalam perjalanan sejarah berikutnya, Deklarasi Bersama 
1956, bersama-sama dengan perjanjian Shimoda 1855 dan Per-
janjian St Petersburg 1875 serta Perjanjian Portsmouth 1905 turut 
memperkuat dasar penuntutan pihak Jepang terhadap wilayah 
yang disengketakan. Menurut interpretasi pihak Jepang, kebera-
daan Deklarasi Bersama 1956 yang menandai dimulainya nor-
malisasi hubungan diantara kedua negara pasca perang dunia 
kedua, lama sekali tidak dapat dipisahkan dengan elemen-
elemen positif yang telah disepakati pada saat perundingan 
yang berlangsung dari 1955 - 1956. Salah satu elemen penting 
yang dicapai dalam perundingan tersebut adalah kesediaan 
pihak Moskow untuk mengembalikan sebagian wilayah yang 
diklaim oleh Jepang. Pulau-pulau yang dimaksud adalah pulau 
Shikotan dan kelompok pulau Habomai.  
Selanjutnya pihak Jepang merujuk Pasal 9 Deklarasi Ber-
sama 1956, sebagai manifestasi dari semua kesepakatan yang 
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telah dicapai selama perundingan, khususnya mengenai penye-
lesaian sengketa wilayah diantara kedua negara. Dengan kata 
lain pihak Jepang beranggapan bahwa kesediaan pihak Rusia 
mengembalikan Shikotan dan Habomai tetap berlaku kendati 
pada saat itu belum tercapai persetujuan perjanjian perdamaian, 
sebab bagaimanapun kesediaan Moskow memberikan konsesi 
sedikit banyak merupakan kontribusi bagi terwujudnya Joint 
Declaration 1956 itu sendiri. Adapun bunyi dari Pasal 9 Deklarasi 
Bersama 1956, sebagai berikut: 
“The Union of Soviet Socialist Republics and Japan agree to 
continue, after the restoration of normal diplomatic relation 
between the Rusia Socialist Republics and Japan negotiaton 
for the conclusion of Peace Treaty”. 
Kemudian dalam paragraf berikutnya dikatakan bahwa: 
“To meet Japanese wishes, and considering the interest of 
Japan, the Soviet Union agree to hand over Habomai island 
and Shikotan to Japan,whose actual accession to Japan be 
subject to conclusion of a Peace Treaty between Japan and the 
Soviet Union”. 
B.2 Alasan Rusia Mempertahankan Kepulauan Kuril 
Sebagaimana halnya dengan pihak Jepang yang menda-
sarkan penuntutannya dengan merujuk pada beberapa perjan-
jian, maka dalam rangka mempertahankan wilayah yang di-
klaim serta menjawab dasar-dasar penuntutan tersebut, pihak 
Rusia juga mengemukakan beberapa perjanjian yang menjelas-
kan keabsahan pemilikan Rusia atas wilayah yang dituntut 
Jepang. 
Secara runtut, dokumen-dokumen yang digunakan pi-
hak Rusia untuk menjawab dasar-dasar penuntutan pihak 
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Jepang adalah “Deklarasi Kairo 1943 (Cairo Declaration), Kesepa-
katan Yalta 1945 (Postdam Declaration) dan perjanjian perdamai-
an San Fransisco 1951 (San Fransisco Peace Treaty)”. Deklarasi 
Kairo 1943 yang lahir dari Pertemuan Tingkat Tinggi pemimpim 
sekutu pada 26 Februari 1943 di Kairo, dijadikan Rusia sebagai 
dasar mempertahankan wilayah sengketa karena menurut pan-
dangan negara ini, ketiga pemimpim sekutu terdiri dari Presi-
den Amerika Serikat, F.D Roosevelt, Presiden China, Chiang Kai 
Shek, dan Perdana Menteri Inggris (United of Kingdom) W.S. 
Churchil, telah sepakat menyatakan bahwa semua wilayah yang 
dirampas oleh Jepang hingga akhir Perang Dunia I, semua harus 
dikembalikan kepada pemiliknya. Kesepakatan ini kemudian 
dituangkan dalam suatu deklarasi yang kemudian dikenal 
dengan deklarasi Kairo 1943, yang menyatakan bahwa: 
“Japan was to lose all the Pacific island which it had acquired 
since the beginning of World War in 1914 was further to be 
expelled from Manchuria, Formosa, the Pescadores, Korea and 
from all other territories which it had taken 'by violence and 
greed”. 
Tampaknya, Rusia beranggapan bahwa wilayah yang 
diklaim bahkan pernah berada di bawah kedaulatan Jepang 
tersebut diperoleh (pada saat dimasukkan kedalam wilayah 
Jepang) dengan jalan kekerasan dan ketamakan. Dan oleh kare-
na, wilayah tersebut diperoleh melalui cara demikian maka 
wilayah tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya seba-
gaimana yang diisyaratkan dalam Deklarasi Kairo 1943. 
Selanjutnya, Rusia merujuk Kesepakatan Yalta 1945 
(Yalta Agreement), sebagai dasar mempertahankan wilayah yang 
dituntut oleh Jepang. Dalam Konferensi Yalta yang berakhir 
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pada 11 Februari 1945, para peserta konferensi yang terdiri dari 
pemimipin sekutu (Franklin D. Rosevelt, Winston Churchill dan 
pemimpin tertinggi Partai Komunis Rusia, Josef Stalin) secara 
bersama-sama sepakat untuk memberikan kepulauan Kuril ke-
pada Rusia. Secara rinci, kesepakatan untuk mengalihkan kepu-
lauan Kuril dari Jepang ke Rusia digambarkan sebagai berikut: 
“At the Yalta Conference, the Allied leaders agreed that 
Southern Sakhalin as well as its adjacent island should be 
returned to the Soviet Union and that the Kurile Island should 
be handed over to the Soviet Union”. 
Dari pernyataan di atas, tampak bahwa ada benang 
merah yang menghubungkan antara ketentuan yang terdapat 
dalam Deklarasi Kairo dan kesepakatan para pemimpin sekutu 
dalam Konferensi Yalta. Dengan lain perkataan, terlepas dari 
pendekatan sekutu untuk merangkul Rusia terjun kedalam kan-
cah peperangan melawan Jepang, kesepakatan untuk member-
kan bagian selatan Sakhaliln serta pulau-pulau yang ada diseki-
tarnya dalam rangkaian kepulauan Kuril didasari oleh pertim-
bangan bahwa kepulauan ini pada prinsipnya memang dima-
sukkan Jepang menjadi wilayahnya dengan jalan kekerasan, 
karena anggapan tersebut, maka wilayah kepulauan Kuril plus 
sebelah selatan pulau Shakalin juga masuk dalam ketentuan 
Deklarasi Kairo 27 November 1943. Dokumen berikutnya yang 
dikemukakan oleh Rusia dalam rangka menjawab dasar-dasar 
penuntutan pihak Jepang adalah Deklarasi Potsdam 1945. 
Deklarasi ini diterima Jepang sebagai syarat penyerahan dengan 
mengatakan bahwa ketentuan yang terdapat dalam Deklarasi 
Kairo 1943 akan diimplementasikan dan membatasi wilayah 
Jepang sampai empat pulau dan pulau-pulau kecil lainnya. 
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Ketentuan yang mutlak diterima oleh Jepang sebagai 
syarat penyerahan tercantum dalam pasal 8, yang isinya sebagai 
berikut : 
“The terms of the Cairo Declaration shall be carried out and 
Japanese sovereignity shall be limited to the island of Honshu, 
Kyushu, Hokkaido, Shikoku and such minor island as we 
determine”. 
Berangkat dari ketentuan di atas, yang membatasi ke-
daulatan Jepang sampai empat pulau besar dan beberapa pulau 
kecil. Rusia beranggapan bahwa yang dimaksud dengan bebe-
rapa pulau kecil tersebut, bukan pulau-pulau yang berada di 
sebelah utara Pulau Hokkaido akan tetapi pulau-pulau yang 
berada disekitar Pulau Honshu, Shikoku yang terletak di sebelah 
selatan Kyushu seperti kepulauan Okinawa dan kepulauan Oga-
sawara. Dengan demikian klaim Jepang yang didasarkan pada 
ketidakjelasan pulau-pulau kecil mana saja yang dimaksudkan 
dalam pasal tersebut adalah tidak mengena sama sekali, lagi 
pula kesediaan Jepang mengimplementasikan Deklarasi Kairo 
yang isinya nota bene dipahaminya sudah merupakan jawaban 
dari ketidakjelasan pulau-pulau yang dimaksudkan. 
Secara umum Rusia beranggapan bahwa, kedaulatan 
Moskow atas wilayah yang dipersengketakan bersumber dari 
keputusan yang ditetapkan di Yalta, diperkuat di Postdam 
dengan latar belakang Deklarasi Kairo 1943, dan diselesaikan di 
San Fransisco. 
Perjanjian Perdamaian San Fransisco 1951, dirujuk Rusia 
sebagai salah satu dasar yang menopang alasan-alasannya da-
lam mempertahankan wilayahnya yang diklaim oleh Jepang, 
oleh karena pada saat berlangsungnya Konferensi Perjanjian 
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Perdamaian San Fransisco ini, pihak Jepang yang kapasitasnya 
sebagai peserta Perang Dunia II, dan oleh karenanya menjadi 
peserta dalam konferensi ini, telah menolak semua hak dan tun-
tutan terhadap kepulauan Kuril, bagian Sakhalin, dan pulau-
pulau yang berdekatan dengannya. 
Penolakan ini menurut pandangan Rusia membawa kita 
pada suatu pengertian yang sangat umum, yakni pihak Jepang 
tidak lagi memiliki dasar pembenar yang dapat diterima secara 
universal untuk menuntut pengembalian wilayah yang diseng-
ketakan. Terlebih lagi setelah penolakan tersebut secara formal 
dimasukkan sebagai salah satu pasal dalam Perjanjian Perda-
maian San Fransisco 1951. Sedangkan kenyataan bahwa Rusia 
bukan penandatangan dalam Perjanian Perdamaian San Fransis-
co 1951, tidak mengurangi tanggung jawab Jepang untuk mena-
ati ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian tersebut, 
khususnya yang tercantum dalam Pasal 2, ayat (c), yang 
berbunyi sebagai berikut: 
“Japan renounces all right, titles and claim to the Kurile 
island, and to that portion of Sakhalin and the island 
adjancent to it over which Japan acquired sovereignity as a 
consequence of the Treaty of Portsmouth of September 5, 
1905”. 
C. Beberapa Catatan tentang Dasar Klaim Jepang - Rusia 
Dari dasar-dasar klaim yang dikemukakan oleh kedua 
negara yang bersengketa, kita dapat menarik kesimpulan bahwa 
baik Jepang maupun Rusia, penuntutannya dilatarbelakangi 
oleh sejumlah dokumen yang menerangkan keabsahan pemili-
kan masing-masing pihak atas wilayah yang disengketakan. 
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Jepang yang dikalahkan dalam Perang Dunia II, mene-
gakkan klaimnya atas wilayah yang disengketakan berdasarkan 
sejumlah perjanjian, baik yang sifatnya bilateral maupun multi-
lateral. Sebaliknya pihak Rusia dalam mempertahankan wilayah 
yang dituntut oleh pemerintah Tokyo, mengajukan hal yang 
sama sebagai penolakan atas dalil-dalil yang dikemukakan pi-
hak Jepang. Keadaan dimana saling menolak dasar klaim ini 
terus berlanjut bahkan cenderung mengarah pada pembentukan 
suatu konsepsi yang tidak lagi dilandasi oleh prinsip-prinsip 
yang objektif. Situasi demikian tentu saja mengakibatkan kedua 
negara yang bersengketa semakin sulit untuk memformulasikan 
suatu penyelesaian yang tuntas serta menyeluruh atas wilayah 
yang disengketakan. 
Guna meminimalkan pembentukan konsepsi yang di-
landasi oleh prinsip-prinsip yang bersifat subjektif serta efek 
yang mungkin ditimbulkan dari kondisi seperti itu, maka dipan-
dang sangat perlu untuk menelusuri alasan-alasan penolakan 
dasar klaim pihak yang satu terhadap pihak yang lainnya. 
Dalam konteks seperti ini, pemaparan ulang bagian-bagian 
tertentu dari pembahasan dasar-dasar klaim para pihak yang 
bersengketa tidak dapat dihindarkan. Namun demikian, dari 
segi peruntukan pembahasan tersebut tetap berbeda antara satu 
dengan yang lainnya. Yang pertama, dimaksudkan untuk 
memaparkan "Rival Claim" atau dasar-dasar yang digunakan 
/dijadikan Jepang dan Rusia sebagai bukti pemilikan atas 
wilayah yang disengketakan. Sedang yang kedua, diperuntuk-
kan dalam rangka memahami secara proporsional alasan-alasan 
penolakan dasar klaim pihak yang satu terhadap pihak yang 
lainnya. 
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C.1. Alasan penolakan Rusia 
Sebagaimana yang telah dipaparkan pada bagian terda-
hulu, dalam mempertahankan Kepulauan Kuril atau Pulau-
Pulau Utara dari tuntutan Jepang, pihak Rusia mengajukan 
beberapa dokumen sebagai jawaban sekaligus sebagai penola-
kan atas dasar-dasar yang menopang penuntutan Jepang terse-
but. Menurut pandangan Rusia, Pulau Etoropu, Kunashiri, 
Shikotan, dan kelompok Pulau Habomai yang terletak diantara 
Pulau Uruppu dan lepas pantai Pulau Hokkaido, sejak semula 
adalah milik Rusia, yang kemudian oleh pihak Jepang diambil 
alih dengan jalan kekerasan dan dengan penuh ketamakan. 
Untuk memperjelas kedudukannya atas wilayah yang 
disengketakan, gugusan pulau-pulau ini dipandang oleh Rusia 
sebagai rangkaian dari Kepulauan Kuril, dimana Rusia memiliki 
kedaulatan yang penuh (Full Soveregnity) atas wilayah tersebut. 
Dengan latarbelakang konsepsi seperti ini, Rusia menolak 
anggapan pihak Jepang yang mengatakan bahwa wilayah yang 
disengketakan tersebut bukan atau tidak termasuk dalam 
rangkaian Kepulauan Kuril. 
Selanjutnya, Rusia menolak keberadaan Perjanjian Shi-
moda 1855 (mengenai Perdagangan, Navigasi, dan Penentuan 
Batas Wilayah) dan Perjanjian St. Petersburg 1875 (mengenai 
Pertukaran Wilayah), dengan mengatakan bahwa “The treaty of 
1855 and 1875 lost their validity as a consequence of the Russo - 
Japanese war and Portsmouth Treaty (1905)”. 
Untuk memahami secara maksimal penolakan Rusia 
terhadap keberadaan Perjanjian Shimoda 1855 dan Perjanjian St. 
Petersburg 1875, kiranya terlebih dahulu harus, diketahui faktor-
faktor pencetus terjadinya perang itu sendiri. Dalam beberapa 
literatur yang membahas seputar permasalahan kepulauan yang 
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disengketakan Jepang dan Rusia, dijelaskan bahwa terseretnya 
kedua negara yang bertetangga tersebut kedalam kancah 
peperangan dilatarbelakangi oleh persinggungan kepentingan 
diantara keduanya. Baik Jepang maupun Rusia pada waktu itu 
sama-sama mempunyai kepentingan di Asia Timur, yakni da-
lam rangka mencari bahan baku dan daerah pemasaran indus-
trinya. Dan oleh karena kepentingan satu sama lainnya dirasa-
kan saling halang menghalangi maka terjadi ketegangan yang 
kemudian memuncak pada peperangan. 
Setelah berperang kurang lebih satu tahun, akhirnya 
Jepang keluar sebagai pemenang, dan sebagai akibat dari keka-
lahan ini, Rusia menyerahkan sebelah selatan Kepulauan 
Sakhalin. Selanjutnya penyerahan tersebut diimplementasikan 
kedalam suatu perjanjian perdamaian pada 1905. 
Penolakan Rusia terhadap dasar penuntutan yang dike-
mukakan oleh pihak Jepang, dalam hal ini Perjanjian Shimoda 
1855 dan Perjanjian St. Petersburg 1875, dijelaskan dengan 
mengaitkan perang Rusia-Jepang 1904 dan Perjanjian Port-
smouth 1905, sebagai penyebab hilangnya validitas kedua per-
janjian tersebut. 
Menurutnya, penolakan terhadap kedua perjanjian itu 
tidak dapat ditafsirkan sebagai pengingkaran atas perjanjian 
yang dimaksud. Sebab Rusia praktis tidak terikat lagi untuk 
menaati kewajiban-kewajiban yang ada di dalamnya semenjak 
pihak Jepang melanggar perjanjian tersebut lebih dahulu dalam 
perang 1904. Dimana pada waktu itu Jepang dengan jiwa 
imprealisme yang didukung dengan keunggulan militernya me-
maksa Rusia untuk menyerahkan bagian Selatan dari Kepulauan 
Sakhalin, dan selanjutnya menekan pihak ini memformulasikan 
suatu perjanjian yang peruntukannya disamping dalam rangka 
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mengakhiri keadaan perang secara resmi diantara kedua negara, 
juga untuk mengabsahkan peralihan wilayah yang diperoleh 
dalam perang tersebut. 
Berangkat dari pandangan demikian, Rusia akhirnya 
menutup penjelasan mengenai hal ini dengan mengatakan 
bahwa, kedua perjanjian yang dikemukakan oleh pihak Jepang 
tersebut sama sekali tidak mengurangi kelayakan Rusia untuk 
menegakkan kedaulatannya atas wilayah yang terletak di sebe-
lah Utara Pulau Hokkaido. 
Dasar klaim Jepang berikutnya yang ditolak Rusia 
adalah, Deklarasi Bersama 1956 (Joint Declaration Japan - Rusia 
1956). Tidak direalisasikanya ketentuan-ketentuan yang ada 
dalam Deklarasi Bersama 1956, khususnya yang tercantum 
dalam Pasal 9, oleh Rusia dijelaskan dengan mengaitkan ketega-
ngan internasional di Asia Timur antara Amerika Serikat di satu 
pihak dan Rusia sendiri di pihak lain. 
Amerika Serikat yang mempunyai ikatan Perjanjian 
Keamanan dengan Jepang dan kemudian mengizinkan Jepang 
membuat Tentara Bela Diri untuk kepentingan pertahanan 
dalam negerinya, akhirnya merevisi Perjanjian Keamanan 1951, 
menjadi Perjanjian Kerja Sama Timbal Balik dan Keamanan 1960. 
Sebagai konsekuensi dari perjanjian ini, Amerika Serikat me-
nempatkan personil militer yang diperlengkapi kurang lebih 50 
pesawat F-16, yang dikonsentrasikan di Misawa. Dengan 
kenyataan seperti ini, Rusia menolak untuk mewujudkan 
ketentuanketentuan yang terdapat dalam Pasal 9 Deklarasi 
Bersama 1956. Lebih lanjut, penolakan untuk mengembalikan 
Pulau Sihkotan dan kelompok Pulau Habomai kepada pihak 
Jepang, secara tegas dinyatakan oleh Sekretaris Jenderal Partai 
Komunis Uni Soviet (PKUS), Nikita S. Kruschev, yang 
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pernyataanya sebagai berikut “The USSR will not transfer Shikotan 
and Habomai islands until all foreign troops are removed from Japan". 
C.2. Alasan Penolakan Jepang 
Dilandasi dengan keyakinan bahwa pulau-pulau Utara 
adalah miliknya berdasarkan beberapa dokumen serta ditunjang 
kondisi geografis yang sama dengan yang ada di Hokkaido 
(iklim, flora, dan fauna), Jepang menolak semua dalih yang 
digunakan oleh Rusia dalam rangka mempertahankan status quo 
nya atas wilayah tersebut. 
Mengawali penolakan atas dalil/dasar-dasar klaim yang 
dikemukakan Rusia, Jepang menjelaskan bahwa, pada prinsip-
nya keberadaan Deklarasi Kairo 1943 tidak ditolak oleh pihak-
nya. Justru yang tidak dapat diterima oleh pihak Jepang adalah 
penafsiran Rusia atas deklarasi tersebut. Lebih lanjut dijelaskan 
oleh pihak ini, Rusia dalam usahanya mengugurkan penuntutan 
pihak Jepang, terlalu mengada-ada dengan menafsirkan Pulau-
pulau Utara sebagai wilayah yang mutlak terkena ketentuan 
Deklarasi Kairo 1943, oleh karena wilayah yang dimaksud 
diperoleh dengan jalan kekerasan dan dengan penuh 
ketamakan. Pada hal secara faktual, wilayah ini sejak semula 
tidak pernah dimiliki oleh negara lain kecuali Jepang (merujuk 
pada Perjanjian Perdagangan, Navigasi, dan Penentuan Batas 
Wilayah antara Keshogunan Tokugawa dan Kekaisaran Rusia, 
1855), dan selalu dianggap/dipandang berbeda dengan Kepu-
lauan Kuril. 
Mempertegas penolakannya atas penafsiran Rusia, pi-
hak Jepang menambahkan bahwa dalam deklarasi itu sendiri 
sama sekali tidak disinggung/disebutkan perihal Kepulauan 
Kuril dan bagian Selatan dari Pulau Sakhalin sebagai wilayah 
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yang harus dikembalikan. Dan bilamana Rusia tetap bersikeras 
mempertahankan wilayah tersebut dengan dasar bahwa, Pulau-
pulau Utara adalah identik "nama lain" dengan Kepulauan 
Kuril, maka sesungguhnya hal itu hanya akan memperjelas 
kekeliruan interpretasi negara beruang merah tersebut atas 
Deklarasi Kairo 1943. Sebab Kepulauan Kuril diperoleh tidak 
dengan kategori "violence and greed", akan tetapi berdasarkan 
kesepakatan dengan pihak Rusia untuk saling tukar menukar 
wilayah, dalam hal ini pihak Jepang menyerahkan penguasaan 
Pulau Sakhalin kepada Rusia, dan sebaliknya pihak Rusia 
menyerahkan rangkaian Kepulauan Kuril kepada Jepang. 
Setelah menolak interpretasi Rusia atas Deklarasi Kairo 
1943, Jepang kembali mengarahkan penolakannya atas Kesepa-
katan Yalta 1945 (Yalta Agreement). Untuk tujuan ini, Jepang 
mengawali menjelaskan alasan penolakannya atas dasar klaim 
pihak Rusia tersebut dengan menunjuk pada ketidakjelasan 
pulau-pulau yang dimaksudkan sebagai rangkaian Kepulauan 
Kuril dalam Kesepakatan Yalta. Sehingga tindakan Rusia 
mengintegrasikan Pulau-pulau Utara berdasarkan kesepakatan 
itu, oleh pihak Jepang dipandang sebagai tindakan yang keliru 
dan sangat terburu-buru. 
Selain itu, Jepang juga mengikutsertakan Aid Memoir 
yang bersumber dari salah satu peserta dalam Konferensi Yalta, 
yakni Amerika Serikat, sebagai indikator kalau Kesepakatan 
Yalta bukan merupakan lembaga yang dapat menentukan 
sahnya peralihan wilayah tersebut. Adapun isi Aid Memoir 
tertanggal 7 September 1956 itu, berbunyi sebagai berikut: 
“Regards the so-called yalta Agreement as simply a statement 
of common purpose by the then heads of participating powers, 
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and not as a final determination by those powers or any legal 
effect in transferring territories”. 
Lebih lanjut dijelaskan bahwa, terlepas keberadaan Aid 
Memoir dari Pemerintah Amerika Serikat serta tidak ditentukan-
nya secara jelas batas-batas geografis Kepulauan Kuril dalam 
kesepakatan itu, pihak ini tetap tidak terikat dengan ketentuan-
ketentuan yang terdapat dalam Kesepakatan Yalta 1945. Hal ini 
dikarenakan pihak Jepang bukan merupakan salah satu peserta 
dalam konferensi yang mencetuskan persetujuan ketiga pemim-
pin Sekutu tersebut. Dan yang lebih penting menurut pihak 
Jepang bahwa, dalam Deklarasi Potsdam yang diterima sebagai 
syarat penyerahan, sama sekali tidak mencantumkan/ menye-
butkan keberadaan Yalta Agreement sebagai ketentuan yang 
mutlak diterima dan ditaati oleh Jepang. Dengan demikian, 
Rusia tidak dapat menjadikan Kesepakatan Yalta tersebut 
sebagai basis dalam usahanya mempertahankan Pulau-pulau 
Utara dari tuntutan Jepang. 
Dasar klaim Rusia berikutnya yang ditolak oleh pihak 
Jepang adalah, Deklarasi Potsdam 1945 (Potsdam Declaration) dan 
Perjanjian Perdamaian San Fransisco 1951 (San Fransisco Peace 
Treaty). Penolakan atas Deklarasi Potsdam dalam kerangka ini 
menurut pihak Jepang harus dibedakan dengan penerimaan ter-
hadap deklarasi yang sama sebagai syarat penyerahan. Penola-
kan Jepang atas Deklarasi Potsdam 1945, memiliki format yang 
kurang lebih sama dengan penolakan atas Deklarasi Kairo 1943 
dan Kesepakatan Yalta 1945, yakni: 
1. Interpretasi atas Deklarasi Potsdam, dan 
2. Ketidakjelasan pulau-pulau yang dimaksud dalam dekla-
rasi tersebut. 
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Interpretasi pihak Rusia atas Deklarasi Potsdam, yang 
menyatakan bahwa pulau-pulau kecil yang dimaksud dalam 
deklarasi tersebut, adalah tidak termasuk kelompok Pulau 
Habomai, Pulau Shiotan, Kunashiri, dan Etorofu, merupakan 
petunjuk yang kuat bahwa, Rusia berkeinginan menyelesaikan 
persoalan wilayah secara sepihak. Sehubungan hal ini, adalah 
menarik untuk menunjuk kepada pandangan Wisnu Dewanto 
sebagai berikut: 
“Antusiasme Uni Soviet menafsirkan Deklarasi Potsdam, 
memperlihatkan tidak konsistennya pihak ini terhadap 
komitmen untuk menempatkan persoalan wilayah dalam 
suatu perjanjian perdamaian”. 
Relevan dengan pandangan di atas, adalah penyataan 
Kementerian Luar Negeri Jepang, yang menyatakan bahwa: 
“The final disposition of territories as a result of war is to be 
made by a peace treaty, and in that sense the stipulations 
cannot have any legal effect, as distiguished from that of a 
peace treaty, with regard to the final disposition of territories”. 
Selanjutnya, dalam pernyataan itu juga dikatakan 
bahwa, Deklarasi Potsdam 1945 tidak menyebutkan secara jelas 
nama-nama pulau yang berada di bawah kedaulatan Jepang. 
Selengkapnya pernyataan itu berbunyi “The declaration merely 
states 'such minor island as we determine' and does not specify the 
names of any islands”. 
Perjanjian Perdamaian San Fransisco 1951 ditolak Jepang 
dengan alasan bahwa: 
1. Kendati Jepang telah melepas hak dan tuntutannya atas 
sebagian Pulau Sakhalin, dan kepulauan Kuril, tetapi Per-
janjian Perdamaian San Fransisco 1951, sama sekali tidak 
 S.M. Noor : Sengketa Laut Cina & Kepulauan Kuril 77 
 
menyebutkan/menetapkan negara mana yang akan menja-
di pemilik baru dari wilayah tersebut. Oleh karena itu, 
tindakan sepihak Rusia memasukkan kawasan ini sebagai 
wilayah teritorialnya, dipandang Jepang sebagai tidak saja 
bertentangan dengan perjanjian perdamaian itu sendiri, 
tapi juga bertentangan dengan hukum internasional. 
2. Perjanjian Perdamaian San Fransisco tidak membatasi 
secara jelas batas-batas geografis dari Kepulauan Kuril, 
bahkan sebaliknya perjanjian perdamaian itu tetap mem-
pertahankan posisi Jepang terhadap Pulau-pulau Utara. 
Sehubungan dengan hal ini, pihak Jepang menjelaskan 
sebagai berikut: 
(a) While the draft treaty was being discussed, the 
Government of lafan submitted materials to the United 
States showing that the Habomai Island Group and 
Shikotan were part of Hokkaido, that Kunashiri and 
Etorofu, unlike the Kurile Islands, had never belonged to a 
foreign country, and that the geographical conditions of 
these islands, including flora and fauna, were different 
from those of the Kurile Islands. 
(b) During the Peace Conference, Prime Minister Shigeru 
Yoshida called the attention of the conferees to the fact that 
Kunashiri and Etorofu had traditionally been Japan's 
inherent territory, to say nothing of the fact that they were 
integral parts of Japan forever. 
(c) At the Conference, John Foster Dulles, chief of United 
States delegate, made it clear that the surrender terms 
stipulated in the Potsdam Declaration were the only 
definition of peace terms binding Japan and the Allied 
Powers as a whole, and that no private understanding 
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among some of the Allied Powers were binding upon either 
Japan or the Allies. 
Kemudian untuk menegaskan posisinya terhadap wila-
yah Utara, pihak Jepang kembali menunjuk pernyataan salah 
satu peserta yang juga merupakan pemrakarsa Perjanjian Perda-
maian San Fransisco 1951, yakni Amerika Serikat (dalam nota 
yang ditujukan kepada Pemerintah Rusia, sehubungan dengan 
ditembak jatuhnya pesawat milik Amerika di atas Pulau 
Hokkaido oleh Rusia) tertanggal 23 Mei 1956, yang berbunyi 
sebagai berikut: 
“... that the term 'Kurile Islands' in the San Fransisco Peace 
Treaty and in the Yalta Agreement did not include, nor was it 
intended to include, the Habomai, Shikotan, Kunashiri, and 
Etorofu”. 
Selain alasan-alasan di atas Jepang juga mengaitkan 
penolakannya pada kenyataan bahwa pihak Rusia sejak semula 
telah menolak keberadaan Perjanjian Perdamaian San Fransisco 
1951, yang mana dimanifestasikan dengan tidak ikut sertanya 
pihak ini menandatangani perjanjian tersebut. Oleh karena itu 
secara moral pihak Rusia tidak pantas menunjuk Perjanjian 
Perdamaian San Fransisco 1951 sebagai dasar mempertahankan 
Pulau-pulau Utara dari tuntutan pihak Jepang. 
Dengan pandangan seperti ini, selanjutnya Jepang me-
netapkan bahwa, garis perbatasan diantara kedua negara, ku-
rang lebih sama dengan ketentuan yang terdapat dalam Perjan-
jian Shimoda 1855, perbedaannya terletak pada Pulau Sakhalin, 
yang pada Perjanjian San Fransisco tidak lagi masuk dalam jaja-
ran wilayah yang dikuasai secara bersama dengan pihak Rusia. 
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D. Kondisi Obyektif Penyelesaian Sengketa 
Pasca normalisasi hubungan Jepang - Rusia, 1956, hubu-
ngan kedua negara tidak menunjukkan peningkatan yang ber-
arti. Sejalan dengan kondisi seperti ini, usaha-usaha yang diupa-
yakan kedua belah pihak dalam rangka menyelesaikan sengketa 
wilayah, sampai pada situasi tahun 80-an bahkan tahun 90-an, 
belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. 
Beberapa catatan yang berkaitan dengan upaya tersebut 
adalah: 
1. Pada bulan Maret 1973, Perdana Menteri Jepang, Kakuei 
Tanaka melakukan inisiatif untuk kembali membuka 
perundingan dengan Rusia, untuk itu ia mengirim memo 
kepada Sekretaris Jenderal Partai Komunis Rusia (PKUS), 
Leonid Brezhnev yang isinya bahwa: 
“That the conclusion of a peace treaty was indispensable for 
the establishment of good-neighborly relations with the Soviet 
Union and proposed that the second round of the negotiations 
on a peace treaty be held within the year”. 
Menyusul memo tersebut, pada tanggal 7 Oktober 
1973, Perdana Menteri Tanaka memulai kunjungan empat 
harinya di Moskow. Setelah berunding selama tiga hari 
dengan topik perundingan yang didominasi oleh masalah 
wilayah yang disengketakan, kedua pemimpin negara 
tersebut sepakat menandatangani Komunike Bersama, 10 
Oktober 1973, yang berisikan kesediaan Jepang dan Rusia 
melanjutkan perundingan-perundingan untuk mencapai 
perjanjian perdamaian dengan menempatkan masalah 
Pulau-pulau Utara atau yang menurut versi Rusia 
Kepulauan Kuril, menjadi bagian dalam perundingan. 
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Selengkapnya Komunike Bersama 1973 (Joint Communique) 
itu berbunyi sebagai berikut: 
“The two sides recognized that to conclude a peace treaty by 
resolving the yet unresolved problems remaining since World 
War 11 would contribute to the establishment of truly good-
neighborly relations between the two countries and conducted 
negotiations on matters concerning the content of such a peace 
treaty between the two countries at an approriate time during 
1974”. 
Dengan demikian, perundingan Moskow 1973, 
belum berhasil mewujudkan suatu solusi mengenai 
masalah wilayah yang dipertikaikan oleh kedua negara. 
2. Januari 1976, perundingan antara Menteri Luar Negeri 
Jepang dan Rusia, K. Miyasawa - Andrei Gromiko, hanya 
menghasilkan suatu. pernyataan Bersama, yang menyata-
kan kesediaan kedua negara melakukan perundingan-
perundingan lagi untuk menyelesaikan masalah Wilayah 
Utara/Kepulauan Kuril. 
Dikemudian hari pernyataan tersebut dibantah pihak 
Rusia dengan pernyataan Brezhnev dalam pidatonya pada 
Kongres Partai Komunis Rusia (PKUS) ke XXV, 1976, bahwa 
tuntutan Jepang atas Wilayah Utara/Kepulauan Kuril tidak 
berlandaskan hukum dan tidak berdasar sama sekali. Untuk 
membuat marah pihak Jepang, Rusia memberlakukan visa 
terhadap keluarga Jepang yang berkunjung ke wilayah Utara 
untuk berziarah ke makam keluarga yang sebelumnya keten-
tuan itu tidak ada. Di samping itu, Rusia juga memberlakukan 
zona perikanannya, 200 mil dari pantai termasuk laut sekitar 
Wilayah Utara. 
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Tanggal 3 Januari - Desember 1982, pada empat kesem-
patan sepanjang tahun 1982 - Konsultasi Tingkat Kerja Jepang - 
Rusia yang dimulai di Moskow pada tanggal 20 Januari, dan tiga 
pertemuan yang diselenggarakan para Menteri Luar Negeri 
Rusia - Jepang pada tahun yang sama, juga belum berhasil 
mencapai suatu kesepakatan mengenai masalah wilayah yang 
mereka sengketakan. Meskipun dalam perundingan-perundi-
ngan tersebut pihak Jepang telah berusaha mengarahkan 
perhatian Soviet atas perlunya menandatangani sebuah perjan-
jian perdamaian melalui penyelesaian masalah wilayah-wilayah 
utara. 
Tanggal 4 Februari 1986, pada Konsultasi Tingkat Men-
teri Luar Negeri Jepang - Rusia, Edward Shevardnadze dan 
Shintaro Abe kembali gagal memformulasikan suatu solusi yang 
sifatnya definitif atas wilayah yang dipertikaikan. Forum ini 
kemudian hanya menghasilkan Komunike Bersama, dimana 
Deklarasi Bersama 1956 turut serta dicantumkan di dalamnya. 
Tidak tercapainya konsensus yang dapat diterima kedua 
negara sebagai suatu solusi atas wilayah yang dipertikaikan 
dalam beberapa kali perundingan, sedikit banyak dipengaruhi 
oleh politik dan strategi keamanan Rusia dan Amerika Serikat di 
Asia Pasifik, yang secara langsung melibatkan Jepang di 
dalamnya. 
Seperti yang diketahui, munculnya Jepang sebagai 
kekuatan ekonomi yang sangat besar, dengan kemampuan mili-
ter yang didukung Amerika Serkat, secara potensial dapat me-
ningkat sangat besar. Kondisi demikian memperkuat persepsi 
Rusia tentang meningkatnya ancaman dari Timur, sehingga 
Rusia memandang perlu mengarahkan secara khusus kebijakan 
politik dan strategi keamanannya di Asia Pasifik kepada Jepang. 
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Dan untuk itu pihak Soviet mewujudkan kebijakan tersebut 
dengan:  
1. Meningkatkan kehadiran militernya di Asia Pasifik. 
2. Mengintimidasi Jepang. 
Sebagai respon penempatan Armada ke 7 dari pasukan 
Amerika Serikat di Korea Selatan dan Jepang menyusul norma-
lisasi hubungan Jepang - RRC, Amerika Serikat - RRC, Rusia 
mulai mengembangkan kekuatan operasional militernya dimu-
lai disepanjang perbatasannya dengan Republik Rakyat Cina 
(RRC) dan Jepang, dalam hal ini Pulau-pulau Utara, pada 
permulaan dasawarsa 1960. Fase berikutnya ialah peningkatan 
armada militernya di Samudra Pasifik, terutama sekali sejak 
pertengahan dasawarsa 1970-an, tidak saja dalam jumlah tetapi 
juga dalam kualitas. Fase terakhir, yaitu pada permulaan 
dasawarsa 1980-an, dengan penggelaran peluru kendali jarak 
sedang, SS-20, bersamaan dengan penempatan pesawat tempur 
dan bomber yang paling mutakhir, serta pengoperasian kapal-
kapal selam berudal (SSBNs) di luar pantai timur semenanjung 
Kamchatka. 
Dengan kenyataan demikian, maka sangat sulit bagi 
pihak Rusia untuk menyetujui proposal pihak Jepang mengenai 
penyelesaian sengketa, karena bagaimanapun wilayah yang 
disengketakan tersebut sangat mendukung armada militer Rusia 
di Asia dan Pasifik, dalam rangka mengimbangi pengaruh dan 
dominasi militer Amerika Serikat dikawasan itu, serta mewujud-
kan kebijakan politik dan strategi militernya kepada Jepang. 
Keberadaan wilayah yang disengketakan oleh Rusia diperuntuk-
kan sebagai basis pembantu bagi armada militernya yang berada 
di Samudra Pasifik dan kawasan Asia lainnya. Menurut Kemen-
terian Pertahanan Jepang, sekitar 40% dari 41 divisi pasukan 
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militer, serta kurang lebih 30% dari 2.240 pesawat tempur Rusia 
di Asia, berpangkalan di sepanjang Kepulauan Kuril hingga di 
Pulau-pulau Utara, yang mana jaraknya hanya berkisar 3,7 km 
dari Tanjung Nosappu, Hokkaido. Di samping hal tersebut, 
wilayah ini juga sangat strategis untuk melindungi jalur gerbang 
selatan Laut Okhotsk dari Pasifik, dimana kapal-kapal selam 
yang dilengkapi rudal (SSBNs) ditempatkan. 
Pada permulaan dasawarsa 1990-an, kedua negara kem-
bali melakukan serangkaian perundingan dengan tujuan utama 
mencapai kesepakatan untuk menanda tangani suatu perjanjian 
perdamaian melalui penyelesaian masalah wilayah. Usaha-
usaha yang dilakukan tersebut memuncak pada bulan April 
1991, ketika Presiden Rusia, Mikhail Gorbachev melakukan 
kunjungan ke Jepang selama empat hari (16 hingga 19 April). 
Sebagai catatan, kunjungan ini merupakan kunjungan resmi 
Kepala Negara Rusia yang pertama ke Jepang. 
Dalam Pertemuan Puncak Jepang - Rusia 1991 itu, 
Mikhail Gorbachev dan Toshiki Kaifu, belum berhasil mencapai 
kompromi yang tuntas mengenai masalah wilayah, meskipun 
kedua pemimpin telah memperpanjang jadwal perundingan 
mereka. Namun demikian hal itu tidak berarti bahwa, sampai 
pada tingkat ini upaya-upaya yang dilakukan kedua negara 
tetap dalam kondisi status quo. Oleh karena bilamana disban-
dingkan dengan hasil-hasil yang telah dicapai kedua belah pihak 
pada dasawarsa 70 hingga 80-an, maka. Pernyataan Bersama 
mengenai masalah wilayah yang dicapai dalam kesempatan ini, 
memberikan harapan-harapan yang lebih tangible bagi penyele-
saian masalah Pulau-pulau Utara serta penandatanganan perjan-
jian perdamaian. 
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Untuk lebih jelasnya, berikut ini tanda-tanda kemajuan 
yang terdapat dalam Pernyataan Bersama Jepang - Rusia 1991: 
1. Kalau sebelumnya Rusia menyatakan masalah perbatasan 
tidak ada, maka dalam Joint Comunique ini, Rusia mengakui 
adanya masalah tersebut. Bahkan nama-nama keempat 
Pulau-pulau Utara tersebut dicantumkan satu persatu 
secara eksplisit. 
2. Diakuinya bahwa, perjanjian perdamaian merupakan 
dokumen yang menandai penyelesaian-final "war related 
issues", termasuk masalah teritorial. 
3. Kedua pihak sepakat akan melakukan usaha-usaha yang 
konstruktif untuk mencapai perjanjian perdamaian dengan 
memanfaatkan "semua elemen yang positif" yang telah 
dihimpun dalam perundingan-perundingan bilateral sejak 
Joint Declaration tahun 1956, dimana Rusia menyatakan 
kesediaannya untuk mengembalikan dua diantara empat 
Pulau-pulau Utara. 
4. Dihapuskannya persyaratan visa bagi warga negara Jepang 
yang hendak berkunjung ke pulau-pulau tersebut. 
5. Pengurangan kekuatan militer di Kuril. 
6. Kerja sama ekonomi di pulau-pulau tersebut. 
Presiden Rusia, Mikhail Gorbachev dengan reputasi 
internasionalnya yang gemilang di bidang diplomasi, termasuk 
pengakhiran perang dingin, dalam serangkaian perundingan de-
ngan Perdana Menteri Jepang Toshiki Kaifu, mengenai masalah 
wilayah, tidak memberikan terobosan-terobosan yang berarti 
bagi pemecahan masalah tersebut secara tuntas, bahkan lebih 
jauh Gorbachev seolah-olah tidak memiliki Free Hands untuk 
memberikan kata akhir mengenai sengketa wilayah dengan 
Jepang. 
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Ketidakleluasaan Mikhail Gorbachev memberi konsesi 
wilayah kepada Jepang, tampaknya tidak bisa lepas dari teka-
nan-tekanan situasi dalam negeri yang saat itu dihadapi 
Gorbachev, yang antara lain, kesukaran-kesukaran ekonomi dan 
kecaman-kecaman dari golongan reformist radical, usaha pemisa-
han diri Republik-republik dari Union, serta reaksi-reaksi keras 
dari sejumlah pejabat tinggi negara yang menentang rencana 
pengembalian kepulauan tersebut, tidak bisa diabaikan begitu 
saja oleh Gorbachev. Dengan demikian, sampai pada tingkat ini 
Jepang harus puas dengan pengakuan Rusia tentang adanya 
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Memandang beberapa kondisi alamiah sebagaimana te-
lah dipaparkan sebelumnya pada Bab 2, hal ini menggambarkan 
bahwa betapa rumitnya untuk mencari metode-metode penyele-
saian sengketa menurut hukum. Apalagi tuntutan wilayah 
masing-masing negara bersengketa dilakukan secara eksklusif. 
Pada bagian ini seberapa jauh dicoba dipaparkan penggambaran 
metode-metode penerapan penarikan garis disepanjang wilayah 
yang menjadi obyek persengketaan di Asia Timur. Tentunya 
metode-metode yang dipergunakan adalah metode-metode pen-
dekatan yang telah digariskan menurut hukum laut inter-
nasional. 
Karya ini lahir (setidak-tidaknya langkah-langkah obser-
vasi sebelum pengajuan 'draft' pada pertengahan April 1985) di 
tengah masih berusahanya anggota-anggota Komisi Konvensi 
Hukum Laut Internasional 1982 meminta negara-negara peserta 
konvensi meratifikasi isi konvensi. Beberapa negara utamanya 
negara-negara maju masih segan untuk meratifikasi isi konvensi 
karena beberapa pasal masih dianggap merugikan mereka. Hal 
yang paling hangat utamanya pasal-pasal mengenai Kawasan 
 
BAB  4 
METODE PENYELESAIAN SENGKETA 
MENURUT KHL INTERNASIONAL 
DALAM KASUS SENGKETA ASIA TIMUR 
 
 88 S.M. Noor : Sengketa Laut Cina & Kepulauan Kuril 
 
dan Otorita Penambangan di Laut Dalam. Tentang pasal-pasal 
mengenai kedua hal tersebut di atas bagi negara-negara ber-
kembang tidak terkecuali pada umumnya di negara-negara di 
Asia Timur menganggap pasal-pasal tentang Kawasan dan Oto-
rita Penambangan di Laut Cina dalam adalah hasil perjuangan 
mereka. Terutama Cina yang memang semenjak pesertanya mu-
lai ikut dalam konferensi-konferensi hukum laut langsung mati-
matian membela perjuangan rekan-rekannya dari negara-negara 
berkembang. Mungkin karena merasa punya hak veto di PBB, 
Cina selama perjalanan panjang Konvensi sampai ke taraf pe-
nandatanganan di Montigo Bay, Jamaica, dianggap peserta yang 
paling tidak mau kompromi apabila ada pasal-pasal yang 
ditentangnya dan ditentang oleh negara-negara dunia ketiga. 
Republik Rakyat Cina pertama ikut sebagai peserta Kon-
ferensi Hukum Laut Internasional sejak tahun 1972 segera sete-
lah menggantikan kedudukan Taiwan yang dengan sendirinya 
gugur keanggotaannya sejak RRC masuk PBB 25 Oktober 1971. 
Sejak itu RRC menempatkan tidak kurang 5.000 wakil-wakilnya 
pada setiap komisi-komisi hukum laut baik formal maupun in-
formal, grup-grup konsultasi, pertemuan-pertemuan resmi mau-
pun tidak resmi tentang hukum laut dan disana pula mereka 
memperagakan saling-silang mereka yang 'spektakuler'. Manu-
ver delegasi Cina itu sebenarnya lebih menguntungkan negara-
negara berkembang dibanding Taiwan. Bagi negara-negara maju 
delegasi RRC sering dianggap 'brutal', tetapi bagi negara-negara 
berkembang, delegasi RRC dianggap sebagai kawan seperjua-
ngan yang paling berani dan sangat ‘fight’. 
Cukup mengesankan peristiwa-peristiwa kontras yang 
terjadi selama sidang-sidang Konferensi Hukum Laut dalam 
penyusunan sampai perdebatan draft-draft konvensi khususnya 
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yang diperlihatkan oleh wakil-wakil Cina. Peristiwa-peristiwa 
politik penting yang terjadi di luar forum konferensi agaknya 
tidak mempengaruhi 'voting' suara selama konferensi hukum 
laut. Dalam perjuangan Indonesia misalnya untuk meloloskan 
prinsip-prinsip negara kepulauan (archipelago principles) dalam 
Bagian ke-7 mengenai 'Kepulauan' dalam Informal Single 
Negotiating Text, delegasi Cina bergantian membela prinsip-prin-
sip Indonesia sekalipun semua peserta tahu bahwa Indonesia 
dan Cina telah putus hubungan diplomatik sejak tahun 1966. 
Dua orang delegasi Cina yang sangat terkenal dengan argu-
menttasi-argumentasinya adalah Ke Zeishuo dan Ling Qing.  
Kontroversi ini sebenarnya bukan tanpa alasan karena 
selain Cina juga sangat berkepentingan untuk mempertahankan 
prinsip kepulauan ini. juga karena sikap Indonesia yang tidak 
pernah berubah mengenai status satu Cina dan menganggap 
bahwa Republik Rakyat Cina (Cina daratan) satu-satunya wakil 
Cina dan lebih daripada itu sejak Konferensi Hukum Laut tahun 
1958 di Jenewa dan tahun 1960 di New York sampai perumusan 
draft-draft konvensi awal dasawarsa 70-an Indonesia selalu beru-
saha berjuang agar wakil RRC yang berhak bersuara untuk Cina, 
bukan Taiwan sekalipun putus hubungan diplomatik RRC-
Indonesia. Bahkan Ling Qing ketika didesak wartawan kenapa 
delegasi RRC begitu mati-matian membela Indonesia dan 
menentang Amerika Serikat, dijawabnya, "Kami datang di sini 
untuk mempertahankan pasal-pasal hukum laut untuk membela 
kepentingan rakyat kami dan rakyat-rakyat Dunia Ketiga, kami 
tidak terikat pasal-pasal Komunike-Shanghai dan pasal-pasal 
Deklarasi Bandung. Beberapa kali John R. Stevenson delegasi AS 
mendekati Ling Qing untuk sedikit lunak terhadap beberapa 
proposal yang dibawanya ternyata gagal. 
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Memandang sekelumit preferensi di atas maka tentunya 
landasan-landasan utama yang dipakai dalam bab ini adalah 
Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 sebagai hasil final 
seluruh rangkaian konferensi-konferensi hukum laut baik yang 
berlangsung di New York, Jenewa, Caracas, dan Montigo Bay. 
Tentunya dengan tidak mengindahkan Konvensi Hukum Laut 
Jenewa 1958 dan beberapa draft konvensi sebagai bahan penje-
lasan dan komparasi serta sejauhmana telah diterapkan di Asia 
Timur. 
A. Prinsip Penyelesaian Sengketa Batas Landas Kontinen  
Negara-Negara 
A.1 Kemungkinan Penerapan Prinsip Equidistance Line 
Pada Konvensi Hukum Laut Internasional Jenewa tahun 
1958 dikenal dua istilah dalam letak geografis negara pada 
penetapan garis batas wilayah landas kontinen. Kedua istilah itu 
adalah to opposite dan to adjacent. Dengan sendirinya kedua 
istilah ini mempunyai patokan dalam penentuan penarikan garis 
dalam penentuan batas wilayah negara. Oleh beberapa doktrin 
dan berlandaskan pada Konvensi Tahun 1958 ini maka yang 
dimaksudkan dengan istilah to opposite yaitu dua negara atau 
lebih yang letak geografisnya saling berhadap-hadapan satu 
sama lain. Berdasarkan dari doktrin ini maka kondisi wilayah 
Asia Timur yang mempunyai ciri geografis yang sama yaitu 
antara Jepang dan Rusia serta Jepang dan Korea Selatan di Laut 
Jepang (dalam kasus Kepulauan Kurile dan Takeshima Rock). 
Begitu pula Jepang dan Cina di Laut Cina Timur, Cina dan 
Korea Selatan di Laut Kuning serta untuk Laut Cina Selatan 
antara Pilipina dengan Cina dan Pilipina dengan Vietnam. Yang 
dimaksud dengan to adjacent yaitu dua negara atau lebih yang 
saling berdampingan/beriringan atau juga bertetangga dalam 
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letak batas geografisnya. Dalam pengertian to adjacent ini maka 
pada umumnya dipandang bahwa batas-batas wilayah laut 
sebenarnya merupakan lanjutan daripada batas-batas yang ada 
di daratan. Jadi titik apinya (coordinate constant) dari batas-batas 
itu berada di daratan. Kondisi wilayah Asia Timur ini dapat 
dilihat pada batas-batas wilayah antara Rusia-Korea Utara, 
Korea Utara - Cina dan Cina -Vietnam. 
Menurut Konvensi Tahun 1958 maka penetapan batas 
wilayah landas kontinen pada kedua jenis negara yang mem-
punyai kondisi geografis demikian tentulah berbeda. Sebagai-
mana ditetapkan dalam Pasal 6 ayat (1): 
“Where the same continental sehelf is adjacent to the 
territories of two or more states whose coast are opposite each 
other, the boundary othe continental shelf appertaining to 
such States shall be determined by agreement between them. 
In the absence of agreement, and unless another boundary 
lines is justified by special circumtances, the boundary is 
median line, every point of the base lines from which the 
breadth of the territorial sea of each State is measured.” 
Pasal 6 ayat (1) menetapkan tentang cara penarikan garis 
pada landas kontinen dari dua atau lebih negara yang 
berdekatan yang mempunyai ciri-ciri geografis (geographical 
circumstances) dalam bentuk pantainya berhadap-hadapan (coast 
are opposite) maka dipergunakan metode penarikan garis tengah 
(median line). Perhatikan anak kalimat Pasal 6 ayat (1) ini yang 
berbunyi, “where the same continental shelf is adjacent to the 
territories of two or more States whose coasts are opposite each other”, 
kemudian kaitkan anak kalimat ini dengan anak kalimat lain 
dalam pasal dan ayat yang sama berbunyi; "the boundary is the 
median lines." Kejelasan ini telah memberi patokan tentang 
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teknik-teknik aplikasi penarikan garis tengah pada para ahli di 
belakang hari. patokan yang sangat sederhana itu ialah bahwa 
pada landas kontinen kondisi geografi yang berhadapan maka 
penetapan batas negara ditentukan dengan cara penarikan garis 
tengah (median line). 
Sedangkan untuk penentuan batas bagi landas kontinen 
negara-negara yang saling berdampingan/beriringan (to adja-
cent) maka dipakai Pasal 6 ayat (2), lengkapnya berbunyi; 
“Where the same continental shelf is adjacent to the territories 
of two adjacent states, the boundary of the continental shelf 
shall be determined ny agreement between them. In the 
obsence of agreement, and unless another boundary line is 
justified by special circumtances, the boundary shall be 
determined by application of the principle of equidistance from 
the nearest points of the baseline from which the breadth of the 
territorial sea of each State is measured.” 
Dengan demikian jelaslah kiranya bahwa landas konti-
nen antara dua negara yang berdekatan dan mempunyai ciri 
geografi yang berdekatan/beriringan maka ukuran yang dipakai 
adalah prinsip penarikan garis yang sama jarak (equidistance). 
Landas kontinen yang berdekatan/beriringan dipakai garis 
sama jarak (equidistance). Barangkali lebih jelas kalau kita perha-
tikan anak kalimat pasal ini berikut; “where the same continental 
shelf is adjacent to the territories of two adjacent states," dikaitkan 
dengan kalimat berikut, "the boundary shall be determined by 
application of the principle of equidistance.” 
Suatu hal yang sangat disayangkan bahwa pokok-pokok 
perbedaan antara kedua istilah ini kurang jelas dikemukakan 
secara panjang lebar oleh para ahli sehingga seringkali timbul 
kekaburan pengertian diantara keduanya. Padahal terjadinya 
 S.M. Noor : Sengketa Laut Cina & Kepulauan Kuril 93 
 
kekaburan dalam pengertian justru paling banyak menimbulkan 
persoalan dan kerumitan penarikan garis dari masing-masing 
negara yang saling bersengketa. Hal ini sebetulnya tidak bisa 
diremehkan karena pertentangan pengertian atau interpretasi 
dari cara-cara penarikan garis seringkali timbul. Ukuran dari 
masing-masing pantai tentunya berbeda sesuai letak geografis 
alamiah pantai tersebut. Baik bentuk-bentuk alamiah dari garis 
pantai negara-negara yang saling berhadapan (opposite) maupun 
negara-negara yang saling berdampingan (adjacent). Di sinilah 
letak timbulnya persoalan pokok dari penerapan metode 
penarikan garis dari kedua jenis bentuk landas kontinen ini. 
Pada keadaan wilayah opposite of the geographical circumtances di 
antara dua negara yang saling berhadapan lekuk-lekuk garis 
pantai manakah yang harus diikuti untuk mendapatkan posisi 
'median line'? Kita aplikasikan misalnya pada keadaan wilayah 
di Laut Kuning, sisi-sisi manakah yang harus diikuti menjadi 
garis yang ditarik di tengah antara garis pantai Cina dan garis 
pantai Korea (Utara - Selatan)? Apakah mengikuti lekuk-lekuk 
garis pantai Korea ataukah lekuk-lekuk garis pantai Cina?  
Tentunya masing-masing pihak menghendaki untuk 
mengikuti lekuk-lekuk pantainya masing-masing, yang berarti 
akan ditun-tut oleh yang lainnya. Kalau cara penarikan garis 
lurus misalnya dimulai dari Delta Sungai Yalu membelah sam-
pai ke gugus Kepulauan Sohuksha maka tentunya pihak Korea 
merasa dirugikan karena Cina harus mempertimbangkan sebu-
ah lekuk pantai di semenanjung Shantung. Berarti apabila garis 
sampai di semenanjung Shantung maka Cina harus membe-
lokkan garis untuk mencapai posisi 'median line'. Begitu pula 
halnya mengikuti kelokan-kelokan disebelah Selatan Shantung. 
Persoalan inilah yang sering menimbulkan perbedaan penaf-
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siran penarikan garis median line antara Cina dan Korea Selatan 
karena Cina sering menetapkan garis median line di Laut Kuning 
menurut hi-potesanya sendiri sehingga memasukkan landas 
kontinen menu-rut ukuran Korea Selatan. Persoalan ini menim-
bulkan perteng-karan karena Korea Selatan telah menetapkan 
wilayah-wilayah konsesi minyak yang sebagiannya masuk garis 
hipotesa Cina. 
Dalam hal keadaan-keadaan khusus wilayah geografi 
pada posisi berdampingan (to adjacent) tentu masalahnya lain 
lagi. Pada posisi ini terdapat beberapa titik koordinat dimana 
dua titik koordinat yang harus dipertimbangkan secara khusus. 
Titik koordinat pertama di daratan kemudian titik koordinat lain 
di laut. Taruhlah titik di darat itu A sedangkan di laut B. Dari A 
ke B ditarik garis. Apabila tiba pada titik koordinat B di sanalah 
ditentukan dimana garis itu akan dibelokkan lagi. Sebab tidak 
mungkin garis yang ditarik dari daratan akan membelah lurus 
ke lautan. Itu mustahil karena tentulah tidak adil (inquitable). De-
ngan pertimbangan titik koordinat di laut kemudian membelok-
kan garis dari sana itulah dalam hukum laut yang disebut equi-
table solution (pemecahan yang adil). Memang equitable solution 
ini merupakan pertimbangan utama dalam hal penetapan batas 
pada kondisi menurut prinsip 'equidistance'. Contoh yang mena-
rik dalam kasus ini adalah batas dengan metode equidistance line 
antara Korea Utara dan Korea Selatan. Pada penarikan garis 
kedua negara ini terdapat titik-titik koordinat, dari daratan me-
lalui kota Panmunjom begitu tiba di laut membelok ke Utara 
Barat Laut sampai titik koordinat terakhir di Tanjung Kanan-
yong ini garis ditarik membelah wilayah perairan Laut Kuning 
ke arah sebelah Barat Daya melewati titik sebelah Utara Pulau U 
(U - do). 
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Dengan demikian jelaslah kiranya bahwa pada negara 
yang posisi geografisnya berada pada keadaan adjacent, penari-
kan garis ditentukan pada koordinat akhir di laut akan dibelok-
kan kemana berdasarkan prinsip equitable solution. Keadaan yang 
sama terjadi antara Cina dan Vietnam di Teluk Tonkin, wilayah 
perairan Laut Cina Selatan. Dalam batas hipotesa Vietnam (Viet-
namese hypothetical boundary) di Teluk Tonkin, Vietnam menun-
tut penarikan garis lurus dari kota pantai Moncay memotong 
lurus Teluk Tonkin bagian Utara masuk membelah pertengahan 
Selat Chiung-chou yang memisahkan antara Pulau Hainan dan 
Daratan Cina. Apabila patokan Vietnam ini dipakai maka prak-
tis, Vietnam memasukkan Pulau Hainan dalam daftar wilayah-
nya sekaligus mengontrol seluruh Kepulauan Paracel dan me-
ngontrol seluruh Laut Cina Selatan bagian Utara. Bagi Cina tun-
tutan Vietnam itu tidak masuk akal karena Pulau Hainan adalah 
bagian langsung dari Daratan Cina. Itu sebabnya Cina menem-
patkan tidak kurang dari 25.000 pasukannya di Pulau Hainan 
dan membangun pangkalan militer di Haikou serta angkatan 
laut Cina mengontrol hampir seluruh wilayah Teluk Tonkin se-
hingga sering terjadi insiden bersenjata diantara mereka. 
Yang sangat mengesankan dalam perkembangan hu-
kum laut internasional selanjutnya adalah terjadinya perubahan 
dramatis dalam metode penarikan kedua model ciri geografis 
tersebut. Semenjak Konferensi Hukum Laut III baik di New York 
maupun di Jenewa selanjutnya memasuki perdebatan mengenai 
rancangan-rancangan konvensi tak ayal lagi persoalan prinsip 
median line dan equidistance menjadi salah satu titik perdebatan 
yang cukup seru dan panjang. Terdapat kecenderungan bahwa 
negara berkembang atau dunia ketiga tidak setuju dengan 
prinsip median line itu. Mereka menilai bahwa prinsip median line 
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itu adalah prinsip yang sangat menyesatkan dan sifatnya sangat 
politis. 
Bukan itu saja secara keseluruhan pondasi-pondasi Kon-
vensi Jenewa 1958 secara keseluruhan mulai digoyahkan dan 
dianggap bahwa Konvensi Jenewa 1958 itu adalah prinsip bua-
tan kaum kapitalis untuk menyesatkan negara-negara berkem-
bang. Pada saat Konvensi Jenewa tahun 1958 dibuat aspirasi 
Dunia Ketiga secara keseluruhan tidak terwakili di sana, 
mengingat masih banyaknya negara (terutama negara-negara 
pantai) yang belum merdeka dari kungkungan negara-negara 
penjajah yang pada umunnya sponsor konvensi. Negara-negara 
maju masih tetap ingin mempertahankan prinsip median line 
tersebut karena menilai bahwa prinsip itu merupakan cara 
penarikan garis yang paling adil bagi negara yang saling berse-
belahan. Dunia Ketiga menolak prinsip dasar itu dan dipergu-
nakan satu istilah saja yaitu 'equidistance', istilah ini dianggap 
adil dan tidak menyesatkan serta cocok dengan petak-petak laut 
geografis negara-negara Dunia Ketiga. Pertimbangan lain ialah 
bahwa dari segi terminologisnya equidistance lebih memenuhi 
standar yuridis dibanding istilah median line yang lebih banyak 
berkonotasi politis. Lebih daripada itu istilah equidistance sudah 
memenuhi prinsip sama jauh atau sama jarak, baik dalam ciri 
geografi yang berhadapan opposite maupun berdampingan adja-
cent. 
Dalam konferensi Hukum Laut Kelima di New York 
tahun 1976 negara-negara Eropa Barat dan Amerika Serikat 
tetap memajukan proposal yang sama tentang pentingnya prin-
sip median line terutama dalam usaha penelitian ilmiah bersama 
lautan dan eksplorasi dan eksploitasi bersama. Delegasi Cina 
Luo Yuru menentang usaha itu sambil mengemukakan panda-
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ngan-pandangan yang cukup menarik minat peserta; “Apa yang 
sesungguhnya menjadi pikiran tuan-tuan sehingga berusaha 
memilah-milah istilah itu untuk suatu tujuan yuridis yang sudah 
jelas menurut prinsip-prinsip keadilan yang kami, Dunia Ketiga, 
perjuangkan. Lebih baik kita satukan pendapat dengan istilah 
yang sama, pembagian yang sama tanpa unsur-unsur politis ter-
selubung yang sungguh-sungguh menyesatkan. Tentang usaha 
penelitian bersama itu dengan prinsip yang dipertahankan me-
nurut proposal Barat (termasuk juga proposal negara-negara 
Eropa Timur) bahkan Luo Yuru lebih jauh mengemukakan; 
“the reasonable principle that, in order to safeguard their 
sovereignty and security, the Coastal State's consent should 
be required for any marine scientific research carried out in 
waters over which it (has) jurisdiction. It (is) immposibble, in 
practice, to determine wheter or not such research (is) related 
to marine resources. The pretett of scientific research (is) used 
by super-powers to undermine the security and economic 
interests of the many developing countries which (are) coastal 
states.” 
Dari semua hasil perjuangan tentang masalah equidis-
tance ini berhasil diterima di dalam Rancangan Konvensi 
Hukum Laut 1931. Hasil spektakuler ini berarti mengugurkan 
pengulangan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Konvensi Jenewa 1958. 
Rancangan Konvensi 1981 inipun diterima menjadi Konvensi 
Hukum Laut di Montigo Bay, Jamaica, 7 Oktober 1982. Perlu 
dijelaskan bahwa diterimanya prinsip equidistance dibanding 
prinsip median line dalam Konvensi Hukum Laut 1982 tentulah 
melalui berbagai pertimbangan. Pertimbangan itu antaranya, 
bahwa landas kontinen adalah merupakan bagian lanjutan dari 
suatu daratan benua (continued) yang merupakan keseluruhan 
 98 S.M. Noor : Sengketa Laut Cina & Kepulauan Kuril 
 
daratan-dunia. Dengan demikian semua negara yang memper-
soalkan masalah landas kontinen-kontinen yang bertetangga di-
tuntut menyelesaikan masalah dengan prinsip-prinsip keadilan. 
Yang kedua bahwa istilah pemecahan yang adil (equidistance) 
memenuhi persyaratan hukum dibanding median line yang lebih 
banyak diwarnai unsur-unsur power and political maritime. 
Gugatan Dunia Ketiga bahwa perbedaan yang sesungguhnya 
antara prinsip equidistance line dan median line bukanlah perbe-
daan ciri geografis dari adjacent dan opposite tetapi antara dua 
prinsip aplikasi dalam hegemoni maritim yaitu equitable solution 
disatu pihak dan political solution pada lain pihak. Oleh karena 
itu, yang memenuhi prinsip keadilan adalah equidistance dan 
secara implisit itulah yang dipakai sebagai dasar penarikan garis 
landas kontinen negara-negara yang berdekatan baik yang 
bersebelahan (opposite) maupun yang berdampingan (adjacent). 
Dalam Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 (United 
Nations Convention on the Law of Sea) metode penarikan garis 
pada landas kontinen dipergunakan prinsip equidistance. Me-
mang semenjak berlangsungnya perdebatan mengenai ranca-
ngan konvensi dalam hal persoalan penerapan metode penari-
kan garis sama jarak pada landas kontinen ini, terdapat kesepa-
katan para ahli di Dunia Ketiga khususnya di Asia dan Amerika 
Latin menggunakan istilah equidistance line, baik pada posisi 
adjacent maupun pada posisi opposite. Pada gilirannya diikuti 
juga ahli-ahli barat yang bersimpati terhadap perjuangan nega-
ra-negara Dunia Ketiga. 
Sekalipun setelah diterimanya Konvensi Hukum Laut 
Internasional 1982 dan memperhatikan ketentuan tentang equi-
distance maka tidak terdapat kejelasan yang pasti tentang 
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pengertian pengukuran itu. Dalam perumusan-perumusan 
konvensipun hal ini disadari para ahli. 
Sesungguhnya memang tidak terdapat definisi yang 
jelas mengenai equidistance principles ini sebagaimana tidak 
adanya definisi yang jelas mengenai istilah special circumtances 
dalam Konvensi Jenewa. Sebagaimana diakui oleh Choon-ho 
Park bahwa; 
“Although article 83 outline how the continental shelf 
between adjacent or opposite states should be delimited that is, 
"in accordance with eqitable principles," the parties to the 
Northeast Asia sea-bed controversy would find such provi-
sions as ambiguous as those in the 1958 Geneve Convention. 
For instance, the Draft Convention contains no definition of 
'equitable principles', just as there was no definition of 
'special' circumtances in the Geneve Convention”. 
Dengan demikian apabila diperhatikan isi rancangan 
(draft) Konvensi pasal 83 yang kemudian menjadi konvensi pada 
pasal yang sama akan terlihat tiadanya kejelasan yang tepat 
mengenai definisi equidistance ini. Tetapi secara eksplisit 
keseluruhan ini pasal itu merupakan tuntutan dari cara 
penerapan prinsip itu sendiri. Pasal 83 Konvensi ini berjudul 
Delimitation of the Continental Shelf between States With Opposite or 
Adjacent Coast, dalam ayat 1 berbunyi; 
“The delimitation of the continental shelf between States with 
opposite or adjacent coast shall be effected by agrrement on the 
basis of international law as referred to in Article of the 
Statute 9f the International Court of Justice, in order to achie-
ve an equitable solution”. 
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Ketentuan ini secara interpretatif telah menandaskan 
baik posisi opposite maupun adjacent dituntut penyelesaian/ 
pemecahan yang adil atau equitable solution. Yang jelas bahwa 
isitlah median line sudah tidak dikenal lagi. 
Yang menarik bahwa baik Konvensi Jenewa Pasal 6 ayat 
(1) dan (2) maupun Konvensi Jamaica Pasal 83 ayat (1) sama 
mengajukan cara-cara penyelesaian melalui perundingan atau 
persetujuan antara negara-negara. Cuma perbedaannya karena 
dalam Konvensi Jamaica mengingatkan pendekatan dalam pasal 
38 Statuta Mahkamah Internasional, sedangkan dalam Konvensi 
Jenewa tidak perlu. Sejauhmana kekuatan dari effected by agree-
ment on the basis of international law seperti yang ditekankan pada 
Pasal 83 ayat (1) Konvensi Jamaica inilah yang menjadi perso-
alan antara negara-negara yang bersengketa. Penetapan batas 
tumpang-tindih antara negara-negara dalam hal equidistance 
seringkali terjadi ketidakharmonisan. Seringkali perundingan-
perundingan gagal bahkan dapat menimbulkan konflik. Misal-
nya gagalnya perundingan antara Jepang dan Cina pada tahun 
1975 karena Jepang tetap menuntut wilayah Senkaku (Tiaoyutai) 
sebagai wilayah Jepang. Tetapi dalam setiap perundingan antara 
negara-negara yang bersengketa sekalipun perundingan sering 
gagal namun ketentuan yang untuk sementara telah diputuskan 
tetap menjadi pegangan sekaligus menjadi patokan doktrin para 
ahli yang melakukan pengkajian. Demikian pula halnya perun-
dingan-perundingan hypothetical equidistance line antarnegara-
negara di Laut Jepang (Jepang, Rusia, Korea Utara, Korea 
Selatan) sering pula menimbulkan persoalan. 
Dalam ayat (2) Pasal 83 ditetapkan bahwa bila perundi-
ngan gagal maka pihak-pihak yang bersengketa menggunakan 
prosedur dalam Bab XV. Lengkapnya : “If no agreement can be 
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reached within a reasonable period of time, the States concerned shall 
resort to the procedures provided for it Part XV”. 
Pada Bab XV ini mengemukakan tentang Penyelesaian 
Sengketa (Settlement of Dispute). Dalam pasal 279 Bab XV dike-
mukakan bahwa : “States Parties shall Bette any dispute between 
them cocerning the interpretation or application of this convention by 
peaceful means in ... etc”. 
Demikian pula dalam Pasal 280 bahwa; 
“Nothing in this Part impairs the right of any State Parties to 
agree at any time to settle a dispute between them concerning 
the interpretation or application of this convention by peaceful 
means of their own choice”. 
Suatu hal yang menarik dalam pasal-pasal di Bab XV 
Konvensi (termasuk dua pasal di atas) adalah mengenai penaf-
siran dan penerapannya sepanjang mengenai konvensi ini. 
Apabila hal ini dihubungkan dengan pasal Statuta Mahkamah 
Internasional seperti dituntut pasal 83 ayat 1 Konvensi maka 
tentunya diperlukan doktrin para ahli dan penafsiran sesuai 
keputusan hakim. Pasal 38 Statuta ayat (1) bagian (d) berbunyi; 
“Sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 59, kepu-
tusan-keputusan hakim, dan ajaran-ajaran dari para ahli 
hukum yang tercakup di berbagai negara, sebagai bahan 
pelengkap untuk penentuan peraturan-peraturan hukum.” 
Dengan ketentuan ini berarti interpretasi berdasar kepu-
tusan hakim dan ajaran-ajaran para ahli hukum dari berbagai 
negara dapat menjadi landasan doktrin. Dalam penerapan ke-
tentuan konvensi di kawasan Asia Timur, pandangan-panda-
ngan para ahli hukum baik di Cina, Jepang, Korea (Selatan-
Utara), Vietnam maupun Pilipina dan Rusia dapat menjadi 
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pegangan. Tentang metode equidistance line ini telah disepakati 
bersama sebagai satu-satunya metode yang dipakai untuk 
mengukur jarak batas landas kontinen negara-negara baik yang 
berhadapan maupun yang berdekatan. Dalam penarikan inter-
pretasi tentang persoalan ini (hypothetical equidistance line boun-
dary issue) tentunya diperlukan pandangan-pandangan yang 
harmonis dari para ahli masing-masing negara yang saling 
bersengketa. Harmonisasi yang diperlukan para ahli tentunya 
tentang kesepakatan mereka mengenai lekuk-lekuk keadaan 
geografis garis sepanjang pantai masing-masing negara. 
Gambaran lekuk-lekuk garis sepanjang pantai tentunya yang 
telah diumumkan masing-masing negara sebagai peta dan 
daftar koordinat geografis seperti yang disyaratkan Pasal 84 ayat 
(2) yang mengatur bahwa : 
“The coastal State shall give due publicity to such chart or list 
of geographical coordinate and shall deposit a copy of each 
such chart or list with the Secretary-General of the United 
Nations and, in the case of those showing the outer limit lines 
of the continental shelf, with the Secretary General of the 
Authority.” 
Dengan adanya pengumunan itu memberi kejelasan 
pada semua negara tentunya negara-negara yang berdekatan 
atau berhadapan dengannya sejauhmana dia menerima pengu-
muman peta-peta dan daftar-daftar koordinat geografis itu. 
Sedangkan untuk kepentingan perundingan maka diperlukan 
pengumunan itu serta segala perincian-perincian ilmiah me-
nyangkut pengumuman yang telah diserahkan kepada Sekre-
taris Jenderal otorita sebagai tercantum dalam ayat (1) Pasal 84; 
“Subject to this Part, the outer limit lines of the continental 
shelf and the lines of delimitation drawn in accordance with 
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article 83 shall be shown on charts of a scale adequate for 
ascertaining their position. Where appropriate, list of 
geographical circumtances dinate of points, specifying the 
geodetic datum, may be substituted for such outer limit lines 
or lines of delimitation.” 
Pada ayat (1) Pasal 84 inilah para ahli mempertemukan 
pandangan mereka mengenai lekuk-lekuk keadaan geografi 
masing-masing negaranya, kemudian dengan perumusan ini 
dicoba ditemukan pandangan mereka mengenai hal tersebut. 
Sebab tanpa gambaran wilayah mengenai geografi itu tidak 
mungkin perundingan bisa berlangsung, sebab peta dan skala 
geografi itulah merupakan persoalan pokok yang akan diper-
debatkan. Perundingan antara Jepang dan Rusia mengenai equi-
distance line boundary-nya di Laut Jepang misalnya selalu gagal 
karena peta dan skala geografi yang dimajukan oleh Rusia selalu 
dianggap Jepang tidak memenuhi prinsip equitable solution. 
Rusia yang menarik garis dari ujung Semenanjung Sakhalin 
terlalu mengikuti lekuk-lekuk pantai Timur Rusia tanpa mem-
pertimbangkan lekuk-lekuk pantai sebelah barat Jepang utama-
nya Pulau Hokaido dan Pulau Honshu. Bagi Jepang garis 
equidistance yang ditarik oleh Rusia memasuki penarikan garis 
equidistance yang ditemukan dalam daftar peta dan skala 
geografi Jepang dan itu berarti tidak equitable. 
Dengan demikian jelaslah kiranya bahwa bagi kepen-
tingan perundingan diperlukan saling pengertian dan semangat 
kerjasama untuk menemukan suatu ketentuan batas yang equi-
table sekalipun masih bersifat sementara, tetapi praktis (dalam 
ayat 3 Pasal 83). Untuk keperluan-keperluan itu tentunya hal-hal 
dalam Pasal 84 ayat (1) ini menjadi patokan pokok untuk bahan 
 104 S.M. Noor : Sengketa Laut Cina & Kepulauan Kuril 
 
perundingan utamanya yang menyangkut “Where appropriate, list 
or geographical coordinate of points, specifying the geodetic datum, 
may be substituted for such outer limit lines or lines of delimitation.” 
Itulah beberapa hal menyangkut penerapan metode 
prinsip, equidistance line sebagai batas landas kontinen bagi 
negara-negara yang berhadapan maupun yang berdampingan di 
kawasan Asia Timur. 
A.2. Kemungkinan penerapan Prinsip "Natural Prolongation" 
Dalam praktik dari hal-hal yang dikemukakan di atas 
mengenai batas landas kontinen negara-negara yang berdekatan, 
secara teknis-yuridis belum satu negarapun di Asia Timur yang 
melakukan rekomendasi penentuan dan/atau penetapan posisi-
nya seperti yang diminta Pasal 84 ayat (1) Konvensi Hukum 
Laut 1982 atau UNCLOS (United Nations Convention on the Law of 
the Sea). Baik itu Cina, Korea Selatan, Korea Utara, Jepang, Rusia, 
Vietnam, dan Pilipina. Jika rekomendasi yang diminta sesuai 
Pasal 84 ayat (1) UNCLOS belum dilakukan oleh negara-negara 
bisa dipahami karena ketentuan UNCLOS ini masih baru dan 
perjanjian-perjanjian baik bilateral maupun unilateral belum di-
lakukan juga karena masing-masing negara di Asia Timur masih 
bersitegang mengenai wilayah-wilayah yang dipersengketakan. 
Yang menarik bahwa ketentuan Konvensi Jenewa 1958 yang 
meminta negara-negara di Asia Timur melakukan rekomendasi 
yang sama ternyata tidak ada juga yang melakukan, kalaupun 
ada tetapi tidak diakui sah oleh lawan sengketanya sehingga di 
veto, melalui berbagai sidang. Permintaan rekomendasi yang 
ditunjuk oleh Konvensi Jenewa ditetapkan dalam Pasal 6 ayat 
(3): 
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“In delimiting the boundaries of the continental shelf, any 
lines which are drawn in accordance with the principles set 
out in paragraphs 1 and 2 of thiis article should be defined 
with reference to charts and geographical features as they exist 
at a particular date, and reference should be made to fixed 
permanent identifiable joint, on the land.” 
Secara deskriptif bila diperhatikan pasal ini memang 
mengundang perdebatan, sebab bukan saja pengajuan daftar itu 
yang sederhana pelaksanaannya, tetapi identifikasi wilayah. 
Inilah sebabnya mengapa negara-negara banyak mengabaikan 
Pasal 6 ayat (3) Konvensi Jenewa ini terutama sekali anak 
kalimat terakhir “... and reference should be made fixed permanent 
identifiable point of the land.” Inilah yang menyulitkan pertemuan 
pendapat antara Jepang - Rusia perihal sengketa Kuril dan Cina 
- Jepang perihal sengketa Senkaku - Tiaoyutai serta Korea 
Selatan - Jepang perihal Takeshima Rock di Laut Jepang. 
Masing-masing menilai bahwa wilayah-wilayah itu titik apinya 
berasal atau bagian dari daratan mereka. 
“Identifiable of the Land” ini pada gilirannya akan meluas-
kan penafsiran pada suatu prinsip penetapan wilayah landas 
kontinen lainnya yang disebut “natural prolongation on the land 
territory principle.” Prinsip natural prolongation ini banyak 
mempengaruhi dasar-dasar penetapan wilayah landas kontinen 
di Asia Timur. Apabila Pasal 6 ayat (3) Konvensi Jenewa khu-
susnya anak kalimat terakhir mengenai identifiable point on the 
land dihubungkan dengan Pasal 1 Konvensi Jenewa maka 
terdapat kesan bahwa kejelasan titik dari darat ditarik mengikuti 
jalur landas kontinen maka akhir titik dari kelanjutan di laut 
tiada batas. 
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Di dalam Konvensi Jenewa tidak ada dijelaskan tentang 
apa sesungguhnya pengertian 'natural prolongation of the land 
territory' ini. Dalam perkembangan hukum laut lebih lanjut isti-
lah ini dimodifikasi sebagai kelanjutan daripada daratan yang 
menjorok ke laut mengikuti alur di bawah permukaan laut yang 
dapat melampaui batas-batas maksimum yurisdiksi eksploitasi 
maupun eksplorasi. Dengan patokan dari keseragaman doktrin 
ini dapatlah kiranya dibaca negara pantai yang menganut 
prinsip 'natural prolongation' adalah tidak mempunyai patokan 
batas. Artinya bisa tanpa batas. Perlu disadari bahwa ketentuan 
seperti yang dicanangkan dalam Pasal 1 Konvensi Jenewa ten-
tang landas kontinen sebetulnya sangat kabur sampai batas 
mana negara pantai dapat mematok wilayah negaranya pada 
landas kontinen ini. Barangkali akan lebih jelas kalau diperha-
tikan pasal  Konvensi Jenewa 1958 tentang Landas Kontinen ini 
yaitu bahwa: 
“For the purpose of these articles, the term “Continental 
Shelf” is used as referring (a) to the seabed and subsoil of the 
submarine areas adjacent to the coast but outside the area of 
the territorial sea, to a depth of 200 metres or, beyond that 
limit, to where the superjacent water admits of the exploitation 
of the natural resources of the said areas, (b) to the seabed and 
subsoil of similar submarine areas adjacent to the coast of 
island.” 
Dalam pasal ini yang ditetapkan tentang landas konti-
nen sebagai dasar laut dan tanah di bawahnya (seabed and 
subsoil) yang berada di luar laut teritorial adalah sudah jelas. 
Tidak menjadi masalah bagi negaranegara pantai. Yang menjadi 
masalah adalah tentang batas pada ukuran 200 meter atau 
'beyond that limit.' Oleh Mochtar Kusumaatmadja dikemukakan 
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persoalan ini bahwa perluasan dengan ditambahkannya keten-
tuan “... or beyond that limit, to where the depth of the superjacent 
waters admits of the exploitation of the natural resources of the said 
areas” menimbulkan persoalan-persoalan baru. Sedikit-dikitnya 
dalam bentuk perumusannya yang sekarang timbul pertanyaan 
apakah adanya 'continental shelf' hingga dalam 200 meter 
merupakan “conditio sine quanon” bagi ketentuan kedua yang 
didasarkan exploitability? Adanya kata-kata 'beyond that limit' 
menimbulkan keragu-raguan apakah ketentuan yang didasar-
kan atas exploitability itu dapat dianggap sebagai ketentuan 
alternatif yang dapat menggantikan ketentuan yang didasarkan 
atas kriterium 200 meter isobath seandainya tidak ada dataran 
kontinen dalam arti geografis. 
Terjadinya persengketaan antara negara-negara sehubu-
ngan kaburnya ketentuan ini karena mereka memanfaatkannya 
untuk aplikasi bagi landas kontinennya. Apalagi dalam Konven-
si Jenewa 1958 keadaan-keadaan khusus geografi tertentu tidak 
dijelaskan secara pasti. Hampir semua negara di Asia Timur 
turut memanfaatkan ketentuan ini. Ketentuan dari beyond that 
limit tentunya tercermin dalam aplikasi penetapan batas wilayah 
landas kontinen berdasarkan prinsip 'natural prolongation'. Baik 
Cina, Jepang, dan Korea Selatan memakai prinsip 'natural 
prolongation'. 
Mempersoalkan prinsip natural prolongation of the land 
territory (perpanjangan alamiah wilayah daratan) adalah mem-
persoalkan paparan dasar laut yang secara geografis masih 
merupakan bagian kelanjutan tanah-tanah yang ada dibagian 
daratannya. Dihubungkan dengan identifikasi tanah di daratan 
maka keadaan tanah pada seabed and subsoil mempunyai ciri-ciri 
yang sama dengan keadaan tanah yang ada di atas tanah dara-
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tan dari negara pantai tersebut. Dengan demikian maka keadaan 
seabed mempunyai ciri berbeda dengan pantai yang tidak 
mempunyai kelanjutan tanah di dasar lautnya. Tentunya timbul 
pertanyaan apa yang menjadi persoalan pada keadaan wilayah 
geografi seperti ini? 
Untuk mendapatkan jawaban yang jelas dari pertanyaan 
terakhir pada paragraf di atas agaknya masih kabur pendekatan 
yang dilakukan para ahli. Cuma pendekatan yang agak baik dari 
persoalan metode ini apabila terlebih dahulu dikemukakan 
pengertian umum dari landas kontinen itu sendiri. Secara 
geografis dasar laut dibagi menjadi dua bagian, yaitu Tepian 
Kontinen (Continental Margin) dan Dasar Laut Dalam (Deep 
Ocean Floor). Tepian Kontinen merupakan lanjutan dari daratan 
yang secara bertingkat menurun mencapai Dasar Laut Dalam. 
Tingkatan itu secara beruntun disebut landas kontinen 
(continental shelf), lereng kontinen (continental slope), dan kaki 
kontinen (continental rise). Dalam hukum laut pengertian landas 
kontinen dapat mencakup seluruh tepian kontinen, yang secara 
geografis meliputi landas kontinen, lereng kontinen, dan kaki 
kontinen. Seperti yang dimaksudkan dalam Konvensi Jenewa 
1958, yang dimaksudkan landas kontinen adalah dasar laut dan 
tanah di bawahnya di luar perairan wilayah sampai kedalaman 
200 meter atau lebih dimana masih mungkin diselenggarakan 
eklsplorasi dan eksploitasi kekayaan alam. 
Tergantung dari konfigurasi tepian kontinennya maka 
suatu negara pantai dapat menetapkan lebar landas kontinen 
yang berbeda-beda untuk seluruh keliling wilayah nasionalnya, 
apalagi bagi negara-negara pantai yang tepian kontinennya 
melebihi jarak 200 mil. Dari konfigurasi ini maka yang menjadi 
persoalan pokok tentunya adalah 'continental margin' ini. 
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Dalam praktik di Asia Timur kondisi geografi tepian--
tepian kontinen banyak sekali mewarnai sekeliling luar garis 
pantai, dan sangat bervariasi. Itu sebabnya klaim atas landas 
kontinen di Asia Timur sangat tergantung pada posisi geografi 
landas kontinen mana yang menguntungkannya. Masing-
masing negara ingin memperoleh keuntungan wilayah dari 
penarikan garis tersebut, dan ini pulalah yang menimbulkan 
persoalan diantara negara-negara tersebut. Misalnya apabila 
suatu negara yang memiliki paparan landas kontinen yang 
cukup jauh (beruntung dari segi geologis) maka diterapkan 
prinsip 'natural prolongation', sedangkan yang paparan landas 
kontinennya pendek maka akan memperlakukan prinsip equidis-
tance line, hal-hal ini tentunya untuk mendapatkan keuntungan. 
Cina yang secara geologis mempunyai landas kontinen 
yang menjorok jauh ke tengah lautan yang mengitari seputar 
garis pantainya. Baik garis pantai yang ada di Laut Kuning, Laut 
Cina Selatan dan Laut Cina Timur. Otomatis dengan keun-
tungan wilayah pada paparan landas kontinen yang demikian 
itu, maka Cina menetapkan prinsip natural prolongation bagi 
penarikan garis landas kontinennya. Tindakan Cina dengan me-
tode penarikan garis seperti itu tentunya menimbulkan reaksi 
dari negara-negara yang berbatasan dengannya yang menghen-
daki equidistance line (prinsip garis tengah yang adil). 
Setelah Konvensi Jenewa tahun 1958 Cina yang waktu 
itu diwakili oleh Republik Cina (Republic of Cina - ROC) sudah 
menunjukkan dengan tegas tentang keinginan sebenarnya untuk 
menerapkan prinsip natural prolongation tanpa mengabaikan 
pertimbangan gugus kepulauan dan karang yang berada dalam 
lingkup tarikan garis itu. Untuk jelasnya barangkali menarik un-
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tuk kita kutip langsung pandangan Cina mengenai prinsip 
landas kontinen setelah Konvensi Jenewa 1958; 
”With regard to the determination of the cboundary of the 
continental shelf as provided in paragraphs 1 and 2 of article 6 
of the convention, the government of the Republic of China 
considers: 
1) that the boundary of the continental shelf appertaining to 
two or more states whose coasts are adjacent to and/or 
opposite each other shall be determine in accordance with 
the principle of the natural prolongation of their land 
territories; 
2) that in determining the boundary of the continental shelf of 
the Republic of China exposed rocks and islets shall not be 
taken into account.  
Walaupun sesungguhnya dalam penandatanganan dari 
Konvensi Jenewa 1958 serta pengajuan pandangan di atas 
dilakukan oleh Republik Cina (Taiwan) tanggal 29 April 1958 
yang di veto oleh Rusia, Bulgaria, Polandia, dan Romania karena 
mempersoalkan status Cina yang berhak dalam Konvensi 
Jenewa 1958 yaitu Republik Rakyat Cina, namun setelah RRC 
kemudian masuk menggantikan Republik Cina (Taiwan) wakil-
wakil RRC pun tetap berpegang pada prinsip natural prolongation 
tersebut. Di sini memperlihatkan betapa Cina merasa rugi 
apabila menerapkan prinsip equidistance line bagi batas wilayah 
landas kontinennya dan beruntung jika menggunakan prinsip 
natural prolongation. Dengan persoalan ini dapat dipandang 
bahwa Cina bukan saja menetapkan pada hal-hal batas landas 
kontinen yang berhadapan antara dua negara atau lebih akan 
menetapkan menurut prinsip natural prolongation tetapi meliputi 
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pula karang dan gugus kepulauan yang tersebar jauh di luar 
garis pantainya. 
Pengajuan Cina ini telah menimbulkan persoalan-per-
soalan karena apabila Cina tidak mengindahkan posisi geografi 
negara lain yang berdekatan dengannya seperti Korea dan 
Jepang maka Cina memasukkan dalam klaimnya wilayah landas 
kontinen negara lain. Pada awal dasarwarsa 1950-an (seperti 
telah dikemukakan pada Bab pendahuluan) persoalan-persoalan 
landas kontinen belum begitu menarik minat negara-negara di 
Asia Timur. Namun pada awal tahun 1969 suatu survei geografi 
mengenai landas kontinen di Laut Kuning dan Laut Cina Timur 
yang dilakukan oleh United nations Economic Commission for Asia 
and the Far East (ECAFE) telah menemukan persediaan minyak 
yang begitu potensial pada wilayah landas kontinen antara Cina, 
Jepang, dan Korea. Laporan hasil penelitian ini tentunya sangat 
menggembirakan Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan karena 
ketiga negara itu sangat tergantung pada minyak impor. Aki-
batnya ketiganya ditambah Republik Rakyat Cina berkompetisi 
mendapatkan wilayah-wilayah konsesi minyak di perairan itu. 
Hal ini menimbulkan persoalan karena wilayah-wilayah konsesi 
itu kebanyakan tumpang-tindih. Terdapat 17 zona minyak dasar 
laut di Laut Kuning dan Laut Cina Timur dan 13 diantaranya 
terjadi tumpang- tindih satu dengan yang lainnya. 
Itu sebabnya tuntutan penetapan wilayah landas konti-
nen di kedua laut Cina ini (Kuning dan Cina Timur) oleh nega-
ra-negara yang bersengketa menerapkan penarikan garis yang 
sangat bervariasi (tentunya yang menguntungkan mereka 
masing-masing) dalam prinsip hukum internasional. Jepang 
menerapkan prinsip garis tengah sesuai yang ditetapkan pasal 6 
ayat 1 Konvensi Jenewa. Taiwan (dan juga-RRC tentunya meng-
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gunakan prinsip natural prolongation of the land territory) sebagai 
yang diputuskan oleh Pengadilan Mahkamah Internasional 
bulan Februari 1969 tentang Kasus Landas Kontinen Laut Utara. 
Korea Selatan menetapkan prinsip yang berbeda sesuai keadaan 
wilayahnya, memakai prinsip garis tengah apabila menghadapi 
Cina di Laut Kuning dan natural prolongation of the land territory 
principle menghadapi Jepang di Laut Cina Timur. Lebih jelas 
yang dikemukakan oleh Park; 
“In laying unilateral claims to the continental shelf, each 
coastal state applied a different principle of international law. 
Japan adopted the median line principle as defined in article 6 
(1) of the Geneva Convention. Taiwan adhered to natural 
prolongation of the land territory principle as suggested by the 
International Court of Justice (ICJ) in its 1969 judgment of 
the North Sea Continental Shelf Cases. South Korea relied on 
a hybrid of the Japanese and the Taiwanese approach, by 
applying the median line principle toward China in the Yelow 
sea and the natural prolongation of the land territory principle 
toward Japan in the East Chine Sea. When none of them 
showed the slightest inclination to compromise its claims, it 
was rightly feared that, in the face of debilitating oil shortage, 
their effort to confirm the presence of oil in their own backyard 
would have to be suspended, pending agreement on their 
continental shelf boundaries.” 
Penetapan prinsip dari garis dasar natural prolongation 
sudah jelas lebih banyak menguntungkan daerah-daerah yang 
dasar lautnya dikelilingi oleh perpanjangan dari daratan. Menu-
rut penelitian para geologi bahwa negara pantai daratan (main-
land coast to outer seabed) Asia Timur merupakan kelanjutan dara-
tan bawah laut terbesar di dunia. Terutama pada landas konti-
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nen Cina. Penetapan garis memang sangat bergantung pada 
keadaan geografi dan topografi, tentunya mana yang lebih 
banyak menguntungkan mereka seperti Korea misalnya : 
“For reason given earlier, however, the controversy is between 
Korea and Japan, in the first instance, with China exported to 
assume the same legal stand as Korea, though not supporting 
Korea's claims in any way. This coincidence of interest arises 
for reasons of geography and topography only. In relation to 
Japan, Korea relies on the "natural prolongation" of her land 
territory, stretching the trough-based argument as for possible 
to deny comflicting Japanese claim to areas beyond the 
Trough. In other words, Korea insists that the presence of the 
Trough contitutes "special circumstances" under which the 
median-line principle cannot be applied.” 
Yang menarik dilakukannya analogi bagi ketetapan Pe-
radilan Mahkamah Internasional mengenai Kasus Laut Utara 
tahun 1969. Terutama sekali Cina sangat mendukung ketetapan 
itu dimana negara-negara Eropa - Daratan mengaplikasi prinsip 
natural prolongation untuk menghadapi hegemonisme kekuatan 
konsesi minyak raksasa. Cina tanpa reserve lamas meletakkan 
prinsip dasar garis itu diseputar wilayah perairan Asia Timur 
karena memang prinsip itu sangat menguntungkan dirinya. 
Kasus Laut Utara 1969 itu memberikan suatu negara klaim pada 
bagian-bagian landas kontinen yang mana menetapkan “a 
natural prolongation of its land territory into and under the sea, 
without encroachment on the natural prolongation of the land territory 
of the other ......” Itu sebabnya kenapa Cina mati-matian memper-
tahankan prinsip natural prolongation ini. Kesadaran besar bahwa 
sekeliling garis pantai landas kontinennya memendam sekian 
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banyak potensi sumber daya minyak yang sisa menunggu untuk 
dieksploitasi. 
Oleh beberapa ahli bahkan beranggapan bahwa Cina 
akan berusaha menandingi musuh bebuyutanya dari Utara, 
Rusia, pada pengeboran minyak di Siberia Timur. Dengan ini 
tampak jelas ambisi Cina untuk menyaingi Rusia, bukan saja 
pada bidang-bidang politik dan diplomasi melainkan juga 
bidang hukum internasional dan ekonomi. Cermin paling jelas 
dari persaingan itu tampak ketika berlangsungnya Konferensi 
PBB mengenai Komite Dasar Laut di New York pada Juli 1973. 
Delegasi Rusia mengajukan kertas kerja tentang tidak sesuainya 
redaksional hukum internasional pada penerapan prinsip natu-
ral prolongation karena tidak sesuai dengan azas keadilan 
(equitable solution) dan merugikan negara-negara lain. Oleh Rusia 
mengambil patokan tepian kontinen Asia Timur kondisinya 
sangat rumit dan tidak mungkin karena apabila suatu negara 
pantai mempunyai landas kontinen yang paparan dasar laut 
kontinennya mempunyai tepian cukup landai dan menjorok 
jauh ke laut akibatnya akan menenggelamkan negara-negara 
sekelilingnya. 
Delegasi Rusia sekalipun tidak menyebut-nyebut Cina 
dalam kertas kerjanya, namun Cina cukup merasa bahwa lon-
taran kertas kerja itu ditujukan pada dirinya. Tetapi pada kertas 
kerja yang dimajukan oleh delegasi Cina sendiri pada Kon-
ferensi PBB tentang Komisi Dasar Laut, New York, Juli 1973 itu 
tetap mempertahankan prinsip natural prolongation dan mendu-
kung sepenuhnya Keputusan Mahkamah Internasional tentang 
Kasus Laut Utara tahun 1969 yang memperkenankan negara-
negara menetapkan garis perpanjangan wilayahnya sesuai prin-
sip hukum dan keadilan internasional. Bahkan secara dramatis 
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sekali, peserta konferensi cukup tercengang ketika wakil Cina 
melokalisir suatu istilah untuk memperkuat prinsip natural 
prolongation-nya dengan satu istilah “natural prolongation of land 
territory” to read the “natural prolongation of continental territory” 
(emphasis added). Belum seorang sarjanapun yang melakukan 
penafsiran apa perbedaan terminologi 'land territory' dengan 
'continental territory' dari kertas kerja wakil Cina pada 
Konferensi Dasar Laut 1973. Hanya sebagian kecil ahli menilai 
bahwa secara politis Cina akan berusaha memainkan peran 
hegemonisme bidang hukum laut. 
Setelah Konvensi Jenewa 1958 perjalanan hukum laut 
utamanya, landas kontinen utamanya lagi prinsip natural prolo-
ngation berjalan tersendat-sendat karena kaburnya pengertian 
masalah ini dalam Konvensi Jenewa. 
Persoalan yang sama terjadi pada Konvensi Hukum 
Laut PBB 1982 (UNCLOS). Dalam UNCLOS tidak dijelaskan se-
cara pasti bagaimana sebetulnya terminologi 'natural prolo-
ngation' itu? Terdapat keseragaman pandangan bahwa 'natural 
prolongation' akan tetap menjadi pegangan negara-negara di 
Asia Timur, utamanya Cina. Barangkali cukup menarik diung-
kapkan ketentuan-ketentuan UNCLOS di sini sebagai bahan 
pertimbangan dan perbandingan Konvensi Jenewa 1958 seperti 
yang telah banyak terlukiskan di atas. Oleh karena ratifikasi 
UNCLOS ini masih baru dan bahkan masih sementara berlang-
sung belum banyak doktrin para sarjana yang lahir dari sana. 
Doktrin yang dipakai melalui pendekatan draft Konvensi yang 
sudah banyak lahir, khusus yang menyoroti 'natural prolo-
ngation', khususnya lagi di Asia Timur. 
Tentang landas kontinen dalam UNCLOS 1982 ditetap-
kan secara umum dalam Pasal 76 yang terdiri dari 10 ayat. 
 116 S.M. Noor : Sengketa Laut Cina & Kepulauan Kuril 
 
Secara umum definisi continental shelf dalam Pasal 76 merupakan 
kombinasi luas antara ketentuan dalam teknis yuridis atas 
keadaan-keadaan wilayah geografi. Dalam Pasal 76 ayat (1) 
dikemukakan; 
“The continental shelf of a coastal state comprises the sea-bed 
and subsoil of the submarine areas that extend beyond its 
territorial sea throughout the natural prolongation of its land 
territory to the outer edge of the continental margin, or to a 
distance of 200 nautical miles from the base-lines from which 
the breath of the territorial sea is measured where the outer 
edge of the continental margin does not extend up to that 
distance.” 
Secara parsial Pasal 76 ayat (1) ini mengandung unsur-
unsur prinsip 'natural prolongation'. Memang semenjak perumu-
sannya ketika masih menjadi Draft Konvensi Cina termasuk 
salah satu negara yang mati-matian bertahan di atas rumusan 
pasal ini. Karena sadar bahwa dengan pasal ini akan banyak 
menguntungkan dari segi posisi geografi landas kontinen yang 
dipunyainya. Pasal 76 ayat (1) ini jika kita pilah menjadi dua 
anak kalimat maka terlihat bahwa: 
a. Satu pihak akan mempunyai hak penerapan metode 
'natural prolongation', 
b. Satu pihak lagi sampai pada jarak 200 mil laut apabila 
tepian kontinennya tidak mengalami perpanjangan. 
Dari hal (a) prinsip natural prolongation akan berlaku di 
sana, tentunya bagi negara-negara yang ingin memanfaatkannya 
khususnya Cina dan juga Korea. Perhatikan anak kalimat 
pertama dari Pasal 76 ayat (1) ini; 
“The continental shelf of a coastal state comprises the sea-bed 
and subsoil of the submarine areas that extend beyond its 
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territorial sea throughout that natural prolongation of its land 
territory to the outer edge of the continental margin.” 
Dengan anak kalimat ini jelaslah kiranya bahwa dalam 
UNCLOS penerapan prinsip natural prolongation terbuka lebar, 
berarti pula pasal ini bakal meninggalkan beban berat di 
belakang hari. Pasal ini sepenuhnya memenuhi unsur-unsur 
dalam teknis yuridis sebagai patokan penggunaan prinsip 
'natural prolongation'. Unsur-unsurnya adalah: 
1. The continental shelf of a coastal state comprises the seabed and 
subsoil of the submarine areas; 
2. that extend beyond its territorials sea; 
3. throughout the natural prolongation of its land territory to the 
outer edge of the continental margin. 
Ketiga unsur di atas adalah unsur-unsur utama dari-
pada prinsip dasar dari natural prolongation seperti yang telah 
berlaku umum serta telah menjadi kebiasaan internasional. Ten-
tunya konvensi-konvensi hukum laut tidak terkecuali UNCLOS 
1982 tetap memperhatikan aspirasi negara-negara pantai yang 
ingin memberlakukan prinsip-prinsip perpanjangan alamiah 
tersebut. 
Sudah bisa diduga bahwa ketentuan ini akan membawa 
beban kerumitan dalam persoalan klaim-klaim wilayah landas 
kontinen dikemudian hari. Sedangkan Konvensi Jenewa 1958 
saja tidak menetapkan ketentuan yang pasti mengenai landas 
kontinen dari hal prinsip natural prolongation ini sudah 
menimbulkan persoalan-persoalan besar, apalagi kalau memang 
sudah ditentukan secara pasti. Kawasan perairan Asia Timurlah 
yang paling potensial untuk kemungkinan timbulnya persoalan-
persoalan landas kontinen termaksud. Pasal 76 ayat (1) ini makin 
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diperjelas lagi dengan ayat (3) tentang bagaimana UNCLOS 1982 
memperlebar ketetapan dari natural prolongation tersebut. Dite-
tapkannya ayat (3) bahwa; 
“The continental margin comprises the submerged prolonga-
tion of the land mass of the coastal state, and consist of the sea-
bed and subsoil of the shelf, the slope and the rise. It does not 
include the deep ocean floor with it oceanic ridges or the 
subsoil thereof.” 
Cukup jelas kiranya ketentuan ini memberi pengertian 
tentang kelanjutan bagian daratan negara pantai yang berada di 
bawah permukaan air sampai ke batas dasar samudera dalam 
walaupun dalam ketentuan ayat (4) membatasi negara-negara 
pantai untuk menarik garis batas landas kontinennya tidak 
melebihi 200 mil laut dari garis pangkal, tetapi kontroversi 
penarikan garis dalam ayat (6) sebagai yang diminta juga ayat 2 
mengatur : “the continental shelf of a coastal state shall not extend 
beyond the limits provided for in paragraphs 4 to 6,” 
Justru memberi peluang kembali bagi hak-hak prolonga-
tion tersebut. Ayat (6) sesungguhnya merupakan pengecualian 
dari Pasal 5 yang menetapkan bahwa bagi negara pantai yang 
batas tepian kontinennya melebihi 200 mil laut diperkenankan 
memperpanjang garisnya dengan tak melebihi 350 mil laut dari 
garis pangkal darimana laut teritorial diukur. Pengecualian 
dalam ayat (6) sebagai ditetapkan : “this paragraph does not apply 
to submarine elevations that are natural components of the continental 
margin, such as its plateaux, rises, caps, banks and spurs.” 
Dengan ketentuan ini maka terdapat kesan bahwa batas 
200 mil yang ditetapkan oleh UNCLOS 1982 masih kabur 
apalagi peluang bagi hak-hak prolongation terbuka luas. Peluang 
ini terutama sekali tercermin pada Lampiran II mengenai Komisi 
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Tentang Batas-Batas Landas Kontinen  (Commission on The Limit 
of The Continental Shelf). Dalam Pasal 4 Lampiran II 
mengemukakan;  
“Where a coastal state intends to establish, in accordance with 
article 76, the limits of its continental shelf beyond 200 
nautical miles, it shall submit particulars of such limit to the 
commission along with supporting scientific and technical 
data as soon as possible but in any case with in 10 years of the 
entry into force of this convention for that state. The coastal 
state shall at the same time give the names of any commission 
members who have provided it with scientific and technical 
advice.” 
Dengan demikian apabila suatu negara menetapkan 
batas landas kontinennya di luar 200 mil, negara itu diminta 
menyerahkan keterangan-keterangan mengenai batas-batas ter-
sebut kepada Komisi dan seterusnya. Berdasarkan ketentuan 
Komisi tersebut suatu negara pantai dalam memberikan laporan 
bagi penetapan landas kontinen terutama yang ingin menerap-
kan prinsip natural prolongation diharuskan membuat data-data 
yang pasti mengenai keadaan wilayah landas kontinen tersebut. 
Ketentuan Komisi ini sebetulnya dapat dibaca bahwa negara-
negara pantai diperkenankan mematok batas wilayah landas 
kontinen di luar 200 mil asal memberi laporan kepada Komisi 
mengenai batas-batas di luar dari 200 mil tersebut. 
Beberapa ketentuan telah dikemukakan sebagai pasal--
pasal pendukung dari prinsip natural prolongation yang sudah 
barang tentu banyak menimbulkan persoalan di Asia Timur. 
Baik persoalan landas kontinen yang terjadi di Laut Kuning, di 
Laut Cina Timur maupun di Laut Cina Selatan. Dengan 
penerapan prinsip ini tentunya negara yang memberlakukannya 
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adalah negara-negara yang mempunyai keadaan wilayah yang 
menguntungkan dan yang menolak atau menggunakan prinsip 
equidistance line adalah negara-negara yang tidak diuntungkan 
oleh landas kontinennya (seperti Jepang). Sedangkan Cina yang 
beruntung dari sudut posisi geografi landas kontinennya tentu 
akan menerapkan prinsip natural prolongation tersebut. 
Beda halnya dengan Korea Selatan yang bersikap ambi-
valen mengha-dapi persoalan ini. Di Laut Kuning dia (Korea 
Selatan) menerapkan prinsip garis tengah sedangkan di Laut 
Cina Timur dia menggunakan prinsip 'perpanjangan alamiah 
wilayah daratan' ini. Contoh kasus yang menarik dalam perso-
alan ini adalah Kepulauan Danjo yang terdiri dari dua pulau 
besar yaitu Otome Shima disebelah Utara dan Me Shima dise-
belah Selatannya yang secara alamiah merupakan paparan lan-
das kontinen daratan Semenanjung Korea, sekalipun sebetulnya 
Kepulauan Danjo itu agak dekat ke Pulau Kyushu (Jepang 
Selatan). Dengan demikian apabila prinsip equidistance diterap-
kan atas kepulauan itu praktis Danjo masuk wilayah perairan 
Jepang, dan memang Jepang menghendaki demikian, tetapi 
Korea menolak dan memakai prinsip natural prolongation. 
Anehnya Korea Selatan menuntut penerapan prinsip equidistance 
atas kasus Kepulauan Sohuksan di Laut Kuning karena yang 
kaya ikan itu 'terjaring' dalam landas kontinen Cina yang me-
mang secara konsisten menerapkan metode/teori natural prolo-
ngation untuk sekeliling wilayah landas kontinennya. 
Yang menarik di Laut Cina Selatan oleh terjadinya 
tabrakan yang serius antara dua prinsip natural prolongation Cina 
dan Vietnam. Kedua negara komunis ini sama-sama menerap-
kan prinsip tersebut sehingga batas negara terjadi tumpang-
tindih. Prolongation principle versus prolongation principle, pertaha-
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nan Vietnam atas prinsip ini (dan barangkali juga Cina) 
mengacu pada UNCLOS III tahun 1976 tentang Rivised Single 
negotiating Text (RSNT) yang menggariskan “to natural 
prolongation of the Vietnamese land territory to the outer edge of 
continental margin, or to a distance of 200 nautical miles .... Where the 
edge does extend up to that distance,” (bandingkan Pasal 76 ayat 1 
UNCLOS 1982). 
Akibat tabrakan ini maka terjadilah sengketa besar di 
Teluk Tonkin. Di Teluk Tonkin sebenarnya dari segi topografi 
Vietnam lebih banyak menguntungkan daripada Cina dalam 
wilayah dasar lautnya, sehingga Pulau Hainan masuk topografi 
Vietnam. Tetapi prinsip 12 mil laut teritorial baik pengukuran 
normal baseline maupun straight baseline membuat Vietnam tidak 
berdaya menghadapi Cina atas klaimnya di Pulau Hainan. 
Topografi yang menguntungkan pulau bagi Vietnam dari segi 
natural prolongation ini atas klaimnya bagi kepulauan Paracel 
karena perpanjangan wilayah daratan landas kontinen Vietnam 
mencakup seluruh kepulauan itu. Bagi Vietnam dari segi pene-
rapan prinsip natural prolongation Cina tidak mempunyai kekua-
tan hukum untuk melakukan klaim atas Kepulauan Paracel dan 
penguasaan Cina secara de facto atas kepulauan itu hanyalah 
berdasarkan okupasi (pendudukan) semata secara militer dan itu 
bertentangan dengan hukum internasional. 
Itulah beberapa hal (yang serba terbatas) mengenai pe-
nerapan prinsip natural prolongation dalam kasus-kasus sengketa 
wilayah perairan di kawasan Asia Timur. 
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B. Prinsip Penyelesaian Sengketa Pada Penarikan Garis 
B.1 Tumpang Tindih Pada Penerapan Prinsip Normal Baseline 
Kondisi wilayah di Asia Timur mempunyai keunikan 
apabila ditilik sebegitu jauh dari Utara (Semenanjung Sakhalin) 
sampai ke Selatan (Semenanjung Vietnam). Kondisi seperti ini 
sesungguhnya sangat mempengaruhi metode penarikan garis, 
khususnya garis dasar normal sejauhmana negara-negara khu-
susnya negara-negara pantai mau menerima metode penarikan 
garis tersebut. 
Kondisi wilayah Asia Timur dapat dipandang sebagai 
kondisi wilayah yang sangat ambivalen. Keadaan wilayahnya 
bervariasi sekali bentuknya. Hampir semua bentuk sengketa 
pada keadaan-keadaan wilayah tertentu di dunia mempunyai 
ciri yang sama di wilayah Asia Timur. Baik sengketa pada laut 
wilayah, selat-selat, gugus-gugus kepulauan, teluk, muara 
sungai dan semua bentuk sengketa menyangkut kedaulatan 
negara. 
Kondisi wilayah (geographical circumstance) di Asia 
Timur secara umum terbagi dalam dua bentuk ciri dalam posisi 
geografis. Yang pertama adalah kondisi wilayah daratan yang 
membentang dari Utara ke Selatan. Wilayah daratan (benua) 
yang dimaksudkan di sini tentunya adalah daratan Asia. Pantai 
yang terdapat pada wilayah daratan ini tentunya disebut pantai 
daratan (mainland coast). Negara yang memiliki pantai daratan 
selanjutnya disebut sebagai negara pantai (coastal state). Di Asia 
Timur (setidak-tidaknya menjadi obyek penelitian tesis ini) 
terdapat negara-negara pantai antaranya Rusia, Korea Utara, 
Korea Selatan, Republik Rakyat Cina, dan Vietnam. Yang kedua 
adalah kondisi wilayah gugus kepulauan. Gugus-gugus kepu-
lauan ini mengitari (mengepung) hampir setiap celah negara 
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pantai yang ada di Asia Timur. Kelompok besar dari gugus 
kepulauan dalam bentuk negara selanjutnya disebut sebagai 
negara kepulauan (archipelago state). Terdapat dua negara 
kepulauan di Asia Timur yang menjadi obyek bahasan dalam 
studi ini yaitu Jepang dan Pilipina. 
Dalam hukum prinsip-prinsip penarikan garis pada 
kedua kondisi wilayah seperti ini, coastal states disatu pihak dan 
archipelago states pada pihak lain adalah berbeda. Pada coastal 
states disyaratkan penggunaan metode penarikan garis dasar 
normal (normal baseline) seperti yang tercantum dalam Pasal 3 
Konvensi Jenewa 1958 dan Pasal 5 UNCLOS 1982. Sedangkan 
pada archipelago states disyaratkan penggunaan metode penari-
kan garis pangkal lurus (straight baseline). Dengan demikian 
dalam hukum terdapat dua jenis penarikan garis batas wilayah 
kedaulatan negara yaitu; 
a. Penarikan garis pangkal normal (normal baseline) yang di-
perkenankan kepada negara-negara pantai yang memang 
mempunyai kondisi wilayah daratan benua (mainland) 
yang di dalam konvensi hukum laut (baik Konvensi jenewa 
1958 maupun UNCLOS 1982) disebutnya sebagai "large-
scale charts" (pets yang berskala besar). 
b. Penarikan garis pangkal lurus (straight baseline) yang 
"hanya" diperkenankan kepada negara-negara kepulauan 
(archipelago states) dan tercakup pengertiannya dalam pasal 
46 ayat a dan b dari UNCLOS 1982. Perkenan garis pangkal 
lurus bagi negara kepulauan ini memang nyata-nyata 
diminta oleh Pasal 47 UNCLOS 1982. 
Kedua jenis prinsip-prinsip penarikan garis di atas telah 
menjadi analisa yang panjang dari doktrin para sarjana pasca 
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Konvensi Jenewa 1958. Akan tetapi dalam perkembangan hu-
kum laut selanjutnya terutama menjelang perumusan Konferen-
si Hukum Laut III, beberapa negara mulai merasa tidak puas 
dengan keadaan ini, utamanya negara-negara pantai. Sebab bagi 
negara pantai keadaan pada normal baseline penafsirannya terlalu 
sempit serta dianggapnya tidak adil. Akibatnya normal baseline 
digugat habis-habisan oleh negara-negara pantai pada setiap 
konferensi. 
Di Asia Timur Republik Rakyat Cina kembali menjadi 
bintang pada setiap konferensi hukum laut menggugat prinsip 
normal baseline ini. Pada Konferensi Hukum Laut III di new York 
tahun 1977 pimpinan delegasi Cina mengajukan kertas kerja 
tentang prinsip ini bahwa, kondisi normal baseline bagi Cina 
sesungguhnya merupakan hadiah yang paling menyesatkan dari 
Konvensi Jenewa 1958. Cina tidak dapat menerima penafsiran 
Konvensi yang demikian sempit ini. Telah lama dalam perja-
lanan sejarah hukum laut Cina mencurigai prinsip yang sempit 
bagi negara pantai di atas. Itu sebabnya Cina menghendaki 
selain metode normal baseline di atas juga dikombinasi dengan 
metode straight baseline. Dengan demikian, Cina mengajukan 
teori kombinasi antara normal baseline dan straight baseline. 
Memang semenjak kertas kerja Cina itu teori-teori kom-
binasi semakin populer, dan negara-negara pantai lainnya ikut 
mengikuti jejak Cina. Tetapi di sini pulalah letak persoalan dari 
penerapan metode normal baselinie ini karena negara-negara 
kepulauan tidak ingin penafsiran pasal-pasal prinsip ini terlalu 
jauh meluncur keluar dari redaksional Konvensi. Bagi negara 
kepulauan apabila penafsiran dari normal baseline terlalu jauh 
dan bahkan kalau sampai diterapkan metode kombinasi akan 
bisa merugikan negara-negara kepulauan karena mungkin saja 
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beberapa pulaunya akan masuk dalam 'jaring' garis lurus yang 
dikombinasi tadi. Dalam praktik itulah yang banyak terjadi di 
Kawasan Perairan Asia Timur. Gerumbul kepulauan yang 
mengepung potensi besar negara pantai untuk meluaskan 
wilayah kedaulatan laut, potensi ini hanya bisa diraih apabila 
dipergunakan teori kombinasi. 
Barangkali akan lebih jelas apabila pasal-pasal tentang 
normal baseline ditafsirkan lebih jauh. Dalam Pasal 3 Konvensi 
Jenewa 1958 dan Pasal 5 UNCLOS 1982 dikemukakan bahwa: 
“Except where otherwise provided in this Convention the 
normal baseline for measuring the breadth of the territorial sea 
is the low-water line along the coast as marked on large scale 
charts officially recognized by the coastal state.” 
Memperhatikan pasal ini maka jelaslah bahwa pasal 
yang dituju adalah pasal negara pantai untuk menetapkan pena-
rikan garis pantainya. Negara pantai dalam melakukan penari-
kan garis batas laut teritorialnya ialah dengan ' .... The low-water 
line along the coast,' artinya mengikuti garis lekuk-liku pantai. 
Apabila dalam garis pantai negara itu terdapat semenanjung 
yang agak kecil ataukah tanjung yang menjorok jauh keluar 
maka sesuai ketentuan pasal ini 'the low water line along the coast' 
maka garisnya harus disejajarkan dengan semenanjung ataupun 
tanjung tersebut. Adapun mengenai berbagai ketentuan dari 'the 
low water line' ditetapkan dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2) 
UNCLOS 1982. Semua bentuk ciri-ciri geografi yang terdapat 
dalam pasal 13 dapat dipakai sebagai patokan penarikan garis. 
Apakah ciri-ciri itu berbentuk: 
“low-tide elevation is situated wholly or partly at a distance 
not exceeding the breadth of the territorial sea from the 
mainland or an island, the low-water line on that elevation 
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may be used as the baseline for measuring the breadth of the 
territorial sea; 
maupun dalam bentuk: 
“Where a low-tide elevation is wholly situated at a distance 
exceeding the breadth of the territorial sea from mainland or 
an island, it has no territorial sea of its own.” 
Kedua keadaan ciri low-tide elevation di atas logis untuk 
dibedakan sebab, apabila misalnya terjadi keadaan wilayah pada 
ayat (2) Pasal 13 ini maka tidak pantas mendapatkan lagi garis 
teritorial. Bagaimana mungkin garis pasang surut yang jaraknya 
melampaui garis teritorial, misalnya 15 mil lama ditarik dari 
sana maka akan bertambah 12 mil lagi, akibatnya menjadi 27 
mil. Keadaan wilayah jalur tambahan (contigous zone) pun dilam-
pauinya, padahal jalur tambahan 24 mil pun ada syarat-syarat 
geografisnya. Itu sebabnya apabila : “wholly situated at a distance 
exceeding the breadth of the territorial sea from mainland or an island 
......,”, maka yang pantas diperkenankan atas keadaan wilayah 
seperti ini adalah “it has no territorial sea of its own,” tidak 
mempunyai laut teritorial sama sekali. Ayat (1) Pasal 13 di atas 
tidak perlu kita soroti karena keadaan wilayah ayat (1) ini 
adalah biasa, tidak mempunyai low-tide elevation yang melebihi 
lebar laut teritorial. Cuma yang menarik dalam Pasal 13 adalah 
disebutkannya 'frorn mainland or an island', yang tentunya erat 
kaitanya dengan Pasal 5 (normaI baseline) dan Pasal 7 (straight 
baseline) yang pangkal ukuran penarikan garisnya ditentukan 
dalam Pasal 3 (12 mil laut). 
Kembali ke normal baseline maka barangkali kilo terkesan 
dengan anak kalimat terakhir dalam Pasal 5 yaitu ‘as marked on 
large-scale charts officially recognized by the coastal state.’ Anak 
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kalimat ini sesungguhnya dapat dibaca sebagai ketentuan 
bahwa prinsip penarikan garis normal baseline hanya ditujukan 
pada negara pantai (coastal state) tidak pada negara kepulauan. 
Terminologi dari negara pantai sendiri (coastal state) tidak ada 
pasal yang memberi kejelasan yang tepat dalam Konvensi, tidak 
seperti negara kepulauan (archipelago state), maka persoalan 
inipun sering menimbulkan kekaburan-kekaburan pandangan. 
Ukuran garis-garis pantai yang manakah yang pantas disebut 
sebagai negara pantai? Seringkali negara kepulauanpun dika-
burkan menjadi negara. Walaupun tidak terdapat pasal tersen-
diri mengenai coastal state dalam Konvensi namun ketentuan 
dari anak kalimat terakhir Pasal 5 UNCLOS ini sudah dapat 
menjadi pegangan interpretasi bagi negara pantai yaitu ‘as 
marked on large-scale charts’ (peta yang berskala besar) yaitu skala 
besar yang terkait dalam benua-benua besar. Ini tentunya sudah 
membedakan dari negara kepulauan (archipelago state). 
Negara berskala besar (baca negara pantai) ukuran 
penarikan garis yang dipakai di sini adalah normal baseline. Di 
sini timbul persoalan mengenai kepungan pulau-pulau yang 
mengitari sepanjang garis pantai dari negara yang mempunyai 
peta berskala besar, bagaimana seandainya di luar wilayah laut 
teritorial terdapat gugusan-gugusan pulau, apakah garisnya 
juga ditarik kesana untuk sekadar menjaring gugusan kepu-
lauan tersebut? Persoalan inilah yang menjadi pokok sengketa 
disepanjang garis pantai Kawasan Asia Timur. Apakah negara-
negara pantai juga diperkenankan menarik garis lurus untuk 
menjaring kepulauan tersebut? Persoalan ini menjadi persoalan 
hidup mati Cina dalam setiap konferensi hukum laut, yaitu 
penerapan teori kombinasi antara normal baseline dan straight 
baseline. Pada akhirnya memang metode kombinasi ini diterima 
 128 S.M. Noor : Sengketa Laut Cina & Kepulauan Kuril 
 
oleh UNCLOS 1982 dan ditetapkan dalam Pasal 14 mengenai 
“combination of methods for determining baseline” bahwa : “The 
coastal state may determine baseline in turn by any of the methods 
provided for in the foregoing articles to suit different conditions.” 
Sekalipun tidak dijelaskan metode mana yang dijadikan 
kombinasi, tetapi hal itu bisa dibaca bahwa 'any of the methods' 
yang dimaksudkan di sini adalah straight baseline. Apalagi dalam 
pasal itu hanya disebutkan negara pantai yaitu 'the coastal state 
may determine baseline in turn ...’ dan seterusnya, tidak misalnya 
'the coastal state or archipelago state ...' dan seterusnya. Dengan 
demikian negara pantai dapat juga menggunakan metode 
penarikan garis lurus untuk menetapkan batas laut wilayahnya. 
Di sini tampak betapa metode normal baseline bakal tidak 
dominan menjadi metode penarikan garis negara-negara pantai 
di masa depan terutama penerapannya dalam praktik di 
Kawasan Asia Timur. Ketentuan Pasal 14 UNCLOS 9182 ini 
memang sangat melemahkan kedudukan Pasal 5 apalagi dalam 
Pasal 5 itu sendiri ditetapkan dalam anak kalimat pertama 
bahwa : “except where otherwise provided in this convention.” Anak 
kalimat ini mengalamatkan tentang kemungkinan-kemungkinan 
penyimpangan metode normal baseline apabila ditentukan lain 
dalam Konvensi ini. Artinya apabila ada ketentuan lain (yang 
lebih menguntungkan) maka pasal normal baseline ini bisa 
ditinggalkan. 
Di sini letak perbedaan redaksional Konvensi Jenewa 
1958 dari UNCLOS 1982 karena dalam Konvensi Jenewa 1958 
dikemukakan “except where otherwise provided in this articles” 
sedangkan dalam UNCLOS 1982 dikemukakan, “except where 
otherwise provided in this Convention;” perbedaannya pada 'these 
articles' untuk Konvensi Jenewa 1958 dan 'this Convention' untuk 
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UNCLOS 1982, perbedaan kecil sebenarnya tetapi dalam 'politik 
hukum laut' pengaruhnya besar. 'These articles' yang dimaksud-
kan dalam Konvensi Jenewa 1958 hanya terbatas pada pasal-
pasal yang menyangkut laut wilayah, bila telah keluar dari 
pembicaraan tentang bab laut wilayah maka persoalan-
persoalan yang dimaksudkan dalam 'these articles' telah selesai. 
Dengan demikian ketentuan lain dari normal baseline hanya pada 
pembicaraan tentang laut wilayah. Sedangkan pada ketentuan 
'this Convention' yang digariskan dalam UNCLOS 1982 yaitu 
menyangkut hal-hal lain yang diatur dalam seluruh isi 
Konvensi. Isi Konvensi saja terdiri dari 320 Pasal dengan 17 Bab 
ditambah 9 aneks. 
Dengan demikian apabila terdapat ketentuan lain seka-
lipun tidak dalam cakupan persoalan-persoalan laut wilayah te-
tapi dalam Konvensi secara keseluruhan maka ketentuan lain 
itulah yang dipergunakan. Dalam UNCLOS 1982 terlihat betapa 
kemungkinan diabaikan oleh negara-negara pantai, utamanya 
negara-negara pantai di Asia Timur. Terbukti dari hasil studi 
beberapa ahli dari berbagai negara di Asia Timur lebih banyak 
menggunakan terminologi straight baseline dari pada normal 
baseline sebagai suatu pernyataan politis tidak langsung bahwa 
mereka lebih respek menggunakan metode straight baseline 
dibandingkan normal baseline. Baik ia ahli dari Rusia, Korea 
Selatan, Korea Utara, Cina maupun Vietnam. 
Perlu ditambahkan bahwa dipergunakannya metode 
kombinasi yang seperti dikenal dalam Konvensi, dimana semua 
macam garis dasar dapat digunakan secara serentak untuk 
menetapkan garis batas sesuai keadaan geografi setempat. 
Apabila metode ini dipakai, maka garis dasar lurus harus 
dipakai bersama-sama dengan garis dasar normal. pada metode 
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kombinasi ini pencantuman koordinat titik-titik posisi garis 
dasar sulit dilakukan karena pada waktu garis dasar normal 
yang dipakai, maka garisnya berbelok-belok mengikuti bentuk 
umum garis pantai. Metode kombinasi ini dapat senantiasa me-
ngikuti perkembangan alam yang terjadi karena tidak memuat 
posisi geografis sama sekali, kecuali hanya menyebutkan nama 
pulau-pulau, low tide elevation, dan seterusnya, maka kedudukan 
garis dasar itu akan selamanya menyesuaikan diri dengan 
undang-undang (Konvensi). 
Demikian persoalan-persoalan menyangkut penerapan 
metode normal baseline di Asia Timur yang diterima maupun 
ditolak masing-masing pihak karena menyangkut tumpang-
tindih masalah kedaulatan. Apalagi dengan penerapan metode 
penarikan garis dasar secara kombinasi antara normal baseline 
dan straight baseline bisa mengacaukan terjadinya penyimpangan 
dari prinsip normal baseline dimasa depan. Pasal tentang teori 
kombinasi itupun telah membungkam protes negara kepulauan 
yang menghadapi tuntutan negara pantai Asia Timur. 
B.2. Tumpang Tindih Pada penerapan Prinsip Straight  
        Baseline 
Persoalan penarikan garis pangkal lurus (straight base-
line) adalah merupakan persoalan yang cukup mendasar dalam 
sengketa laut wilayah di Kawasan Asia Timur. Khususnya me-
nyangkut tumpang-tindih kedaulatan negara. Banyak masalah 
pokok yang terjadi dikawasan perairan tersebut khususnya 
menyangkut gugusan-gugusan kepulauan, teluk maupun selat-
selat yang menjadi dasar sengketa. Hal-hal yang menyangkut 
kedaulatan negara di lautan yaitu berlombanya masing-masing 
negara untuk memperoleh kedaulatan penuh pada beberapa 
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pulau, selat maupun teluk serta laut wilayah tertentu. Seperti 
telah dikemukakan di dalam Bab II bahwa empat laut di kawa-
san perairan Asia Timur merupakan laut yang mempunyai posi-
si strategis baik ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan. 
Keempat laut ini yaitu Laut Jepang, Laut Kuning, Laut Cina 
Timur maupun Laut Cina Selatan merupakan laut yang telah 
menjadi rebutan, setidak-tidaknya untuk menanamkan hegemo-
nisme di lautan. 
Persoalan-persoalan kedaulatan di atas laut pada keem-
pat laut yang cukup menarik di Samudra Pasifik ini tidak kalah 
dari persoalan-persoalan kedaulatan di lautan Laut Utara di Sa-
mudra Atlantik. Kondisi wilayah yang saling berbenturan satu 
sama lain merupakan puncak persoalan sengketa yang tidak 
bisa diabaikan begitu saja oleh para ahli hukum. Terjadinya 
pembenturan wilayah kedaulatan yang berakibat langsung tim-
bulnya pertanyaan-pertanyaan seperti tidak akan pernah selesai, 
siapakah sesungguhnya yang mempunyai kedaulatan penuh 
atas laut, pulau, selat-selat maupun teluk dikawasan cukup 
strategis tersebut? Pertanyaan ini sesungguhnya telah melewati 
perjalanan sejarah yang cukup panjang dan seakan tiada jawab 
sampai hari ini. Jawaban yang adapun seringkali samar dan 
membingunkan. Kadang-kadang penuh misteri dan mengun-
dang daya tarik. 
Asia Timur memang mempunyai masalah, aktivitas 
politik-ekonomi, sejarah dan kebudayaan serta proses-proses 
perkembangan yang dinamika yang tidak pernah berhenti. 
Termasuk tidak pernah berhentinya masalah-masalah kedaula-
tan di lautan. Masalah kedaulatan laut yang untuk kawasan 
perairan di Asia Timur senantiasa mengalami ujian-ujian sepan-
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jang sejarah hukum laut. Straight baseline, terminologi apa itu 
dalam pengertian hukum laut di Asia Timur? 
Sebagai kelompok negara-negara yang mempunyai pe-
radaban tinggi, bahkan tertinggi di Asia, dan bahkan peradaban 
paling tua di dunia, utamanya negara-negara di Asia Timur 
Laut, garis pangkal lurus itupun dikenalnya sebagai garis pang-
kal suatu batas wilayah kedaulatan negara di lautan. Garis 
pangkal lurus ini merupakan prinsip dan dipegang oleh semua 
negara di Asia Timur. Baik negara pantai maupun negara-nega-
ra kepulauan. Baik Rusia dan Jepang di Utara Timur Laut mau-
pun Korea Utara, Korea Selatan, dan Cina di wilayah Tengah 
sampai Vietnam dan Pilipina di wilayah Selatan memegang 
prinsip ini. Negara-negara inipun dalam mengemukakan dasar-
dasar tuntutannya berpegang pada prinsip-prinsip hukum inter-
nasional dan dalam mengikuti perkembangan hukum laut mere-
kapun aktivis-aktivis yang kontroversial dan memiliki banyak 
ahli dibidang ini, bahkan banyak diantara mereka telah mempu-
nyai nama atau terkenal dalam bidang hukum laut karena 
interpretasi-interpretasi mereka yang cukup cemerlang dan bri-
lian setiap konferensi hukum laut internasional. Tidak sedikit 
diantara mereka bahkan menjadi guru besar ternama di 
universitas-universitas terkemuka di dunia. 
Seperti telah dikemukakan pada straight baseline (dalam 
sub bab B.1.) di atas bahwa mempersoalkan garis pangkal lurus 
(straight baseline) adalah mempersoalkan pulau-pulau atau gu-
gus kepulauan atau negara kepulauan. Tanga pulau atau gugus 
kepulauan mungkin sekali garis pangkal lurus ini tidak akan 
pernah dipersoalkan. Jika sekiranya dunia ini hanya terdiri dari 
daratan kontinen semata maka persoalan prinsip straight baseline 
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tidak akan populer, bahkan barangkali tidak akan dikenal dalam 
literatur hukum laut. 
Straight baseline adalah perkembangan baru dalam hu-
kum laut, yaitu sejak Keputusan International Court of Justice 
tahun 1951 pada Anglo-Norwegian Fisheries Case. dalam sejarah 
hukum laut sesungguhnya Norwegia dengan Royal Degree (Fir-
man Raja) tahun 1935 merupakan negara pertama yang menero-
bos teori kombinasi pada negara pantai untuk menerapkan garis 
dasar lurus. Garis dasar lurus banyak digugat oleh Inggris. Yang 
digugat oleh Inggris bukan lebar jalur wilayah Norwegia sebesar 
4 mil, akan tetapi cara penarikan garis pangkal lurus yang meng-
hubungkan titik-titik terluar pada pantai Norwegia. Dalam cara 
penarikan garis pangkal lurus yang dilakukan Norwegia ini 
deretan pulau-pulau di muka pantai (Skjaegard) dianggap 
sebagai bagian dari pantai Norwegia. 
Bagi Inggris garis pangkal yang harus ditarik menurut 
garis pasang surut daipada tanah daratan (permanent dry land) 
yang merupakan bagian dari wilayah Norwegia, (jadi prinsip 
normal baseline). Dalam pandangan Inggris Skjaegard yaitu gugu-
san pulau-pulau yang terletak dihadapan pantai Norwegia, 
bukan merupakan bagian daratan tetap Norwegia. Mengenai 
cara penarikan garis pangkal lurus (straight baseline) pihak Ing-
gris menganggap sebagai suatu pengecualian yang hanya dapat 
dibenarkan dalam hal-hal tertentu dan dengan pembatasanpem-
batasan tertentu. Pihak Inggris berpendapat bahwa Norwegia 
hanya dapat dibenarkan menarik garis pangkal lurus dimuka 
suatu teluk (bay), tetapi tidak dari satu pulau ke pulau lain 
depan pantai atau depan gugusan kepulauan (Skjaegard). 
Mahkamah Internasional dalam keputusannya menyata-
kan tidak sependapat dengan pihak Inggris bahwa penarikan 
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garis pangkal lurus oleh Norwegia hanya dapat dibenarkan 
sebagai suatu pengecualian. Cara penarikan garis pangkal lurus 
oleh Norwegia tidak lain daripada suatu penetapan daripada 
(suatu kaidah) hukum Internasional yang berlaku umum pada 
suatu keadaan khusus. Mahkamah juga menolak pendapat Ing-
gris bahwa garis pangkal lurus dapat ditarik dimuka suatu 
teluk. Apabila cara penarikan garis pangkal lurus dapat dibenar-
kan sebagai salah satu cara penarikan garis pangkal, menurut 
Mahkamah tidak ada alasan mengapa garis-garis lurus demikian 
tidak dapat ditarik dari (diantara) pulau-pulau kecil dan karang 
dan 'Skjaegard' yang terdapat diantara dua titik daripada pantai 
daratan (inter fauces teratum). 
Anglo Norwegian Fisheries Case 1951 berkembang de-
mikian pesatnya dan menorobos konferensi-konferensi hukum 
laut selanjutnya. Pada gilirannya teori dari kasus ini menjadi 
landasan negara pantai untuk selanjutnya menarik garis pangkal 
lurus. Cina misalnya, pada setiap referensi yang dikemukakan-
nya tentang teori penarikan garis pangkal lurus sangat populer 
menggunakan analogi dari Keputusan Mahkamah Internasional 
tentang Anglo Norwegian Fisheries Case ini. 
Keputusan Mahkamah Internasional ini selanjutnya 
mempengaruhi dua konvensi hukum laut berikutnya yaitu Kon-
vensi Jenewa 1958 dan UNCLOS 1982. Konsepsi garis pangkal 
lurus semula tumbuh berdasarkan pendekatan sumber alam 
(resources oriented approach) kemudian juga dipakai dalam pene-
tapan batas laut wilayah dan diterima dalam Konvensi Jenewa 
1958 dan UNCLOS 1982. Menurut ketentuan konvensi garis 
pangkal lurus hanya dapat digunakan apabila terdapat keadaan 
geografi yang sedemikian rupa sehingga penggunaan Rule of the 
Tide Mark tidak sesuai lagi, yaitu dalam hal : 
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1. In localities where the coast is deeply intended. 
2. Fringe of Islands along the coast. 
3. Immediate vicinity. 
4. Must not depart to nay appreciable extent from the general 
direction of the coast. 
5. Sufficiently closely linked to the land domain. 
6. Well-marked indentation whose penetration is in such proportion 
to the width of its mouth. 
Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan hukum um-
um yang tidak dapat dihindari penggunaannya kecuali ada kea-
daan khusus yang memiliki pengaturan khusus pula. 
Yang menarik apa yang dikemukakan oleh A.L. 
Shalowitz, LL.M mengemukakan perbedaan straight line dan 
straight baseline dalam bukunya : Shore and Sea Boundaries, U.S. 
Coast and Geodetic Survey, 1975, p.30 sebagai berikut: 
“The term Baseline has tended to become synonymous with 
Straight Baseline, but this is erroneous. Even where a Straight 
Line is drawn across and indentation it does not fall within 
the category of "Straight Baseline". Such a line, where 
applicable, applies to a single coastal configuration and may be 
encountered along any coast. Straight Baselines, on the other 
hand, constitute a system that is permissible only where the 
unique geography of a coast justifies a departure from the rule 
of the tide mark.” 
Bertolak dari teori Shalowitz ini dibedakan antara garis 
lurus dan garis pangkal lurus. Mempersamakan kedua jenis 
garis itu merupakan kekeliruan. Jadi meskipun garis lurus dita-
rik memotong lekukan yang ada pada garis pantai tidak dengan 
sendirinya dinyatakan sebagai garis pangkal lurus. Sebagai garis 
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dapat diterapkan pada konfigurasi pantai tunggal yang mung-
kin pertemuan sepanjang beberapa pantai. Garis pangkal lurus 
pada dasarnya ditetapkan dengan suatu sistem yang hanya 
dibenarkan pada keadaan geografi khusus dari pantai yang 
dibenarkan berdasarkan kebiasaan air pasang surut. Garis lurus 
tidak ditentukan patokan koordinat geografis karena pada suatu 
tanjung atau semenanjung ditarik mengikuti garis pantai dan 
tidak pada pangkal. Garis lurus dengan sendirinya dapat meng-
abaikan keadaan pulau yang ada di luar garis pantai. Sedangkan 
garis pangkal lurus ditentukan oleh koordinat-koordinat geog-
rafis yang mungkin saja menjaring pengukuran pantai dari garis 
pangkal pulau-pulau di luar garis pantai. Asumsi dasar ini bisa 
diabaikan apabila terdapat ciri keadaan-keadaan geografi khu-
sus. 
Konfirmasi terhadap 'Straight Baseline' ini akan lebih je-
las bilamana ditinjau pasal-pasal sehubungan dengan itu dalam 
Konvensi. Baik Konvensi Jenewa 1958 maupun UNCLOS Monte-
video 1982 tidak terlalu berbeda. Untuk lebih relevansi actual-
nya dipergunakan saja UNCLOS 1982 dalam Pasal 7 tentang 
Straight Baseline dikemukakan : 
1. In localities where the coastline is deeply indented and cut into, 
or if there is a fringe of island along the coast in its immediate 
vicinity, the method of straight baselines joining appropriate 
points may be employed in drawing the baseline from which the 
breadth of the territorial sea is measured, (compare with article 4 
paragraph I Geneve Convention 1958). 
2. Where because of the presence of a delta and other natural 
conditions the coastline is highly unstable, the appropriate points 
may be selected along the furthest reward extent of the low-
waterline and, not with standing subsequent regression of the 
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low-water line, the straight baselines shall remain effective until 
changed by the coastal state in accordance with this Convention, 
(the different with paragraph 2 Geneve Convention). 
3. The drawing of Straight baselines must not depart to any 
appreciable extent from general direction of the coast, and the sea 
areas lying within the lines must be sufficently closely linked to 
the land domain to be subject to the regime on international 
waters, (see paragraph 2 Geneve Convention). 
4. Straight baseline shall not be drawn to and from low-tide 
elevations, unless lighthouses or similar installations which are 
permanently above sea level have been built on them or except in 
instance where the drawing baselines to and from such elevations 
has received general international tecognations, (compare 
paragraph 3 Geneve Convention). 
5. Where the method of straight baselines is applicable under 
paragraph 1, account may be taken, in determining particular 
baselines, of economic interest peculiar to the region concerned, 
the reality and the importance of which are clearly evidenced by 
long usage, (see paragraph 4 Geneve Convention). 
6. The system of straight baseline may not be applied by a State in 
such a manner as to cut off the territorial sea of another State 
from the high seas or an exclusive economic zone, (see paragraph 
5 Geneve Convention). 
Apabila ayat-ayat dari Pasal 7 UNCLOS Montevideo 
1982 di atas dikonfirmasi dengan keadaan wilayah di Asia Ti-
mur maka akan terdapat kontroversi menarik. Hal-hal dari kon-
troversi yang dapat kita lihat berikut: 
1. In localities where the coastline is deeply indented and cut into, 
2. if there is fringe of islands along the coast, 
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3. where because of the presence of a delta and other natural 
conditions the coastline is highly unstable, 
Kemudian kita hubungkan hal-hal berikut; 
1. must not depart to any appreciable extend from the general 
direction of the coast, 
2. shall not be drawn to and from low-tide elevation. 
Keadaan kontroversi inilah yang banyak berpengaruh 
pada penarikan garis pangkal lurus diwilayah perairan Asia 
Timur. Ketiga hal yang pertama plus kedua hal yang terakhir 
yang menyebabkan terjadinya kondisi-kondisi tumpang-tindih 
Asia Timur. Persoalan-persoalan tentang hal yang pertama yaitu 
“if localities where the coastline is deeply indented and cut into ...” 
dapat kita lihat pantai Cina di perairan Laut Kuning. Apakah 
keadaan wilayah yang dimaksudkan dalam hal ini masuk 
kategori 'deeply indented' apabila ditarik garis lurus dari Seme-
nanjung Shantung memotong ke Delta Sungai Yangtze? Apalagi 
jika garis lurus yang ditarik bukan saja dari ujung Shantung ke 
Tanjung Jungchen ke ujung Delta Sungai Yangtze melainkan 
penarikan garis memotong berdasarkan outermost point theory 
(dalam perumusan UNCLOS), dengan memulai pangkal pada 
pulau-pulau terluar. 
Dengan demikian Cina dapat memulai 'baseline'-nya mi-
salnya pada Pulau Maye Dao di luar pantai Semenanjung Shan-
tung lurus ke Selatan hingga mencapai untuk seterusnya berak-
hir pada garis pangkal pada pulau-pulau terluar di Kepulauan 
Zhoushan (Zhousan Qundao). Agaknya garis potong ini tidak 
dapat diterima bilamana Cina memakai teori ini dalam praktik 
untuk wilayah garis pantainya di Laut Kuning. Apabila dilaku-
kannya juga maka Cina akan melakukan kontrol wilayah kedau-
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latan atas separuh Laut Kuning. Sampai pada ratifikasi 
UNCLOS 1982 Cina memang masih segan untuk memberikan 
laporan mengenai wilayahnya ini. Bahkan sudah sering terjadi 
insiden pengawal pantai Cina dengan kapal-kapal nelayan 
Korea Selatan dikawasan perairan ini terutama di gugus 
Kepulauan Sohuksan yang masuk dalam tuntutan Korea 
Selatan. Korea Selatan senantiasa protes bahwa Cina sudah 
terlalu jauh melakukan hak pengawasan kedaulatan di luar laut 
wilayahnya. 
Dalam masalah seperti kasus Laut Kuning ini perlu 
diperhatikan ketentuan dalam ayat (3) Pasal 7 bahwa 'must not 
depart to any appreciable extend from the general direction of the 
coast', tidak boleh bertentangan dengan garis-garis umum pan-
tai. Menurut ketentuan UNCLOS 1982 Cina pada garis pantai-
nya harus menarik garis yang tidak boleh jauh dari lekuk-liku 
keadaan umum pantainya. Penarikan garis pangkal lurus tidak 
boleh bertentangan dengan arah umum pantai, dan daerah 
perairan yang berada di dalam garis-garis tersebut harus 
berhubungan sangat dekat dengan daratan yang menjadi subyek 
dari rezim perairan pedalaman. Patokan ayat (3) Pasal 7 dari 
UNCLOS 1982 yang pantasnya menjadi acuan Cina menetapkan 
garis pangkal lurusnya. Dalam hal ini memang masih ditunggu 
lebih lanjut laporan Cina memberikan pengumuman yang pasti 
mengenai prinsip penarikan garisnya di Laut Kuning. 
Sekalipun laporan yang pasti tentang masalah penarikan 
garis Cina di Laut Kuning belum ada tetapi yang menggembi-
rakan adalah Cina pada tahun 1958 telah mengeluarkan dekla-
rasi mengenai garis pangkal lurus di perairan antara Semenan-
jung Shantung ke Delta Sungai Yangtze mengikuti lekuk-lekuk 
pantainya. Di luar daripada garis itu sebelumnya Cina juga telah 
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mendeklarasikan wilayah penangkapan jauh di luar wilayah 
pantainya. Deklarasi wilayah penangkapan dengan kapal motor 
Cina Timur (East China Motor Trawl prohibition Line) diumumkan 
tahun 1950. Sesungguhnya bagi negara-negara pantai yang 
mempunyai peradaban di lautan Deklarasi Cina Tahun 1958 
merupakan patokan yang cukup moderen. Dengan belum ada-
nya pengumuman Cina yang resmi sebagai diminta UNCLOS 
1982 maka Deklarasi 1958 itu sebagai patokan. 
Deklarasi Cina 1958 cukup mengesankan mengenai wi-
layah yang dibicarakan di pantai Laut Cina Timur. Dimulai 
pada Semenanjung Shantung tepat pada garis ujungnya (Tan-
jung Jungcheng) mengikuti kelokan-kelokan pantai dan berhenti 
pada satu titik koordinat di Pantai Jihchao lalu memotong Teluk 
Linghong-kou yang merupakan pangkal titik koordinat pada 
Delta Sungai Hung. Lepas Delta Sungai Hung mengikuti garis 
pantai Kiangsu tidak ada lagi penarikan garis. Penarikan garis 
dimulai lagi di mulut muara Sungai Yangtze sebelah Utara kota 
Shanghai dan sebelah Selatan kota Chitung selanjutnya garis 
pangkal lurus itu mengitari Kepulauan Zhoushan yang terdiri 
dari pulau-pulau antaranya Chengian Shan, Zhoushan, Putuo-
shan, Huaniao Shan, dan sebagainya di Teluk Hangzhou sete-
rusnya mengikuti 12 mil garis pangkal lekuk-lekuk pantai Laut 
Cina Timur." Deklarasi ini cukup moderen dan pantas menjadi 
patokan serta pengumuman mengenai ketentuan garis pangkal 
lurus yang sesuai dengan UNCLOS 1982. Masalahnya apakah 
Cina tidak merasa rugi dengan deklarasinya itu dengan 
konfirmasi perkembangan hukum laut dewasa ini? Persoalan 
yang masih harus kita tunggu. 
Dalam paragraf 2 Deklarasi Cina Tahun 1958 itu dike-
mukakan bahwa; “declaration of a 12-mile territorial sea stipulates 
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that “China's territorial sea along the mainland and its coastal islands 
takes as it baseline the line composed of the straight lines connecting 
base-points on the mainland coast and on the outermost of coastal 
islands.” 
Deklarasi Cina Tahun 1958 ini memperlihatkan 
bagaimana laut wilayah Cina sepanjang pantainya dengan 
menyertakan gugus-gugus kepulauan di luarnya, serta sistem 
penarikan garis menyertakan gugus-gugus kepulauan itu. Titik 
pangkalnya di daratan dan keluar hingga mencapai pantai 
pulau-pulau, base-points on the mainland coast and the outer-most of 
coastal islands. Cina tidak mengindahkan unsur-unsur pulau atau 
kepulauan dalam deklarasinya tersebut. Semenjak Cina tidak 
mempunyai titik pangkal dalam praktik perbatasannya dengan 
Korea Selatan hanyalah dalam bentuk hipotesa. Dalam hipotesa 
interpretasi dari Deklarasi Cina 1958 ini suatu studi Departemen 
Luar Negeri Amerika Serikat memberikan pengakuan penuh 
pada Cina atas Pulau Tong atau Tong-Dao yang oleh Amerika 
Serikat disebutnya Barren Island yang letaknya 69 mil pada 
delta Timur Teluk Hangzhou. Sementara itu Korea Selatan telah 
mengabaikan pulau ini masuk dalam batas-batas wilayah landas 
kontinen Cina tahun 1970. Untuk menghindari percekcokan 
dengan Cina, diberi kesempatan bagi Korea Selatan untuk 
'membuktikan' bahwa semua pulau-pulau luar itu merupakan 
garis pangkal untuk batas-batas laut wilayahnya yang luas atau 
setidak-tidaknya cocok menurut ukuran garis pangkal seperti 
masalah pulau-pulau Cina.  
Akan halnya dengan Korea selatan, bahwa negara pan-
tai ini dalam menetapkan prinsip-prinsip garis pangkal lurusnya 
juga mengalami masalah-masalah tumpang-tindih dengan nega-
ra-negara pantai lainnya, Utamanya dengan Jepang, Cina serta 
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Korea Utara. Di wilayah perairan Semenanjung Korea mempu-
nyai tidak kurang dari 4000 pulau mengelilingi sebujur pantai-
nya, terbanyak diantaranya tersebar di perairan bagian Selatan 
dan bagian Barat, dan garis pantai kedua sisinya mempunyai 
lekukan kedalam yang tidak sama. Sesuai keadaan geografinya 
maka Korea Selatan memakai garis pangkal lurus dengan uku-
ran 12 mil laut wilayah. Korea Selatan menarik garis pangkal 
lurus dari daratan dengan menggunakan pulau-pulau di luar 
pantainya sebagai pangkal luar atau 'outermost of island,' menu-
rut istilah dalam deklarasi Cina 1958. beberapa deretan pulau 
yang menjadi point to the baseline yang tersebar diwilayah pantai 
Barat antaranya Pulau Taeryong, Kyongnyolbi-yolto, Och Ong, 
Pi-Som, Sangwa-igdung, Haeng, dan seterusnya. Sedangkan 
yang mengitari bagian Selatan antaranya pulau-pulau Hong, 
Sohuksan, Cholmyong, sedangkan pulau-pulau yang terpotong 
dilewati garis lurus tersebut adalah Pulau Cholmyong, sedang-
kan pulau-pulau yang di luar jaring garis pangkal lurus antara-
nya Yoso, Changsu maupun pulau Cheju Kecil yang tersebar 
antara patokan garis pangkal lurus dengan Pulau Cheju Besar. 
Untuk sengketa dengan Jepang, wilayah yang menjadi 
tumpang-tindih adalah bagian Selatan. Pokok persoalan mereka 
terutama mengenai sengketa Cheju dan sengketa Tsushina. 
Sama halnya dengan sengketa Tsushima, Korea Selatan dalam 
melakukan klaim baseline meliputi seluruh Terusan Barat (Wes-
tern Channel) untuk kemudian memasukkan Kepulauan Tsushi-
ma dan separuh Terusan Timur (Eastern Channel) masuk dalam 
yurisdiksi nasionalnya berdasarkan prinsip penarikan garis ter-
sebut. Tuntutan Korea Selatan diabaikan oleh Jepang yang seca-
ra de facto telah menguasai kepulauan tersebut dan telah menja-
dikan kepulauan tersebut sebagai bagian dari Provinsi Kyushu. 
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Dalam peta klaim Korea Selatan dapat dilihat bahwa pada garis 
pangkal lurus bagi Jepang hanya berhak mengklaim sebagian 
Terusan Timur antara Kepulauan Tsushima dan Kepulauan Liki-
shima sekaligus mengalamatkan bagi Jepang atas klaimnya di 
Laut Jepang Selatan hanya pada Kepulauan Likishima, Orono-
shima, dan Okinoshima. 
Pembenturan masalah penarikan garis pangkal lurus 
terjadi pula antara Korea Selatan dengan Korea Utara. Masalah-
masalah perbatasan yang rawan karena latar belakang perbe-
daan ideologi antara kedua negara tidak saja di daratan, tetapi 
juga di laut. Terutama ketetapan tapal batas untuk menentukan 
kedaulatan di Teluk Haeju. Pihak Korea Selatan menganggap, 
bahwa Teluk Haeju adalah bagian wilayah Korea Selatan. Pihak 
Korea Utara sama sekali tidak mengakui tuntutan Korea Selatan 
apalagi secara militer, Korea Utara telah menguasai separuh dari 
teluk yang sangat strategis itu bersama pulau-pulau dalam 
wilayah teluk yang letaknya tidak terlalu jauh dari daratan 
Korea Selatan. Bahkan sering terjadi kontak-kontak bersenjata 
antara keduanya. 
Di Korea Utara bagian Selatan, seperti wilayah-wilayah 
yang mempunyai ciri kekhususan lainnya mempunyai tiga garis 
batas, yaitu penarikan garis pangkal lurus (Straight Baseline). 
Penarikan garis batas Utara (Northern Limitline) dan batas 
wilayah teritorial 12 mil Korea Utara (North Korea Hypothetical 
Territorial). Uniknya, kedua garis yang pertama yang ditarik dari 
kira-kira 1 mil sebelah Utara Pulau Untuk (Untuk-do) milik 
Korea Selatan membujur mengikuti lekuk-lekuk pantai ke Utara 
sampai di Tanjung Chang San yang memotong Teluk Taedong, 
tidak memasukkan beberapa pulau di dalamnya antaranya Pu-
lau Yongs-Yo Yoltodi Selatan dan Pulau Panegnyong, Pulau 
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Taecong, dan Pulau Sochong di bagian Utara. Pada saat pena-
rikan garis pangkal 12 mil laut barulah pulau-pulau itu masuk 
dalam laut wilayah Korea Utara. 
Tentang wilayah-wilayah dalam penarikan garis lurus 
12 mil laut disepanjang pantai Korea Utara memang menimbul-
kan persoalan-persoalan karena beberapa negara (terutama 
Korea Selatan dan Amerika Serikat) menolak hipotesa itu dan 
dianggap ditetapkan secara sepihak serta bertentangan dengan 
prinsip-prinsip Hukum Internasional. Seperti penetapan 12 mil 
pada laut wilayah di Laut Jepang juga menimbulkan konflik. 
Akibat pembenturan penarikan dari cara penarikan garis ini 
telah menimbulkan insiden-insiden kapal-kapal yang lewat di-
wilayah yang masuk kedaulatan Korea Utara itu. Yang terbesar 
diantaranya adalah insiden kapal Pueblo tahun 1968. Insiden ini 
melibatkan Korea Utara dan Amerika Serikat. Pada tanggal 22 
Januari 1968 kapal perang Korea Utara menangkap Kapal Intel 
elektronik Amerika Serikat yang bernama Publo didekat Pantai 
Wonsan, Teluk Choson, wilayah perairan laut Jepang. 
Korea Utara mengklaim (dan Amerika Serikat menen-
tang) bahwa Kapal Intelijen Amerika Serikat itu telah memasuki 
wilayah teritorial 12 mil diwilayah Korea Utara dan Amerika Se-
rikat mengklaim itu satuan formasi gugus tengah angkatan laut 
dan secara demonstratif memasuki wilayah yang diklaim Korea 
Utara itu. Insiden kapal Pueblo itu lebih parah lagi karena 
dihubung-hubungkan dengan perang Vietnam. Apalagi Ameri-
ka Serikat menuduh bahwa Korea Utara telah mengirimkan 
pasukannya untuk membantu gerilyawan Vietnam Utara mela-
wan Amerika Serikat dan pasukan Vietnam Selatan. Dalam insi-
den tersebut tidak ada korban, bahkan dengan selamat Korea 
Utara mengembalikan semua anak buah kapal bersama koman-
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dannya, tetapi kapal Pueblo ditahan (disita) oleh pihak Korea 
Utara. 
Setelah satu negosiasi damai. Insiden Publo ini mem-
perlihatkan betapa rawanya wilayah ini untuk dilewati oleh 
negara-negara lain dan suatu waktu konflik bersenjata dapat 
terjadi. Suatu hal yang perlu dicatat dari insiden Publo ini ialah 
bahwa Korea Utara telah melakukan klaim sebagai zona Perta-
hanan sejauh 50 mil dari rongrongan kapal-kapal tenker baik 
udara maupun laut negara-negara asing. Dalam gambar dilihat 
juga bahwa zona militer Korea Utara tidak saja pada teluk 
Chason di laut Jepang tetapi juga di Laut Kuning, yaitu di luar 
batas 12 mil teluk Korea yang garis segi tiganya 50 mil persegi 
ditarik dari lepas pantai Pulau Taedasa, di delta Sungai Yalu 
memotong teluk, yang sesungguhnya berhadapan dengan zona 
militer Cina di Teluk Pohai. 
Seperti diketahui bahwa persoalan-persoalan dari akibat 
penarikan garis pangkal lurus adalah masuknya wilayah peda-
laman dari lingkup sepanjang garis. Wilayah pedalaman berarti 
negara pantai tersebut mempunyai hak kedaulatan penuh atas 
semua wilayah yang masuk dalam lingkup garis pangkal lurus-
nya. Masalah yang timbul tentunya apabila garis pangkal itu 
bersentuhan dengan garis pangkal negara lain atau tidak diakui-
nya, oleh karena garis itu memasuki zona wilayah eksklusif 
dimana negara pantai mempunyai kedaulatan penuh selain hak 
eksploitasi dan eksplorasi (seperti dikemukakan di atas), atau-
kah apabila persoalan itu menyangkut selat-selat yang masuk 
dalam kategori navigasi internasional. 
Dalam masalah selat, di Asia Timur terdapat tiga buah 
selat strategis yang menimbulkan persoalan. Ketiga selat itu 
berada di Laut Jepang yaitu Selat Soya, Selat Sugaru dengan 
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Tsushima. Sebagai selat strategis dunia seperti Selat Bospurus, 
Selat Dardanella, dan Selat Gibraltar di Laut Tengah maupun 
Selat Bering (yang membelah Alaska dan Siberia) maka ketiga 
selat pulau Jepang itu dipertentangkan antara masuk perairan 
pedalaman ataukah memenuhi syarat navigasi internasional. 
Ketiga selat tersebut diklaim oleh Jepang sebagai masuk dalam 
perairan pedalamannya. Dengan demikian mempunyai kedau-
latan penuh atas ketiga selat tersebut. Dari posisi geografi mem-
punyai interpretasi Jepang, selat-selat itu masuk dalam perairan 
pedalaman Jepang dan bukan sebagai navigasi internasional.  
Jadi pasal mengenai navigasi internasional tidak tepat di 
selat-selat itu. Rusia menentang interpretasi itu dari Jepang, se-
bab seandainya Rusia menginginkan maka ia akan mengkalim 
juga Selat Soya yang terletak antara Pulau Hokaido dan Seme-
nanjung Shakalin, sebagai masuk ke dalam yurisdiksi Rusia itu. 
Tetapi Rusia melepas klaim yurisdiksi atas Selat Soya berda-
sarkan prinsip navigasi internasional. Sekalipun Rusia membuka 
navigasi internasional atas Soya yang diklaim Jepang tetapi 
Rusia sekaligus menuntut prinsip yang sama atas semua selat 
strategis di perairan Jepang itu. Yang kedua lainnya yaitu Selat 
Tsugaru yang terletak antara Pulau Hokaido dan Pulau Houshu 
serta selat Tsushima (perairan sebelah Timur dan Barat Pulau 
Tsushima) yang terletak antara Pulau Kyushu dan daratan se-
menanjung Korea Selatan. Jepang tentunya menolak tuntutan 
Rusia tersebut, apalagi terhadap Selat Tsugaru yang menurut 
Jepang yang nyata-nyata masuk dalam perairan pedalaman 
Jepang. Dalam Pasal 35 UNCLOS 1982 dikemukakan : 
“Nothing in tihis part effects: 
a. Any areas of internal waters within a starit, except where the 
establishment of a straight baseline accordance with the method 
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set forth in article 7 has the effect of enclosing as internal waters 
areas which had not previously been considered as such; 
b. the legal status of the waters beyond the territorial seas of States 
bordering straits as exclusive economic zone or high seas; or 
c. the legal regime in straits in which passage is regulated in whole 
or inpart by long-standing international conventions in force 
specially relating to such staits.” 
Pasal inilah yang dipakai oleh Rusia untuk membuka 
ketiga selat yang diklaim oleh Jepang sebagai perairan peda-
lamannya. Sebetulnya secara militer Rusia sangat berkepen-
tingan terhadap ketiga selat itu karena hanya dengan navigasi 
internasional kapal-kapal selam Rusia dari pangkalan di 
Vladivostok dapat keluar Samudra Pasifik. Rusia sesungguhnya 
secara strategik menginginkan Laut Jepang menjadi 'Danau 
Rusia' agar kapal-kapal perangnya bebas berkeliaran di Laut 
Jepang. Itu sebabnya Rusia sering kali melakukan ancaman-
ancaman atas kedaulatan Jepang baik laut maupun udara. 
Jepang menganggap ancaman-ancaman Rusia itu sebagai 
Provokasi militer atas wilayah kedaulatan Jepang. Dengan sikap 
pembangkangannya dan berdalih berada dibalik prinsip-prinsip 
hukum internasional, kapal-kapal selam maupun induk (utama-
nya yang memperkuat armada pasifik; Ivan Rogof, Klas Kief 
maupun Minsk) milik Rusia sudah sering kali menerobos ketiga 
selat itu tanpa izin. 
Ketentuan Pasal 35 ini agaknya memang memperkuat 
kedudukan Rusia untuk mengkalim ketiga selat itu sebagai selat 
internasional yang tidak perlu melakukan ratifikasi sebagai 
syarat lintas damai maupun lintasan alur-alur laut. Sebab rezim 
yang dipakai pada ketentuan Pasal 35 adalah rezim Zona Eko-
nomi Eksklusif, atau laut bebas ataupun diatur oleh konvensi-
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konvensi internasional. Tetapi Jepang pun menggunakan penge-
cualian yang terdapat dalam Pasal 35 yaitu “The effect of enclosing 
as internal waters areas which hab not previosly been considered as 
such”, maka metode penarikan garis pada keadaan ini yaitu 
menggunakan prinsip Straight Baseline. Dengan demikian karena 
masuk dalam perairan pedalaman, maka Jepang melakukan 
pengawasan kedaulatan penuh. Tindakan Jepang melakukan 
tuntutan kedaulatan atas Selat Soya, Selat Tsugara, maupun 
Selat Tsushima adalah tindak preventif atas kekhawatirannya 
terhadap aktivitas-aktivitas militer Rusia. Jepang atas dukungan 
Amerika Serikat, menentang sikap-sikap militer Rusia yang 
menghendaki laut Jepang sebagai Danau Rusia di Asia dengan 
pusat pangkalan di Vladivostok. Sama halnya ambisi Rusia 
untuk menjadikan Laut Baltik sebagai danau Rusia di Eropa 
dengan pusat pangkalan di Leningrat. 
Sesudah Tsushima yang menjadi selat dalam navigasi 
internasional adalah kelanjutan Selat Tsushima yaitu Selat Korea 
Timur dan selat Jepang yang menjadi persoalan antara Jepang 
dan Korea Selatan. Sebetulnya Korea Selatan telah memikul 
beban berat mengenai lintas kapal-kapal perang militer asing 
melalui dua selat internasional, yaitu Selatan Korea Timur 
(antara Korea Selatan dan Jepang) dan Selat Cheju miliknya. 
Selat Korea Timur luasnya 23 mil dan Selat Cheju luasnya 12 
mil. Dengan demikian perpanjangan laut wilayah Jepang dan 
Korea Selatan apabila ditarik masing-masing 12 mil tidak akan 
ada 'laut bebas' sebagai syarat navigasi internasional. Korea Sela-
tan terutama memperhatikan lintasan melalui dua selat itu oleh 
kapal-kapal militer Rusia ke atau dari Vladivostok, pangkalan 
armada pasifik Rusia. Jepang juga memperhatikan semua ruang 
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gerak Rusia di perairan itu, untuk sementara Jepang menerap-
kan ukuran 3 mil laut wilayah di selat Korea Timur. 
Mengikuti praktik Jepang, Korea Selatan juga menerap-
kan ukuran 3 mil di perairan Selat Korea Timur. Sebagai hasil 
pada pengukuran 3 mil pada kedua wilayah ini (Korea Selatan 
dengan prinsip garis pangkal lurus dan Jepang dengan prinsip 
garis pangkal biasa) dari lebar 23 mil selat mempunyai koridor 
laut bebas seluas 11,8 mil dilewati oleh kapal-kapal perang asing 
dan kapal-kapal non-komersial pemerintah lainnya dengan ti-
dak memasuki laut wilayah negara pantai. Lain halnya dengan 
Selat Cheju bagi Korea Selatan masuk dalam wilayah perairan-
nya, masalah keamanan tidak seserius dihadapi seperti di Selat 
Korea Timur. Berbeda dengan Selat Korea Timur yang menjadi 
selat untuk kepentingan navigasi internasional, Korea Selatan 
mengklaim Selat Cheju sebagai perairan pedalaman dengan 
perluasan garis pangkal lurus pada Pulau Cheju. 
Sepertinya Amerika Serikat dan Jepang berat menerima 
tuntutan Korea Selatan atas Selat Cheju ini. Januari 1978 Ame-
rika Serikat dan Jepang mengusulkan agar Korea Selatan mene-
tapkan juga 'koridor laut bebas' dimana seperti halnya Selat 
Korea Timur. Korea Selatan menolak usul yang dimajukan Ame-
rika Serikat dan Jepang. Itu sebabnya, maklumat sebelumnya 
dimajukan syarat kepada kapal-kapal perang asing dan kapal-
kapal pemerintah nonkomersial harus mengakui bahwa perair-
an melalui selat ini, Selat Cheju, yangmana dikemukakan selat 
tetap untuk kepentingan navigasi internasional tetapi bukan 
sebagai atau tidak dalam kategori dalam rezim dengan prinsip 
laut bebas. 
Timbul persoalan jika demikian apakah Selat Cheju 
masuk dalam kepentingan navigasi internasional dengan sikap 
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ambivalen Korea Selatan atas selat tersebut? Tantangan yang 
perlu jawaban singkat. 
Selain selat maka persoalan yang cukup populer di Asia 
Timur adalah teluk. Terdapat lima teluk yang strategis di Asia 
Timur yaitu, Teluk Choson di Laut Jepang, Teluk Korea dan 
Teluk Pohai serta Teluk Tonkin di Laut Cina Selatan. Kelima te-
luk ini sering menimbulkan persoalan karena dalam kedudu-
kannya yang strategis sehingga penarikan garis 'closing line' 
yang diminta Pasal 10 UNCLOS 1982 seringkali tidak dipenuhi. 
Yang menarik di Asia Timur karena pada kelima teluk ini 
seringkali terjadi insiden-insiden militer, karena pada kelima 
teluk ini ditarik zona-zona militer sepanjang 50 mil dari negara 
pantai dimana teluk itu berada. Seperti zona militer di Teluk 
Choson, Laut Jepang yang telah menimbulkan insiden Pueblo 
1968. Prahara teluk yang paling populer di Asia Timur adalah 
Teluk Pohai dan juga Teluk Tonkin. Yang kedua tidak akan kita 
ungkap di sini karena insiden-insiden di teluk Tonkin lebih ber-
kait dengan soal-soal politik karena terjadinya insiden berdarah 
di laut teluk itu sehubungan dengan perang Vietnam.  
Sedangkan Teluk Pohai menimbulkan konflik dalam 
masalah-masalah hukum. Menurut hukum lingkup Teluk Pohai 
Cina hanya punya garis kedaulatan sekeliling pantai teluk dan 
penarikan garis lurus penutup Teluk Pohai seperti yang diminta 
Konvensi 24 mil disyaratkan pada Pasal 10 ayat (5) hanya pada 
penarikan garis potong dari muara Sungai Jiyun He terus ke 
Delta Sungai Hoang Ho. Apabila teori Pasal 10 ayat (5) UNCLOS 
1982 yang dipakai maka Cina hanya memiliki sebagian garis 
pantai Teluk. Tetapi Teluk Pohai memang unik dalam posisi 
geografisnya karena mulut-mulut teluk di dalam teluk itu 
sendiri terdapat tiga mulut. Yaitu Teluk Pohai di garis penutup 
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(potong) dari muara Sungai Jiyun He ke Delta Sungai Hoang 
Ho, Teluk Liaotung di Semenanjung Liaotung dan Lai-chow 
yang mempunyai garis penutup antara Delta Sungai Hoang Ho 
ke Tanjung Pengloi. 
Mulut teluk Pohai sendiri luasnya 45 mil, bagi Cina 
mempertahankan prinsip 12 mil garis pangkal lurus karena 
terdapatnya gugusan-gugusan pulau sepanjang mulut utama te-
luk, yang merupakan keuntungan tersendiri bagi Cina. Mulut 
Teluk Pohai merupakan Selat Pohai yang memisahkan antara 
Semenanjung Shantung dan Semenanjung Liaotung terdapat 
deretan pulau-pulau antaranya Pulau Daqin, Pulau Tuoji, Pulau 
Nanchang-can, Pulau Miao yang kesemuanya merupakan gugus 
Kepulauan Miao. Itu sebabnya dalam masalah Pohai ini Cina 
mengeluarkan Deklarasi Tahun 1958 dalam paragraf 2 berbunyi: 
“China's territorial sea along the mainland and its coastal 
islands takes as its baseline the line composed of the straight 
lines connecting basepint on the mainland coast and on the 
outermost of the coastal island The water areas inside the 
baseline, including Pohai bay and the Chiung Chow Straits, 
are Chinese inland waters. 
Dengan demikian Cina mengklaim seluruh wilayah Po-
hai sebagai perairan pedalaman Cina. Kekuatan lain yang diper-
gunakan Cina dalam masalah Pohai ini adalah pengecualian 
yang terdapat dalam ayat (6) Pasal 10 tentang teluk : “The 
forgoing provision do not apply to so called historic bays, or in any case 
where the system of straight baseline provided for in article 7 in 
applied.” berarti Cina mengabaikan Pasal 10 ayat (5) : “Where the 
distance between the low-water marks of the natural entance points of a 
bay exceeds 24 nautical miles shall be drawn with the maximum area of 
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water that is possible with a line of that length,” dengan alasan seja-
rah. 
Dalam Deklarasi Cina 1958 tadi ada selat yang disebut-
nya Selat Chiung-Chow yaitu selat yang terdapat antara Seme-
nanjung Liu-Chow dan Teluk Tonkin yang jauhnya melebihi 20 
mil dari sisi pantai, yang merupakan selat strategis diklaimnya 
juga atau didefinisikan juga oleh Cina sebagai perairan peda-
lamannya. 
C. Kompetensi Mahkamah Internasional 
Dari penelusuran pada semua acuan yang dipakai da-
lam tesis ini tampaknya penyelesaian sengketa yang dihadapkan 
pada Mahkamah Internasional dapat dikatakan belum ada. Yang 
ada pada kasus-kasus dalam wilayah perairan di Asia Timur 
adalah yurisprudensi dari keputusan-keputusan mahkamah di 
Laut Utara. Imbasan-imbasan dari perisitiwa sengketa perairan 
di Laut Utara memang sangat berpengaruh di perairan Asia 
Timur. Negara-negara pantai dan kepulauan di Asia Timur 
dengan efektif sekali mengikuti perkembangan dari dinamika 
sengketa di Laut Utara. 
Sekalipun belum ada sengketa yang dimajukan ke Mah-
kamah Internasional tidak berarti bahwa analogi-analogi kepu-
tusan Mahkamah diabaikan mereka. Justru beberapa keputusan 
Mahkamah dalam sengketa Laut Utara menjadi pegangan 
negara-negara di Asia Timur. Misalnya Keputusan Mahkamah 
Tentang Prinsip Natural Prolongation of Land Territori dalam 
kasus Sengketa Laut Utara Tahun 1969 menjadi dasar pegangan 
negara-negara di Asia Timur untuk menetapkan batas-batas 
landas kontinennya itu. Begitu pulau tentang kasus yurisdiksi 
perairan teritorial dari Anglo-Norwegian Fisheries Case tahun 1951. 
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Dengan keadaan ini terdapat kesimpulan sementara 
mengenai kompetensi Mahkamah Internasional adalah kondisi-
kondisi perairan Laut Utara mempunyai kesamaan yang dekat 
sekali dengan kondisi-kondisi wilayah di Asia Timur. Aplikasi 
dan dasar-dasar keputusanya menjadi pegangan negara-negara 
di Asia Timur. Setiap keputusan mahkamah masuk dalam agen-
da dan dokumentasi hukum laut mereka. Walaupun sebegitu 
jauh belum ada negara-negara yang bersengketa masing-masing 
mengajukan pokok-pokok sengketa wilayahnya ke Mahkamah 
Internasional. Lebih banyak diselesaikan dengan perjanjian bila-
teral tentang batas-batas wilayah perairan, deklarasi-deklarasi 
bersama, persetujuan sekalipun satu dan lainnya dianggap 
persetujuan itu sepihak. 
Setiap persoalan yang akan diselesaikan oleh Mahka-
mah Internasional harus kesepakatan bersama untuk mengaju-
kan masalah yang dipersengketakan tersebut. Seperti yang 
diminta pada Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional bahwa 
bagi Mahkamah yang tugasnya memberikan keputusan sesuai 
dengan hukum internasional, bagi perselisihan-perselisihan 
yang diajukan padanya …. dan seterusnya (ayat 1). Dengan 
demikian maka ketentuan pokok dalam Pasal 38 ayat (1) Statuta 
Mahkamah yaitu menyangkut perselisihan-perselisihan yang 
dimajukan padanya. Hal demikian dapat dibaca yang dima-
jukan maksudnya di sini adalah disepakati oleh para pihak yang 
berselisih memajukan perkaranya untuk dinilai oleh para Juri 
Mahkamah. 
Dalam Pasal 38 Statuta Mahkamah ini telah ditetapkan 
peralatan-peralatan yang dipakai untuk menyelesaikan perselisi-
han-perselisihan internasional yaitu; 
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a. Konvensi-konvensi internasional, baik yang bersifat 
umum maupun yang bersifat khusus, yang dengan 
tegas menyebut ketentuan-ketentuan yang diakui 
oleh negara-negara yang sedang berselisih. 
b. Kebiasaan-kebiasaan internasional, yang terbukti 
merupakan praktik-praktik umum yang diterima se-
bagai hukum. 
c. Sendi-sendi hukum umum yang dipakai oleh bangsa-
bangsa yang beradab. 
d. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 59, 
keputusan-keputusan hakim, dan ajaran-ajaran dari 
para ahli hukum yang tercakup diberbagai negara. 
Sebagai bahan pelengkap untuk penentuan peratu-
ran-peraturan hukum. 
Selanjutnya dalam ayat (2) pasal ini dikemukakan bah-
wa ketentuan ini tidak mempengaruhi kekuasaan hakim untuk 
memutuskan suatu perkara ex aequo et bono bila pihak-pihak 
menyetujuinya. Dengan demikian sebagai peralatan yang dipa-
kai adalah termasuk konvensi-konvensi internasional baik yang 
bersifat umum maupun yang bersifat khusus juga sebagai bahan 
pelengkap dasar keputusan ialah doktrin-doktrin para sarjana. 
Berpatokan pada Pasal 38 Statuta Mahkamah mengenai 
konvensi maka di dalam UNCLOS 1982 telah diatur secara 
khusus Mahkamah Hukum Laut Internasional. Mahkamah Hu-
kum Laut Internasional seperti yang ditentukan pada Lampiran 
VI UNCLOS 1982 ialah segala ketentuan dan juga fungsi 
menurut yang diatur dalam konvensi maupun Statuta ini. 
Pada bagian 2 mengenai Lampiran VI Mahkamah 
Hukum Laut ditetapkan Kompetensi Mahkamah. Kompetensi 
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Mahkamah Hukum Laut diatur dalam 4 pasal yaitu Pasal 20 
mengenai ‘Access Tribunal’ (Akses Mahkamah), Pasal 21 menge-
nai ‘jurisdiction’ (Yurisdiksi), Pasal 22 mengenai ‘Reference of 
disputes subject to other agreement’ (penyerahan sengketa yang 
diatur oleh perjanjian lain) dan Pasal 23 mengenai ‘Applicable 
law’ (hukum yang berlaku). 
Dari hal yang pertama yaitu Pasal 20 dalam ayat (1) 
dikemukakan bahwa; “The Tribunal Shall be open to State parties.” 
Hal ini sudah jelas bahwa negara-negara manapun juga dapat 
mengajukan perkaranya pada Mahkamah tanpa kecuali. Dalam 
ayat (2) dikemukakan : 
“The Tribunal shall be open to entities other that State parties 
in any case submitted pursuant to any other agreement con-
ferring jurisdiction on the Tribunal which is accepted by all 
the parties to that case.” 
Dalam hal entities other yang dimaksudkan di sini karena 
dihubungkan dengan Bab XI Konvensi mengenai Kawasan yang 
menyangkut otorita dasar laut yaitu satuan perusahaan yang 
melakukan operasi kawasan laut dalam. Apakah perusahaan 
hanya dari satu negara atau merupakan 'multination enterprizez' 
apabila terlibat perkara maka Mahkamah berwenang untuk 
menyelesaikannya. Selain menyangkut hal-hal yang terdapat di 
dalam Bab XI juga 'any case submitted pursuant to any other agree-
ment,' setiap perkara yang diajukan sesuai dengan setiap perjan-
jian lain. Konteks demikian menentukan bahwa di Asia Timur 
terdapat banyak perjanjian yang dilakukan antar negara menge-
nai tapal batas maupun status hukum pulau-pulau yang menjadi 
sengketa. Perkara itu tentunya apabila mahkamah diberi yuris-
diksi dan diterima oleh semua pihak yang berperkara. Dengan 
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demikian apapun yang diputuskan oleh Mahkamah harus 
diterima oleh pihak-pihak yang berperkara. 
Dalam hal yurisdiksi Mahkamah ditetapkan dalam Pasal 
21 bahwa; 
“The jurisdiction of the Tribunal comprises all disputes and 
all aplications submitted to it in accordance with this conven-
tion and all matters specifically provided for in any other 
agreement which confers jurisdiction on the Tribunal.” 
Semua sengketa yang dimohonkan padanya masuk da-
lam yuridiksi Mahkamah serta semua masalah yang secara 
khusus ditentukan dalam perjanjian lain yang memberikan 
yurisdiksi pada mahkamah. Yang perlu diperhatikan mengenai 
kompetensi mahkamah di dalam Pasal 21 ini adalah ‘accordance 
with this convention’ dan ‘other agreement with confers jurisdiction on 
the Tribunal.’ Kedua hal itulan yang masuk dalam kompetensi 
mahkamah. Dengan demikian segala perselisihan yang tidak 
menyangkut konvensi dan perjanjian lain yang tidak memberi 
kompetensi kepada Mahkamah sekiranya timbul sengketa maka 
Mahkamah tidak berkompeten untuk menyelesaikannya. Ten-
tang penyerahan sengketa yang diatur oleh perjanjian lain 
dikemukakan Pasal 22 : 
“If all the parties to a treaty or convention already in force and 
concerning the subject-matter covered by this convention so 
agree, any disputes concerning the interpretation or applica-
tion of such treaty or convention may, in accordance with 
such agreement, be submitted to the Tribunal.” 
Dalam pesan ini yang penting adalah bila ada persetu-
juan mengenai perjanjian lain atau konvensi lain yaitu bagaima-
na interpretasi atau penerapan perjanjian itu pada masing-ma-
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sing yang bersengketa, asal ada persetujuan dapat diserahkan 
kepada Mahkamah. 
Dalam ketentuan hukum yang dipakai dalam memutus-
kan perkara pada Pasal 23 bahwa : “The tribunal shaal decide all 
disputes and applications in accordance with article 293”. Sedangkan 
Pasal 293 menetapkan bahwa ketetapan hukum yang dipakai se-
bagai dasar keputusan yaitu diharuskan menerapkan konvensi 
ini dan peraturan hukum internasional lain yang tidak berten-
tangan dengan konvensi ini. Lebih jelasnya dikemukakan : “A 
court or tribunal having jurisdiction under this section shall apply this 
convention and other rules of international law not incompatible with 
this Convention,” (ayat 1). 
Dalam ayat 2 dikemukakan : “Paragraph 1 does not preju-
dice the power of the court or tribunal having jurisdiction under this 
section to decide a case ex aequo et bono, if the parties so agree,” 
(bandingkan dengan ayat (2) Pasal 38 Statuta Mahkamah Inter-
nasional). Urgensi utama dari kompetensi Mahkamah Inter-
nasional menurut hal-hal yang dikemukakan di atas adalah ada-
nya persetujuan masing-masing pihak mengajukan perkaranya 
kehadapan Mahkamah. Selain tentunya bahwa hal-hal yang di-
majukan ketentuan-ketentuan pokoknya sesuai dengan kon-
vensi. 
Oleh karena belum adanya perkara di Asia Timur yang 
dimajukan ke hadapan Mahkamah maka belum terlihat sejauh 
mana penerapan hasil dari kompetensi Mahkamah Internasional 
atas perkara-perkara hukum laut di Asia Timur. Yang ada 
diterapkan di Asia Timur adalah yurisprudensi berdasarkan 
keputusan Mahkamah Internasional Anglo-Norwegian Fisheries 
Case tahun 1957 mengenai penarikan garis pangkal lurus dan 
Keputusan Mahkamah Internasional Dalam Kasus Laut Utara 
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tahun 1969 mengenai penggunaan prinsip ‘natural prolongation of 
the land territory.’ Sekalipun sampai hari ini belum ada keputu-
san mengenai perkara dari kasus-kasus di Asia Timur tetapi se-
cara umum dari gejala-gejala sengketa yang tampak yang poten-
sial untuk dimajukan pada Mahkamah Internasional. Dengan 
demikian kompetensi mahkamah internasional dapat diharap-
kan untuk menyelesaikan segala bentuk sengketa perairan di 
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A. Batas Klaim Wilayah di Dunia 
Dalam bab-bab terdahulu telah dikemukakan bahwa 
Cina telah melakukan sengketa dengan semua negara Asia 
Timur. Baik di Laut Kuning, Laut Cina Timur maupun Laut 
Cina Selatan. Dalam bab-bab terdahulu pula telah terlihat bagai-
mana Cina mempertahankan dalil-dalil hukum internasional 
yang menguntungkan perluasan wilayahnya, mempertahankan 
prinsip Natural Prolongation dan prinsip Straight Base-Line missal-
nya. Bagi sarjana-sarjana barat keadaan itu dipandang sebagai 
usaha-usaha Cina untuk menanamkan hegemonisme di lautan. 
Dengan tuntutan Cina sampai kepada kepulauan di Asia Teng-
gara yang melesat jauh dari pantai daratannya memperlihatkan 
bagaimana Cina berusaha meluaskan wilayah hegemoninya dan 
keinginannya menguasai laut, pulau-pulau, selat dan teluk 
strategis di wilayah perairan tersebut. Terutama perairan laut 
Cina Selatan sebagai laut strategis baik dari segi militer, 
ekonomi maupun untuk tujuan-tujuan politik. 
Cina memang telah mengoperasikan kapal-kapal angka-
tan lautnya sepanjang perairan laut Cina Selatan dengan alasan-
alasan keamanan yurisdiksi nasionalnya, sekalipun yang dimak-
 
BAB  5 
YURISDIKSI PERAIRAN TERITORIAL 
ASIA TIMUR DALAM PERSEPSI CINA 
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sudkan sebagai yurisdiksi nasional itu adalah wilayah-wilayah 
yang dipersengketakan. Peran Cina di Laut Cina Selatan me-
mang merupakan peranan yang utama sebab tugas jangka pan-
jang Cina yang paling penting atas percaturan politik Asia Teng-
gara adalah klaim maksimumnya atas Teluk Tonkin dan Laut 
Cina Selatan. Kalau RRC mampu menegakkan klaimnya itu, ia 
akan mampu mempunyai suatu laut patrimonial tertutup yang 
membentang ke Selatan sampai Tsengmu Reef di lepas pantai 
Kalimantan. Negara-negara ASEAN yang sebagai akibat keter-
gantungannya pada perdagangan luar negeri, ketergantungan-
nya pada perdagangan luar negeri, ketergantungan pada perhu-
bungan laut atau keadaan ekologi tanah-tanah pertanian mereka 
yang paling subur mempunyai pemusatan-pemusatan pendu-
duk, investasi dalam prasarana sosial dan ekonomi, dan akumu-
lasi kekayaan atas atau dekat pantai. Mereka yang berpusat pa-
da ibukota-ibukota pantai atau pelabuhan-pelabuhan besar akan 
merasa terpaksa menyetujui suatu kerangka regional di bawah 
Cina untuk menjamin kelangsungan hidup ekonomi sosial mere-
ka. 
Klaim Cina atas Laut Cina Selatan didasarkan pada 
klaim atas beberapa kelompok pulau kecil yang tersebar dika-
wasan itu. Kelompok Pulau Utara, Paracel yang disebut Cina 
sebagai Hsinsha diduduki secara militer oleh Cina sejak Januari 
1974 ketika pasukan-pasukan Vietnam Selatan bertempur mela-
wan pasukan-pasukan Cina dan terpaksa mundur. Kelompok 
Pulau Selatan Spratly yang oleh Cina disebutnya Nansha, seba-
gian diduduki oleh Pasukan Vietnam sejak April 1975, sebagian 
oleh Pilipina dan sebagian oleh satu Garnizun Marine Taiwan 
yang secara implisit dianggap “Cina” oleh RRC. 
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Klaim Cina atas wilayah maritim Laut Cina Selatan 
secara teoritis sesungguhnya berlawanan dengan dirinya sendiri 
bila dibandingkan dengan klaimnya atas pulau-pulau kecil Tiao-
yutai di Landas Kontinen Asia Timur. Dalam kasus Tiaoyutai ini 
Cina mempertahankan klaimnya berdasarkan asas Perluasan 
Alamiah (Natural Prolongatioii of the Land Territory). Pada waktu 
yang sama dalam kasus di pulau-pulau Laut Cina Selatan RRC 
mempertahankan bahwa asas kepulauan mempunyai prioritas 
atas konsep Landas Kontinen yang oleh negara-negara Asia 
Tenggara terlepas dari pemikiran pulau-pulau itu sendiri. 
Posisi-posisi Cina yang berlainan mengenai kedua soal 
itu membawa pada kesimpulan bahwa argumen-argumen hu-
kum laut yang digunakan oleh RRC dan pihak-pihak lain tidak 
akan cocok untuk mencapai suatu situasi yang menyelesaikan 
konflik. Bahkan kalau Cina atas pemilikan pulau-pulau itu sah 
secara historik kedaulatan teritorial atas pulau-pulau itu tidak 
mengandung klaim manapun atas perairan sekitarnya seperti 
dilukiskan oleh peta-peta resmi Cina. Namun, Cina merasa 
berhak untuk membatasi “kebutuhan-kebutuhan pembangunan 
ekonomi dan keamanan nasionalnya”. Suatu pengaturan sumber 
daya eksklusif atas landas kontinen Asia Timur dan Laut Cina 
Selatan jelas akan memperluas basis ekonomi Cina dan pada 
waktu yang sama memperkuat keamanan negara itu untuk 
melakukan penguasaan politik sebagai negara regional yang 
terkemuka. 
Laut Cina Selatan telah menjadi salah satu daribeberapa 
laut tertutup, yang vital bagi semua negara besar. Dengan demi-
kian kelompok-kelompok Pulau Laut Cina Selatan, khususnya 
kepulauan Spratly ternyata sangat bernilai. RRC bukan saja akan 
mampu mengusai gerak-gerik angkatan laut yang merugikan 
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keamanan nasional dan kedudukan regionalnya, tetapi juga 
akan mampu sedikit banyak menguasai garis-garis perhubu-
ngan internasional ke dan dari Asia Tenggara. 
Memperkuat klaim Cina atas pulau-pulau strategis di 
Laut Cina Selatan Paracel dan Spratly kembali dikemukakan 
dalam Pernyataan Intern Perdana Menteri Huang Hua 30 Juli 
1977 bahwa, “Kita telah menempatkan pulau-pulau Hsisha di 
bawah kekuasaan kita. Orang-orang Vietnam mengatakan bah-
wa pulau-pulau itu milik mereka. Biarlah mereka bicara. Mereka 
beberapa kali minta kepada kita untuk mengadakan perun-
dingan mengenai pulau-pulau Hsisha itu, namun kita menolak-
nya setiap kali. Belakangan ini beberapa delegasi Vietnam da-
tang kemari dan mencoba berbicara mengenai soal itu. Sekitar 20 
April Pham Van Dong tiba. la juga minta kepada kita untuk 
membicarakannya tapi kita menolaknya. Dewasa ini masalah 
yang paling penting sehubungan dengan pulau-pulau itu, kita 
tidak mengadakan persiapan-persiapan sekarang ini, tetapi 
mereka wilayah kedaulatan kita. Mengenai soal kapan kita 
mengambil alihnya, kita nantikan suatu kesempatan baik dan 
kita akan membicarakannya”. 
Ketegangan-ketegangan yang terjadi diantara negara--
negara yang bersengketa, khususnya Vietnam dan RRC memba-
wa pula pengaruh terhadap meningkatnya arti strategis kepu-
lauan-kepulauan yang dipersengketakan. Bagi Cina arti strategis 
kepulauan tersebut makin meningkat setelah berakhirnya pe-
rang Vietnam tahun 1975 yang kemudian disusul dengan ditarik 
mundurnya armada Amerika Serikat dari wilayah ini. Dengan 
masuknya Vietnam menjadi anggota COMECON dan ditanda-
tanganinya perjanjian perdamaian dan persahabatan kedua 
negara tersebut, RRC makin mengkhawatirkan bahwa pada 
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suatu saat Laut Cina Selatan akan menjadi suatu “Danau” baik 
bagi Rusia. Hal ini mungkin terjadi sebagai akibat tekanan atau 
kemungkinan serangan yang hebat dari RRC terhadap Vietnam, 
dimana Rusia pasti akan memberikan bantuan kepada negara 
ini, terutama armada lautnya. Rusia mengharapkan imbalan dari 
bantuannya ke Vietnam berupa fasilitas pangkalan di Cam Ranh 
dan Danang. Faktor ini juga yang menyebabkan Rusia mendu-
kung tuntutan Vietnam terhadap kedua kepulauan itu. 
Selain itu RRC menyadari akan arti strategis kedua 
kepulauan tersebut dari pengalaman sejarah. Dua puluh tahun 
yang lalu armada RRC yang hebat dipusatkan pada pertahanan 
di Timur Laut dan Laut Kuning, sementara Laut Cina Selatan 
tidak diperhatikan. Situasi ini terus berlangsung sampai akhir-
akhir ini ketika perang Vietnam mencegah (memblok) setiap 
usaha langsung yang melaksanakan (mendukung) tuntutan-
tuntutannya, kecuali ketika pengusiran Vietnam Selatan dari 
Paracel. Setelah penarikan mundur armada Amerika Serikat 
RRC berusaha membangun suatu “dinding pertahanan” yang 
memanjang dari Paracel ke wilayah daratannya. Negara ini 
membutuhkan kedua kepulauan itu untuk mengadakan 
pengawasan dan pengintaian yang efektif terhadap wilayah sisi 
selatan yang secara tradisional selalu paling lemah. 
Seperti diketahui, selain persoalan Spratly dan Paracel 
di atas, maka kepulauan Senkaku/Tianyutai di Asia Timur pun 
antara Cina dan Jepang menjadi soal. Kelihatannya masalahnya 
berkisar pada pulau kecil Tiaoyutai/Senkaku (63 km2), akan 
tetapi ia akan pasti mendapat lingkup yang besar, yaitu menca-
pai suatu pengaturan zona-zona ekonomi maritim diseluruh 
Asia Timur. Persoalannya untuk sementara ditangguhkan. Ada 
kemungkinan bahwa waktu akan menguntungkan Cina. Terha-
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dap kepulauan Tiaoyutai/Senkaku ini malah telah terjadi insi-
den-insiden. Insiden terbesar diantaranya, ketika bulan April 
1978 Cina mengirimkan suatu armada nelayan ke pulau-pulau 
kecil itu dengan poster-poster yang mengklaim kepuluan itu 
sebagai "wilayah kita". Lima bulan kemudian, dalam kunjungan-
nya ke Jepan bulan Oktober 1978 yang banyak diberitakan Deng 
Xiao Ping mengumumkan dalam suatu konferensi pers bahwa 
pemerintah Cina maupun Jepang, sepakat untuk melupakan 
soal itu “Beberapa orang mencoba memanfaatkan persoalan ini 
untuk merusak hubungan Cina - Jepang. Kita menamakan pu-
lau-pulau itu, Tiaoyutai. anda memberinya nama lain. Mengenai 
hal ini kita memang mempunyai pendapat yang berbeda-beda. 
Bagi kita, tidak apa-apa melupakan soal itu untuk beberapa 
waktu, katakanlah sepuluh tahun. Generasi kita tidak cukup 
masuk akal untuk menemukan bahasa bersama mengenai soal 
ini. Generasi berikutnya pasti akan lebih masuk akal untuk 
menemukan suatu penyelesaian yang dapat disepakati.” 
Sikap Cina terhadap hukum internasional moderen 
memang sering “absurd”. Hal itu disebabkan Cina masih sering 
mempertimbangkan asas-asas hukum lama yang lebih mengun-
tungkan penentuan tapal batasnya. Tidaklah mengherankan jika 
ketentuan hukum internasional ditolak oleh Cina karena keten-
tuan tersebut dianggap merugikan posisi geografis wilayahnya. 
Sebagaimana ditulis oleh Zhu Liru bahwa hukum internasional 
adalah salah satu alat untuk mernecahkan masalah-masalah 
internasional. Kalau alat ini tidak menguntungkan negeri kita 
dan perjuangan sosialis, kita tidak akan menggunakannya. Da-
lam kasus ini kita akan menciptakan alat-alat lain untuk meng-
gantikannya. 
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Apa yang dikemukakan Zhu Liru memperlihatkan beta-
pa Cina tanpa kompromi terhadap ketentuan-ketentuan hukum 
yang merugikan posisinya. Cina dalam menegakkan prinsip-
prinsip hukum internasional senantiasa menganggap dirinya 
berdiri pada kelompok negara-negara berkembang dan dunia 
ketiga. Cermin dari segala sikap-sikapnya itu terlontar pada 
berbagai konferensi hukum laut dan perjanjian-perjanjian inter-
nasional mengenai perbatasan. Cina tidak akan mentolerir asas-
asas hukum internasional, utamanya hukum laut internasional 
yang dapat merugikan posisi negara-negara berkembang dan 
dunia ketiga. Asas-asas hukum seperti itu dianggapnya sebagai 
asas hukum kaum imperialis dan hegemonis. Mengenai kon-
ferensi-konferensi hukum pada dekade setelah Cina masuk 
anggota PBB justru berbalik dan ingin menggunakan kesem-
patan itu sebagai alat perjuangan dunia ketiga. Republik Rakyat 
Cina memandang konferensi hukum laut sebagai alat bagi dunia 
ketiga yang paling ampuh untuk menentang prinsip-prinsip 
hegemoni maritim dari dua negara adikuasa bersama 'begundal-
begundalnya' yang memang ingin menguasai lautan, termasuk 
laut-laut wilayah yang sesungguhnya masuk dalam kedaulatan 
negara-negara dunia ketiga. 
Chai Shu Fan, seorang ahli hukum Cina, profesor pada 
Universitas Beijing dan yang memimpin delegasi Cina pada 
konferensi hukum laut di Caracas, 2 Juli 1974, paling terkenal 
dengan pidato-pidatonya yang kontroversial membela posisi 
dunia ketiga. Di depan sesi kedua pada konferensi di Caracas, 
Chai Shu Fan melontarkan pidatonya yang berapi-api dan 
mendapat sambutan riuh dari wakil-wakil negara dunia ketiga, 
terutama dari Asia dan Amerika Latin. Chai Shu Fan dalam 
bagian-bagian awal pidatonya mengemukakan : 
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“All developing countries although they might differ on 
specific issue, must unite against hegemonist policies (of the 
superpowers). The fundamental and vital interests of 
developing countries (are) closely linked, and unity (will) 
bring victory in the protected and unremitting struggle. 
China (is) a developing socialist country belonging to Third 
World. Its government (will) as always, adhere to its just 
position of principle, resolutely stand together with the other 
developing countries that (Cherish) independence and 
sovereignty and (oppose) hegemonist policies, and work 
together with them to establish a fair and reason able Law of 
the Sea that (will) meet the reghirements of the peresent era 
and safeguard the sovereignty and national economic interests 
of all countries.” 
Apa yang dilontarkan oleh Cina dalam pernyataan-per-
nyataannya dalam konferensi hukum laut adalah gayanya mem-
perlihatkan kepemimpinannya di dunia ketiga. Memang perjua-
ngan dunia ketiga di bidang hukum laut adalah sama perluasan 
wilayah atas yurisdiksi nasional suatu perjuangan yang sama 
bagi Cina, terutama Cina membela perjuangan rekannya dari 
Amerika Latin. Hal itu tercermin dari sikap Perdana Menteri 
Zhou Enlai ketika menyambut anggota-anggota kabinet Peru 
pada pertengahan tahun 1971 yang dikatakannya : 
“Reitoreted the firm support of the government of the Peoples 
Republic of China or Peru and other Latin American Coun-
tries in their struggle to persist in defending their rights over 
200-nautical mile territorial waters and their maritime 
jurisdiction.” 
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Sikap Perdana Menteri Zhou Enlai itu memperlihatkan 
bagaimana Cina sangat respek terhadap perjuangan di bidang 
hukum laut negara-negara Amerika Latin. Cerminan lain adalah 
disepakatinya suatu komitmen dalam Dokumen Diplomatik 
tetap sehubungan dengan beberapa negara Amerika Latin, anta-
ranya disepakati komunike bersama dengan Peru pada tanggal 2 
November 1971 dimana Republik Rakyat Cina menegaskan 
dukungannya atas “the sovereignty Peru over the maritime zone 
adjacent to its coast within the limit of 200-nautical miles.” 
Komunikasi bersama telah disepakati pula dengan Argentina 
pada 13 Februari 1972 yang isinya mengenai deklarasi bersama 
tentang zona 200 mil seperti deklarasi dengan Peru. Dukungan 
Cina terhadap perjuangan negara-negara Amerika Latin tidak 
saja datang dari sikap-sikap pemerintahnya tetapi juga sikap 
masyarakat. Hal ini terlihat dalam editorial surat kabar yang 
berpengaruh di Cina Renmin Ribao pada tanggal 20 November 
1970 dalam judul “Support Latin American Countries Struggle to 
Defend Their Territorial Sea Rights.” Dalam editorial ini Republik 
Rakyat Cina kembali menandaskan sikapnya yang konsisten 
dengan mendukung Amerika Latin dalam penetapan 200 mil 
dan tuntutan laut wilayah. Dikemukakannya pula sikap Cina 
dalam menentang hegemoni lautan negara-negara adikuasa 
terutama Amerika Serikat. Bagian lain editorial itu dikemukakan 
bahwa : 
“The Chinese people regard the struggle of the Latin American 
Countries and people against US. imprealist aggression as 
their own struggle. They express firm support for the Latin 
American countries and people in their struggle against US. 
imprealist agression and in defense of the rights of territorial 
seas.” 
 172 S.M. Noor : Sengketa Laut Cina & Kepulauan Kuril 
 
Dalam pidato pertamanya dihadapan komite dasar laut 
pada tanggal 3 Maret 1972 An Zhiyuan mempresentasikan ma-
kalah yang menyerang apa yang dinamakannya hegemonisme 
negara-negara raksasa untuk membatasi lebar laut wilayah dan 
dasar hukum dari perpanjangan 200 mil pada kedaulatan nega-
ra-negara. 
Yang menarik dalam teori Cina ini ialah bahwa di dalam 
konsep-konsep dasar konvensi, sesungguhnya tidak dijelaskan 
dengan pasti bagaimana batas laut wilayah negara-negara secara 
tepat, selain daripada istilah dari batas-batas laut wilayah, 
menurut ukuran-ukuran yang logik dan yurisdiksi menurut 
kondisi-kondisi geografisnya, membawa kepada pertimbangan-
pertimbangan yang diperlukan dalam keamanan nasional dan 
kepentingan-kepentingan ekonomi nasional. Dalam salah satu 
artikel pada Surat kabar Reinmin Ribao pada 12 April 1972 yang 
berjudul Laut Wilayah antara lain dituliskannya : 
“The territorial sea is a part of the sea area extended to a 
designated width from the law-water line or the selected 
baseline ... along the entire coast of a coastal state and is under 
the state's sovereign jurisdiction at present, the width of the 
territorial sea of the coastal states (also called littoral states) of 
the world is extremely inconsistent. Their width, start from 3 
nautical miles and may extend to 4, 6, 10, 12, 18, 30, 130, and 
up to 200 nautical miles.” 
Dalam pandangan Cina berdasarkan interpretasinya di 
atas berarti ukuran-ukuran 200 mil itu sama dengan batasan 
yang lazim dipergunakan dalam batas laut teritorial, dengan ti-
dak mengindahkan pada "sekadar pada eksploitasi dan eksplo-
rasi". Itu berarti dalam batas 200 mil berlaku kedaulatan penuh 
negara-negara pantai. 
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Tentu saja patokan yang dipergunakan Cina itu menim-
bulkan reaksi dari berbagai negara karena apabila patokan ini 
benar-benar dipergunakannya sebagai senjata kedaulatannya di 
laut maka tampak Cina mempunyai klaim laut wilayah terbesar 
di dunia. Negara-negara yang menentang kontroversi Cina itu 
bukan saja dari negara-negara adikuasa dan barat, tetapi juga 
dari rekan-rekannya di dunia ketiga terutama negara-negara di 
Asia Tenggara yang memang berbatasan langsung dengan Cina. 
Cina memang sedang menanam suatu deposit utama 
dalam perluasan laut wilayahnya untuk memperoleh keuntu-
ngan-keuntungan politik-strategis dan ekonomi. Apa yang 
dilukiskan sebagai gerakan simpatik dalam setiap konferensi 
hukum laut yang membela posisi dunia ketiga tidaklah jauh dari 
deposit itu. Terutama menghadapi tiga saingannya, Amerika 
Serikat, Rusia, dan negara-negara barat plus Jepang. Dengan 
demikian tidaklah mengherankan jika Cina menjadi corong 
dunia ketiga. Kedudukan dalam memperoleh deposit utama 
bilamana Cina telah memantapkan kedudukan strategisnya 
pada apa yang dinamankannya ‘tiga laut Cina’, yaitu Laut Cina 
Selatan, Laut Cina Timur, dan Laut Kuning. Untuk memperoleh 
kedudukan yang konstan di ketiga laut Cina, memang tidaklah 
mudah karena harus menghadapi tantangan-tantangan terutama 
dari musuh-musuhnya (Rusia dan Vietnam) maupun negara 
yang pernah menjadi musuhnya dan masih tetap dicurigainya, 
Amerika Serikat dan Jepang. 
Dengan cara penetapan kedaulatan penuh pada 200 mil 
di atas, simpati dunia ketiga agak berkurang. Bahkan pada per-
temuan sub-komite dasar laut ke-2 pada Maret 1973 wakil 
Pilipina Arturo J. Tolentino dengan gamblang mengungkapkan 
bahwa, keinginan Cina sesungguhnya tidak dapat dibedakan 
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dengan keinginan negara-negara adikuasa yaitu menanamkan 
hegemonisme maritim. Pilipina sebagai negara yang ingin mene-
gakkan prinsip-prinsip hukum internasional di lautan secara 
adil mengingatkan Cina untuk menarik interpretasinya yang 
tidak masuk akal dan menyesatkan itu. Apa yang diumumkan 
oleh wakil-wakil Cina yang terhormat pada tahun 1972 itu bagi 
bangsa-bangsa merdeka dan beradab adalah sungguh-sungguh 
keliru dan bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum 
internasional yang adil. 
Menghadapi serangan-serangan gencar Arturo J. Tolen-
tino dari Pilipina itu, wakil Cina Zhuang pada kesempatan yang 
sama memberi keterangan pada pidatonya sebagai ralat dari apa 
yang dilontarkan oleh An Zhiyuan pada 1972. Zhua Yang mem-
beri keterangan berdasarkan persepsi Cina mengenai perbedaan 
status hukum laut wilayah dan zona ekonomi. Dikemukakan 
oleh Zhua Yang dalam pidatonya : 
“Territorial sea is a part of the territority of a coastal state 
over which exercises complete sovereignty. In the case of and 
exclusive economic zone, the coastal state mainly enjoys 
ownership over the economic resources therein, including 
living resources and seabed natural resources ... In order to 
protec utilize, explore and exploit the resources there in, it is 
nice scary for the coastal state to exercise exclusive 
jurisdiction over the area and the right to take necessary 
measures and promulgate appropriate laws and regulations to 
protect these resources against plunder, appropriation, 
distraction or polution... other countries can engage in 
activities in the exclusive economic zone of a given country 
only when they have secured its consent by concluding 
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necessary areements with it trought consultations on an equal 
footing and on the basis of respect for its sovereignty.” 
Dengan demikian, dalam persepsi Cina seperti diinter-
pretasikan oleh Zhuang Yang, bahwa, laut teritorial memang 
merupakan kedaulatan penuh, sedangkan dalam operasi di 
wilayah sumber daya ekonomi, baik sumber daya hayati mau-
pun sumber daya alamiah dasar laut adalah kedaulatan terbatas 
negara pantai sehubungan operasi eksplorasi bersama, dalam 
perlindungan laut di zona ekonomi tersebut utamanya dari 
kerusakan dan polusi merupakan yurisdiksi dari hak penga-
wasan negara pantai. Semenjak Zhuang memaparkan penaf-
siran-penafsiran mengenai kedaulatan wilayah (laut) maupun 
zona ekonomi eksklusif, tidak ada perubahan-perubahan yang 
berarti dari posisi Cina pada konferensi-konferensi hukum laut 
berikutnya, terutarna posisinya pada perumusan rancangan-
rancangan konvensi. 
B. Landasan Historis Penetapan Klaim Wilayah 
Cina dalam menetapkan dasar-dasar tuntutannya berda-
sarkan catatan-catatan sejarah, penemuan, dokumen-dokumen 
kuno, peta-peta dan penggunaan tempat singgah oleh nelayan-
nelayan ikan. Menurut Cina, sejak 2000 tahun yang lalu, Laut 
Cina Selatan telah menjadi jalur pelayaran bagi mereka. 
Demikian pula zaman berbagai dinasti, seperti dinasti Han (206 
SM. sampai 220 sesudah Masehi), dinasti Sung (abad XIII), 
dinasti Ming (1403 - 1433), dan dinasti Ching. Pada tahun 1430 
kepulauan Paracel dan Spratly tercantum dalam peta. 
Patokan pada alasan-alasan sejarah ini memperkuat 
kedudukan Cina dalam melakukan tuntutan kepada wilayah-
wilayah yang jauh di seberang daratannya. Berdasar pada 
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penemuan itu lalu melakukan okupasi terhadap pulau-pulau 
yang disinggahinya. Persepsi dari pola penguasaan wilayah 
inilah yang dijadikan para dinasti Cina untuk membuat peta, 
lalu diwariskan kepada generasinya. Petualangan lautan yang 
dilakukan Khubilai Khan misalnya, telah sampai kepada 
kepulauan-kepulauan yang ada di daerah selatan sampai ke 
Pulau Jawa. Khublai Khan tidaklah melakukan okupasi karena 
hanya sementara pada pulau-pulau yang didudukinya, apalagi 
cara-cara yang dilakukannya (sekitar 1274 - 1280) dianggap 
sangat tidak beradab dan tidak memenuhi standar sebagai 
bangsa yang mempunyai kebudayaan. Republik Cina moderen 
pun tidak mengakui wilayah-wilayah perairan yang pernah 
diduduki oleh Khublai Khan. 
Yang menarik diantara kaisar Cina dalam hal pengua-
saan lautan dan dipandang telah memenuhi standar okupasi 
moderen adalah apa yang dilakukan oleh Kaisar Yung Lo (1403 - 
1424). Kaisar dari keturunan dinasti Ming inilah yang melaku-
kan okupasi. la merupakan Kaisar Cina pertama untuk okupasi 
tersebut dan juga membuat peta-peta dan memasukkannya 
sebagai wilayah kekuasaan Cina. Yung Lo memang satu-satunya 
raja Cina yang memulai peletakan dasar-dasar kenegaraan dan 
politik serta pengaturan-pengaturan wilayah. Dialah yang 
mendirikan ibukota kerajaan yaitu Peiping yang kemudian 
menjadi Peking, sekarang Beijing. Peletakan dasar-dasar dari 
pengaturan wilayah yang dilakukan Yung Lo ini yang kemudian 
diikuti oleh generasi berikutnya termasuk Republik Cina dan 
Republik Rakyat Cina. 
Selain dari itu Yung Lo yang meletakkan dasar-dasar 
berdirinya angkatan laut secara moderen di Cina untuk kemu-
dian melakukan penguasaan-penguasaan di lautan. Orang yang 
 S.M. Noor : Sengketa Laut Cina & Kepulauan Kuril 177 
 
paling berjasa di belakang Kaisar Yung Lo dalam melakukan 
penguasaan-penguasaan di lautan ialah Laksamana Cheng Ho. 
Laksamana inilah yang melakukan perjalanan-perjalanan pan-
jang dalam rangka penguasaan di lautan. Cheng Ho telah mela-
kukan perjalanan mengarungi Pasifik sebanyak tujuh kali sela-
ma 30 tahun. Cheng Ho pertama kah melakukan perjalanannya 
dalam tahun 1405. Angkatan laut yang dipimpinnya terdiri 62 
(enam puluh dua) Jung, kapalnya ketika itu ialah kapal yang 
terbesar yang pernah dibuat orang "Tiongkok". Ada diantara 
kapal itu yang sampai 125 meter panjangnya dan layar yang 
dipergunakan ada 12 helai, jumlah serdadu yang turut berlayar 
ada 27.800 orang. Dengan perjalanan-perjalanan inilah awal dari 
berdirinya koloni-koloni orang Cina di Selatan. Persoalan-
persoalan dalam hubungan internasional, politik, maupun 
hukum telah dilakukan pada zaman petualangan Laksamana 
Cheng Ho di bawah Kekaisaran Yung Lo.  
Seperti telah dikemukakan di atas bahwa Cheng Ho 
telah melakukan perjalanan selama tujuh kali dalam tiga puluh 
tahun. Selama perjalanan pulang-pergi itulah dia melakukan 
pencatatan-pencatatan yang sangat brilian termasuk pembuatan 
peta-peta sederhana dari pulau-pulau yang telah disinggahi dan 
mempunyai arti penting bagi kerajaan. Dalam masa kekaisaran 
Yung Lo inilah pertama kali disadari betapa pentingnya kapal-
kapal perang untuk keperluan menguasai lautan : 
“Althought the fleets were so strong that mostat the ship could 
be away on expedition without endangering the defence of the 
coast, Cheng Ho's expedition could be seen as an extension of 
the sea power needed far imperial security. But in so 
extending it self, that power became a major factor in China's 
relation with overseas coutries.” 
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Dengan perjalanan Laksamana Cheng Ho sambil mem-
buat catatan-catatan dan peta berharga itulah yang menjadi lan-
dasan dinasti Ching, dinasti terakhir di Cina, untuk meletakkan 
dasar-dasar hukum laut bagi perluasan wilayah di Cina. Apa 
yang dilihat dalam bentuk penguasaan Laut Cina Selatan 
termasuk di dalamnya Kepuluan Paracel, Kepulauan Spratly, 
dan Kepulauan Pratas dan Maclesfield adalah merupakan 
hipotesa dari peta Cheng Ho yang diperkuat oleh dinasti Ching 
yang pada gilirannya diambil-alih oleh kaum republik, baik 
Republik Cina maupun Republik Rakyat Cina (komunis). Dalam 
teori Cina wilayah Selatan yang disebutnya Nanyang dan 
negara-negara pantainya jauh sebelum penjajahan secara sah 
termasuk dalam tata dunia Cina, dan telah mendapatkan 
identitas politik budaya berkat kebaikan imperial Cina terutama 
perjalanan Cheng Ho di atas tadi. Dengan alasan sejarah Cina 
melakukan klaim sepanjang garis pantai Kalimantan Utara di 
Selatan garis pantai Kepulauan Pilipina di Timur, hingga lepas 
pantai Vietnam di Barat. 
Dalam masa koloni Perancis di Vietnam pada tahun 
1887 terjadi perjanjian antara Cina dengan Perancis dimana Ke-
pulauan Paracel dan Spratly jatuh ke pihak Cina, sehingga Cina 
mengadakan pengawasan atas kedua gugus kepulauan tersebut 
sampai tahun 1910. Demikian pula terjadinya insiden kapal 
perang Prusia yang bernama Gazeele dengan kapal Denmark 
pada tahun 1864 di perairan teluk Pohai, Cina memprotes 
terjadinya insiden itu karena kejadian itu melanggar hak-hak 
kedaulatan Cina di teluk Pohai. 
Pada tahun 1942 - 1945, pecah Perang Pasifik Raya di-
mana Cina terlibat di dalamnya berperang melawan tentara 
Jepang yang menguasai hampir separuh daratan Cina dan 
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seluruh wilayah-wilayah kepulauan Cina. Dengan demikian 
Amerika dan sekutunya Cina dibebaskan dari Jepang dan 
perjanjian pembagian wilayah disepakati di Port Arthur di tepi 
teluk Pohai mengenai pengembalian seluruh wilayah Cina yang 
pernah diduduki Jepang. Berdasarkan perjanjian Port Arthur 
tersebut Cina menganggap seluruh wilayah kepulauan yang 
pernah diduduki Jepang dan berada di lepas pantai daratan 
Cina adalah masuk dalam yurisdiksi nasional Cina. Akibatnya, 
beberapa pulau di perairan Kepulauan Ryu Kyu termasuk 
Kepulauan Tiaoyutai - Senkaku yang diklaim Jepang dianggap 
sebagai wilayah Cina. 
Patokan dari latarbelakang sejarah itulah yang dipergu-
nakan Cina untuk memperkuat dasar-dasar tuntutannya. Pato-
kan dari latar sejarah Perang Pasifik mungkin saja diterima seca-
ra logis, tetapi patokan dari sejarah klasik, tuntutan para dinasti 
dan perjalanan Laksamana Cheng Ho adalah suatu tuntutan 
yang sulit diterima negara-negara pantai, utamanya di Asia 
Tenggara. Sebab jika berdasar pada perjalanan Cheng Ho 
tersebut maka Pulau Jawa dan Sumatra masuk dalam Wilayah 
Cina karena kedua pulau itu terdapat dalam catatan perjalanan 
Cheng Ho. Patokan historis-dinastik dari dasar tuntutan Cina 
sebetulnya menunjukkan bagaimana Cina berniat meluaskan 
hegemoninya di lautan dan angkatan lautnya akan ditata 
menyerupai kebesaran angkatan laut Cheng Ho pada abad XIII 
yang berhasil menguasai laut dan kepulauan-kepulauan di Asia 
Tenggara, utamanya kawasan Laut Cina Selatan. 
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C. Perkembangan dalam Konferensi Hukum Laut  
Internasional 
Jauh sebelum konvensi hukum laut Jenewa 1958, Cina 
telah meletakkan landasan-landasan batas wilayah perairannya. 
Sekalipun patokan itu, seperti telah dikemukakan di atas terlalu 
jauh merasuki wilayah teritorial negara lain. Memang penetapan 
batas lebar laut Cina secara tradisional terlalu bergantung pada 
perbatasan-perbatasan inilah yang dilakukan zaman imperial 
dahulu. Bahkan besar kemungkinan menerapkan teori-teori 
kung bahwa arti dari pada Cina itu adalah penguasa wilayah, 
penguasa lautan, dengan demikian meluaskan wilayah berarti 
suatu patokan tuntutan kewajiban dari paradewa yang dianut 
para dinasti. 
Munculnya Republik Cina versi Sun Yat Tsen yang 
menumbangkan sistem dinasti di Cina tidak hanya membawa 
perubahan tapal batas Cina di lautan, karena mungkin perhatian 
ke sana masih sedikit sekali mengingat pemerintah republik 
disibukkan dengan konsolidasi-konsolidasi penegakan stabilitas 
politik ke dalam, sedangkan ke luar berusaha mendapatkan 
pengakuan internasional. Secara global dasawarsa empat-
puluhan memang perhatian terhadap tapal batas wilayah laut 
belum mendapat perhatian, utamanya bagi negara-negara di 
Asia. Kecuali konsesi-konsesi yang ada dan masih di bawah 
taktis imperialis-kolonialis utamanya Inggris, Amerika Serikat, 
dan Perancis. Negara-negara inilah yang menancapkan koloni-
koloni yang panjang di sepanjang perairan Asia Timur. 
Konvensi Hukum Laut Internasional Jenewa 1958 
adalah merupakan awal pertama perjalanan sejarah dari tata 
pengaturan dunia mengenai kelautan. Hampir semua negara 
terkesan dengan tata pengaturan laut yang dihasilkan oleh 
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Konvensi Jenewa itu, termasuk Cina. Hasil Konvensi Jenewa itu 
pun disesuaikan oleh Republik Rakyat Cina pada patokan-
patokan tapal batas wilayahnya yang demikian besar, sekalipun 
RRC tidak ikut meratifikasi Konvensi Jenewa, karena yang 
dianggap sah ikut dalam Konferensi Jenewa itu adalah Republik 
Cina Taiwan. 
Dalam konferensi Jenewa memang masalah keanggo-
taan dua Cina ini menjadi pokok-pokok agenda pendahuluan 
dalam setiap agenda sidang, siapa yang sesungguhnya berhak 
berbicara mewakili Cina. Hal ini penting karena dua hal, yang 
pertama dalam Piagam PBB Cina mempunyai hak veto sebagai 
anggota tetap dalam dewan keamanan. Amerika Serikat yang 
mempertahankan Republik Cina Taiwan bersikeras pada prinsip 
redaksional isi piagam, bahwa yang disebutkan dalam piagam 
adalah Republic of China (Republik Cina) dalam hal ini Cina 
Nasionalis, Cina Taiwan, dan bukan “Peoples Republic of China” 
(Republik Rakyat Cina). Rusia bersama negara-negara sosialis 
lainnya termasuk Indonesia dan negara-negara Amerika Latin 
menolak prinsip Amerika itu dan bertahan pada alasan-alasan de 
facto bahwa yang menguasai sebagian besar rakyat Cina dan 
diakui rakyat Cina adalah RRC. 
Bagi negara-negara sosialis Deklarasi Potsdam yang me-
ngakui eksistensi Taiwan adalah deklarasi yang menyesatkan 
dan tidak diakui, tidak relevan lagi bagi perkembangan aspirasi 
masyarakat internasi-onal yang beradab dan merdeka. Hal yang 
kedua, kenapa masa-lah dua Cina ini perlu dipersoalkan dalam 
konferensi hukum laut Jenewa, karena di dunia Cina adalah 
satu-satunya wilayah yang mempunyai luas wilayah laut 
terbesar. Selain itu, letak posisi geografisnya yang mencakup 
semua model ketentuan dalam isi konvensi yang akan diperde-
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batkan Cina mempunyai laut, mempunyai gugus-gugus kepu-
lauan, teluk-teluk, selat, karang atol dan lain sebagainya. Itu 
sebabnya, status Cina ini dipersoalkan dalam agenda Konferensi 
Jenewa. Apalagi menyangkut pertanyaan yang diajukan seorang 
delegasi Indonesia, apakah Taiwan berhak mempersoalkan 
status hukum Teluk Pohai sementara teluk yang penting dan 
strategik itu berada dalam kekuasaan Republik Rakyat Cina. 
Tentang luas wilayah laut, jika seandainya RRC menolak isi 
konvensi sementara hampir semua jalur navigasi internasional 
masuk dalam klaimnya, bagaimana? Persoalan-persoalan ini 
memang sejarahlah yang membuktikannya kemudian. 
Setelah isi Konvensi Jenewa beredar ke seluruh dunia, 
ahli-ahli hukum RRC pun menarik menerima isi konvensi 
tersebut dan melakukan penafsiran-penafsiran dalam penerapan 
wilayah lautnya. Tentunya tetap dengan indikasi pasal-pasal 
mana yang menguntungkan dirinya. 
Bahkan kemudian penafsiran-penafsiran brilian dari 
ahli-ahli RRC dengan memandang pada kondisi-kondisi geog-
rafis wilayah lautnya yang memang unik menyebabkan lahirnya 
rezim-rezim hukum baru dikemudian hari, seperti metode 
kombinasi antara "normal baseline" dan "straight baseline". Dan 
banyak lagi rezim hukum laut baru yang hadir berkat 
interpretasi ahli-ahli RRC, paling tidak rezim-rezim yang 
didukungnya pada Konferensi Hukum Laut ketiga. 
Setelah RRC tampil menggantikan kedudukan Taiwan 
pada konferensi-konferensi hukum laut, khususnya dalam 
pembicaraan panjang draft-draft konvensi hukum laut ketiga, 
sebegitu jauh RRC memulai kritikan-kritikan yang panjang 
mengenai isi konvensi hukum laut Jenewa 1958. Negara-negara 
barat tiba-tiba tersentak, seolah baru sadar tentang kesalahan-
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kesalahan yang diperbuatnya dalam merumuskan Konvensi 
Jenewa 1958.  
Dalam pembicaraan sub-komite tentang komisi dasar 
laut PBB pada tanggal 29 Maret 1975, wakil RRC, Shen Wei 
Liang mempresentasikan makalah dengan suara lantang yang 
menarik perhatian, utamanya bagi negara-negara berkembang 
yang mengeritik isi Konvensi Jenewa. Sheii Wei Liang 
mengemukakan antara lain : 
“in 1958 when the first conference on the law of the sea was 
held, many Asian and African countries had not get won 
independence. Asian, African and Latin American countries 
made up only about half of the eighty-old countries the 
participating in the conference. And owing manipulation by 
the imperialist powers, their many reasonable propositions 
here not adapted. This, the 'four Geneva Conventions have 
completely failed to reflect truly the reasonable demands of the 
numerous developing countries. In the decade and more since 
then, profound changes have taken peace in the world 
situation. All countries, big or small, should be equal. 
International affairs should be settled by all countries 
throught consultations on an equal footing. Opinios of the 
third world should be fully respected. The representatives of 
many countries have now pointed out that the four 
conventions do not meet the needs of our epoch and should be 
rewritten. This is will-founded. This just demand was 
reflected in the list of subjucts and issues relating to law ofthe 
sea aproved last year by the sea-bed committee, which covered 
various topics relating to the maritime law to be discussed at 
the third conference on the Law of the sea. However, the 
superpowers are doing their utmost to maintain the four 
Geneva Conventions. As everyone is aware, one of the 
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superpowers demanded the inclusion in the list of an item 
entitled; Measures which must be taken to Ensure the 
Universal Participation of states in ... the Geneva conventions 
of 1958. This attempt failed only because of the strong 
opposition of many countries.” 
Pidato Shen Wei-Liang di atas memperlihatkan betapa 
skeptiknya Cina terhadap hasil-hasil dari Konferensi Jenewa 
1958. Ditafsirkannya bahwa hasil-hasil Konferensi Jenewa sangat 
menyesatkan posisi dunia ketiga dan negara-negara berkem-
bang dan adalah hasil manipulasi yang licik karena justru diru-
muskan pada saat masih banyak negara yang belum merdeka, 
utamanya negara-negara di Asia, Amerik Latin dan Afrika. Bagi 
Cina dianggapnya bahwa rumusan Konvensi Jenewa itu adalah 
rumusan negara-negara imperialis kapitalis yang dengan licik 
membujuk negara-negara yang baru merdeka untuk menanda-
tanganinya. Dari pidato Shen Wei-Liang di atas telah memberi 
informasi menarik bahwa ternyata setelah Konvensi Jenewa 1958 
negara-negara imperialis mengajukan suatu maklumat khusus 
kepada negara-negara sebagai jaminan berlakunya konvensi 
tersebut. Maklumat itu disebutnya sebagai langkah-langkah 
yang akan memberikan jaminan sebagai partisipasi umum 
negara-negara pada Konvensi Jenewa 1958. Langkah-langkah 
negara imperialis ini sebetulnya adalah langkah percobaan. 
Tetapi percobaan ini ternyata gagal karena kekuatan-kekuatan 
oposisi terhadap kolonial-imperialis yang begitu kuat dibanyak 
negara, utamanya negara-negara yang baru merdeka. 
Dalam konteks Cina, negara-negara adikuasa (super 
powers) memang sedang berusaha menggagalkan usaha-usaha 
perluasan kedaulatan negara berkembang di lautan. Bagi Cina 
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hal ini adalah manipulasi besar-besaran, apalagi di dalam setiap 
pertemuan negara-negara adikuasa tetap mengingatkan negara-
negara kecil untuk berpegang pada ukuran 3 mil laut. Bagi Cina, 
ukuran ini adalah omong kosong dan tidak masuk akal. Oleh 
Zhen Wei-Liang ditandaskannya; “Nenek moyang kami pun 
2000 tahun lalu tidak berpegang pada ukuran yang menyesatkan 
itu”. Selanjutnya Zhen memperingatkan negara-negara berkem-
bang yang menjadi satelit negara-negara adikuasa agar hati-hati 
dengan penetapan laut wilayah yang dikemukakan oleh negara 
adikuasa, karena mereka selalu mencari navigasi internasional 
untuk kapal-kapal perang dan pelayaran komersil mereka. 
Dunia ketiga hendaknya tetap berjuang menghalangi usaha 
negara raksasa untuk menjadi kekuatan hegemonisme di laut 
dengan cara-cara mempersempit wilayah perairan territorial. 
Zhen mengemukakan lebih lanjut : 
“The superpowers with their unbridled ambition to carve tip 
and dominate the seas and oceans, are trying hard to narrow 
down the territorial seas other coastel states. At the 1958 
conference on the Law of the Sea, the head of the delegation of 
a superpower attempted to impose upon other countries the 
three nautical mile breadth of the territorial sea as a so-called 
principle ofinternational law. But after conference he publicly 
admitted that he was opposed to a broader territorial sea not 
"simply" from consideration of international law, but for 
compelling inilitery and comercial reasons. Because, if a 
broader territorial sea was agreed on, the operations of the air 
and naval forces of his country would be 'seriously 
impeded'.The other superpower opposed the three nautical 
mile rule, being at the time nominally for 'safeguarding the 
sovereignty of all states'. But as it own territorial sea was 
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twelve nautical miles, it tried to confine those of all other 
countries to the same breadth. Though they held two 
propositions, the purpose was the same, that is, to conted for 
the domination of the seas and ocean.” 
Dalam sidang-sidang konferensi hukum selanjutnya, 
Cina tanpa pandang bulu menyerang posisi negara-negara 
adikuasa yang dianggapnya mengecil kedaulatan negara-negara 
dunia ketiga untuk kepentingan hegemonisme mereka. Republik 
Rakyat Cina sejak mulai memasuki era konferensi hukum laut 
utamanya pada perumusan rancangan-rancangan Konvensi 
Hukum Laut III paling rajin mengirim utusannya dan banyak 
diantara mereka ahli-ahli yang sangat kontroversial. Dengan 
berpegang pada kondisi geografis wilayahnya yang mengun-
tungkan karena demikian luasnya wilayah laut Cina itu, selalu 
antuasias melontarkan gagasan-gagasan perluasan wilayah laut. 
Beberapa pengamat barat memandang bahwa tingkah laku Cina 
yang diperlihatkan dalam sidang-sidang Konferensi Hukum 
Laut III Jenewa, di New York maupun di negara-negara lain 
merupakan posisi pencarian saham Cina kepada dunia ketiga 
agar dia mampu menjadi pemimpin mereka. Demikian pula 
usaha-usaha pemotongan jalur-jalur strategik wilayah laut witul, 
kepentingan barat. Cina selalu memandang negara-negara 
adikuasa sebagai imperialis baru di lautan dan tersembunyi 
dibalik alibi ketentuan-ketentuan internasional, padahal untuk 
kepentingan jalur militer dan komersialnya. Negara-negara 
adikuasa memang berusaha untuk mendominasi semua jalur-
jalur pelayaran di dunia untuk mencari ladang-ladang pengaruh 
demi menanamkan ambisi-ambisi politiknya. 
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Pada setiap pertemuan dalam rangkaian pembicaran 
mengenai rancangan-rancangan Konvensi Hukum Laut III 
terdapat dua isu besar yang selalu menghabiskan berjam-jam 
waktu, berhari-hari perdebatan, yaitu isu "kedaulatan" di satu 
pihak dan isu "internasionalisasi" wilayah pada lain pihak. Isu 
kedaulaatan wilayah memang betul sekali disuarakan secara 
bergantian oleh delegasi-delegasi Cina bersama kawan-
kawannya dari dunia ketiga. Terdapat kecenderungan bahwa 
Cina menjadi sponsor utama mengenai "isu kedaulatan" ini. 
Sedangkan “internasionalisasi wilayah” lebih banyak disuara-
kan oleh negara-negara adikuasa bersama negara-negara kapi-
talis lain yang menjadi satelitnya. Isu internasionalisasi ini 
menjadi persoalan utama karena bukan menyangkut masalah 
laut lepas saja atau soal navigasi internasional di zona ekonomi, 
akan tetapi jalur-jalur internasional yang diklaim sebagai 
perairan territorial yang tentunya mempunyai kedaulatan pe-
nuh, seperti selat-selat, teluk dan laut lepas pantai. Yang paling 
banyak merasakan persoalan ini adalah negara-negara berkem-
bang dimana Cina merasa diri berada disalah satu diantaranya. 
Benturan kedua isu ini membuat Cina seringkali mengeluarkan 
deklarasi-deklarasi yang bahkan dianggap sepihak. Deklarasi-
deklarasi yang dilontarkan Cina kadang-kadang dianggap 
sebagai tindakan dari wujud persaingannya dengan negara-
negara imperialis-lautan. Sebagai bukti bahwa Cina mampu juga 
berbuat di lautan. Dengan demikian mampu diperhitungkan 
sebagai salah satu negara yang mempunyai kekuatan laut. 
Cerminan-cerminan lain dari sikap Cina yaitu penam-
pilan sikap-sikapnya pada setiap konferensi dengan tudingan-
tudingan yang khas bagi negara-negara yang menjadi saingan-
nya di laut seperti dapat dibaca berikut : 
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“Imperialism is imperialism; they have evil intentions which 
cannot be openly told. They desire a narrower territorial sea 
for other countries or no territorial sea at all so that they can 
freely engage in militery aggression andeconomic plundering. 
The United States, Great Britain, and other imperialist 
countriaes are called "Strong Sea Powers" and proses 
enormous fleets which are used as their capital to engage in 
aggression against other countries. If a countries territorial 
sea is expanded, then the aggressive activities of imperialist 
countries are subjects definite restrictions ………” 
Tudingan-tudingan seperti itu bagi peserta Konferensi 
Hukum Laut III, sudah biasa. Bagi mereka, sudah tidak aneh 
lagi setiap kali wakil Cina tampil di depan mimbar melontarkan 
tudingan-tudingan tajam semacam itu. Sama biasanya jika Cina 
menuding-nuding Konvensi Jenewa 1958 sebagai, “Manipulation 
by the imperialist powers of the 1958 Geneva Conference on Law of the 
Sea, which adopted the four conventions on the terriotorial sea the high 
sea, the continental shelf and the conservation of the fishing resources”. 
Hal-hal tersebut di atas memperlihatkan betapa sikap 
solidaritas Cina yang konsisten berjuang dipihak negara-negara 
dunia ketiga dalam perjuangan hukum laut. Sekalipun sering-
kali dipandang sebagai sikap politik Cina untuk menanamkan 
pengaruh kepemimpinannya di dunia ketiga dan negara-negara 
sedang berkembang. Apalagi Cina memperlihatkan posisinya 
sebagai satu-satunya negara dunia ketiga pemegang hak veto 
dan anggota tetap di Dewan Keamanan PBB. Posisi Cina 
menempatkan diri dalam kedudukan dunia ketiga. Cina begitu 
jeli memandang posisi ini, karena posisi ini penting sekali untuk 
kepentingan konferensi dimasa depan. Apalagi jika sampai pada 
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persoalan pemberian suara yang diberikan oleh masing-masing 
yang menduduki kursi peserta. 
Persoalan kursi peserta menjadi hangat pada waktu 
prosedur pengaturan konferensi mengenai keanggotaan dari 
rancangan konferensi mengenai Komite Umum, Komite Pertam-
bangan Dasar Laut dan Komite Rancangan Konvensi di New 
York tanggal 3 sampai dengan 15 Desember 1973. Di sana diper-
soalkan mengenai distribusi keanggotaan yang duduk sebagai 
wakil dalam komite-komite tersebut. Persoalan hangat timbul 
karena negara-negara besar menginginkan agar wakil-wakil 
yang duduk hanya didelegasikan pada siapa yang mewakili 
kelompokkelompok negara. Jadi, dalam voting suara hanya ada 
satu suara dari masing-masing kelompok negara. Kelompok-
kelompok negara dalam versi itu ialah kelompok negara-negara 
Afrika, kelompok negara-negara Asia, kelompok Amerika Latin, 
kelompok Eropa Barat dan kelompok Eropa Timur. Akhirnya, 
kelompok-kelompok terbanyak yang tampak dan mempenga-
ruhi konferensi adalah kelompok 77 yang terdiri dari 110 negara, 
termasuk tentunya negara-negara dunia ketiga. Amerika Serikat 
dan Kanada menempatkan diri dalam kelompok Eropa Barat.  
Dalam pendistribusian anggota dengan per kelompok-
kelompok demikian itu, wakil Cina Ling Qing mengajukan 
proposal bahwa pemilihan anggota didasarkan pada prinsip 
"satu kursi satu negara", bukan merupakan wakilwakil 
kelompok. Ling Qing mengemukakan bahwa prinsip ini 
mendapatkan dukungan dari negara Asia, Afrika dan kelompok 
negara-negara Amerika Latin yang sesuai dengan pendirian 
Republik Rakyat Cina bahwa semua negara besar atau kecil 
mempunyai hak-hak sama dan bukan hanya negara-negara 
yang kuat yang akan mendapatkan posisi yang istimewa pada 
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konferensi-konferensi internasional. Ling Qing menutup 
pidatonya dengan menyerang Amerika Serikat juga Rusia 
bahwa : 
“It should be noted that only superpowers are asking for more 
than one seat. That is unfair and unreasonable manifestation 
of Superpower hegemony, which my delegation firmly oppo-
ses”. 
Semenjak RRC melalui delegasinya Ling Qing menye-
rang langsung Amerika Serikat dan Rusia dengan pernya-
taannya itu, tetapi usaha ini dicoba digagalkan oleh dua negara 
ini yang duduk dalam Komite Umum dan Komite Rancangan, 
dan kedua negara ini segera menentang proposal Cina itu. 
Delegasi Rusia Dimitry M. Kolesnik mengemukakan bahwa 
proposal Cina itu dikategorikan sebagai prinsip yang kuno dan 
ketinggalan zaman dan dijelaskan kenapa lima anggota tetap 
Dewan Keamanan PBB harus duduk pada kedua komite ini, 
Komite Umum dan Komite Rancangan? 
Sedangkan wakil Amerika Serikat, John R. Stevenson 
juga menentang prinsip "satu kursi satu negara" pada konferensi 
tersebut. Pertemuan berakhir tanpa keputusan mengenai masa-
lah ini, dan perdebatan mengenai proposal Cina ini disimpulkan 
pada pertemuan kelima, yang dilangsungkan pada sore hari, 
pada hari yang sama. Pada kesempatan itu, delegasi RRC Ling 
Qing menolak pernyataan Rusia bahwa anggota tetap Dewan 
Keamanan PBB akan mendapatkan status istimewa dalam kon-
ferensi-konferensi internasional, padahal disebutkan dalam 
pasal 2 ayat 1 Piagam PBB menegakkan kedaulatan yang sama 
untuk semua negara anggota. 
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Banyak negara-negara dunia ketiga seperti Peru, 
Argentina, Lebanon, Aljazair, dan Tanzania berbicara mendu-
kung proposal Cina tersebut. Sesungguhnya dengan proposal 
Cina yang dilontarkan oleh Ling Qing tersebut dalam prinsip 
pemilihan "satu negara satu kursi", ingin mendapatkan duku-
ngan kekuatan mayoritas untuk semua hasil-hasil konferensi. 
Sebab bilamana prinsip itu dipakai, maka mayoritas dukungan 
terdapat pada negara-negara dunia ketiga. Negara-negara "Super 
powers" (Rusia dan Amerika Serikat) tetap gigih, makanya 
kekuatan dari hak-hak istimewa sesuai prinsip hak istimewa 
anggota tetap Dewan Keamanan PBB dengan cara-cara “Veto” 
dalam hal ketidaksetujuan mereka. 
Keadaan dengan perbedaan prinsip di atas itulah satu 
pihak mempertahankan prinsip satu negara satu kursi, pada lain 
pihak dengan sistem veto sesuai hak istimewa anggota tetap De-
wan Keamanan PBB mempengaruhi hasil-hasil sidang konfe-
rensi-konferensi hukum laut internasional dikemudian hari. 
Bahkan sampai konferensi final di Jamaica, Oktober 1982 pun 
benturan, kedua prinsip ini tetap mewarnai sidang-sidang teru-
tama 'veto' Amerika Serikat mengenai Otorita Dasar Laut. Kare-
na memang pada konferensi tentang Komite-Komite Konvensi 
Hukum Laut Desember 1973 di New York yang menentukan itu 
tidak diambil kesepakatan, bahkan Ketua Konferensi mengambil 
kesimpulan yang kabur, bahwa "No state shall as a right be 
represented on more than one main organ of the conference”. 
Begitulah antara lain partisipasi-partisipasi Cina dalam 
menyertai perkembangan konferensi hukum laut internasional 
serta segala aktifitas mereka dalam partisipasi ini. Tentunya 
masih banyak yang tidak dikemukakan pada kesempatan ini, 
tetapi secara umum dan hal-hal yang mengesankan itulah 
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sampai dikemukakan. Tetapi pada umumnya penampilan 
wakil-wakil Cina pada kesempatan berpartisipasi pada konfe-
rensi hukum laut manapun tetap sama, mendukung rumusan-
rumusan Dunia Ketiga dan menentang prinsip-prinsip apa yang 
dinamakannya sebagai rumusan dan rancangan-rancangan kon-
vensi negara-negara hegemonis, imperialis kolonialis dan 
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Akhir-akhir ini Laut Cina Selatan kembali menjadi wila-
yah yang memiliki potensi konflik yang cukup besar. Potensi 
konflik tersebut tidak saja mempengaruhi stabilitas dan keama-
nan regional negara-negara yang berada disekitarnya, khusus-
nya Asia Tenggara, tetapi dampaknya cukup luas bagi stabilitas 
dan keamanan regional kawasan Asia Pasifik. Semua negara 
yang berada dipinggiran Pasifik Barat, baik negara-negara kecil 
yang sedang berkembang maupun negara-negara yang sudah 
maju tetap mempunyai kepentingan yang cukup besar bagi sta-
bilitas dan keamanan regional di Laut Cina Selatan. Karena 
betapapun juga Laut Cina Selatan adalah merupakan wilayah 
jalur laut (sea lane) bagi navigasi internasional dan merupakan 
wilayah pelintasan (cross Passage) yang paling ramai. Jalur laut 
bagi navigasi internasional serta sebagai wilayah pelintasan 
yang paling ramai di Pasifik ditambah dengan bobot konflik 
sengketa teritorial telah menciptakan kawasan Laut Cina Selatan 
merupakan kawasan yang rawan dipandang dari sudut stabi-
litas dan keamanan regional, baik Asia Tenggara maupun Asia 
Pasifik. 
 
BAB  6 
SENGKETA  INTERNASIONAL 
LAUT CINA SELATAN 
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Secara geografis kawasan Laut Cina Selatan dikelilingi 
sepuluh negara pantai (RRC dan Taiwan, Vietnam, Kamboja, 
Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei Darussalam, 
Filipina), serta negara tak berpantai yaitu Laos, dan dependent 
territory yaitu Macau. Luas perairan Laut Cina Selatan menca-
kup Teluk Siam yang dibatasi Vietnam, Kamboja, Thailand dan 
Malaysia serta Teluk Tonkin yang dibatasi Vietnam dan RRC. 
Klaim dari  Cina yang menyatakan wilayah laut tersebut sebagai 
bagian dari negara mereka banyak mendapatkan protes dari ber-
bagai negara di ASEAN (Association of South East Asian Nations), 
terutama Vietnam. Pernyataan Cina didasarkan pada nilai-nilai 
historis wilayah tersebut, dimana mereka menganggap bahwa 
secara historis, laut Cina Selatan merupakan bagian dari per-
airan China, bukan daerah perairan internasional ataupun milik 
negara lainnya. Kenyataan ini telah berdampak besar terhadap 
konsesus pembuatan hukum laut Jenewa di tahun 1958, dan 
perumusan berbagai resolusi mengenai hukum laut lainnya. 
Lokasi yang dianggap strategis dari segi ekonomi dan politik 
menjadi latarbelakang lainnya mengapa Cina ingin secara kons-
tan mempertahankan lautan ini. 
Tulisan pada bab ini bertujuan guna memberikan pema-
haman mengenai kasus sengketa mengenai perairan inter-
nasional dengan mengambil studi kasus sengketa di Laut Cina 
Selatan. Maraknya berbagai bentuk sengketa yang terjadi di 
perairan internasional merupakan suatu tinjauan yang menarik 
untuk dianalisis secara lebih jauh utamanya mengenai pere-
butan wilayah-wilayah yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. 
Sehingga pembuatan makalah ini akan sangat berguna bagi para 
akademisi maupun para peneliti yang ingin memahami secara 
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lebih jauh mengenai kondisi perairan internasional secara umum 
dan sengketa di Laut Cina Selatan secara khusus.   
Kerjasama dan perang oleh suatu negara dilakukan 
untuk memperjuangkan kepentingan negara. Kepentingan terse-
but dikenal dengan istilah kepentingan nasional. Kepentingan 
nasional diartikan sebagai tujuan dan ambisi suatu negara, baik 
yang menyangkut politik, ekonomi, militer, dan budaya. Hans J. 
Morgenthau mengatakan bahwa “kepentingan nasional setiap 
negara pada dasarnya adalah mengejar kekuasaan, yaitu apa 
saja yang bisa membentuk dan mempertahankan pengendalian 
suatu negara atas negara lain”. Morgenthau juga mengatakan 
arti minimun yang inheren dalam kepentingan nasional adalah 
kelangsungan hidup. Pencapaian kekuasaan ini dapat dilakukan 
dengan teknik paksaan atau kerjasama. 
Konflik merujuk pada hubungan yang melibatkan dua 
atau lebih pihak yang dalam mencapai tujuan tidak melalui 
kesepakatan atau kerjasama tetapi melalui cara-cara yang 
bersifat destruktif. Menurut Hugo Van Der Mene, terdapat 5 
faktor penyebab konflik antara lain: community relation theory, 
principal negosiation theory, human needs theory, identity theory dan 
conflict transformation theory. Penyelesaian konflik dapat melalui 
cara-cara yang bersifat persuasif atau berupa perundingan dan 
cara-cara yang bersifat koersif atau menggunakan kekerasan 
fisik.  
Penyebab konflik ada beragam, namun perlu diketahui 
bahwa konflik yang berhubungan dengan sengketa wilayah se-
ring terjadi. Dimana aktor-aktor yang terlibat merasa bahwa 
wilayah yang telah dikatakan milik sebuah aktor juga merupa-
kan bagian dari wilayah dan kedaulatan negara lainnya. Konflik 
akan pecah apabila tidak ada aktor yang ingin mengalah dalam 
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sengketa tersebut, sehingga akan menghasilkan konflik yang 
berkelanjutan. Disintegrasi pemikiran antar kedua pihak akan 
berkontribusi terhadap perpanjangan konflik yang terjadi.  
Terdapat 3 pendekatan dasar terhadap konflik itu sen-
diri. Posisi menang/kalah, dimana pendirian dasar dari kedua 
belah pihak didasarkan pada tekanan untuk memenangkan po-
sisi mereka dengan pengorbanan apapun. Posisi negosiasi me-
refleksikan bagaimana kedua pihak bersedia untuk berkompro-
misasi sehingga keduanya mengakhiri dengan rasa agak puas 
serta mampu menanggung rasa kekalahan yang mereka terima. 
Posisi menang sebagai pendekatan terakhir, merupakan refleksi 
kedua belah pihak yang menyelesaikan masalah secara bersama.  
Pihak ketiga dalam proses mediasi merupakan individu 
atau kolektif yang berada di luar pihak yang bertikai, yang 
membantu pihak-pihak yang bertikai untuk menyelesaikan 
masalah melalui beberapa kesepakatan. Dalam menjalankan 
fungsinya, maka pihak ketiga atau mediator dalam sebuah 
konflik wajib memenuhi tiga indikator agar proses mediasi da-
pat berjalan secara efektif antara lain: netralitas, independensi dan 
leverage. Netralitas merupakan kemampuan bagi mediator untuk 
tidak memihak antara pihak-pihak yang berkonflik. Hal ini 
bertujuan agar mediator dipercaya dan dihormati oleh pihak-
pihak yang berkonflik guna membantu penyelesaian konflik 
yang ada. Independensi memiliki makna kemampuan untuk 
berdiri sendiri tanpa adanya ketergantungan terhadap pihak 
lain. Leverage adalah kemampuan mediator dalam menekan atau 
memaksa pihak-pihak yang bertikai untuk menyepakati reso-
lusi-resolusi yang dikeluarkan oleh mediator. Hal ini menjadi 
sangat penting utamanya untuk mengefektifkan rentang waktu 
mediasi yang diberikan serta menghindarkan pihak-pihak yang 
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berkonflik dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat agresif yang 
dapat menghambat jalannya proses mediasi. 
Penyelesaian konflik tersebut menurut William Hen-
drick ada 5 cara. Pertama adalah gaya penyelesaian dengan 
mempersatukan, dimana individu yang terlibat konflik akan 
mengamati perbedaan dan mencari solusi yang dapat diterima 
oleh semua kelompok. Kedua adalah gaya penyelesaian dengan 
kerelaan untuk membantu, dimana adanya kerelaan membantu 
menempatkan nilai yang tertinggi untuk orang lain sementara 
dirinya dinilai rendah. Ketiga adalah gaya penyelesaian konflik 
dengan mendominasi, dimana kewajiban bisa diabaikan oleh 
keinginan pribadi dan meremehkan orang lain. Keempat adalah 
gaya penyelesaian konflik dengan menghindar, yaitu meng-
hindar dari persoalan. Penyelesaian konflik secara  kompromis 
merupakan gaya terakhir, yang berlaku apabila adanya keseim-
bangan kekuatan, untuk mencari jalan keluar melalui pemberian 
sesuatu hal.   
Sengketa yang terjadi di kawasan laut Cina Selatan tidak 
dapat ditinjau hanya dari aspek kedaulatan nasional saja. Sebab 
secara geostrategis kawasan ini jika dilihat dalam tata lautan 
internasional merupakan kawasan bernilai ekonomis, politis dan 
strategis. Kawasan ini menjadi sangat penting karena kondisi 
potensi geografisnya maupun potensi sumber daya alam yang 
dimilikinya. Tidak hanya itu saja, kawasan tersebut merupakan 
jalur pelayaran dan komunikasi internasional (jalur lintas laut 
perdagangan internasional), sehingga menjadikan kawasan itu 
mengandung potensi konflik sekaligus potensi kerjasama. Sebu-
ah perairan dengan potensi yang sangat luar biasa, kandungan 
minyak dan gas alam yang tinggi juga peranannya yang sangat 
penting sebagai jalur perdagangan dan distribusi minyak dunia, 
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membuat Laut Cina Selatan menjadi objek perdebatan regional 
selama bertahun-tahun. Paling tidak ada 9 negara yang menga-
jukan klaim atas wilayah Laut Cina Selatan, belum termasuk 
negara-negara maju yang juga punya kepentingan tersendiri ter-
hadap Laut Cina Selatan. 
Menganalisis secara keseluruhan kekayaan sumber daya 
alam di Laut Cina Selatan memberikan alasan yang kuat me-
ngapa negara seperti Cina, bahkan Amerika Serikat sering mela-
kukan kebijakan yang dapat menggoyahkan perdamaian dan 
ketenangan dikawasan tersebut. Laut Cina Selatan memiliki 
kekayaan diantaranya, terdapat cadangan minyak 213 milyar 
barel (10 kali lebih banyak dari persediaan minyak Amerika 
Serikat), serta terdapat gas alam yang jumlah keseluruhan sama 
dengan cadangan gas alam yang dimiliki oleh  Qatar. Perkiraan 
kandungan minyak bumi di kawasan Laut Cina Selatan cukup 
beragam. Cina sangat aktif mengklaim kawasan Laut Cina Sela-
tan karena pernah mengeluarkan estimasi kandungan minyak di 
kawasan Laut Cina Selatan sebanyak 213 bbl (billion barrels), 
sementara Amerika memperkirakan kandungan minyak di Laut 
Cina Selatan sebanyak 28 bbl. Seperti halnya minyak bumi, 
kandungan gas alam di kawasan Laut Cina Selatan juga bera-
gam dengan angka yang sangat luar biasa. 
Selain sumber daya alam Laut Cina Selatan, jalur pela-
yaran juga menjadi latar belakang kuat bagi negara-negara maju 
untuk menjadikan stabilitas kawasan Laut Cina Selatan sebagai 
prioritas dalam aktifitas politik luar negerinya. Sebut saja 
Jepang, 80 persen impor minyaknya diangkut melalui jalur ka-
wasan Laut Cina Selatan. Amerika juga sangat membutuhkan 
kawasan ini untuk mendukung mobilitas pasukan militernya 
dalam melancarkan dominasi globalnya. Selain itu, Amerika 
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juga mempunyai angka kerjasama perdagangan yang tinggi 
dengan negara-negara di kawasan Laut Cina Selatan. Dengan 
latar belakang potensi yang begitu besar, maka tidak berlebihan 
jika kawasan ini menjadi objek perdebatan multilateral. 
Sengketa di Laut Cina Selatan muncul sebagai salah satu 
konflik regional di kawasan Asia Tenggara yang sampai saat ini 
belum menemukan titik terangnya. Ini dikarenakan masing-
masing negara yang terlibat dalam konflik ini tidak ingin 
mengalah dan menyerah begitu saja. Maka, tentu saja ketega-
ngan diantara negara-negara yang terlibat itu dapat menggang-
gu stabilitas keamanan regional karena tidak menutup kemung-
kinan akan terjadinya perang di kawasan Asia Tenggara. 
Secara geografis, kawasan Laut Cina Selatan merupakan 
perairan yang memanjang dari barat daya ke arah timur laut. 
Sebelah selatan berbatasan dengan 3 derajat lintang selatan anta-
ra Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan, tepatnya Selat 
Karimata, dan disebelah utara berbatasan dengan Selat Taiwan. 
Letak geografis yang tidak menentu inilah yang menyebabkan 
beberapa negara merasa ikut memiliki hak atas perairan dan 
kepulauan tersebut. Serta ditambah lagi dengan pedoman atu-
ran ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) 200 mil, dimana semua nega-
ra yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan memiliki batas 
berdasarkan ZEE yang saling tumpang-tindih sehingga menim-
bulkan masalah penentuan batas dan klaim wilayah. 
Terdapat empat kelompok gugusan kepulauan di Laut 
Cina Selatan, dan karang-karang yaitu: Paracel, Spartly, Pratas, 
dan kepulauan Maccalesfield. Meskipun sengketa teritorial di 
Laut Cina Selatan tidak terbatas pada kedua gugusan kepulauan 
Spartly dan Paracel (misalnya perselisihan mengenai Pulau Phu 
Quac di Teluk Thailand antara Kamboja dan Vietnam), namun 
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klaim multilateral Spartly dan Paracel lebih menonjol karena 
intensitas konfliknya. Diantara kedua kepulauan itu, permasa-
lahannya lebih terpusat pada Spartly, yang merupakan gugus 
kepulauan yang mencakup bagian Laut Cina Selatan, yang 
diklaim oleh enam negara yaitu Cina, Taiwan, Vietnam, Brunei, 
Filipina, dan Malaysia, sementara Kepulauan Paracel dan juga 
Pratas, praktis secara efektif masing-masing sudah berada di 
bawah kendali Cina dan Taiwan. Laut Cina Selatan jadi rebutan 
karena adanya perkiraan cadangan minyak dan gas di Kepu-
lauan Spratly yang besar. Analisis Clive Schofield dan Ian Storey 
di asiaquarterly com menyebut 1-2 miliar barrel minyak dan 225 
tcf (triliun cubic feet) gas alam.Sementara estimasi lembaga 
statistik Amerika Serikat, Energy Information Administration 
(EIA) menyatakan di bawah Spratly terdapat sedikitnya 7 miliar 
barrel minyak dan 150,3 tcf (triliun cubic feet) gas alam. 
Sengketa yang terjadi dikawasan tersebut menyebabkan 
sejumlah negara yang bersengketa memberikan penamaan yang 
berbeda tergantung atas klaimnya, Taiwan misalnya menama-
kan Kepulauan Spartly dengan Shinnengunto, Vietnam menye-
but dengan Truong Sa (Beting Panjang), Filipina menyebut 
Kalayaan (kemerdekaan), Malaysia menyebut dengan itu Aba dan 
Terumbu Layang-layang, sedangkan RRC lebih suka menyebut 
Nansha Quadao (kelompok Pulau Selatan). Masyarakat interna-
sional menyebutnya Kepulauan Spartly yang berarti burung 
layang-layang. 
Beberapa alasan dibalik kenyataan ini dapat dilihat de-
ngan berbagai sumber daya alam yang berada di lautan tersebut, 
sehingga banyak aktor-aktor negara berusaha menjadikan lautan 
tersebut bagian legal dari wilayah mereka, dan adapula yang 
menentang aktor lain untuk menyatakan kepemilikan atas lau-
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tan tersebut. Dua pulau yang sering menghasilkan konflik di 
Laut Cina Selatan adalah pulau Paracel dan Pulau Spartyl. Ne-
gara-negara seperti Cina, Filipina dan Vietnam merupakan bebe-
rapa negara yang terus secara konstan mengalami konflik 
didaerah tersebut. Cina melalui kebijakan pemerintahnya yang 
radikal terus melakukan usaha dalam menguasai lautan terse-
but, bahkan tidak jarang Cina melakukan latihan angkatan lau-
tan militernya didaerah perairan tersebut. Sengketa ini terus 
berlanjut hingga saat ini, dimana berbagai negara di Asia terus-
menerus menyatakan bahwa daerah laut tersebut merupakan 
milik mereka. Pencarian solusi terus sampai ini berlanjut, namun 
perlu dipahami bahwa Cina merupakan kekuatan yang sangat 
besar di Asia, baik dari segi hak veto yang ia miliki di Dewan 
Keamanan PBB, sampai kepada pengaruh yang Cina miliki di 
negara-negara ASEAN. 
Sengketa teritorial di kawasan Laut Cina Selatan khu-
susnya sengketa atas kepemilikan kepulauan Spartly dan kepu-
lauan Paracel mempunyai perjalanan yang panjang. Sejarah me-
nunjukkan bahwa, penguasaan kepulauan ini telah melibatkan 
banyak negara diantaranya Inggris, Perancis, Jepang, RRC, Viet-
nam, yang kemudian melibatkan pula Malaysia, Brunei, Filipina 
dan Taiwan. Sengketa teritorial dan penguasaan kepulauan di 
Laut Cina Selatan, diawali oleh tuntutan Cina atas seluruh 
pulau-pulau di kawasan Laut Cina Selatan yang mengacu pada 
catatan sejarah, penemuan situs, dokumen-dokumen kuno, peta-
peta, dan penggunaan gugus-gugus pulau oleh nelayannya. 
Menurut Cina, sejak 2000 tahun yang lalu, Laut Cina Selatan 
telah menjadi jalur pelayaran bagi mereka. Beijing menegaskan, 
yang pertama menemukan dan menduduki kepulauan Spartly 
adalah Cina, didukung bukti-bukti arkeologis Cina dari dinasti 
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Han (206-220 SM). Namun Vietnam membantahnya dan me-
nganggap kepulauan Spartly dan Paracel adalah bagian dari 
wilayah kedaulatannya. Vietnam menyebutkan kepulauan 
Spartly dan Paracel secara efektif didudukinya sejak abad ke 17 
ketika kedua kepulauan itu tidak berada dalam penguasaan 
suatu negara. 
Pada perkembangannya, Vietnam tidak mengakui wila-
yah kedaulatan Cina dikawasan tersebut, sehingga pada saat 
Perang Dunia II berakhir Vietnam Selatan menduduki kepulau-
an Paracel, termasuk beberapa gugus pulau di kepulauan Spart-
ly. Selain Vietnam Selatan, kepulauan Spartly juga diduduki 
oleh Taiwan sejak Perang Dunia II dan Filipina tahun 1971 
sedangkan Filipina menduduki kelompok gugus pulau dibagian 
timur kepulauan Spartly yang disebut sebagai kelayakan, tahun 
1978 menduduki lagi gugus pulau Panata. Alasan Filipina men-
duduki kawasan tersebut karena kawasan itu merupakan tanah 
yang tidak sedang dimiliki oleh negara-negara manapun. 
Filipina juga menunjuk perjanjian perdamaian San Fransisco 
1951, yang antara lain menyatakan, Jepang telah melepas haknya 
terhadap kepulauan Spartly, mengemukakan diserahkan kepada 
negara mana. Malaysia juga menduduki beberapa gugus pulau 
kepulauan Spartly yang dinamai terumbu layang. Menurut 
Malaysia, langkah itu diambil berdasarkan peta batas landas 
kontinen Malaysia tahun 1979, yang mencakup sebagian dari 
kepulauan Spartly. 
Dua kelompok gugus pulau lain, juga diklaim Malaysia 
sebagai wilayahnya yaitu terumbu Laksmana diduduki oleh 
Filipina dan Amboyna diduduki Vietnam. Sementara, Brunei 
Darussalam yang memperoleh kemerdekaan secara penuh dari 
Inggris 1 Januari 1984 kemudian juga ikut mengklaim wilayah di 
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kepulauan Spartly. Namun, Brunei hanya mengklaim perairaan 
dan bukan gugus pulau. Klaim tumpang-tindih tersebut 
mengakibatkan adanya pendudukan terhadap seluruh wilayah 
kepulauan bagian selatan kawasan Laut Cina Selatan. Sampai 
saat ini, negara yang aktif menduduki disekitar kawasan ini 
adalah Taiwan, Vietnam, Filipina dan Malaysia. Dengan kondisi 
seperti ini, masalah penyelesaian sengketa teritorial di Laut Cina 
Selatan tampaknya semakin rumit dan membutuhkan mekanis-
me pengelolaan yang lebih berhati-hati agar tidak menimbulkan 
ekses-ekses instabilitas di kawasan. 
Konflik senjata pertama kali terjadi diwilayah Laut Cina 
Selatan pada tahun 1974 yaitu antara Cina dan Vietnam. Kemu-
dian terjadi untuk kedua kalinya pada tahun 1988, dilatarbela-
kangi dengan makin intensifnya persaingan Cina-Vietnam di 
Indocina. Akibat perang yang terbuka antara angkatan laut Cina 
dan Vietnam ini, ada 70 korban di pihak militer Vietnam. Dua 
aktor negara yang sampai saat ini terus mengalami konflik di 
Laut Cina Selatan adalah Cina dan Vietnam. Walaupun tidak 
menghasilkan korban yang banyak seperti kejadian ditahun 
1974, namun bisa dilihat bagaimana kejadian tersebut selalu 
membawa kawasan tersebut ke dalam daerah yang tidak pernah 
tenang, serta terus menerus mengancam ketenangan dikawasan 
tersebut. Saat ini kecuali Brunei, masing-masing pihak telah 
menentukan “land base” diantara gugusan pulau-pulau Spartly 
sekaligus menempatkan tentaranya dikawasan itu secara tidak 
menentu dan tanpa pola yang jelas. Malaysia merupakan negara 
terakhir yang menempatkan pasukannya, pada akhir 1977 dan 
kini menduduki sejumlah sembilan pulau dari kelompok 
kepulauan Spartly. 
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Amerika Serikat tidak mendeklarasikan masalah kepe-
milikan wilayah tersebut, namun AS memiliki peran yang pen-
ting dalam kestabilan di daerah tersebut. Dianggap sebagai lau-
tan internasional, Amerika Serikat secara rutin melaksanakan 
patroli di perairan tersebut. Pada Maret 2011, angkatan laut mili-
ter menangkap kapal Amerika Serikat yang melakukan patroli 
di lautan Cina Selatan ini. Menanggapi berbagai pelatihan ang-
katan laut yang dilakukan oleh berbagai negara yang menentang 
deklarasi Cina. Cina mengoperasikan kapal angkatan lautnya di 
perairan Laut Cina Selatan, dengan alasan menjaga perairan 
Cina. 
Penerapan nilai yang berbeda antara kedua pihak men-
jadi salah satu latar belakang mengapa konflik ini terus menerus 
terjadi. Cina disatu pihak berusaha meyakinkan dunia bahwa 
perairan tersebut secara historis merupakan bagian dari lautan 
Cina sejak 2000 tahun yang lalu. Laut Cina telah menjadi jalur 
perdagangan Cina pada waktu itu pada zaman Dinasti Han, 
Dinasti Sung, Dinasti Ming, dan Dinasti Ching. Kehadiran 
berbagai hukum internasional yang mengatur masalah wilayah 
laut semua telah diabaikan oleh Cina itu sendiri, karena sejak 
mempublikasikan map historis yang telah digunakan sejak wak-
tu yang sangat lama di Cina di tahun 1947, Cina tidak akan 
menyerah dalam sengketa lautan ini. Dunia internasional dilain 
pihak berusaha berargumentasi dengan berdasar pada UNCLOS 
(United Nations Convention on the Law of the Sea) tahun 1982. 
Bagian penting dari UNCLOS ini adalah memberikan hak 
kepada setiap negara untuk menjadikan lautan dengan radius 
200 mil dari daratan sebagai EEZ (Exclusive Economic Zone). 
EEZ ini merupakan lautan yang diberikan hak untuk 
aktor negara dieksploitasi dan digunakan untuk kepentingan 
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perekonomian secara domestik negara. Wilayah lautan diluar 
dari wilayah EEZ ini akan dianggap sebagai International Waters 
(Perairan Internasional) yang tidak boleh dieksploitasi oleh 
negara. Vietnam, Taiwan, Filipina, Brunei, Malaysia dan AS 
merupakan beberap negara yang terus menerus memaksa agar 
ada resolusi yang berdasarkan pada UNCLOS yang disebutkan 
di atas. Anggapan Cina yang menyatakan bahwa Laut Cina 
Selatan merupakan perairan mereka, sangat sulit untuk menda-
pat dukungan. Sebab mereka deklarasikan memiliki perairan 
yang sangat berbatasan dengan wilayah Filipina dan Vietnam, 
sehingga melanggar UNCLOS. 
Sengketa Laut Cina Selatan dapat dengan mudah meng-
goyahkan hubungan dengan negara-negara ASEAN tersebut. 
Negara-negara yang paling menentang kebijakan Cina ini semua 
merupakan bagian dari ASEAN (Malaysia, Vietnam, Filipina, 
Indonesia). Negara-negara ASEAN dengan ini sangat mudah 
untuk membuat konsensus, untuk menentang kebijakan yang 
dilakukan Cina. Demi keamanan, perlu tindakan yang tepat 
yang dilakukan Cina untuk mengurangi ketegangan diwilayah 
ini, demi kepentingan hubungan Cina dengan ASEAN, dan 
sebaliknya.     
Deklarasi Bangkok 1967 telah menetapkan bahwa bi-
dang ekonomi dan sosial budaya merupakan bidang-bidang 
penting ASEAN. Deklarasi Bangkok tidak secara eksplisit me-
nyebut kerjasama politik dan keamanan. Namun demikian, sejak 
awal berdirinya ASEAN, kerjasama politik dan keamanan 
mendapat perhatian dan dinilai penting. Kerjasama politik dan 
keamanan terutama diarahkan untuk mengembangkan penyele-
saian secara damai sengketa-sengketa regional, menciptakan dan 
memelihara kawasan yang damai dan stabil, serta mengupaya-
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kan koordinasi sikap politik dalam menghadapi berbagai masa-
lah politik regional dan global. Dengan kata lain, Deklarasi 
Bangkok mengandung keinginan politik para pendiri ASEAN 
untuk hidup berdampingan secara damai dan mengadakan ker-
jasama regional. Pada prinsipnya kerjasama politik dan keama-
nan ASEAN mempunyai arah dalam menciptakan stabilitas dan 
perdamaian kawasan dengan bertumpu pada dinamika dan per-
tumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta sekaligus dapat 
membangun rasa saling percaya (confidence building) menuju 
suatu “masyarakat kepentingan keamanan bersama” di Asia 
Tenggara dan Asia Pasifik yang kemudian sehingga menum-
buhkan pengharapan terciptanya sebuah lingkungan strategis 
yang diharapkan. 
Berdasarkan tujuan-tujuan dasar organisasi tersebut, 
ASEAN berupaya untuk mengambil bagian dalam memecahkan 
persoalan konflik Laut Cina Selatan dengan upaya-upaya damai. 
Apalagi, ketegangan yang terjadi diantara negara-negara yang 
bersengketa sangat rawan konflik. Kondisi ini mencerminkan 
adanya dilema keamanan (security dilemma) sehingga mendo-
rong lahirnya konsep yang lazim disebut sebagai security inter-
dependence, yaitu bentuk usaha keamanan bersama untuk me-
ngawasi masalah-masalah regional, yang menyangkut keama-
nan regional yang diakibatkan munculnya gangguan di kawasan 
Laut Cina Selatan. 
Dalam memperoleh keamanan bersama yang kompre-
hensif maka setidaknya dapat menjalankan konsep keamanan 
yang kooperatif dikawasan. Diantara negara-negara ASEAN 
misalnya, istilah Ketahanan Nasional dan Ketahanan Regional 
menjadi suatu konsep kooperatif yang pada intinya bersifat 
inward looking yang telah lama mendasari hubungan antar-
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negara. Dengan demikian dalam usaha mewujudkan kerjasama 
keamanan tersebut harus dibarengi dengan semangat konstruk-
tif dan penuh keterbukaan di antara negara-negara dikawasan, 
baik itu dalam konteks ASEAN maupun Asia Pasifik. Inti sema-
ngat itu adalah mendahulukan konsultasi daripada konfrontasi, 
menentramkan daripada menangkal, transparansi dari pada 
pengrahasiaan, pencegahaan daripada penanggulangan dan in-
terdepedensi daripada unilateralisme. 
Oleh karena itu, dalam mengatasi potensi konflik di 
Laut Cina Selatan, diharapkan nilai-nilai positif yang dapat dica-
pai ASEAN melalui pengelolaan keamanan bersama regional 
(regional common security) harus dipromosikan untuk mencipta-
kan keamanan dan perdamaian berlandaskan kepentingan yang 
sama, sehingga semua negara kawasan, termasuk negara ekstra 
kawasan harus memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dalam 
memberikan jaminan keamanan kawasan di samping adanya 
konvergensi kepentingan masing-masing. Hal ini penting karena 
pada dasarnya kawasan Laut Cina Selatan merupakan lahan 
potensial masa depan dan salah satu kunci penentu bagi lancar-
nya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional masing-
masing negara kawasan. Selain itu, Laut Cina Selatan juga tidak 
dapat dijauhkan dari fungsinya sebagai safety belt dalam meng-
hadapi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan khusus-
nya bagi negara-negara dalam lingkaran Asia Tenggara dan Asia 
Pasifik. Pada titik inilah ASEAN melihat urgensitas Konflik Laut 
Cina Selatan sebagai masalah yang sangat penting. 
Dengan berakhirnya perang dingin, ASEAN sebagai or-
ganisasi kawasan Asia Tenggara tidak dapat lagi melihat perso-
alan dan ancaman terbatas satu kawasan saja. Tetapi harus lebih 
dapat menangkap segala keadaan yang mengancam yang dapat 
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datang dari manapun, termasuk dari kawasan yang lebih luas, 
seperti Asia Pasifik. Perubahan sistem internasional yang men-
ciptakan konsep-konsep keamanan baru tersebut melatar bela-
kangi ASEAN untuk mengambil bagian dalam penyelesaian 
konflik di Laut Cina Selatan, di samping beberapa pertimbangan 
dan kepentingan-kepentingan ASEAN lainnya. Signifikansi kon-
flik Laut Cina Selatan bagi ASEAN, secara singkat dapat diurai-
kan sebagai berikut :  
1. Kepentingan ASEAN dalam menjaga stabilitas hubungan 
negara-negara anggotanya, khususnya yang terlibat lang-
sung dalam konflik Laut Cina Selatan (Malaysia, Vietnam, 
Filipina, dan Brunei Darusalam). 
2. Laut Cina Selatan merupakan wilayah yang strategis dan 
sangat potensial untuk menjadi pangkalan militer dari 
negara-negara yang akan meluaskan pengaruhnya di Asia 
Tenggara. Kemungkinan tersebut merupakan ancaman 
yang harus diperhatikan ASEAN dalam mempertahankan 
keamanan regional. 
3. Ketiga, masalah ekonomis. Laut Cina Selatan memiliki 
potensi besar baik dari sumber daya mineral, perikanan 
bahkan minyak dan gas bumi. 
Dengan demikian, konflik Laut Cina Selatan juga meru-
pakan wahana bagi ASEAN untuk mempertegas eksistensinya 
sebagai organisasi regional yang solid dan masih berfungsi 
sebagaimana mestinya. Regionalisme ASEAN sangat penting 
dikembangkan menjadi satu kawasan yang lebih luas yaitu 
regionalisme Asia Pasifik, dimana masalah-masalah regional 
seperti sengketa Laut Cina Selatan tidak hanya melibatkan 
negara-negara ASEAN akan tetapi juga negara non-ASEAN se-
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perti RRC dan Taiwan dan negara kawasan lainnya yang tidak 
terlibat langsung. Eksistensi ASEAN, dalam pembentukkannya 
dan pencapaian tujuannya disandarkan pada inspirasi, komit-
men politik dan keamanan regional. Ada empat keputusan 
organisasional yang dapat dijadikan landasan dan instrumen 
dalam pengelolaan potensi konflik Laut Cina Selatan. Keempat 
keputusan organisasional tersebut yaitu : 
1. Deklarasi Kuala Lumpur 1971 tentang kawasan damai, 
bebas dan netral (ZOPFAN). 
2. Traktat Persahabatan dan kerjasama di Asia Tenggara 
(TAC) yang dihasilkan oleh KTT ASEAN I 1976. 
3. Pembentukan ASEAN Regional Forum (ARF) dan perte-
muan pertamanya di Bangkok Tahun 1994. 
4. KTT ASEAN V (1995) menghasilkan traktat mengenai 
kawasan Bebas Senjata Nuklir di Asia Tenggara (Treaty on 
South East Zone-Nuclear Free Zone – SEANWFZ). 
ASEAN Regional Forum (ARF) merupakan forum dia-
log resmi antar pemerintah dan merupakan bagian dari upaya 
membangun saling percaya dikalangan negara-negara Asia 
Pasifik untuk membicarakan masalah-masalah keamanan regi-
onal secara lebih langsung dan terbuka sehingga ASEAN dapat 
tumbuh secara lebih kuat dan mandiri. ARF lahir sebagai im-
plikasi logis dari berakhirnya sistem bipolar di Asia Pasifik dan 
mengharuskan negara-negara Asia Pasifik mencari pendekatan-
pendekatan baru atas masalah-masalah keamanan dikawasan. 
Pada saat yang sama dinamika kawasan di Asia Pasifik masih 
menyimpan beberapa ketidakpastian, dimana salah satunya 
berupa konflik-konflik teritorial khususnya konflik teritorial di 
Laut Cina Selatan. 
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Dengan demikian, ARF merupakan forum multilateral 
pertama di Asia Pasifik untuk membahas isu-isu keamanan. 
Pembentukan lembaga ini merupakan sebuah langkah menda-
hului negara-negara ASEAN, yang memberi arti sukses dan 
kemandirian pengelompokkan regional itu. Ini juga merupakan 
salah satu bukti keunggulan ASEAN dalam memanfaatkan 
momentum agenda keamanan kawasan. Misalnya keberhasilan 
ASEAN dalam melakukan dialog multilateral tentang masalah 
di Laut Cina Selatan. Keberhasilan tersebut merupakan upaya 
penting untuk mencegah pecahnya konflik antarnegara yang 
terlibat sengketa perbatasan dikawasan Asia Pasifik. Dari uraian 
di atas nampak bahwa ARF memiliki peran yang signifikan 
dalam berbagai isu keamanan yang menyimpan sejumlah 
konflik. Selain itu makna ARF menjadi semakin penting sebagai 
satu-satunya forum keamanan yang paling banyak diminati oleh 
negara-negara dikawasan Asia Pasifik. Sejak berdirinya, forum 
ini telah menyumbangkan berbagai program konkret dalam 
mengelola isu keamanan regional di Laut Cina Selatan. 
Ada beberapa kemungkinan penyelesaian sengketa 
yang terjadi di Laut China Selatan ini. Namun berdasarkan 
sebuah perjanjian pada UNCLOS di tahun 1982, hanya akan 
mendapatkan respon penolakan oleh Negara China. Dibutuhkan 
sebuah mekanisme baru yang dapat oleh kedua pihak disetujui. 
Kemungkinan yang pertama adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa 
yang harus turun tangan dalam melakukan patroli di lautan 
China Selatan. Patroli ini akan terdiri dari berbagai negara yang 
telah disepakati dalam Majelis Umum/Dewan Keamanan PBB. 
Patroli dan latihan angkatan laut yang dilakukan berbagai 
negara harus segera dihentikan untuk beberapa waktu, hanya 
untuk menghilangkan ketegangan yang saat ini terus muncul 
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apabila terjadi latihan militer di Laut Cina Selatan.  Jika diihat 
dari sudut pandang hukum internasional atas kepulauan 
Spartly, maka kita bisa mengacu kepada hukum laut inter-
nasional PBB, yaitu UNCLOS (United Nations Convention on the 
Law of the Sea) 1982. Ada beberapa pasal yang terdapat dalam 
hukum UNCLOS yang berkaitan dengan klaim kepemilikan 
kepulauan Spartly, yaitu : 
1. Pasal 15 UNCLOS 1982 mengenai garis tengah dalam 
penetapan batas dua negara pantai, “Untuk 
menentukan garis tengah wilayah laut dua negara 
yang berhadapan atau bersebelahan, maka diukur 
dari jarak tengah dari masing-masing titik terdekat 
garis pantai masing-masing negara . . .” 
2. Pasal 76 UNCLOS 1982 mengenai Landas Kontinen, 
“Batas terluar landas kontinen suatu negara pantai 
dinyatakan sampai kedalaman 200 mil laut atau di 
luar batas itu sampai kedalaman air yang 
memungkinkan dilakukannya eksplorasi dan 
eksploitasi sumber daya alam . . .” 
3.  Pasal 122 UNCLOS 1982 mengenai Laut Setengah 
Tertutup, “Laut Tertutup atau Setengah Tertutup 
yang berarti suatu daerah laut yang dikelilingi oleh 
dua atau lebih negara dan dihubungkan dengan laut 
lainnya atau samudera, oleh suatu alur laut yang 
sempit atau terdiri seluruhnya atau dari laut 
territorial dan Zona Ekonomi Eksklusif dua atau lebih 
negara pantai.” 
4.  Pasal 289 UNCLOS 1982 mengenai penentuan 
penetapan batas wilayah, “Penetapan batas wilayah 
sebaiknya dengan melakukan perjanjian internasional 
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yang disepakati negara-negara, dan penggunaan hak 
sejarah dapat digunakan asalkan tidak mendapat 
pertentangan dari negara lain . . .” 
5.  Pasal 279, 280, 283, dan 287 UNCLOS 1982 mengenai 
penyelesaian sengketa.  
Pasal-pasal tersebut di atas menjelaskan mengenai ke-
wajiban dari setiap pihak yang bertikai untuk menyelesaikan 
sengketa dengan cara-cara yang damai. Kedua adalah menyele-
saikan kasus ini dengan bantuan ASEAN Regional Forum (ARF). 
Perubahan sistem internasional yang menciptakan konsep-
konsep keamanan baru tersebut melatarbelakangi ASEAN untuk 
mengambil bagian dalam penyelesaian konflik di Laut Cina 
Selatan, di samping beberapa pertimbangan dan kepentingan-
kepentingan ASEAN lainnya. Signifikansi konflik Laut Cina 
Selatan bagi ASEAN secara singkat dapat duraikan sebagai 
berikut :  
a) Kepentingan ASEAN dalam menjaga stabilitas 
hubungan negara-negara anggotanya, khususnya yang 
terlibat langsung dalam konflik Laut Cina Selatan 
(Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Brunei Darusalam).  
b)  Laut Cina Selatan merupakan wilayah yang strategis 
dan sangat potensial untuk menjadi pangkalan militer 
dari negara-negara yang akan meluaskan pengaruhnya 
di Asia Tenggara. Kemungkinan tersebut merupakan 
ancaman yang harus diperhatikan ASEAN dalam 
mempertahankan keamanan regional.  
c)  Ketiga, masalah ekonomis. Laut Cina Selatan memiliki 
potensi besar baik dari sumber daya mineral, 
perikanan bahkan minyak dan gas bumi.  
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Ada empat keputusan organisasional yang dapat dija-
dikan landasan dan instrumen dalam pengelolaan potensi kon-
flik Laut Cina Selatan. Keempat keputusan organisasional terse-
but yaitu : 
a)  Deklarasi Kuala Lumpour 1971 tentang kawasan damai, 
bebas dan netral (ZOPFAN).  
b)  Traktat Persahabatan dan kerjasama di Asia Tenggara 
(TAC) yang dihasilkan oleh KTT ASEAN I 1976. 
c) Pembentukan ASEAN Regional Forum (ARF) dan 
pertemuan pertamanya di Bangkok tahun 1994. 
d)  KTT ASEAN V (1995) menghasilkan traktat mengenai 
kawasan Bebas Senjata Nuklir di Asia Tenggara (Treaty 
on South East Zone-Nuclear Free Zone – SEANWFZ).  
Keberhasilan ASEAN dalam melakukan dialog multila-
teral tentang masalah di Laut Cina Selatan. Keberhasilan terse-
but merupakan upaya penting untuk mencegah pecahnya kon-
flik antarnegara yang terlibat sengketa perbatasan dikawasan 
Asia pasifik. Resolusi dari ARF nantinya juga bisa menjadi 
masukan untuk resolusi PBB di Majelis Utama dan Dewan 
Kemanan PBB untuk menyikapi masalah sengketa Laut Cina 
Selatan ini. 
Kemungkinan solusi terakhir adalah meningkatkan hu-
bungan bilateral dengan aktor yang terlibat, dalam artian Cina 
dengan Malaysia, Filipina, Vietnam, dan semua negara yang 
memiliki kepentingan nasional dengan sengketa Laut Cina Sela-
tan. Disaat forum atau solusi multilateral tidak mampu menyele-
saikan kasus, maka perlu penyelesaian kasus dalam lingkup 
yang lebih kecil terdahulu. Melalui hubungan bilateral, kedua 
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negara dapat mencari solusi yang tepat untuk menyelesaikan 
ketegangan dikawasan ini.  
Kedaulatan negara sering dianggap sebagai elemen pa-
ling penting dalam sebuah negara. Kedaulatan negara menjadi 
elemen yang penting, sebab kedaulatan negara berhubungan 
dengan kemampuan sebuah negara dalam mengatur dan ber-
kuasa dalam segi internal dan eksternal negaranya. Wilayah 
seringkali menjadi bagian penting dalam kedaulatan negara, 
sehingga seringkali kita melihat bagaimana sebuah negara 
berkonflik dengan aktor negara lainnya. Sengketa laut di Cina 
Selatan merupakan sebuah sengketa laut yang berlangsung 
selama puluhan tahun. Wilayah perairan yang kaya akan gas 
alam dan cadangan perminyakan ini menjadi rebutan berbagai 
negara disekitaran kawasan tersebut. Cina, Filipina, dan Viet-
nam merupakan beberapa negara yang aktif berusaha menun-
jukkan bahwa laut ini milik mereka. Sengketa ini telah membuat 
negara-negara yang terlibat ini untuk melakukan berbagai kebi-
jakan radikal, hanya untuk merefleksikan bahwa ini wilayah 
mereka. Mereka tidak segan-segan untuk melakukan latihan 
militer gabungan, dan juga patroli di perairan yang seharusnya 
secara hukum internasional merupakan perairan internasional, 
yang seharusnya tidak dieksploitasi. 
Cina menyatakan bahwa mereka berhak menjadikan 
Laut Cina Selatan menjadi bagian dari Cina, sebab masalah 
historis yang menurut mereka telah menjadi bagian Cina sejak 
2000 tahun yang lalu. Hukum Internasional yang disebut 
UNCLOS pada tahun 1982 menyatakan bahwa Laut Cina Sela-
tan merupakan perairan internasional, bukan bagian dari EEZ 
(Exclusive Economic Zone) yang Cina berusaha deklarasikan ke 
dunia internasional. 
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Permasalahan di Laut Cina Selatan merupakan sebuah 
sengketa yang perlu ditanggapi dengan cepat, sebab ketegangan 
yang terjadi antara Cina dengan aktor-aktor yang terlibat dalam 
sengketa laut ini, dapat dengan mudahnya mempengaruhi hu-
bungan Cina dengan negara-negara tersebut, terutama negara-
negara ASEAN (Association of South East Asian Nations). Cina 
berusaha meningkatkan pengaruhnya terhadap negara-negara 
sekitar, terutama ASEAN. Perumusan dan pengaplikasian 
ACFTA (ASEAN-China Free Trade Agreement) merupakan satu 
dari berbagai kerjasama regional yang telah ditawarkan Cina ke 
negara-negara ASEAN. Kerjasama tersebut menjadi salah satu 
kebijakan luar negeri penting bagi kedua pihak, sebab memberi 
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A. Sengketa Internasional Laut Cina Timur 
Laut Cina Timur ialah sebuah laut di pinggir Cina yang 
pesisirnya berkisar  1,249,000 km² di timur negara Cina, dan juga 
sebagian Lautan Pasifik. Laut Cina Timur dibatasi oleh kepu-
lauan Kyūshū dan Ryukyu di timur, pulau Taiwan di selatan, 
dan tanah besar Cina di barat, serta dihubungkan dengan Laut 
Cina Selatan melalui selatan Taiwan dan Laut Jepang melalui 
Selat Korea. Laut Cina Timur juga bersebelahan dengan Laut 
Kuning di utara. Lihat gambar berikut : 
Gambar 1 
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Laut Cina Timur menjadi suatu wilayah yang diper-
sengketakan terutama diwilayah kepulauan Ryukyu, pulau 
Senkaku disebelah selatan Okinawa, Jepang. Beberapa analisa 
mengatakan, sengketa di Laut Cina Timur tidak hanya sengketa 
politik antara Jepang dan Cina. Namun, di dalamnya terdapat 
persaingan memperebutkan sumber daya alam berupa cada-
ngan gas murni dan minyak bumi. Di samping itu, persaingan 
antara Cina dan Amerika yang terjadi dewasa ini juga turut 
memanaskan konflik sekitaran Laut Cina. Perlombaan militer 
dan kapal tempurpun tidak bisa terelakkan.  
Wilayah itu telah lama dianggap sebagai salah satu 
potensi konflik militer Asia. Cina mengklaim sebagian besar 
kawasan itu, terbentang ratusan mil dari selatan sampai timur di 
Provinsi Hainan. Beijing mengatakan, hak mereka atas kawasan 
itu bermula sejak 2.000 tahun lalu. Dua pulau itu merupakan 
bagian dari Cina. Banyak hal yang menjadikan wilayah tersebut 
menjadi sengketa, selain karena jalur tersebut merupakan jalur 
ekspedisi barang Asia Timur dengan Eropa dan Timur Tengah. 
Untuk mengetahui beberapa faktor serta permainan 
kepentingan yang terjadi di wilayah Laut Cina Timur, maka 
pertanyaan yang muncul adalah bagaimana persoalan serta ana-
lisis terkait masalah-masalah yang terjadi di Laut Cina Timur? 
Tulisan pada bab ini bertujuan untuk menganalisis lebih lanjut 
mengenai permasalahan di wilayah Laut Cina Timur yang tentu-
nya akan mengembangkan wawasan dan pengetahuan kita me-
ngenai hal tersebut.  
Laut Cina Timur adalah posisi yang sangat strategis di 
kawasan Asia Pasifik. Berdasarkan latarbelakang permasalahan 
juga telah menempatkan beberapa sengketa yang terjadi yang 
kemudian akan disistematiskan seperti di bawah ini. 
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Berdasarkan Restorasi Meiji, pemerintahan Meiji Jepang 
secara resmi menandai bahwa Kerajaan Ryukyu merupakan ba-
gian dari Prefektur Okinawa pada tahun 1979. Pulau Senkaku 
sendiri, berada di tengah-tengah perbatasan antara Kerajaan 
Ryukyu dan Dinasti Qing dan terkenal dengan nama Sinon-
Japanese Boundaries. 
Pada 14 Januari 1895 klaim atas kepulauan ini mulai 
terjadi. Jepang menandai kedaulatannya secara resmi dengan 
memasukkan Senkaku ke dalam teritorial Jepang. Senkaku 
menjadi bagian dari kepulauan Nansei Shoto atau Ryukyu yang 
kini menjadi bagian dari Prefektur Okinawa. 
Setelah Perang Dunia II, Jepang mengumumkan kembali 
klaim atas sejumlah teritorial dan pulau-pulau melalui Perjan-
jian San Fransisco 1951. Namun berdasarkan perjanjian ini, 
Nansei Shoto berada di bawah perwalian AS dan kemudian di-
kembalikan ke Jepang pada 1971 melalui Okinawa Reversion Deal 
(Kesepakatan Pengembalian Okinawa). .Taiwan menjadi bagian 
Jepang sejak disepakatinya Perjanjian Shimonoseki pada 1895, 
setelah perang Cina-Jepang. Menurut Cina, saat Taiwan dikem-
balikan melalui Perjanjian San Fransisco, ini berarti juga 
termasuk Daioyu. Namun, pemimpin Taiwan saat itu Chiang 
Kai-shek tidak mengangkat isu ini, bahkan saat Diaoyu diberi 
nama lain dalam Okinawa Reversion Deal. Alasannya, Chiang 
yang nasionalis dan ingin lepas dari Cina, juga bergantung 
kepada dukungan AS yang menjadi bagian kesepakatan itu. 
Taiwan yang hingga kini berusaha menjadi kesatuan terpisah 
dari Cina juga mengklaim, Daioyu sebagai bagian teritorinya. 
Pada 1996, sekelompok orang Jepang mendirikan 
mercusuar disalah satu Pulau Senkaku. Aktivis-aktivis Cina pun 
berulang kali mencoba mencapai pulau ini. Pada 2004, Jepang 
 222 S.M. Noor : Sengketa Laut Cina & Kepulauan Kuril 
 
menahan tujuh aktivis Cina yang mendarat di pulau utama 
Senkaku. Seringkali juga terjadi hadap-hadapan antara kapal 
patroli Jepang dan Cina atau kapal nelayan Taiwan. Pada tahun 
2005, 50 kapal nelayan Taiwan berdemo diwilayah ini. Mereka 
mengaku dianiaya petugas patroli Jepang. Hal ini kemudian 
dipicu karena banyaknya sumber daya alam berupa gas murni 
yang terdpaat disekitaran wilayah kepulauan Senkaku ini. 
Klaim atas Senkaku juga didasarkan pada masing-
masing pandangan negara mengenai batas wilayah yang 
didefinisikan seperti gambar di bawah ini. Terlihat bahwa batas 
wilayah Senkaku merupakan pertengahan antara Cina dan 
Jepang, sehingga masing-masing batas negara yang diklaim 
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B. Pernyataan Pihak Cina 
Cina menyebut Diaoyu (nama yang diberikan Cina un-
tuk kepulauan ini) merupakan teritorialnya sejak dulu karena 
merupakan wilayah penangkapan ikan yang dikelola propinsi-
nya, Taiwan. Kementerian Luar Negeri Cina menyatakan bahwa 
hal tersebut sepenuhnya terbukti dan secara legal ditetapkan: 
a. Pulau tersebut merupakan garis terluar pertahanan untuk 
melawan “wokou” (perompak Jepang) selama masa Dinasti 
Ming dan Dinasti Qing (1368 – 1911). Peta Cina mengenai 
Asia menunjukkan bahwa pulau tersebut merupakan 
bagian dari Cina. Termasuk sebuah peta dari Jepang pada 
abad ke 18 Masehi, menunujukkan bahwa pulau tersebut 
merupakan bagian dari Cina. 
b. Jepang mengambil alih pulau tersebut selama periode 
perang Cina-Jepang pada tahun 1894-1895. 
c. Perjanian Posdam menyatakan bahawa ”kedaulatan Je-
pang harus dibatasi terhadap pulau Honus, Hokaido, Kyu-
shu, Shikoku dan pulau pulau kecil lainnya yang kami 
tentukan” dan kata “kami” pada deklarasi tersebut menga-
cu kepada pemenang perang dunia II yang bertemu di 
Postdam; USA, UK dan Cina. Sementar Jepang menyetujui 
keputusan tersebut. 
d. Baik PKC maupun PRC tidak pernah melepaskan kontrol 
dan perhatian terhadap pulau tersebut, sejak tahun 1970. 
Berdasarkan klaim Cina, pulau tersebut telah dikenal 
paling tidak sejak tahun 1372. Kemudian selalu diulang-ulang 
untuk merujuk terhadap territori Cina sejak 1372 hingga dikon-
trol oleh Dinasti Qing termasuk bersama Taiwan. Teks pertama 
mengenai pulau ini adalah catatan perjalan Diaoyutai pada 1403 
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di buku Cina yang berjudul Voyage with the Tail Wind.. 
Kemudian, pada tahun 1534 semua pulau-pulau besar di 
kepulaun tersebut telah diidentifikasi dan kemudian buku itu 
dikenall dengan nama Record of the Imperial Envoy's Visit to 
Ryukyu. Lihat gambar berikut : 
Gambar 3 
Peta Wilayah Konflik (Senkaku) Jepang - Cina 
 
  
Seperti gambar di atas merupakan peta dari Jepang yang 
menggambarkan Senkaku diwarnai sama dengan warna Cina 
yang berarti bahwa wilayah tersebut merupakan wilayah Cina. 
C. Pernyataan Pihak Jepang 
Menurut Jepang, Cina tidak pernah keberatan dengan 
Perjanjian San Fransisco. Mereka baru mulai membicarakannya 
sejak 1970-an, saat beredar isu ada cadangan minyak di 
kepulauan tersebut. Menurut Jepang, tidak terdapat masalah 
teritori yang diselesaikan di Senkaku. Hal itu disebabkan karena 
beberapa alasan berikut : 
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1. Pulau tersebut tidak berpenghuni dan tidak terdapat 
aktivitas sejak berada di bawah Kendali Cina hingga tahun 
1895, 
2. Pulau tersebut bukan merupakan bagian dari Taiwan 
maupun Kepulauan Percadores, seperti yang tertulisa 
dalam Pasal II bulan May 1985, Treaty of Ahimonosek, 
3. Meskipun pulau tersebut berada di bawah kontrol 
Amerika sebagai kekuatan yang menang pada tahun 1945 
dan 1972. Jepang, sejak 1972 melakukan legal administrasi 
pulau tersebut. PRC (Cina) dan ROC (Taiwan) tidak 
pernah melakukan klaim hingga diketahuinya cadangan 
minyak telah ditemukan disekitaran wilayah tersebut. 
Melalui kunjungan pribadi setelah 9 tahun berhenti dari 
jabatannya, mantan presiden Republik of China, Lee Teng Hui 
suatu kali pernah mengatakan bahwa Pulau Senkaku adalah 
bagian dari Okinawa. Kemudian pada tahun 1885, pemerintah 
Jepang melakukan survei dan menemukan fakta  bahwa pulau 
tersebut merupakan terra nulius (tidak berpenduduk). Yang 
membuktikan bahwa pulau tersebut tidak berada di bawah 
kontrol Cina. 
Kentaro Serita dari Kobe University menemukan poin 
semenjak Dinasti Ming hingga Dinati Qing disebuah buku berju-
dul History of Ming yang menggambarkan Taiwan  "Biographies of 
Foreign Countries". Dan bab tersebut menggambarkan Cina tidak 
mengontrol Pulau Senkaku maupun Taiwan selama masa Dinas-
ti Ming. Pembuktiannya kemudian merujuk pada awal kekaisa-
ran Qing, Taiwan berada di luar dari teritorial dinasti, bahwa 
Cina tidak mengontrol Senkaku maupun Taiwan, namun meru-
pakan kekuasaan yang berpisah yakni kerajaan Tungning yang 
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memang loyal terhadap Dinasti Ming. Bukti tersebut mengung-
kapkan bahwa kepaulaun Senkaku tidak mempunyai kaitan 
dengan Dinasti Ming. 
D. Perebutan sumber daya alam 
Pulau Senkaku atau Diaoyu menjadi primadona dan di-
idamkan kedua negara karena pada tahun 1968 komisi ekonomi 
perserikatan negara-negara untuk wilayah Asia Timur telah me-
nyebutkan potensi cadangan minyak dan gas alam di perairan 
Senkaku. Potensi minyak dan gas di Laut Cina Timur tersebut 
mengakibatkan kedua negara memperebutkan Kepulauan 
tersebut. 
Sejak berakhirnya PD II, kedua negara terlibat sengketa 
perbatasan di kepulauan Diaoyo (versi Cina) atau Senkaku 
(versi Jepang) wilayah laut Cina Selatan. Kepulauan ini semula 
merupakan bagian dari wilayah Cina. Namun akibat kekalahan 
Cina dalam perang terhadap Jepang di tahun 1895, kepemilikan 
kepulauan ini kemudian beralih kepada Jepang. Cina tidak 
pernah mengakui kepemilikan Jepang atas kepulauan tersebut. 
Yang menjadi kepentingan Cina pada Pulau Senkaku adalah 
potensi minyak dan gas yang cukup besar diperkirakan sekitar 
100 juta barel minyak.  
Cina sangat membutuhkan energi dalam jumlah besar 
untuk melaksanakan pembangunan ekonominya. Cina merupa-
kan negara pengimpor energi terbesar didunia. Cina juga negara 
kedua terbesar setelah Amerika sebagai pengonsumsi energi 
minyak sekarang berada diujung krisis energi untuk memenuhi 
permintaan energi dalam negeri. 
Hal ini kemudian dibuktikan sejak Musim Panas 2010, 
Cina mengembangkan lebih lanjut ladang minyak di Laut Cina 
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itu karena ketika itu, Cina sedang kesulitan energi terutama 
listrik. Cina bahkan masih membutuhkan tambahan llistrik  
untuk industri berat dan industri manufaktur. Para ahli Cina 
meyakini bahwa setiap tahun, Cina akan kekurangan energi, hal 
ini kemudian dibuktikan dengan dinon-aktifkannya dua buah 
pembangkit yang terbesar untuk menghemat penggunaan ener-
gi. 
Explotasi di lepas pantai ladang gas di Laut Cina baik 
dari Cina maupun Jepang, telah memperkeruh hubungan dari 
dua negara yang powerfull di Asia ini. Bagi Jepang, penyulingan 
yang dilakukan Cina sangat memungkinkan melewati batas 
territori Jepang dan hal itu dianggap ilegal. Sedangkan Cina mu-
lai berbicara banyak mengenai Tokyo yang ketakutan terhadap 
kebangkitan ekonomi Cina, sehingga mencoba untuk memben-
dung itu paling tidak melalui Laut Cina Timur. Rivalitas per-
minyakan ini bisa menimbulkan masalah serius yang lainnya, 
yang mengarah kepada perpolitikan kedua negara. 
Isu inipun semakin memuka ketika pada Agustus 2001, 
pemerintah Cina telah merampungkan kontrak kerjasama de-
ngan perusahaan Cina dan dari negara lain termasuk perusa-
haan raksasa Royal Dutch/Shell dan perusahaan Amerika Seri-
kat, untuk mengeksplorasi dan memproduksi gas di Laut Cina 
Timur seharga miliaran dolar. Pemerintah Jepang sendiri, selalu 
mengultimatum Cina bahwa ladang eksplorasi tersebut mung-
kin saja menjangkau ZEE Jepang, dan Jepang secara resmi 
meminta Beijing untuk mengirimkan data lokasi semua ladang 
perminyakan, akan tetapi Beijing menolak permintaan tersebut. 
Isu ini kembali memanas diawal bulan Juli 2010 ketika 
Jepang mengkomfirmasikan bahwa Beijing telah membangun 
konstruksi di dalam area ZEE Cina, 4 km dari klaim Jepang atas 
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perbatasan antara kedua negara dan Jepang percaya bahwa 
kedepannya Cina akan membuka banyak pertambangan lagi. 
Jepang menganggap bahwa data-data yang diminta Jepang ter-
sebut pada dasarnya merupakan data angkatan laut Cina yang 
mengamankan posisi pertambangan gas dan ladang minyak. 
Pada 7 Juli, Jepang mulai mengeksplorasi ZEE-nya di 
wilayah Laut Cina Timur untuk gas alam dengan mengirimkan 
kapal survei dan juga mencari wilayah-wialyah eksplorasi gas 
dekat dari batas dengan Cina. Hal itu kemudian mengundang 
reaksi dari Wang Yi, wakil menteri luar negeri Cina dan meng-
asumsikan bahwa Jepang telah bertindak terlalu berlebihan serta 
telah melanggar kedaulatan Cina. Ladang gas yang menjadi 
pentanyaan adalah Chunxiao, yang berlokasi 4 km di dalam ZEE 
Cina yang diklaim oleh Jepang sebagai batas wilayahnya. 
Sebenarnya kedua negara telah menandatangani UN-
CLOS mengenai pemanfaatan kekayaan alam sebesar 200 mil 
atau 370 km dari pinggir pantai. Tetapi, baik Beijing maupun 
Tokyo keduanya tidak menyetujui dimana batas laut berada. 
Atas dasar ini, Cina mengklaim ladang minyak Chunxiao tidak 
melewati garis batas negara. 
Statistik di bawah ini menunjukkan kekayaan alam 
sekitaran wilayah Laut Cina Timur : 
Tabel 3 
Kekayaan Alam (Minyak) Wilayah Laut Cina Timur 
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Tabel 4 
Kekayaan Alam (Gas) Wilayah Laut Cina Timur 
 
 
E. Jalur Strategis Pelayaran Dunia 
Laut Cina Timur merupakan area strategis bagi Cina, 
Jepang dan Amerika Serikat karena wilayah ini merupakan jalur 
masuk ekspedisi barang Asia Timur dengan Eropa dan Timur 
Tengah. Terutama hasil minyak bumi , pertambagan dan ekspor 
impor ke wilayah Beijing, Jepang, Korea Selatan, Korea Utara 
serta jalur alternatif bagi Rusia. 
Dibagian utara laut ini merupakan wilayah utama untuk 
memasuki Selat Tsusuhima yang merupakan penghubung 
untuk memasuki selat Laut Jepang. Dibagian selatan terdapat 
Taiwan, wilayah yang selalu menjadi perdebatan sengit antara 
Cina dan Amerika Serikat. Bagaimanapun, Cina melihat Jepang 
sebagai bagian dari Amerika Serikat yang selalu mendukung 
baik secara logistik maupun militer terhadap Taiwan dalam hal 
kasus Cina-Taiwan.  
Hal lain yang menjadi perhatian adalah munculnya 
sentimen-sentimen yang akan diakumulasikan menuju rivalitas 
militer Cina-Jepang. Cina sedang giat-giatnya membangun ang-
katan lautnya dengan membeli super kilo yang didesain untuk 
pengarahan militer terhadap Taiwan. Selanjutnya Cina berharap 
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akan memperluas kekuatan pertahanan lautnya ke wilayah 
Pasifik Barat. Akan tetapi, untuk melakukan hal tersebut, Cina 
harus menggerakkan submarinenya ke wilayah armada lautnya 
yang lain dengan melewati Kepulauan Ryukyu. Tidak hanya 
patroli Jepang, tetapi wilayah Taiwan serta pangkalan militer 
Amerika Serikat di Okinawa. 
F. Keamanan dan ketegangan militer 
Siapapun yang menguasai Laut Cina Timur, akan me-
ngontrol militer dan maritime paling penting di dunia. Yang 
menjadi ancaman Cina adalah hubungan bilateral Jepang dan 
Amerika Serikat. Ketika kedaulatan Jepang yang sudah tentu 
berkaitan dengan militer terganggu, maka sudah pasti akan 
berhadapan dengan Amerika. Dalam hal ini, ketika strategi 
militer menjadi pilihan Jepang untuk mengamankan akses 
energi, maka kebutuhan pengembangan persenjataan menjadi 
keharusan. Apalagi baru-baru ini, Jepang mengadakan latihan 
militer bersama dengan AS. Disisi lain, saat ini Jepang juga telah 
mengambil langkah-langkah: 1) meningkatkan kemampuan air-
refueling yang berguna untuk memperluas wilayah jangkauan 
operasi militer di kawasan selatan Jepang; 2) Melakukan pening-
katan kemampuan (upgrade) terhadap pangkalan udara yang 
terletak di pulau-pulau disekitar Kepulauan Senkaku; 3) Mem-
perbesar armada militer angkutan udara; 4) Membentuk pasu-
kan reaksi cepat (Rapid Deployment Force), dan; 5) Meningkatkan 
kemampuan (up-grade) sistem AEGIS angkatan laut.  
Hal ini kemudian menjadi ancaman terbesar bagi Cina 
dalam sengketa pulau ini. Antisipasi ancaman: Cina telah me-
ngetahui ancaman dari klaim yang telah ia lakukan. Cina dan 
Jepang sama-sama The Big Power di Asia. Jadi saat ini, untuk 
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mengimbangi ancaman tersebut Cina melakukan pembangunan 
kekuatan militer dan menempatkan dia pada posisi kedua 
militer setelah Amerika Serikat. Kapal perang China siap tempur 
di gugusan kepulauan Beijing. 
Pada 10 November 2004, submarine Cina tertangkap 
sinyal Self defence force dari Jepang dan dipergoki oleh helikopter 
Jepang di wilayah perairan Jepang. Agen keamanan Jepang me-
nganggap hal tersebut merupakan provokasi dan “show off” 
submarine Jepang. Submarine tersebut teridentifikasi merupa-
kan Tipe 09-1 Han, dengan kelas ‘menyerang’. Kapal tersebut 
merupakan kapal dengan tenaga nuklir yang didesain pada 
tahun 1950an dan dibuat pertama kali pada tahun 1974. 
Hal ini kemudian menyebabkan keruhnya suasana di 
Laut Cina Timur. Tensi tinggi kedua negara  meningkat sejak 
bulan April 2005, ketika penghancur angkatan laut Cina meng-
arahkan senjatanya kearah  Japanese Maritime Self-Defense Force 
P3-C di wilayah yang dekat dengan wilayah perairan yang 
masih disengketakan, dekat dengan Chunxiao. Sementara itu, 
agen berita Kyodo memberitakan bahwa Cina mengirimkan pe-
sawat mata-mata ketiga kalinya dalam rentang dua bulan. 
Sebuah rekaman video bentrokan kapal laut antara patroli 
perairan Jepang dan sebuah kapal pemukat Cina pada Septem-
ber 2010 telah beredar di dalam jaringan sehingga mengancam 
regangnya hubungan Jepang-Cina, demikian menurut media. 
Kedua negara raksasa di Asia itu terlibat pertikaian 
sengit dalam beberapa tahun karena kejadian pada awal 
September didekat kepulauan sengketa di Laut Cina Timur yang 
memicu Jepang untuk menangkap nakhoda dan menahannya 
selama beberapa pekan. 
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Cina menganggap penangkapan tersebut tidak dibenar-
kan dan ilegal serta meresponnya dengan sejumlah protes dan 
tindakan diplomasi lainnya. Rekaman video bentrokan yang 
direkam oleh patroli perairan Jepang telah diperlihatkan kepada 
Perdana Menteri Jepang, Naoto Kan, serta sejumlah anggota 
parlemen Jepang, namun tidak disiarkan kepada masyarakat 
umum yang ditakutkan dapat memperburuk persengketaan. 
Jepang menyatakan kekhawatiran terbarunya mengenai 
perkembangan kekuatan militer Cina pada Kamis (3 Maret 
2011). Sehari sebelumnya, dua pesawat militer Cina terbang 
didekat kepulauan sengketa di Laut Cina Timur. Juru bicara 
pemerintah Yukio Edano mengatakan Jepang mengirimkan 
pesawat jet tempur untuk mengusir pesawat Cina tersebut pada 
jarak 55 kilometer dari kepulauan yang disebut Senkaku dalam 
bahasa Jepang dan Diaoyu dalam bahasa Cina. Menurut laporan 
media Jepang yang mengutip pejabat yang tidak menyebutkan 
identitasnya, peristiwa itu adalah jarak terdekat yang dilakukan 
pesawat militer Cina ke kepulauan yang tengah menjadi pusat 
perselisihan kedua raksasa Asia itu.  
Namun, pesawat Cina yang diidentifikasi oleh Kantor 
Berita Kyodo sebagai pesawat mata-mata dan anti kapal selam 
Y-8 tidak memasuki wilayah Jepang dan langsung pergi setelah 
mereka berhadapan dengan pesawat Jepang. “Kami memper-
hatikan modernisasi kekuatan militer Cina dan menjadikan per-
tumbuhan dan aktivitas intensifnya sebagai bahan pertimba-
ngan kami,” kata Sekretaris Kabinet Edano. 
Tahun lalu pasukan pertahanan Jepang mengirim pesa-
wat tempur sebanyak 48 kali sebagai respon atas pesawat militer 
Cina yang terbang dekat ke wilayah Jepang antara April dan 
Desember menurut harian Yomiuri Shimbun. Kedua kekuatan 
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Asia itu mengalami perselisihan diplomatik yang makin buruk 
selama bertahun-tahun setelah konflik di perairan yang masih 
dalam sengketa pada September antara dua kapal patroli pantai 
Jepang dengan satu kapal nelayan Cina 
G. Munculnya Aktor Luar dalam Permasalahan Sengketa 
Salah satu kebijakan yang telah Cina lakukan bercermin 
dari penangkapan nelayannya di Senkaku adalah Pemerintah 
Cina menekan serius pemerintah Jepang dengan melakukan 
manuver di bidang diplomatik, antara lain membatalkan kunju-
ngan pelajar Jepang ke Cina, melarang atletnya ikut dalam kom-
petisi perlombaan di Jepang, dan yang paling jelas adalah 
menarik Dubes Cina untuk Jepang seminggu setelah kejadian, 
mendorong demonstrasi anti Jepang, melarang ekspor logam 
bumi ke Jepang yang sangat dibutuhkan untuk industri tekno-
logi tingginya. Cina juga menangguhkan hubungan diplomatik 
tingkat tingginya dengan Jepang. Cina sebelumnya juga telah 
menghentikan rencana perundingan soal eksplorasi bersama 
sumber minyak dan gas di Laut Cina Timur, menunda pembi-
caraan soal perdagangan batu bara, dan membatalkan negosiasi 
penambahan frekuensi penerbangan sipil diantara dua negara. 
Terakhir, Cina secara mendadak membatalkan undangan kepa-
da 1.000 anak muda Jepang ke Shanghai Expo.  
Jepang benar-benar ingin mengamandemen konstitusi-
nya termasuk artikel IX yang anti perang tampaknya akan kian 
menggelisahkan negara-negara tetangganya, yang pernah diser-
bu pasukan Jepang pada awal abad ke-20 silam. Ini karena 
Amerika tidak selamanya membantu kepentingan-kepentingan 
nasional Jepang seperti dalam kasus perebutan pulau Senkaku 
dengan Cina, pihak Amerika tidak membantu dengan alasan 
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bahwa itu merupakan masalah domestik antara Jepang dengan 
Cina dan kasus yang paling baru adalah banyak demonstrasi 
anti Jepang di Cina dan Korea Selatan. 
Di Asia, secara terang-terangan AS menyatakan Cina 
sebagai ancaman potensial bagi kepentingannya. Ini terlihat dari 
pandangan Pentagon yang menyatakan, “di masa datang, para 
pemimpin Cina bisa saja tergoda menggunakan kekuatan atau 
melakukan pemaksaan untuk mendapatkan keuntungan diplo-
matik atau menyelesaikan persoalan secara tepat lewat penggu-
naan kekuatan” (Kompas, 8 Mei 2006). Begitu pula dengan 
pernyataan Condeleezza Rice bahwa Cina bisa menjadi “kekua-
tan negatif” di kawasan Asia Pasifik sehingga pembangunan 
militernya perlu diawasi. 
Hubungan Tokyo-Beijing semakin tegang dan mengkha-
watirkan. Mungkin tidak ada negara di dunia yang senang de-
ngan konflik dan perang  dua negara, kecuali satu negara yang 
selama ini menjadi polisi militer dunia, Amerika Serikat.  
Konflik Asia Timur seakan menjadi berkah dan sebagai sebuah 
kesempatan dan dapat digunakan untuk berperan di kawasan 
Asia Timur dengan suatu alasan untuk memperpanjang eksis-
tensi dan penempatan militer di Jepang dan pangkalan rudal. 
Washington dengan cepat mengontak Pemerintah 
Jepang bahwa kekuatan militer AS siap untuk berada di bela-
kang Jepang. Gedung Putih memberikan garansi ke Jepang bah-
wa  militer AS di Okinawa, Yokosuka dan lainnya dapat menja-
di bagian dari kekuatan Jepang seandainya Jepang diserang oleh 
Cina. 
Apalagi Amerika Serikat sendiri memiliki konflik de-
ngan Cina terkait semenanjung Korea.  Masalah nuklir Korea 
Utara menjadi ganjalan hubungan Cina AS. Amerika Serikat dan 
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Cina juga merupakan anggota tetap Dewan Keamanan Perseri-
katan Bangsa-Bangsa, sehingga perannya dalam mencari solusi 
konflik di semenanjung Korea lebih mudah. 
Cina protes dan mengecam latihan militer bersama AS 
dan Korea Selatan. Menurut Beijing, latihan tersebut menyusupi 
area dimana militer Cina beroperasi. AS dan Korea Selatan pun 
berulangkali menegaskan, latihan ini adalah ajang unjuk gigi ke-
pada Korea Utara (Korut) yang dituduh menembakkan torpedo 
ke kapal perang Korsel. 
Beberapa pemimpin militer Cina dan analis melihat 
upaya AS mengepung Cina. Dalam sebuah artikel yang dipub-
likasi The Global Times, ahli Jepang di Chinese Academy of Social 
Sciences Feng Zhaokui mengatakan, “AS mencoba memelihara 
koalisi anti Cina.” Cina dengan pertimbangan power besar yang 
dia miliki, sebagai raksasa ekonomi dan sebagai penyumbang 
terbesar ekspor logam bagi Jepang dan beberapa negara di dunia 
juga disertai kemapanan militer yang ia miliki, akan memaksa 
Jepang untuk memikirkan kembali sikapnya dalam memperta-
hankan pulau Senkaku dan sikapnya terhadap Cina. Ini dapat 
dilihat ketika Cina menghentikan eskpornya yang kemudian 
melemahkan ekonomi Jepang dan membuat pengusaha Jepang 
kalang kabut.  Cina juga saat ini telah mapan dari segi militernya 
sehingga kemungkinan untuk menghadapi Jepang sangatlah 
mungkin terjadi. Keseluruhan hal diataslah yang kemudian 
membentuk geopolitical codes Cina dalam sengketa pulau Diao-
you atau pulau Senkaku. Itulah contoh dimana pertimbangan 
geografi politik dapat melahirkan dan mendefinisikan politik 
luar negeri sebuah negara. 
Mengapa Cina begitu diresahkan oleh banyak negara 
adidaya, khususnya Amerika Serikat? Ada fakta-fakta menarik 
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dibalik ini semua. Berbagai prediksi para analis mengenai Cina 
memang bermacam-macam tetapi semuanya memiliki  gamba-
ran yang jelas bagaimana Cina sekarnag ini. Hal ini dipicu oleh 
membesarnya porsi anggaran militer Cina yang naik 14,9 persen 
pada tahun 2009. Pada Tahun 2009 Pemerintah Cina menaikkan 
anggaran militernya mencapai 480,686 miliar yuan (70,2 miliar 
dolar AS), meningkat 62,482 miliar yuan dari 2008, kata juru bi-
cara parlemen Cina, Li Zhaoxing kepada para wartawan seperti 
dikutip AFP. 
Kemudian pada tahun 2010 ini, Pemerintah Cina me-
ningkatkan lagi anggaran pertahannya dengan besaran yang 
masih diperhitungkan. Kemungkinan seperti yang dilansir se-
buah lembaga riset perdamaian internasional di Stockholm itu, 
Cina akan menambahakn lagi sebesar 10% dari 84,9 miliar dolar 
tahun lalu untuk anggaran militer tahun 2010. AS melihat Cina 
sebagai naga besar yang sedang menggeliat baik dari segi 
ekonomi maupun militer. Perkembangannya sangat dinamis 
bahkan jauh lebih dinamis dibandingkan dengan masa kebang-
kitan renaissance barat sendiri. Cina memiliki karakteristik yang 
kuat dan sulit untuk ditandingi. AS pun tidak mampu untuk 
melemahkan ekonomi Cina, karena jaringan Cina justru ada 
dimana-mana. Perantauan Cina bukan saja sebagai imigran 
tetapi seakan seperti menteri perdagangan pada banyak negara 
yang siap menjalin perdagangan strategis dan menguntungkan 
dengan Cina. Gilanya hal seperti itu juga terjadi di negara AS 
sendiri. 
Para investor AS pun tidak bisa untuk berdiam diri 
selain ikut menginvestasikan dananya di Cina, karena angka-
angka ekonomi memaksa mereka harus berbuat seperti itu un-
tuk dapat bertahan. Cina merupakan peluang bagus untuk me-
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luaskan usahanya dengan memanfaatkannya sebagai pasar yang 
besar bagi produksinya. Sedangkan bagi konsumen AS yang 
juga pragmatis, bukanlah saat yang tepat untuk berbuat secara 
patriotis disaat kebutuhan dan keadaan ekonomi yang men-
desak, membuat mereka harus mencari produk murah tetapi 
standar kebutuhan sudah terpenuhi. Pengangguran dan penu-
runan kapasitas ekonomi masyarakat AS justru menjadi pasar 
yang tepat bagi produk Cina. Selamat tinggal bagi produk 
kamera Soni atau mobil Ford hanya menjadi sarang laba-laba di 
toko atau dealer di AS. Hukum ekonomi memang kejam 
terhadap terhadap ibu kandung kapitalis pun. 
Bagi para industriawan senjata AS, keberadaan Cina 
menjadi napas yang kedua setelah hampir mati paska perang 
dingin dengan Uni Soviet selesai. Bagi para ilmuwan dan periset 
persenjataan kebangkitan Cina adalah berkah bagi kelanjutan 
risetnya yang amat sangat membutuhkan biaya jutaan dolar. 
Demikian juga bagi para jenderal di Pantagon, kebangkitan Cina 
adalah alasan untuk dapat mengajukan anggaran militer lebih 
tinggi dari paska selesainya perang dingin dengan Uni Soviet 
agar dapat disetujui oleh Kongres. Darah mereka adalah ang-
garan militer dan komisi dari proyek-proyek pemerintah yang 
akan disalurkan kepada pengusaha yang juga merasa mendapat-
kan berkah atas kebangkitan Cina. 
Kemajuan ekonomi Cina telah diprediksi akan menyu-
sul dan melampaui AS paling lambat dalam pertengahan abad 
ke 21 ini. Hal ini menimbulkan banyak pusing kepala bagi pim-
pinan AS. Sebab ekonomi yang makin maju berarti juga kemam-
puan yang makin meningkat untuk meluaskan pengaruh politik 
diseluruh dunia. Keberhasilan ekonomi Cina memungkinkan-
nya memperkuat dan memodernisasi kekuatan militernya. AS 
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tidak hanya risau terhadap kemampuan Cina untuk merebut 
Taiwan secara militer, melainkan khawatir terhadap peran 
militer Cina pada umumnya. Keberhasilan Cina mengem-
bangkan roket anti-satelit yang pada bulan Januari 2007 sanggup 
menembak jatuh satelit, dinilai AS sangat serius. 
AS sangat risau terhadap hubungan Cina dengan Rusia, 
Brasil dan India dalam persekutuan BRIC. Rusia secara terang-
terangan menolak AS hadir dalam pertemuan di Brasilia pada 
beberapa bulan yang lalu. BRIC juga berencana untuk mener-
bitkan mata uang baru yang tentunya akan menyaingi dolar. 
Cina juga memiliki ikatan diplomatik yang kuat dengan Korea 
Utara dan Iran. Perusahaan-perusahaan Cina mendapatkan ba-
nyak keuntungan di Iran dan Rusia sebagai kontraktor migas, 
sementara kontraktor AS sendiri terdepak akibat situasi politik 
yang tidak menguntungkan bagi negaranya. Dari Iran, Cina 
mendapatkan suplai minyak yang teratur. Diplomasi Cina juga 
sangat berhasil di kawasan Asia Tengah, bahkan Cina dapat 
membangun jalan tol dikawasan jalur sutra untuk menyuntikan 
produknya pada negara-negara Balkan tersebut. Asia Tengah 
juga penghasil minyak sangat layak mensuplai ke Cina. 
Selain itu industri kedirgantaraan Cina kini menjadi per-
hatian besar pemerintah Cina kemampuan berbagai teknologi 
pesawat terbang akan terus ditingkatkan termasuk prototype 
pesawat tempur Fighter China-1 (FC-1) yang diberi nama 
Xiaolong (Fierce Dragon). Pesawat dengan sayap delta bermesin 
tunggal ini dikatakan memiliki kemampuan sekitar 85 persen 
dari pesawat tempur F-16 generasi ke-4, dan diperkirakan akan 
dipasarkan dengan harga hanya separuh dari pesawat F-16 
tersebut. Dalam perkembangan kedepan modernisasi peralatan 
perang akan manjadi bisnis yang menggiurkan bagi Cina. 
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Prototype pesawat Cina yang akan terus diupgrade 
seperti prototype ke-4 dari pesawat ini dengan kode FC-4. Seperti 
yang dilansir kantor berita Cina Xinhua yang memberitakan 
bahwa pengujian prototype ini pada tanggal 28 April 2006 lalu 
telah berhasil, dengan kemampuan yang lebih baik dari prototype 
sebelumnya. Pesawat ini dapat dipersenjatai dengan rudal 
active-guided air-to-air jenis PL-12 maupun persenjataan lain 
seperti precision guided-munition. Cina juga telah berhasil menjual 
sejumlah pesawat tempurnya (F-7MG) kebeberapa negara 
seperti Banglades, Nigeria dan Pakistan. Potensi pasar lainnya 
adalah Mesir, Iran, beberapa negara Afrika dan Amerika Latin. 
Pakistan telah memesan jenis pesawat FC-1 Xiaolong dengan 
sistem ko-produksi dengan industri lokal yang nantinya akan 
diberi nama Joint Fighter-17 (FJ-17 Thunder). 
Selain memproduksi sendiri Cina juga melakukan impor 
besar-besaran berbagai peralatan militer kepada Rusia. Tekno-
logi Rusia dianggap telah dapat menyaingi teknologi AS. Tanpa 
sama sekali terpengaruh krisis ekonomi impor Cina malah terus 
meningkat. Seperti kita ketahui, Rusia sekarang ini saja sudah 
mulai meningkatkan kapasitas produksi militernya, salah satu 
konsumennya adalah Cina. Pertikaian antara Cina dan Korea 
Selatan juga melibatkan Batu Socotra, sebuah terumbu dasar laut 
dimana dibinanya stesen penyelidikan sains oleh Korea Selatan. 
Biarpun kedua belah pihak tidak menuntut batu tersebut 
sebagai wilayah masing-masing, namun pihak Cina membantah 
kegiatan Korea itu sebagai melanggar hak-hak ZEE-nya. 
Dalam mengatasi masalah di Laut Cina Timur, negara-
negara yang terlibat dalam sengketa telah berusaha untuk mela-
kukan berbagai perundingan dan negoisasi untuk memecahkan 
dan mencari solusi terbaik dari sengketa tersebut. Beberapa 
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perjanjian dan negoisasi mengenai sengketa di Laut Cina Timur 
yakni sebagai berikut : 
1. Informal Japan-Cina Consultation on the Law of the Sea 
and Fishery: April 1996 
2. Informal Japan-China Consultation on the Law of the Sea 
and Fishery: August 1996 
3. 1st round of the Japan-China Consultation on the Law of 
the Sea and Fishery: December 1996 
4. 2nd round of the Japan-China Consultation on the Law of 
the Sea and Fishery: February 1997 
5. 3rd round of the Japan-China Consultation on the Law of 
the Sea and Fishery: April 1997 
6. 4th round of the Japan-China Consultation on the Law of 
the Sea and Fishery: June 1997 
7. Informal Japan-China Consultation on the Law of the Sea 
and Fishery: June 1997 
8. Informal Japan-China Consultation on the Law of the Sea 
and Fishery: July 1997 
9. 5th round of the Japan-China Consultation on the Law of 
the Sea and Fishery: August 1997 
10. 6th round of the Japan-China Consultation on the Law of 
the Sea and Fishery: August 1997 
11. 7th round of the Japan-China Consultation on the Law of 
the Sea and Fishery: August 1997 
12. 8th round of the Japan-China Consultation on the Law of 
the Sea and Fishery: November 1997 Source: China 
Division, Ministry of Foreign Affairs, Japan 
13. Chronology of East China Sea consultations 1998- Japan-
China Consultation on the Law of the Sea and the 
Delimitation of EEZ (Kaiyoho ni kansuru Nittyu Kyogi) 
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14. 1st round of the Japan China Consultation on the Law of 
the Sea: August 1998 
15. 2nd round of the Japan China Consultation on the 
Law of the Sea: January 2000 
16. 3rd round of the Japan China Consultation on the Law of 
the Sea: September 2000 
17. 4th round of the Japan China Consultation on the Law of 
the Sea: December 2001 
18. 5th round of the Japan China Consultation on the Law of 
the Sea: November 2002 
19. 6th round of the Japan China Consultation on the Law of 
the Sea: December 2003 
20. 1st round of the Japan-China Consultations concerning 
the East China Sea and Other Matters: 25 October 2004 
21. 2nd round of the Japan-China Consultations concerning 
the East China Sea and Other Matters: 30-31 May 2005 
22. 3rd round of the Japan-China Consultations concerning 
the East China Sea and Other Matters: 30 September-1 
Oct 2005 
23. Informal Japan-China Consultations concerning the East 
China Sea and Other Matters: January 2006 
24. 4th round of the Japan-China Consultations concerning 
the East China Sea and Other Matters: 6-7 March 2006 
25. 5th round of the Japan-China Consultations concerning 
the East China Sea and Other Matters: 18 May 2006 
26. 6th round of the Japan-China Consultations concerning 
the East China Sea and Other Matters: 8-9 July 2006 
27. 7th round of the Japan-China Consultations concerning 
the East China Sea and Other Matters: 29 March 2007 
28. 8th round of the Japan-China Consultations concerning 
the East China Sea and Other Matters: 25 May 2007 
 242 S.M. Noor : Sengketa Laut Cina & Kepulauan Kuril 
 
29. 9th round of the Japan-China Consultations concerning 
the East China Sea and Other Matters: 26 June 2007 
30. 10th round of the Japan-China Consultations concerning 
the East China Sea and Other Matters: 11 October 2007 
31. 11th round of the Japan-China Consultations concerning 
the East China Sea and Other Matters: 14 November 
2007 
32. 1st Ministerial Meeting: 1 December 2007 
33. Vice-Ministerial Meeting in Beijing, 22-23 February 
2008 
34. Vice-Ministerial Meeting in Beijing, 14 April 2008 
Laut Cina Timur sangat terkenal dengan sengketa Kepu-
lauan Senkaku. Disengketakan oleh Cina, Jepang dan Taiwan. 
Sengketa ini dikarenakan masing-masing kedua belah pihak 
merasa terikat secara historis dengan kepulauan tersebut. Pada 
awalnya Cina tidak pernah sama sekali mengungkit-ungkit per-
masalahan klaimnya atas wilayah ini. Akan tetapi, sejak dike-
tahui terdapat cadangan minyak dan gas disana, Cina semakin 
gencar dalam mengklaim wilayah tersebut. Kebutuhan ekonomi 
Cina dalam hal industri sangat sinkron dengan sikap Cina 
dalam mengklaim wilayah Daiyou. Jika Cina dapat dengan 
bebas menguasai kepulauan ini, maka akan sangat membantu 
dalam pemenuhan kebutuhan energinya. Mengingat Cina meru-
pakan negara industri terbesar di dunia. Disisi lain Jepang juga 
tidak akan kalah dalam hal kepemilikan sumber daya dengan 
Cina. Rivalitas antara dua negara besar Asia ini akan meng-
akibatkan potensi kekacauan apalagi jika mereka sudah melin-
tasi batas negara masing-masing. 
Selain karena kepulauan ini merupakan kepulauan yang 
kaya akan sumber daya alam, ditambah dengan Laut Cina 
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Timur merupakan jalur pelayaran strategis dunia yang sangat 
penting bagi Cina, Jepang, Amerika Serikat. Terutama untuk ja-
lur masuk ekspedisi barang seperti minyak bumi, pertambangan 
dan ekspor impor ke Beijing, Jepang, Korea Selatan dan Korea 
Utara dan jalur alternatif bagi Rusia. Untuk permasalahan 
sengketa di Laut Cina Timur ini juga akan mengancam rivalitas 
militer antara kedua negara tersebut yang akan berpengaruh 
pada kemananan di Laut Cina Timur. Telah terlihat kedua nega-
ra saling panas memanasi dalam hal militer. Cina telah mening-
katkan kesiagaannya terhadap militer Jepang disekitaran per-
airan Laut Cina Timur. Belum lagi situasi ini diperkeruh dengan 
intervensi Amerika Serikat yang berada di belakang dan dipihak 
Jepang.  
Dalam menghadapi Cina yang dewasa ini telah berkem-
bang dan sejajar dengan negara-negara adidaya di dunia serta 
hubungannya dengan negara-negara seperti Rusia menjadi salah 
satu langkah yang sulit jika negara-negara lain ingin melawan-
nya. Apalagi mereka sangat bergantung pada Cina dalam hal 
ekonomi. Sedikit saja salah langkah dalam menghadapi Cina, 
mereka akan berhadapan langsung dengan embargo ekonomi 
Cina yang akan melumpuhkan ekonomi mereka khususnya 
Amerika Serikat yang kita ketahui banyak memiliki utang pada 
Cina dan impor dari Cina. 
Dalam menghadapi permasalahan sengketa kepulauan 
Senkaku ini, masing-masing negara harus memikirkan kembali 
bagaimana sikap mereka dalam mengklaim pulau tersebut. Keje-
lasan pemilik memang harus ditemukan segera dan negoisasi 
yang akurat harus terjadi sehingga keamanan dan stabilitas di 
sana dapat terjaga dan menjadi stabil. Mengingat kondisi yang 
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kisruh akibat persaingan militer dan juga intervensi asing yang 
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Pada akhirnya tibalah pada konklusi dari semua apa 
yang telah dibahas. Bertolak dari apa yang telah dibahas di atas 
maka kesimpulan sementara yang dapat ditarik adalah sengketa 
perairan teritorial dikawasan Asia Timur merupakan persoalan 
yang penyelesaiannya cukup rumit tetapi menarik diamati. Ke-
tentuan-ketentuan dalam konvensi hukum laut internasional 
dalam aplikasinya di Asia Timur mengalami benturan-benturan 
pada penggunaan variasi prinsip dan metode-metode yang 
berlainan. Lebih dari itu bahwa Asia Timur merupakan wilayah 
yang urgensinya sebagai tempat proses uji coba berlakunya kon-
vensi. Para ahli telah mengambil kesempatan sementara bahwa 
kawasan yang paling rawan dalam penerapan setiap konvensi 
hukum laut adalah Asia Timur. Hal itu tampak seringnya 
berubah-ubah perjanjian masalah perbatasan dikawasan itu, 
atau bahkan seringnya muncul deklarasi-deklarasi sepihak yang 
dilontarkan oleh salah satu negara dan tidak didukung oleh 
negara-negara lain disekitarnya. 
Demikian pula belum adanya lahir keputusan-keputu-
san Mahkamah Peradilan Internasional yang dapat dijadikan 
titik pangkal bagi keputusuan hakim internasional untuk seng-
keta yang sama sebagai landasan yurisprudensi internasional. 
 
BAB  8 
KESIMPULAN DAN SARAN 
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Titik pangkal dari masalah-masalah kedaulatan negara merupa-
kan pokok sengketa utama di kawasan Asia Timur. Dibanding-
kan dengan laut Utara maupun kawasan Mediterania maka Asia 
Timur dalam konteks hukum laut adalah merupakan kawasan 
yang mempunyai titik pergolakan yang tertinggi di dunia.  
Sengketa perairan di kawasan Asia Timur bukan saja 
dari akibat pembenturan masalah hukum laut wilayah antara 
negara-negara, tetapi keadaan itu diperparah dengan persing-
gungan perbedaan latar politik dan ideologi. Dua alur idiologi 
yang sama derasnya di dunia mempunyai titik pertemuan arus 
di kawasan Asia Timur. Di samping itu, adanya kompetisi 
negara-negara yang saling bermusuhan secara turun temurun. 
Pertentangan antara idiologi komunisme disatu pihak dengan 
liberalisme-nasionalisme dipihak lain merupakan bongkahan 
kepundan yang sewaktu-waktu bisa meledak apabila masalah-
masalah kedaulatan wilayah perairan tidak terselesaikan di Asia 
Timur. Selain terdapat campur tangan negara-negara raksasa 
untuk mendukung negara yang menjadi satelitnya, sekalipun 
negara satelit itu tidak merasa diri menjadi satelit. Reak dan 
tingkah laku politiklah yang memperlihatkan bahwa mereka 
adalah satelit negara-negara raksasa seperti Rusia - Vietnam dan 
Amerika Serikat - Jepang - Taiwan - Pilipina. 
Rivalitas-rivalitas seperti itu tidak dapat diabaikan 
sebagai suatu pertimbangan utama pada prospek penyelesaian 
sengketa perairan di kawasan Asia Timur. Hal-hal yang 
demikian itulah yang menjadikan doktrinitas-doktrinitas sarjana 
hukum dalam menganalisa sengketa hukum di Asia Timur tidak 
bisa melepaskan kombinasi dari rick-rink politik. Adapun kom-
binasi lain yang menjadi pertimbangan adalah ekonomi. Asia 
Timur merupakan kawasan yang mempunyai tingkat volume 
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perdagangan yang tertinggi di dunia. Diperkirakan tingkat 
volume perdagangan rata-rata 80,3 persen, ukuran mana merupa-
kan ukuran volume tercepat di dunia. 
Dari tingkatan ekonomi, tentunya Asia Timur merupa-
kan tergolong kawasan industri. Sementara industri yang terbe-
sar dikawasan adalah industri manufaktur utamanya bagi 
Jepang dan RRC. Itu sebabnya, perebutan terhadap wilayah-
wilayah konsesi minyak landas kontinen Asia Timur, baik di 
Laut Jepang, Laut Kuning, Laut Cina Timur maupun Laut Cina 
Selatan, begitu keras. Begitu kerasnya sehingga perjanjian-
perjanjian yang disepakati bila tiba pada taraf ratifikasi 
seringkali masalah sengketa landas kontinen yang kaya minyak 
itu menjadi patokan tawar-menawar (bargaining power). Contoh-
nya, antara Rusia -Jepang dalam masalah Kurile, Jepang - Korea 
dalam masalah Danjo dan Takeshima Rock, Jepang - Cina - 
Pilipina dalam masalah Spratly - Paracel, Maclesfield maupun 
Pratas. 
Yang mengesankan adalah faktor Cina, dalam debutnya 
memproklamasikan diri sebagai pemimpin negara-negara dunia 
ketiga maka dalam perjanjian dibidang hukum laut, Cina me-
nampilkan diri sebagai bangsa yang tidak saja pantas sebagai 
pemegang veto di Dewan Keamanan PBB tetapi juga aspirasi-
aspirasi brilian melalui wakil-wakilnya membela dan secara ber-
gantian memperjuangkan aspirasi-aspirasi dunia ketiga tanpa 
memandang latarbelakang politik dan idiologinya. Dia menu-
duh Rusia sebagai imprealis laut. Dia menuduh Amerika Serikat 
juga sebagai imprealis laut. Putusnya hubungan diplomatik 
Cina-Indonesia tidak mempengaruhi usaha-usaha Cina untuk 
membantu perjuangan Indonesia menegakkan prinsip wawasan 
nusantaranya. Kontroversi-kontroversi Cina itu dilontarkan me-
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lalui interpretasi dan pidato-pidato para ahlinya secara berani, 
fight bahkan terlihat beringas di forum teapi brilian, jenius serta 
taktis sekali. Itulah kesimpulan yang dapat ditarik dari karya ini. 
Sebagai saran mungkin saran dari tulisan inilah yang 
paling sederhana dari yang pernah ada, karena hanya tersimpul 
pada satu pertanyaan; "Mengapa ahli-ahli hukum Indonesia 
kurang minat melakukan studi terhadap sengketa hukum di 
kawasan perairan Asia Timur?" Studi dalam karya ini mungkin 
satu-satunya yang paling tebal (bukan dalam bentuk artikel) 
yang pernah ada dalam bahasa Indonesia, sesuai penelusuran 
penulisnya pada tiga universitas yang dicurigainya, ada karya 
skripsi yang sama; Universitas Indonesia (UI), Universitas 
Padjadjaran (Unpad), Universitas Gadjah Mada (UGM) masing-
masing secara runtut dari Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta, 
ternyata, ketiganya tidak memiliki sejak lahir universitasnya. 
Ada banyak skripsi mereka tentang Asia Timur tetapi didekati 
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